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vang lainnya, maka hukum pemberian seperti itu tetap-
sah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh
An-Nu'man, bahwa Nabi § bersabda, « ,-F e Je agaf
“Persaksikan ini kepada orang selain aku.” Seandainya
tidak sah tentu Nabi & akan menjelaskannya kepada
An-Nu'man. Dan beliau tidak menyuruhnya untuk
mempersaksikannya kepada orang lain. Beliau tidak
melarang pemberian vyang hanya sedikit, dan
menganjurkan untuk tetap diterima oleh orang vyang
diberi, hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan
oleh Abu Hurairah 4, bahwa dia berkata, Rasulullah ¢
bersabda, L.Ld ‘C\J‘f :,\\ sl oy Ll &!J? u“ oed
“Sekalipun aku diundang untuk mendatangi jamuan
makan yang hanya menghidangkan kaki kambing
niscaya aku akan penuhi undangan itu. Dan sekalipun

aku diberi hadiah berupa kaki atau lengan kambing,
maka akan aku terima.”

Penjelésan:

Hadits yang pertama diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam
Al Adab Al Mufrad, Al Baihaqi, Tbnu Thahir dalam Musnad Asy-

Svihab dari hadits Muhammad bin Bakir dari Zhamam bin Ismail
bin Musa bin Wardan dari Abu Hurairah &,

° & PPN - B B
“Salinglah memberi hadiah niscaya kalian akan saling

mencintai.”
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Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, isnadnya hasan. Akan
tetapi periwayat yang bermama Zhamam statusnya masih
~ diperselisihkan oleh para ulama. Adz-Dzahabi menyatakan, bahwa
sebagian ulama ahli hadits menilainya sebagai seorang periwayat
vang dha’if dan tidak dapat dijadikan Aujah. Ahmad bin Hanbal
mengatakan, dia merupakan periwayat yang patut meriwayatkan
hadits. Ibnu Adiy dalam kitabnya A/ Kaamil mengemukakan
beberapa haditsnya yang hasan. Dalam suatu riwayat disebutkan,
dari Zhamam, dari Abu Qubail, dari Abdullah bin Umar. Hadits ini
dikemukakan oleh Ibnu Thahir dalam Musnad Asy-Syihaab dari
hadits Aisyah & dengan redaksi,

A AW

“Saling memberi hadliahlah kalian, niscaya kalian akan lebih
saling mencintai.”

Di dalam isnadnya terdapat nama Muhammad bin
Sulaiman. Ibnu Thahir berkata:Aku tidak mengenalnya. Hadits ini
juga diriwayatkan oleh Ibnu Thahir dari jalur sanad lain dari Ummu
Hakim binti Wadi’ Al Khuza'iyyah. Dia mengomentari, bahwa
isnadnya gharib dan tidak bisa dijadikan sebagai huijjah.

Hadits semacam ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik
dalam A/ Muwaththa * dari Atha® Al Khurasani secara marfu’,

°

2 @ e %% . a"//o///zé°o PR ://

“Saling berjabat tanganlah kalian niscaya rasa kedengkian
akan hilang. Saling memberi hadiah lah kalian niscava kalian akan
saling mencintai dan rasa benci akan lenyap.”
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“Apakah kamu tidak senang kalau mereka sama dalam
kebaikan?.” Ia menjawab, “Tentu.” Beliau bersabda, “ Kalau begitu,
jangan seperti itu.”

Hadits senada diriwayatkan oleh Ath-Thabrani yang
bersumber dari riwayat Ibnu Abbas, Al Baihagi dan juga Sa’id bin
Manshur dengan redaksi, Wads &3 'ylb adaalt 3 oS'aY5l G ! fye
s il 105f “Berlakulah sama di antara anak-anak kalian
dalam pemberian. Seandainya aku boleh memprioritaskan
seseorang tentu aku akan memprioritaskan wanita.” Di dalam
isnadhya terdapat nama Sa'id bin Yusuf, seorang periwayat yang
dha’if

Ibnu Ady dalam A/ Kamil menyatakan, bahwa tidak ada

yang lebih mungkar daripada hadits ini. Padahal Ibnu Hajar dalam
Fathul Baari menilai isnadnya hasan.

Sementara hadits Abu Hurairah @ diriwayatkan oleh Al
Bukhari dengan redaksi,

5y =l & ] ;‘3? Jg el )

“Seandainya aku diundang untuk mendatangi jamuan
makan yvang hanya menghidangkan kaki kambing niscaya aku
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akan penuhi undangan itu. Dan sekalipun aku diberi hadiah
berupa kaki atau lengan kambing, maka akan aku terima.” Hadits
ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi, At-Tirmidzi
menilainya shahih. Sementara yang bersumber dari Anas,
diriwayatkan dengan redaksi,

4..1.9 g...&.: )jj cg:l..;j t‘; ‘,2‘ Qggl«f}f
G

“Sekiranya dihadiahkan kepadaku kaki kambing akan aku
terima, dan sekiranya aku diundang untuk mendatangi jamuan
makan yang hanya menghidangkan kaki kambing niscaya aku
akan mendatanginya.”

Hadits senada diriwayatkan oleh Ath-Thabrani bersumber
dari Ummu Hakim Al Khaza'iyah, dia berkata:

s AT, ‘M‘33;J§a B J gy §

155 i b 55 L 15 e
sy

Aku bertanya kepada Rasulullah @, “Wahai Rasulullah,
apakah Anda tidak suka makanan yang buruk?” Beliau bersabda,
“Aku tidak menganggapnya buruk. Sekalipun aku diberi hadiah
berupa kaki kambing, maka akan aku terima.”
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Basyir bin Sa’ad pada suatu hari datang menemui Nabi &
untuk memohon beliau menjadi saksi atas sesuatu yang dia berikan
kepada anaknya si Nu'man. Basyir bin Sa'ad adalah ayah An-.
Nu'man bin Basyir bin Sa’ad bin Jullas bin Zaid bin Malik bin
Tsa’labah bin Ka’ab Al Khazraj bin Al Harits bin Al Khazraj Al
Anshari Al Khazraji Al Madini, seorang sahabat senior yang saleh.
Dia ikut hadir dalam peristiwa bai’at agabah yang kedua. Dia juga
ikut terjun langsung dalam perang Badar, perang Uhud, perang
Khandagq, dan peperangan lain sesudahnya bersama Rasulullah £.
Ada ulama yang mengatakan, bahwa dia adalah orang pertama
dari kaum Anshar yang membai’at Abu Bakar Ash-Shiddiq &
sebagai khalifah. Dia gugur sebagai pahlawan syahid bersama
Khalid bin Al Walid # di dekat mata air At Tamar setelah dia
bertolak dari Yamamah pada tahun kedua belas hijriyah. Dia lah
orang vang disebut dalam sebuah hadits shahih yang menyatakan,
sesungguhmwa dia berkata, “Wahai Rasulullah, kami diperintahkan
untuk membacakan shalawat kepada Anda. Bagaimana cara kami
membacakan shalawat kepada Anda ?.”

Tentang An-Nu'man bin Basyir, putera Basyir, An-Nawawi
& dalam Tahdzib Al Asmaa' Wal-Lughaat mengatakan, “Dia
adalah putera pasangan suami isteri yang sama-sama sahabat.
Namanya disebutkan dalam A/ Muktashar dan Al Muhadzab. Juga
disebutkan dalam A/ Wasith dalam bab tentang hibah. Tetapi
terjadi kesalahan dalam Al Wasith yang penjelasannya insya Allah
akan kami kemukakan nanti. Dia lah Abu Abdullah An-Nu'man bin
Basyir bin Sa’'ad bin Tsa'labah bin Jullas atau Khullas bin Zaid bin
Malik bin Tsa’labah bin Ka'ab Al Khazraj bin Al Harits bin Al
Khazraj Al Anshari. Ibunya bernama Shatibun alias Ummu
Umarah binti Rawahah. Sementara ayahnya si Basyir ikut hadir
dalam peristiwa bai’at agabah yang kedua. Ia juga ikut terjun

12 ” Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab




langsung dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandagq,
dan perang-perang lain sesudahnya bersama Rasulullah &. Yang
biasa meriwayatkan hadits darinya adalah puteranya; An-Nu'man
dan Jabir bin Abdillah. Yang juga biasa meriwayatkan darinya
secara mursal adalah Urwah dan Asy Sya’bi, karena kedua orang
ini tidak sempat mendapatinya. An-Nu’'man dilahirkan pada empat
belas bulan setelah hijrah. Dia merupakan anak pertama dari kaum
Anshar yang dilahirkan sesudah hijrah. Ada yang mengatakan, dia
lahir tidak seperti yang dikemukakan tadi. Tetapi menurut
pendapat yang paling shahih, dia dilahirkan beberapa bulan
setelah peristiwa hijrah. Dia telah meriwayatkan dari Rasulullah ¢
sebanyak 114 hadits yang disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim.
Lima hadits di antaranya diriwayatkan oleh Al Bukhari, dan
empat di antaranya diriwayatkan oleh Muslim. Yang biasa
meriwayatkan darinya adalah kedua puteranya Basyir dan
Muhammad, Urwah, Ibnu Az-Zubair, Asy-Sya’bi, dan yang lainnya.
‘Dia terbunuh di Syam di dekat dusun masuk dalam wilayah
Khamas pada bulan Dzulhijah tahun 64 hijrivah. Ibnu Abi
Khaitsamah mengatakan, pada tahun 60 hijrivah. Dia ditunjuk
sebagai gubernur Khamas lalu pindah ke Kuffah. Di kedua wilayah
tersebut dia pemah menunjuk Yazid bin Mu'awiyah sebagai
gubernur. Sang penyair ini juga dikenal sebagai orang vang
budiman dan dermawan.

Disebutkan dalam Fathu/ Baari bahwa hibah dalam
pemahaman umum diartikan sebagai salah satu jenis ibra’ atau
pembebasan, vyaitu membebaskan utang dari orang vyang
menanggungnya. Dan sedekah adalah hibah yang murni untuk
mencari balasan pahala akhirat. Hibah dalam pengertian khusus
adalah pemberian yang tidak dimaksudkan ada imbalan atau
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penggantinya. Dengan kata lain, hibah adalah penyerahan hak
milik tanpa imbalan.

Hibah, pemberian, hadiah, dan derma memiliki arti yang
mirip, yaitu memberikan kepemilikan pada saat yang bersangkutan
masih hidup tanpa ada imbalan. Pengertian kalimat pemberian
lebih komplek. Hibah, sedekah, dan hadiah bisa berubah.
Sesungguhnya Nabi ¢} berkenan memakan hadiah, tetapi tidak
berkenan memakan sedekah.”

Tentang daging yang pernah didermakan kepada Barirah,

’
- s s

beliau bersabda, 5;,93 d Bae L’e—jﬁ s “Daging itu untuknya
adalah sedekah, dan untuk kami adalah hadiah.” Yang jelas
adalah, bahwa barangsiapa memberi sesuatu kepada orang lain
vang membutuhkan untuk beribadah mendekatkan diri kepada
Allah £, maka itu adalah sedekah. Semuanya itu dianjurkan, ini
berdasarkan sabda Rasulullah g,

-] & P (-] P
P Vg3
“Saling memberi hadiahlah, niscava kalian akan saling
mencintai.”
Soal keutamaan sedekah terlalu banyak dalil yang

menjelaskannya, sehingga jumlahnya tidak terhitung. Allah #
berfirman,

L o2t

& o 7 zoz s o
{,43\..._;.:,.9g..‘.s.,\q‘al\\,_\_,;».;;\g

LW A2 ~rL AT

i}-‘@‘ AR P TS ’:3;5-4') o o i)
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“Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah
baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan
kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik
bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian
kesalahan-kesalahanmu. ” (Qs. Al Bagarah [2): 271)

Berdasarkan hal itu, maka untuk menyedekahkan atau
menghibahkan barang yang biasa ditakar dan barang yang biasa
ditimbang harus dengan serah terima. Inilah pendapat sebagian
besar ulama ahli fikih. Antara lain adalah Ibrahim An-Nakha'i,
Sufyan Ats-Tsauri, Al Hasan bin Shalih, Abu Hanifah, Asy-Syafi’i
dan Ahmad.

Imam Malik dan Abu Tsaur menyatakan, bahwa hal itu
wajib dengan hanya ada akad saja, hal ini berdasarkan pengertian
umum sabda Nabi &, 4 & -Lg\d@ ep B :\Z\ij\ “Orang yang
menarik kembali hibahnya itu sama seperti orang yang menelan
kembali muntahnya.” Disebabkan hibah itu berarti menghilangkan
hak milik tanpa ada imbalan, maka hal itu wajib dengan hanya
adanya akad saja. Sama seperti yang berlaku pada wakaf dan
memerdekakan budak. Ada yang mengatakan, hibah itu
pemberian suka rela, sehingga tidak perlu ada serah terima segala.
Sama seperti wasiat dan wakaf. Disebabkan hibah merupakan
akad yang menuntut pemindahan hak milik, maka tidak harus
bergantung pada serah terima, sama seperti jual beli. Hibah itu
secara mutlak diartikan sebagai sesuatu yang diberikan.

Hadits-hadits An-Nu'man bin Basyir inilah yang dijadikan
pegangan oleh para ulama yang mewajibkan adanya kesamaan

dalam pemberian kepada semua anak, sebagaimana yang
ditegaskan oleh Al Bukhari. Dan ini pula pendapat Thawus,
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Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad, Ishag, dan beberapa ulama madzhab
Maliki. Disebutkan dalam Fathu/ Baari, bahwa menurut pendapat
yang populer yang dikutip dari mereka, hal itu batal. Sementara
menurut pendapat vang dikutip dari Imam Ahmad, hukumnya sah
dan wajib untuk diminta kembali. namun menurut pendapat lain
yang dikutip dari Imam Ahmad, bahwa boleh ada selisih jika
memang ada alasannya. Contohnya seperti ada seorang anak yang
membutuhkan pemberian lebih banyak untuk mengobati
penyakitnya yang parah atau untuk menutupi utangnya dan lain
sebagainya.

Abu Yusuf berkata, bahwa jumlah hadiah itu haruslah
sama, apabila dia sengaja bertujuan untuk melebihkannya, maka
itu dapat menimbulkan kemudharatan. Jumhur ulama menyatakan
bahwa haruslah dengan jumlah yang sama sebab itu sangat
dianjurkan, sekalipun seseorang itu melebihkan sebagiannnya, itu
sah-sah saja akan tetapi dimakruhkan. Para ulama menggiring
permasalahan ini pada hukum sunah, sebagaimana mereka
menggiring makna hadits yang berisikan larangan di dalam riwayat
Muslim, “Apakah kamu tidak senang kalau mereka sama dalam
kebaikan?” Dia menjawab, “Tentu.” Beliau bersabda, “Kalau
begitu, jangan seperti itu." kepada makna makruh.

Mereka menjawab hadits An-Nu'man tersebut dengan
sepuluh jawaban, sebagaimana yang dikemukakan dalam Fathu/
Baari yang kemudian diringkas oleh Asy-Syaukani dengan ada
tambahan-tambahan yang dibuatnya.

Jawaban Pertama: Yang dihibahkan kepada An-Nu'man
adalah semua harta ayahnya, sebagaimana yang diceritakan oleh
Ibnu Abdil Barr. Tetapi hal ini dikomentari bahwa sebagian besar
hadits menegaskan jika yang diberikan hanya sebagian saja,
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sebagaimana keterangan dalam hadits Jabir dan lainnya bahwa
vang dihibahkan adalah seorang budak, dan juga sebagaimana

vang terdapat dalam redaksi Muslim dari An-Nu’man, :,13 XAl
46 gany uef “Ayahku mensedekahkan kepadaku sebagian
hartanya.”

Jawaban Kedua: sesungguhnya pemberian seperti itu tidak
boleh dilaksanakan. Kedatangan Basyir menemui Nabi @ adalah
dalam rangka untuk meminta pertimbangan beliau mengenai hal
itu. Dan karena beliau melarang, maka dia kemudian
meninggalkannya sehingga tidak jadi, sebagaimana yang dikutip
oleh Ath-Thabari. Tetapi keterangan ini dijawab bahwa perintah
Nabi @ supaya Basyir menarik kembali pemberiannya, itu
menunjukkan jika hal itu sudah dilaksanakan. Begitu pula dengan
ucapan isterinya si Ummu Umarah, 1§-J"‘ & G:o)f Y “Aku tidak
setuju sebelum kamu terlebih dahulu meminta persaksian
Rasulullah &&.”

Jawaban Ketiga: Saat itu An-Nu'man sudah dewasa.
Lantaran belum terjadi serah terima, maka boleh ayahnya menarik
kembali. Ini yang dikemukakan oleh Ath-Thahawi. Al Hafizh
menyatakan, bahwa ini berbeda dengan keterangan sebagian besar
riwayat hadits, terutama sabda Nabi g, “Tariklah kembali” yang
menunjukkan bahwa sebelumnya sudah ada serah terima.
Terdapat beberapa riwayat yang menyatakan bahwa pada saat itu
An-Nu'man masih kecil. Karena masih kecil, maka ayahnya lah
yang menerimanya. Lalu Rasulullah g menyuruh Basyir untuk
menarik kembali pemberian tersebut setelah diserah terimakan.
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Jawaban Keempat: Redaksi, axor’)\ “ Tariklah kembali’ ini

menunjukkan keabsahan. Sebab apabila hibah dianggap tidak sah,
maka tidak sah pula menariknya kembali. Alasan Nabi 4%
menyuruh Basyir untuk menarik kembali, karena seorang ayah
memang punya wewenang atau hak menarik kembali apa yang
telah dia berikan kepada anaknya, meskipun yang utama adalah
sebaliknya. Tetapi anjuran untuk memperlakukan sama di antara

anak-anak itu diutamakan. Dimana itulah yang diperintahkan oleh
Nabi & kepada Basyir.

Argumen seperti itu perlu dipertanyakan. Yang jelas,
makna redaksi 4ax)l “Tarikiah kembal’ dengan kata lain ialah,

“Jangan teruskan pemberian tersebut.” Dan ini tidak berarti bahwa
hibah sudah sah terlebih dahulu.

Jawaban Kelima: Makna sabda Nabi €, ,;5 i ‘_J-F -Le-i'a\
“ Persaksikan ini kepada orang lain” adalah minta izin supaya hal
itu dipersaksikan. Dimana Nabi g melarang hal itu karena beliau
adalah seorang imam atau presiden. Jadi, seolah-olah Nabi &%
bersabda, “Aku tidak mau menjadi saksi,” karena menjadi saksi
bukan urusan seorang imam. Urusannya adalah memutuskan,
‘sebagaimana yang dikemukakan oleh Ath-Thahawi, dan disetujui
oleh Tbnu Al Qashshar. Akan tetapi redaksi menjadi saksi bukan
urusan seorang imam, ini dikomentari bahwa itu tidak berarti
melarang seorang imam menjadi saksi atau menyampaikan
kesaksian jika memang hal itu diwajibkan kepadanya.

Ibnu Hibban mengatakan, bahwa kalimat persaksikan
adalah ‘bentuk kalimat perintah, dan yang dimaksudkan adalah
menafikan kebolehan. Ini seperti sabda Nabi g% kepada Aisyah,

“Syaratkan kepada mereka hak wala’” Hal ini diperkuat dengan
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alasan Nabi §% menyebut hal itu boleh, sebagaimara yang
dikemukakan dalam beberapa riwayat di atas.

Jawaban Keenam: Berpegang pada sabda Nabi &, N

e A0, o oG .
. -

i “Hendaklah kamu menyamakan di antara mereka’

bahwa yang dimaksud perintah adalah anjuran dan yang dimaksud
dengan larangan adalah menjauhkan. Al Hafizh Ibnu Hajar
mengatakan, ini sangat bagus seandainya tidak ada lafazh-lafazh

o ¥

tambahan atas lafazh tadi, terutama riwayat, ‘q-'e..g 4w “Berlakulah

sama di antara mereka.”

Jawaban Ketujuh: Redaksi dalam hadits An-Nu’man ialah,
;.5 Q‘i}f ot V938 “Berlakulah vang mirip di antara anak-anak
kalian,” bukan, (sss “Berlakulah sama.” Hal ini dikomentari

bahwa beda antara berlaku mirip dengan berlaku sama.

Jawaban Kedelapan: Penyerupaan yang terjadi di antara
mereka dan penyamaan di antara mereka dalam kebajikan adalah
indikasi yang menunjukkan bahwa perintah tersebut adalah
perintah sunah, bukan perintah wajib.

Jawaban Kesembilan: Dalam pasal berikutnya nanti akan
dikemukakan tentang pemberian Abu Bakar kepada Aisyah.
Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dari Umar,
bahwa sesungguhnya dia memberikan pemberian kepada
- puteranya si Ashim, bukan kepada anak-anaknya yang lain.
Seandainya tidak boleh membedakan, tentu hal itu tidak sampai’
dilakukan oleh dua orang khalifah tersebut. Disebutkan dalam
Fathul Baari, Ionu Umar menjawab bahwa kisah Aisyah itu terjadi
karena saudara-saudaranya sudah sama setuju. Jawaban yang
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sama berlaku untuk kisah Ashim. Jadi, apa yang pernah dilakukan
oleh Abu Bakar dan Umar tersebut tidak bisa digunakan sebagai
hujjah, apalagi jika hal itu bertentangan dengan riwayat yang
marfu’

Jawaban Kesepuluh: Sudah ada kesepakatan para ulama
atas kebolehan seseorang memberikan hartanya kepada selain
anaknya. Jika dia boleh mengkesampingkan semua anaknya dari
hartanya untuk dimiliki oleh orang lain, maka boleh juga dia
mengkesampingkan sebagian anaknya dari harta itu untuk dimiliki
oleh sebagian anaknya yang lain. Demikian yang dikemukakan
oleh Ibnu Abdul Barr. Al Hafizh Ionu Hajar mengatakan, ini jelas
pendapat yang lemah. Sebab ini mefupakan givas dengan adanya
nash.

Menurut Asy-Syaukani, memperlakukan sama di antara
semua anak itu hukumnya wajib, dan membeda-bedakan mereka
hukumnya haram. Para ulama yang mewajibkan perlakuan sama
berselisih pendapat tentang tata caranya. Menurut Muhammad bin
Al Hasan, Imam Ahmad, Ishaq, beberapa ulama madzhab Maliki,
dan beberapa ulama madzhab Asy-Syafii menyatakan, bahwa
berlaku adil adalah memberikan dua bagian kepada anak laki-laki
seperti yang berlaku dalam pembagian harta warisan. Mereka
berdalih, bahwa memang itulah bagian hartanya seandainya yang
memberikan meninggal dunia dengan meninggalkannya. Tetapi
menurut ulama-ulama vang lain, tidak boleh dibedakan antara
bagian anak laki-laki dengan bagian anak perempuan. Berdasarkan
lahiriahnya perintah memang memperlakukan mereka dengan
sama.

Tetapi hadits An-Nu'man bin Basyir diriwayatkan oleh
beberapa orang tabi’in. Di antara mereka adalah, Urwah bin Az-
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Zubair yang diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa"i, dan Abu Daud,
Abu Dhuha vyang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Hibban,
Imam Ahmad, dan Ath-Thahawi, Al Mufadhal bin Al Muhallab
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa i,
Abdullah bin Utbah bin Mas’'ud yang diriwayatkan oleh Imam
Ahmad, Aun bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Abu Awanah,
Asy-Sya’bi yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, Abu
Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan lainnya. Hadits
ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Musnad Basyir ayah An-
Nu'man. Wallahu A lam.

Asy-Syirazi & mengatakan: Pasal: Barang-barang
yang boleh dijual, maka boleh dihibahkan, karena hibah
adalah akad yang dimaksudkan untuk memiliki barang.
Jadi, kepemilikan barang lewat hibah sama seperti
memiliki barang lewat jual beli. Barang yang boleh
dihibahkan, maka boleh untuk umum, berdasarkan
hadits yang diriwayatkan oleh Amr bin Salamah Adh-
Dhamri, J & &l (e 775 ol €8 & Lo i J3) of
86 8485 08 g Jar 10k B ) U i s 130 5
e Bl gt dn g LB e e J8) s el il
uu)\ww(.i.uﬁ\f\rlﬁwin\@.a@\fu ‘5&4‘,’5\.’2\.’:3
“Sesungguhnya Rasulullah @& keluar dari Madinah. Dan
ketika sampai di daerah Rauha’ beliau mendapati
seekor keledai yang tersesat.” Seorang sahabat berkata,
“Wahai Rasulullah, ini adalah keladai yang tersesat.”
Beliau bersabda, “Biarkan saja, karena dia pasti akan
dicari oleh pemiliknya.” Lalu datang seorang lelaki dari
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suku Fihr dan berkata, “Wahai Rasulullah, aku telah
mendapatkan binatang ini. Selanjutnya itu terserah
Anda.” Rasulullah @& kemudian memerintahkan Abu
Bakar untuk membagi dagingnya di antara mereka.”
Tujuan hibah adalah melimpahkan hak milik dan untuk
kemanfaatan bersama. Jadi dalam hal ini sama seperti
sesuatu yang dibagi.

Pasal: Sesuatu yang tidak boleh dijual karena
tidak diketahui, sesuatu vang tidak bisa diterimakan,
dan sesuatu vang kepemilikan terhadapnya tidak
sempurna, adalah seperti barang yang dijual sebelum
diterima vang tidak boleh dihibahkan. Sebab hibah
adalah akad dengan tujuan melimpahkan kepemilikan
harta pada saat yang bersangkutan masih hidup. Jadi
tidak boleh terhadap barang-barang yang telah kami
kemukakan tadi. Sama seperti jual beli.

Pasal: Tidak boleh hukumnya menggantungkan
hibah atas syarat yang akan datang, karena hibah
adalah akad yang menjadi batal karena faktor ketidak
jelasan. Oleh karena itu, tidak boleh menggantungkan
hibah pada syarat yang akan datang. Sama seperti yang
berlaku pada akad jual beli.

Penjelasan:

Hadits Amr bin Salamah Azh-Zhamri seperti itulah yang
terdapat dalam naskah A/ Muhadzdzab dan dalam beberapa bagian
dari pasal. Yang benar adalah Umair bin Salamah Adh-Dhamri.
Tbnu Hajar dalam A/ Muhadzdab menyatakan, bahwa dia adalah
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seorang sahabat. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i,
dan juga Imam Malik dalam A/ Muwaththa'. Hadits ini dinilai
shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan lainnya yang bersumber dari
Umair bin Salamah Adh-Dhamri dari seorang dari suku Bahaz,
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“Sesungguhnya dia keluar bersama Rasulullah € hendak
menuju Makkah. Hingga ketika mereka berada di perut lembah

Rauha’, orang-orang mendapati seekor keledai liar yang tersesat.
Mereka lalu melaporkannya kepada Nabi &, dan beliau bersabda,

Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab || 23



“Akuilah keledai itu sampai yang punya datang.” Orang dari suku
Bahz itu pun datang, dia adalah pemilik keledai itu. Dia berkata,
“Wahai Rasulullah, terserah Anda soal keledai itu.” Rasulullah @
kemudian menyuruh Abu Bakar untuk membaginya di antara
mereka yang sedang menunaikan ihram. Kemudian kami berlalu.
Dan ketika sampai di daerah Atayah tiba-tiba kami mendapati
seekor biawak yang sedang berteduh di naungan yang di sana
terdapat anak panah. Rasulullah @ lalu menyuruh seseorang

untuk berhenti di sisinya sampai beliau memberikan pilihan orang-
orang tentang itu.”

Ahmad, Al Bukhari, dan Muslim juga meriwayatkan sebuah
hadits yang diriwayatkan dari Qatadah, bahwa dia berkata,
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“Pada suatu hari kami sedang duduk bersama beberapa
orang sahabat Nabi € di sebuah tempat peristirahatan di tepi
jalan yang menuju ke Makkah. Sementara Rasulullah €& berada di
depan kami. Pada tahun peristiwa Hudaibiyah orang-orang sedang
melakukan ihram, tetapi aku tidak melakukan ihram. Aku tahu
mereka melihat seekor keledai liar dan mereka ingin memburunya,
tetapi aku lebih suka sibuk membersihkan alas kakiku, dan mereka
tidak berani menggangguku. Tetapi kemudian mereka ingin aku
ikut melihatnya. Setelah menoleh dan melihat keledai itu aku
segera menuju ke kudaku. Setelah memasang pelana dan tali
kekang aku segera menaikinya. Tetapi tiba-tiba aku lupa cemeti
dan tombakku. Aku katakan kepada mereka, “Tolong ambilkan
cemeti dan tombakku.” Mereka menjawab, “Kami tidak mau,
sebelum kamu membantu kami menangkap keledai itu.” Sambil
marah aku turun dari kuda untuk mengambil kedua barang
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tersebut. Selanjutnya aku naik kembali dan memacu kudaku untuk
memburu keledai itu. Setelah tertangkap, keledai itu aku sembelih
lalu aku bawakan kepada mereka. Setelah memakannya, tiba-tiba
mereka ragu dengan apa yang mereka lakukan itu karena mereka
sedang ihram. Kami semua lalu beranjak, dan secara diam-diam
aku sempat menyembunyikan lengan keledai itu. Begitu bertemu
Nabi ¢}, kami lalu menceritakan pengalaman tersebut. Beliau
bertanya, “Apakah ada sisanya vang kalian bawa?.” Aku
menjawab, “Ya.” Aku berikan lengan keledai yang aku bawa itu
kepada beliau, dan beliau memakannya. Padahal saat itu beliau
juga dalam keadaan ihram.” ‘ '

Dalam riwayat Muslim disebutkan, Nabi ¢} bertanya, J-a
G 36 & ond o 6l of bey ) el “Apakah ada
seseorang yang memberikan isyarat atau dia memerintahkan

sesuatu?.” Mereka menjawab, “Tidak.” Beliau bersabda, “Kalau
begitu makanlah.”

Disebutkan dalam riwayat Al Bukhari, Nabi g bertanya,
G 0l 98 & o106 @ el o @l Jes of §af a6l 18 106
L’g.,’du.g & “Apakah di antara kalian ada yang menyuruh untuk
memburu keledai tersebut atau memberikan isyarat?” Mereka

menjawab, “Tidak.” Beliau bersabda, “Kalau begitu makaniah yang
tersisa dani dagingnya.”

Menurut kami, hadits ini secara tegas menyatakan tentang
keabsahan hibah secara umum. Inilah pendapat Malik, Asy-Syafi'i,
dan Ahmad, baik dalam hal ini memungkinkan untuk membaginya
atau tidak memungkinkan.
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Menurut ulama fikih rasionalis, tidak sah hibah secara
umum yang bisa dibagi. Sebab serah terima adalah syarat hibah,
dimana kewajiban membagi justru dapat mencegah keabsahan
serta kesempurnaan serah terima. Jika yang dihibahkan itu
termasuk sesuatu vyang tidak mungkin dibagi, maka sah
menghibahkannya karena tidak adanya hal itu dalam hibah. Jika
seseorang menghibahkan sesuatu yang bisa dibagi, maka menurut
Abu Hanifah, hal itu tidak boleh. Akan tetapi boleh menurut kedua
muridnya. Jika dua orang menghibahkan sesuatu yang bisa dibagi
berdasarkan analog mereka, maka hal itu hukumnya tidak sah,
karena masing-masing dari orang bisa jadi telah menghibahkan
untuknya bagian dari umum tersebut.

Dasar kami adalah hadits Umair dalam pasal ini. Sesuatu
yang boleh dijual, itu boleh dihibahkan seperti sesuatu yang tidak
bisa dibagi, dimana karena itu adalah milk umum, maka sama
seperti sesuatu yang tidak bisa dibagi. Tentang ucapan mereka
bahwa kewajiban membagi justru dapat menghalangi keabsahan
penerimaan adalah tidak benar. Sesungguhnya hal itu tidak
menghalangi keabsahannya dalam jual beli. Maka demikian pula
vang berlaku di sini. Jika hibah diberikan kepada dua orang lalu
mereka menerimanya atas izin orang yang berhibah, maka
kepemilikan mereka praktis bisa ditetapkan. Akan tetapi jika yang
menerimanya itu hanya salah seorang mereka saja, maka
kepemilikan ditetapkan dalam bagiannya.

Terkait dengan redaksi, “Barang-barang vang boleh dijual,
maka boleh dihibahkan,” maka jelas bahwa secara umum
penetapan hak milik dengan penerimaan hibah itu berlaku untuk
sesuatu yang boleh dimiliki dengan adanya imbalan. Keboleﬁ\annya
di sini vaitu dengan mempertimbangkan sesuatu pada haknya.
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Sementara keabsahannya adalah dengan jadinya lafazh yang jika
digabungkan dengan bentuk penerimaan, maka hal itu dianggap
dan juga ditetapkan dalam makna jual beli.

Asy-Syafi’i @ mengatakan, bahwa barangnya juga berubah
pada orang yang dihibahi karena ada tambahan, maka dia berhak
mengambilnya. Jadi, statusnya seperti orang yang menjual sesuatu,
dimana dia memiliki hak khiyar atas sesuatu yang dijualnya itu.

Dikarenakan hibah itu merupakan pelimpahan hak milik
kepada orang tertentu saat masih hidup, maka hibah tidak boleh
digantungkan pada syarat ke depan (syarat sebelum adanya barang
tersebut). Hal ini sama seperti yang berlaku dalam akad jual beli.
Jika seseorang menggantungkan hibah pada syarat, seperti sabda
Nabi & kepada Ummu Salamah, ;,é @GJ\ J! b cax) u!

o
heted

’

¢V “Jika kamu bisa mengembalikan hadiah kami kepada An
Najasyi, maka itu untuk kamu,” itu adalah janii.

Jika seseorang mensyaratkan beberapa syarat dalam hibah
vang bertentangan dengan tuntutannya, seperti misalnya dia
mengatakan, “Aku hibahkan ini kepadamu dengan syarat kamu
tidak boleh menghibahkannya kepada orang lain atau kamu tidak
boleh menjualnya,” atau dia mengatakan, “Aku hibahkan ini
kepadamu dengan syarat kamu harus menghibahkannya kepada
orang lain atau kamu harus menjualnya,” atau “Aku hibahkan ini
kepadamu dengan syarat kamu harus menghibahkannya kepada si
fulan,” maka syarat-syarat seperti itu hukumnya tidak sah.
Sementara tentang keabsahan hibahnya, maka di sini ada dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i, seperti yang berlaku tentang
syarat-syarat yang fasid dalam jual beli. Jika seseorang membatasi
waktu hibah, seperti misalnya dia mengatakan, “Aku hibahkan
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barang ini kepadamu selama setahun,” kemudian barang tersebut
kembali lagi kepadanya, maka hukumnya tidak sah. Sebab, hibah
itu melimpahkan hak milik. Jadi, tidak sah jika dibatasi dengan
waktu tertentu.

Secara garis besar, bahwa jika pelimpahan kepemilikan
barang itu tanpa imbalan dan orang tersebut tidak
membutuhkannya, maka itulah hibah. Jika dia membutuhkannya,
maka itu adalah sedekah. Jika untuk dimanfaatkan tanpa imbalan,
maka itu adalah meminjam. Jika dengan imbalan, maka itu adalah

jiarah. Dan jika untuk tujuan barang dengan imbalan, maka itu jual
beli.

Cabang: Tidak boleh menghibahkan sesuatu yang tidak
diketahui atau sesuatu vang tidak dimiliki atau menjadikannya
dalam tanggungan. An-Nawawi menjelaskan, bahwa sesuatu yang
tidak boleh dijual seperti sesuatu yang tidak jelas, atau sesuatu
yang digasab dan sulit dikembalikan, atau sesuatu yang hilang,
atau berupa seorang budak yang melarikan diri, maka tidak boleh
dihibahkan. ‘

Ar-Ramli menambahkan, vaitu dengan syarat bahwa
masing-masing dari keduanya adalah melimpahkan hak milik

dalam hidup dan itu tidak bertentangan dengan hadits, C’Jb d)

“Timbang dan sempurnakan timbangan ifu.” Sesungguhnya
mengunggulkan sesuatu yang tidak diketahui itu ikut pada sesuatu
yang diketahui. Tetapi menurut pendapat yang paling kuat, yang
dimaksud dengan vyang lebih diunggulkan adalah demi
mewujudkan suatu hak karena khawatir menggampangkannya.
Dan juga tidak bertentangan dengan sabda Nabi € kepada Al
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Abbas & tentang harta yang datang dari Bahrain, ) 3% “Ambilah

sebagiannya,” Sebab vang jelas apa yang kami kemukakan tentang
sesuatu vang tidak diketahui itu memiliki makna yang khusus.
Berbeda dengan hadiah dan sedekahnya yang keduanya sah.
Pemberian kepada Abbas itu adalah sedekah, bukan hibah. Sebab,
dia termasuk orang-orang yang berhak akan itu, disebabkan dia
termasuk orang yang ikut mengusahakannya, sebagaimana yang
telah dikemukakan dalam pembahasan zakat.

Cabang: Para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang
merelakan utang vang ada dalam tanggungan orang berutang.
Menurut Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, dan Ishaq, jika utang itu
dihibahkan kepada orang yang tidak menanggungnya atau dia
menjualnya kepada orang itu, maka hukumnya tidak sah. Menurut
Imam Ahmad, vaitu jika Anda punya hak makanan yang
diutangkan oleh seseorang lalu dia menjual.

Asy-Svafii mengatakan, jika utang itu ada dalam
tanggungan orang yang miskin atau orang yang suka menunda-
nunda membayar atau orang yang keras kepala, maka tidak sah
menjualnya, karena utang tersebut akan sulit diserahkan
terimakan. Jika itu menjadi tanggungan orang yang kaya dan
dermawan, maka dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sah, karena dia sama seperti membeli
dengan harta yang ada dalam tanggungan. Hal ini juga serupa
seperti seandainya seseorang membeli dalam tanggungannya,
namun disyaratkan dia membelinya dengan barang atau kedua
belah pihak melakukan serah terima di sebuah majelis, supaya
tidak disebut menjual utang dengan utang.
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Pendapat Kedua: Tidak sah. Disebutkan dalam Nihavatu/
Muhtaj pada pembahasan tentang seputar masalah membiarkan
utang yang ada dalam tanggungan seorang pengutang untuk orang
lain, apakah itu dianggap hibah atau dianggap ibra’ atau
pembebasan utang. Menurut pendapat yang paling shahih, hal itu
tidak bisa dianggap sebagai hibah, karena itu tidak bisa untuk
diserahkan. Jika kita mengatakan utang itu sah dijual kepada
orang lain yang tidak menanggung karena disamakan dengan
menjual barang vang disifati, maka utang tersebut tidak bisa
dihibahkan.

Di antara masalah larangan menjual barang yang tidak
diketahui adalah, jika seseorang mencampur barangnya dengan
barang milik orang lain, lalu salah seorang mereka menghibahkan
bagiannya kepada teman lainnya, maka hukumnya sah meskipun
kadar dan sifatnya tidak diketahui. Alasannya, karena itu dalam
kondisi darurat. Demikian pula jika misalnya seseorang
mengatakan kepada orang lain, “Kamu halal terhadap apa yang
kamu ambil atau kamu berikan atau kamu makan dari hartaku,”
maka orang lain itu hanya halal memakannya saja. Sebab, itu
adalah membolehkan yang sah terhadap sesuatu yang tidak
diketahui. Berbeda dengan mengambil dan memberikan. Demikian
yang dikatakan oleh Al Ibadi. Dia mengatakan, bahwa jika
seseorang mengatakan kepada orang lain, “Ambillah kurmaku
semaumu,” maka yang diambil itu tidak boleh lebih dari satu
tandan, karena itulah jumlah minimalnya. Menurut Al Qaffal, jika
seseorang mengatakan, “Aku membolehkan kamu atas buah
pohon di dalam kebunku semaumu,” hal itu adalah pembolehan.
Secara lahiriah, orang lain itu boleh mengambil sesukanya. Jadi,
apa yang dikatakan oleh Al Ibadi adalah sebuah langkah kehati-
hatian.
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Disebutkan dalam A/ Anwar, jika seseorang mengatakan
kepada orang lain, “Aku membolehkan untukmu semua yang ada
di dalam rumahku,” atau dia mengatakan, “Aku membolehkan
untukmu buah anggur yang ada di kebunku,” maka orang lain ini
hanya boleh memakannya, bukan menjualnya atau membawanya
pulang atau memberikannya kepada orang lain untuk dimakan.
Kebolehan hanya berlaku pada apa yang ada di dalam rumah atau
di dalam kebun. Jika seseorang mengatakan kepada orang, “Aku
membolehkan untukmu semua yang ada di dalam rumahku untuk
dimakan dan dipakai,” tanpa tahu mana yang diperbolehkan,
maka hukumnya menjadi tidak boleh.

Hibah hukumnya tidak sah terhadap sesuatu yang tidak
dikuasai, atau terhadap sesuatu vyang tidak mungkin bisa
diserahkan, seperti seorang budak yang sedang melarikan diri atau
seekor unta vang lepas atau barang gashab vang sedang ada di
tangan orang yang tidak meng-ghasabnya dan sulit diambil
darinya. Demikian yang dikatakan oleh Abu Hanifah, Asy-Syafi'i,
dan Ahmad #&. Sebab, hibah adalah akad yang membutuhkan
serah terima. Wallahu A ’lam.

Asy-Svirazi s mengatakan: Pasal: Hibah tidak
sah kecuali dengan ijab kabul atau timbang terima.
Sebab, hibah adalah melimpahkan hak milik antar
sesama manusia, sehingga membutuhkan serah-terima.
Sama seperti yang berlaku pada akad jual beli dan akad
pernikahan. Dan gabul atau penerimaan harus
dilakukan seketika itu. Tetapi menurut Abu Al Abbas,
boleh ditangguhkan. Yang benar adalah pendapat yang
pertama tadi, karena akad adalah melimpahkan
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. kepemilikan harta pada saat orang vang bersangkutan
' masih hidup. Jadi, penerimaan harus dilakukan
. seketika. Sama seperti jual beli.

Pasal: Orang yang diberi hibah tidak bisa memiliki
barang yang dihibahkan tanpa ada penerimaan. Hal ini
berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah @,
“Sesungguhnya ayahnya memberinya permukaan tanah
dua puluh wasag dari hartanya. Ketika hendak
meninggal dunia dia berkata, “Wahai puteriku,
sepeninggalanku nanti tidak ada seorang pun yang
lebih aku sukai kekayaannya daripada kamu, dan tidak
ada seorang pun vang lebih aku susahkan
kemiskinannya daripada kamu. Aku memberimu
permukaan tanah sebanyak dua puluh wasaq. Sekiranya
kamu bisa mengembangkannya, maka itu menjadi
milikmu. Tetapi sekarang itu berstatus sebagai harta
warisan. Itu adalah untuk saudaramu laki-laki dan
saudaramu perempuan.” Aisyah bertanya, “Dua
saudaraku laki-laki ada. Tetapi siapa dua saudaraku
perempuan?.” Abu Bakar menjawab, “Dzu Batnin binti
Kharijah. Aku pikir dia adalah seorang budak
perempuan. dJika dia meninggal dunia sebelum
menerima, maka kedudukannya bisa digantikan oleh
seorang ahli warisnya. Jika mau dia boleh
menerimanya, dan jika mau dia boleh tidak
menerimanya.

Di antara ulama madzhab kami ada vyang
mengatakan, “Akadnya batal disebabkan oleh
kematian.” Karena hibah itu tidak wajib, maka itu batal
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disebabkan kematian. Sama seperti akad-akad yang
diperbolehkan lainnya. Tetapi menurut pendapat yang
telah dinash, hal itu tidak batal, karena hibah adalah
akad vang terkait dengan kewajiban. jadi tidak batal
karena kematian. Sama seperti akad jual beli dengan
syarat khivar. Jika dia sudah menerima, maka
karenanya dia memiliki. Dan di antara ulama madzhab
kami ada yang mengatakan, yang jelas dia memiliki
adalah karena akad. Jadi kalau misalnya sebelum
diterima muncul perkembangan pada barang yang
dihibahkan, maka itu untuk orang yang dihibahi. Sebab,
Asy-Svafi’i @& mengatakan tentang orang yang diberi
hibah berupa seorang budak sebelum terbit tanggal di
bulan Syawwal, dan dia baru menerima sesudah tanggal
itu tersebut, maka dia wajib menanggung zakat
fitrahnya budak tersebut. Tetapi yang kuat adalah
pendapat pertama. Tentang masalah zakat fitrah tadi
menurut pendapat Imam Malik adalah masalah
cabangnya.

Penjelasan:

Haditsnya Aisyah @ diriwayatkan oleh Imam Malik dalam
Al Muwaththa® dari jalur sanad Ibnu Syihab, dari Urwah, dari
Aisyah. Hadits senada juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur
sanad Ibnu Wahab, dari Malik dan lainnya, dari Ionu Syihab.
Hadits senada juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur sanad
yang sama dari Handhalah bin Abu Sufyan, dari Al Qasim bin
Muhammad.
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Asy-Syafi'i & mengatakan dalam A/ Umm, kami
mendengar sebuah riwayat dari Abu Bakar # sesungguhnya
Aisyah Ummul Mukminin pernah memberikan hadiah kepada
Judzadz sebanyak dua puluh wasag kurma vyang berada di
‘Aaliyah. Saat Judzadz itu meninggal dunia, dia berkata kepada
Aisyah: Engkau belum pernah memegangnya, itu adalah harta
waris, dan jadikanlah itu sebagai harta warisan, karena engkau
tidak pernah memegangnya.

Penjelasan Redaksional:

Redaksi, MNahala Aisyah “Aisyah menghadiahkan,”
maksudnya adalah memberikan sesuatu. Hadiah adalah suatu
pemberian. Satu wasaq adalah enam puluh sha’.

Redaksi, Harrathu bermakna memegangnya. Redaksi, Dzu
ini bermakna isim maushul dalam bahasa penduduk Thay, seorang
penvair mengatakan:

} o-, /o‘ yzjl 0// / ‘;33% I.) 0// “,-“,
2 o 0F o0sf °. . oﬁl ° 7 s 9”‘9 <
%QJ‘WJ‘PM‘O” C,..«.Uagggjj

Mereka berkata aku telah gila demi Tuhanku aku tidak gila atau
mabuk

Akan tetapi aku telah berbuat zhalim, yang membuatku menangis
dari kezhaliman nyata yang aku lakukan dan aku menangis
semakin tersedu
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Sungquh air itu adalah air ayah dan kekeknya sementara sumurku
itu adalah vang aku gali dan yang aku injak.

Abu Bakar @ menikahi Dzu Batnin binti Kharijah bin Abu
Zuhair di Sanhi di tengah-tengah pemukiman keluarga besar Bani
Al Harits dari suku Khazraj yang terletak di dekat Madinah.

Namanya adalah Habibah, dan puterinya adalah Ummu Kultsum
binti Abu Bakar .

Hukum: Sesungguhnya hibah itu tidak sah kecuali dengan
seizin orang yang menghibahkan. Sebab, sebelum diterima, orang
vang menghibahkan boleh memilih. Jika mau, dia boleh
menerimakan dan melanjutkannya, atau jika mau, dia juga boleh
menarik kembali dan tidak melanjutkannya. Jika hibah diserahkan
kepada orang yang dihibahi sebelum adanya izin orang vang
menghibahkan, maka hibah seperti ini tidak sempurna dan tidak
sah penerimaannya.

Menurut pendapat yang dikutip dari Abu Hanifah, bahwa
jika hibah itu diserahkan di majlis, maka hukumnya sah, meskipun
tanpa seizin orang yang menghibahkan. Sebab kedudukan hibah
itu menempati kedudukan izin penerimaan, karena hal itu sudah
dianggap menunjukkan kerelaannya untuk melimpahkan hak milik
yang untuk sempurnanya memang harus diterimakan.

Menurut pendapat Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa
menerimakan hibah tanpa seizin orang yang menghibahkan itu
dianggap tidak sah. Sama seperti jika diserahkan bukan dalam
suatu majelis, atau sama seandainya orang yang menghibahkan itu
melarang diterimakan. Jadi, betapapun penyerahan harus dengan
seizin orang yang menghibahkan. Sama jika seandainya seorang
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pembeli sudah menerima barang vang dijual dari si penjual
sebelum harganya diserahkan. Jika orang yang menghibahkan
sudah mengizinkan tetapi belakangan dia menarik kembali izinnya
itu, atau .dia menarik kembali hibahnya, maka penarikannya itu
sah, karena belum ada penerimaan. Dan jika penarikan dilakukan
sesudah penerimaan, maka hal itu tidak ada gunanya, karena
hibah sudah selesai dilakukan.

Jika ini sudah diketahui, maka diketahui pula bahwa syarat
hibah pertama adalah jiab atau penyerahan. Contohnya seperti
kalimat wahabtuka (aku menghibahkanmu), atau malaktuka (aku
memberimu kepemilikan), atau manahtuka faku memberimu), atau
akramtuka (eku memuliakanmu) atau azhamtuka (aku
menghormatimuy), atau naha/fuka (aku memberimu). Demikian pula
dengan kalimat ath amtuka (aku memberi makan kamu), meskipun
vang diberikan bukan berupa makanan.

Kedua adalah gabu/ atau penerimaan. Contohnya seperti
kalimat gabiltu (aku terima), atau radhitu (aku setuju), atau ittahabtu
(aku menerima hibah), dengan mengucapkan salah satu kalimat
tersebut atau menggunakan bahasa isyarat bagi orang vang bisu,
atau dengan menggunakan tulisan. Di antara rukun-rukun hibah
adalah gabu/harus sesuai dengan jabnya.

Di antara rukun-rukun hibah adalah bentuk kalimat harus
spontan dan tegas, meskipun ada jeda. Teritang cukup dengan
adanya izin sebelum adanya gabw/ perlu dilhat dahulu
permasalahannya. Sebab, hal ini sangat penting. Tidak cukup
menggunakan kalimat yang memilki makna ganda vang
mengandung penerimaan dan juga penolakan. Contohnya seperti
menggunakan kalimat syukran (terima kasih) yang bisa berarti
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meminta ma’af untuk tidak mau menerima, dan juga bisa berarti
menerima.

Beberapa ulama madzhab Asy-Syafi'i & memberikan fatwa
tentang orang vyang mengirimkan puteringa dan barang
hantarannya ke rumah sang suami bahwa jika dia mengatakan,
“Ini hantaran puteriku,” maka itu menjadi milik puterinya. Jika
tidak, maka statusnya adalah pinjaman, dan dia bisa dibenarkan
dengan bersumpah. Untuk sedekah tidak disyaratkan harus ada
jab dan gabul Tetapi cukup dengan adanya pemberian dan
penerimaan. Begitu pula dengan masalah pemberian hadiah yang
juga cukup dengan mengirimkan. Jadi, hal itu seperti jjab, atau
seperti gabul, sebagaimana yang berlaku dalam tradisi para
sahabat 48 bersama Nabi g§. Meskipun demikian mereka tetap
men-tasharufkan sebagai kepemilikan, sehingga dengan
menjadikan gugur anggapan yang menyatakan bahwa hal itu
sebagai ibahah atau pembolehan. Dan inilah pendapat yang
shahih.

Kedua, jab dan gabul disyaratkan, sama seperti yang
berlaku dalam hibah. Di sini ada perbedaan antara melimpahkan
kepemilikan dengan mengalihkan hak atau memindahkan tangan
kepada orang lain. Contohnya seperti susu kambing kurban, atau
bulunya, atau seperti seorang madu yang merelakan hak gilirannya
kepada madu yang lain.

Cabang: Seorang yang diberi hibah tidak boleh memiliki
hibah sebelum menerimanya. Diriwayatkan oleh Urwah dari
Aisyah &, “Sesungguhnya Abu Bakar memberinya permukaan

tanah dua puluh wasaq dari hartanya yang ada di Aliyah. Ketika
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pemberian lalu dia menariknya kembali, kecuali sesuatu
vang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknvya.”
Jika seseorang menghibahkan sesuatu kepada anak
atau cucu dan seterusnya, maka berdasarkan hadits
tadi, dia boleh menariknya kembali. Sebab, penarikan
kembali yang dilakukan oleh seorang ayah. itu tidak
perlu dicurigai. Sebab, dia menarik kembali pasti
karena ada kebutuhan yang sangat mendesak, atau
demi kebaitkan si anak sendiri. Dan jika dia
mensedekahkan kepada si anak, menurut pendapat
vang telah di-nash, dia juga boleh menariknya kembali.
Sama seperti yang berlaku dalam hibah. Di antara
ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa dia
tidak boleh menarik kembali. Sebab, tujuan sedekah
adalah mencari balasan pahala dan memperbaiki
keadaannya bersama Allah Yang Maha Mulia lagi Maha
Agung. Jadi, dia tidak boleh merubah pikirannya dalam
masalah ini. Tujuan hibah adalah memperbaiki keadaan
anak, dan terkadang hal itu justru terletak pada
menariknya kembali. Jadi boleh dia menariknya
kembali.

Jika dua orang saling berebut mengaku punya
keturunan nasab dengan seorang anak, lalu mereka
memberinya harta, maka bagi masing-masing mereka
tidak boleh menarik kembali pemberian tersebut.
Sebab, belum ditetapkan bahwa anak itu adalah
anaknya. Jika nasab si anak terhubung pada salah
seorang mereka, maka dalam masalah ini ada dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:
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Pendapat Pertama: Boleh menariknya kembali,
karena sudah ditetapkan bahwa anak itu adalah
anaknya.

Pendapat Kedua: Tidak boleh, karena sewaktu
akad tidak ditetapkan bahwa dia boleh menarik kembali
pemberiannya. Jika seseorang menghibahkan sesuatu
kepada anaknya, lalu anaknya menghibahkan kepada
anaknya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat
ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Boleh menariknya kembali,

karena barang tersebut ada pada penguasaan orang
yang hibahnya boleh ditarik kembali.

Pendapat Kedua: Tidak boleh, karena itu berarti
menarik kembali dari orang lain yang tidak diberi hibah.
Jadi, itu tidak boleh. Jika seseorang menghibahkan
sesuatu kepada anaknya vang kemudian mengalami
kebangkrutan atau dia dicekal, maka dalam masalah ini
ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Boleh menarik kembali,
karena haknya mendahului hak-hak orang punya
piutang terhadapnya (kreditur).

Pendapat Kedua: Tidak boleh, karena penarikan
kembali ini terkait dengan hak para kreditur. Jadi, dia
tidak boleh menariknya kembali, sama seperti jika dia
menggadaikan barang tersebut.

Pasal: Jika barang yang dihibahkan mengalami
perkembangan di tangan si anak atau hak miliknya
sudah hilang tetapi kemudian kembali lagi, maka status
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hukumnya sama seperti hukum barang yang dijual yang
bertambah di tangan si pembeli, atau hak miliknya pada
barang itu hilang kemudian kembali lagi, lalu dia
mengalami bangkrut karena ditarik kembali oleh

penjual. Ini sudah kami jelaskan dalam bab tentang
taflis atau bangkrut.

Penjelasan:

Hadits Tbnu Umar dan Ibnu Abbas diriwayatkan oleh

Thawus, sesungguhnya mereka meriwayatkan secara marfu’
. sampai kepada Nabi g}, beliau bersabda,
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“Tidak halal seseorang memberikan suatu pemberian lalu
dia menariknya kembali, kecuali apa vang diberikan oleh seorang
avah kepada anaknya. Perumpamaan orang yang memberikan
suatu pemberian kemudian dia menariknya kembali pemberian

tersebut adalah seperti seekor anjing vang makan, hingga setelah
merasa kenyang dia muntah lalu memakan kembali muntahnya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari, Muslim,
Abu Daud, dan At-Tirmidzi, dimana dia yang menilainya sebagai
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hadits shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan
Al Hakim, dimana Al Hakim menilainya shahih.

Hadits inilah yang dijadikan dalil atas keharaman menarik
kembali hibah vang telah diberikan. Sebab, muntah itu haram
untuk dimakan. Dan ini disamakan dengan menarik kembali hibah.
Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim

disebutkan

memakan kembali memakan muntahnya.” Ini menunjukkan hal itu
tidak haram. Sebab, anjing itu tidak diperintah beribadah, dan
muntah itu tidak haram untuknya. Demikian pula dengan kalimat
“seperti seekor anjing ....” Akan tetapi pendapat ini disanggah
bahwa contoh tersebut sebagai peringatan yang sangat keras.
Sama seperti sabda Nabi @- tentang orang yang bermain dadu,

or_o 7

, b 3 c-r M s—JQ‘f “Seperti seekor anjing vang

2o -

AP ‘.-’J’ & N u"‘"‘ W8« seolah-olah dia telah mencelupkan

tangannya ke daging babi.” Lagi pula riwayat yang menunjukkan
keharaman tadi tidak bertentangan atau tidak menafikan riwayat
yang menunjukkan hukum makruh jika itu diterima sebagai dalil
yang menunjukkan makruh saja. Sebab yang menunjukkan
keharaman itu juga menunjukkan kemakruhan dan lebih dari itu.
Dalam bab tentang zakat, sebelumnya kami telah kemukakan
pendapat yang dikutip dari Al Qurthubi, bahwa berdasarkan .
susunan Kkalimat dalam hadits tadi, maka menurut pendapat
madzhab hukumnya adalah haram. Dimana sebelumnya kami juga
sudah mengemukakan bahwa sebagian besar ulama cenderung
menghindari hal itu, terlebih karena muntah itu adalah termasuk
benda yang dianggap menjijikkan.

Pendapat vang mengharamkan diperkuat oleh sabda
Rasulullah @8, syt J2o & ;,'J} “Kami tidak memperbolehkan hal
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yang buruk seperti itu” dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan
oleh Imam Ahmad dan Al Bukhari. Demikian pula dengan sabda

] .
Rasulullah €&, J> U J=i ¥ “Tidak halal bagi seseorang.”

Dalam fFathul Baari disebutkan, bahwa pendapat yang
mengharamkan menarik kembali hibah setelah diterimakan,
menurut sebagian besar ulama juga berlaku pada hibah yang
diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Sementara menurut
ulama madzhab Hanafi dan ulama madzhab Zaidiyah, yang halal
ditarik kembali adalah hibah, bukan sedekah, kecuali ada
hambatan yang melarang menarik kembali. Contohnya seperti
hibah kepada sanak kerabat dan hambatan-hambatan lainnya.

Ath-Thahawi menyatakan, bahwa kalimat “tidak halal’
tidak berarti menuntut keharaman. Ini seperti sabda Rasulullah &,

:,—IJ Bl :j-ed N“Tidak halal sedekah bagi orang vang kaya,”

maka yang dimaksud adalah tidak halal bagi orang kaya tetapi
halal bagi orang lain yang membutuhkan bantuan. Ath-Thahawi
memaksudkan hal itu sebagai hukum makruh yang keras.

Ath-Thabari menjelaskan, pengertian umum hadits tadi di-
takhshis oleh masalah tentang seseorang yang memberikan hibah
demi mencari balasan pahala, seorang ayah yang memberikan
hibah yang belum diterima anaknya dan juga harta yang oleh hak
waris dikembalikan kepada orang yang menghibahkan berdasarkan
ketetapan beberapa hadits dengan mengecualikan semua contoh
tadi. Selain itu, ini juga seperti hibah yang diberikan oleh orang
kaya supaya mendapatkan balasan dari orang miskin dan lain
sebagainya, maka tidak boleh menarik kembali hibahnya.

Di antara hibah yang juga tidak boleh ditarik kembali secara
mutlak adalah sedekah yang dimaksudkan demi mencari balasan

Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab || 47



pahala akhirat. Ibnu Hajar mengatakan, bahwa para ulama
sepakat tidak boleh hukumnya menarik kembali sedekah setelah
diterimakan. Imam Malik mengutip riwayat dari Umar &

sesungguhnya dia mengatakan, & 3 g.g.; Qg 'y da La) o
G Ly ;J":' 4=>\e “Barangsiapa orang yang memberikan hibah

dengan harapan untuk memperoleh balasannya, maka harus
dikembalikan kepada orang yang memiliki selama belum diberikan
balasannya.” Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihagi sebuah
riwayat vang bersumber dari Ibnu Umar # secara marfu’ dan
dinilai shahih oleh Al Hakim.

Ibnu Hajar mengatakan, bahwa riwayat Tbnu Umar ini
bersumber dari Umar bin Al Khaththab. Hadits ini juga
diriwayatkan oleh Abdullah bin Musa secara marfu’ Ada yang
mengatakan, ini adalah keragu-raguan. Al Hakim dan Ibnu Hazm
menilainya shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Tbnu Hazm
yang bersumber dari riwayat Abu Hurairah #% secara marfu’
dengan redaksi, g i Pj G g f;’i i...e\}i\ “Orang yang
menghibahkan lebih berhak atas hibahnya selama belum dibalas.”
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni.
Juga diriwayatkan oleh secara marfu’ oleh Al Hakim dari hadits Al
Hasan dari Samurah dengan redaksi, jika hibah diberikan kepada
seorang kerabat, maka tidak boleh ditarik kembali. Juga
diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari hadits Ibnu Abbas. Ibnu
Hajar menyatakan, sanadnya dha if

Ibnu Al Jauzi menjelaskan, bahwa hadits Ibnu Umar, hadits
Abu Hurairah, dan hadits Samurah semua dha’if Ath-Thabrani
juga meriwayatkan dalam A/ Kabir bersumber dari Jonu Abbas

-
R RN s s

. - . - I
secara marfi, 45 b g5 OB (e L o U G 551 38 1 G35 0
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:G-e :_}5 tf) i G:U\’f }’é “Barangsiapa orang yvang memberikan

hibah itu lebih berhak atas hibahnya sepanjang belum dibalas. Jika
dia menarik kembali hibahnya, maka dia seperti orang vang
muntah-muntah lalu memakannya.” Jika hadits-hadits tadi shahih,
maka itu men-fakhshis keumuman hadits Thawus yang statusnya
tidak shahih, seperti yang kami baca dari ucapan Ibnu Al Jauzi,
Ibnu Hajar, dan para ulama ahli hadits sekaligus ahli fikih yang
lainnya.

Mayoritas ulama berpedoman pada hadits dalam pasal ini
bahwa seorang ayah boleh menarik kembali apa yang telah dia
hibahkan kepada anaknya. Imam Ahmad menyatakan, bahwa
secara mutlak tidak halal bagi seorang yang memberikan hibah
untuk menarik kembali hibahnya. Pendapat mayoritas ulama ini
diperkuat oleh hadits marfu’ Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam

Ahmad, Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmidzi, bl o)
.Fg';'."g :J.g ".53\3,3: ug} c;'g:_.;f L,.g 'P."'J’ff G “Sesungguhnya yang
terbaik apa yang kalian makan adalah vang dari hasil kerja kalian,
dan sesungguhnya anak-anak kalian adalah dari hasil kerja kalian.”

Dalam redaksi lain disebutkan, 5 3153 428 bl 5 J250 4
i ﬁ—“yf “Anak seseorang adalah dari hasil kerjanya yang paling

baik. Oleh karena itu makanlah dengan senang dari
harta mereka.” Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
Hadits ini juga diperkuat oleh hadits Jabir & vyang

menyatakan, sesungguhnya seseorang berkata, ‘;[ OY o J iy
Wiy S0 w7 of 30 1 030y Y6 “Wahai
Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak, dan
ayahku ingin menghabiskan hartaku.” Rasulullah @ bersabda,
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“ Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu.” Hadits ini diriwayatkan
oleh Ibnu Majah.

Hadits tersebut juga diperkuat oleh haditsnya Amr bin
Syw'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa ada seorang Arab

badul datang menemui Nabi @ dan berkata, 7z & of & i @‘ u\

b 53088 1808 e 5T 6 Ly ¢ By iy Jw‘s;u
“Sesungguhnya ayahku ingin menghabiskan hartaku.” Beliau
bersabda, “Kamu dan bhartamu adalah milk ayahmu.
Sesungqguhnva vang terbaik apa yang kalian makan adalah yang
dari hasil kerja kalian, dan sesungguhnya anak-anak kalian adalah
dari hasil kerja kalian. Maka makanlah dengan senang dari harta
mereka.” Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud.

Menurut Asy-Svafi’i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik,
seorang ayah tidak boleh mengambil daripadanya.

Cabang: An-Nawawi dalam A/ Minhaj menyatakan,
seorang ayah boleh menarik kembali hibah yang dia berikan
kepada anaknya. Demikian menurut pendapat yang populer. Ar-
Ramli memperjelas, bahwa menurut pendapat yang diunggulkan,
ini dengan makna yang lebih umum mencakup hadiah dan
sedekah. Bahkan dalam sebuah naskah ada pernyataan yang
secara tegas menyatakan hal itu, dan hal itu tidak harus ada
seketika. Bahkan sang ayah boleh melakukan hal itu kapan saja
dia mau, meskipun tanpa ada keputusan seorang hakim. Atau si
anak masih kecil atau miskin dan suka melanggar agama. Sang
ayah punya kekhususan seperti itu karena dia tidak patut dicurigai.
Di antara karakter seorang ayah, bahwa dia akan lebih
mengutamakan anaknya daripada dirinya sendiri. Jadi, apabila dia
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menarik kembali hibahnya, maka hal itu karena ada kebutuhan
atau demi kemaslahatan sang anak itu sendiri. Akan tetapi makruh
hukumnya dia menarik kembali hibahnya tanpa ada alasan. Jika
misalnya si anak berani kepada orang tua, atau dia menggunakan
hibah tersebut untuk kemaksiatan, maka sang ayah berkewajiban
memperingatkannya. Tetapi jika si anak tetap keras kepala, maka
dia tidak boleh dipaksa.

Menurut Al Asnawi, sunah hukumnya menarik kembali
hibah yang diberikan kepada anak yang suka berbuat maksiat, dan
makruh hukumnya menarik kembali hibah yang diberikan kepada
anak yang berani kepada kedua orang tuanya jika hal itu justru
akan membuat dia semakin keras kepala atas perbuatannya
tersebut.

Menurut Al Adzra’i, tidak makruh jika sang ayah memang
butuh untuk menafkahi keluarga atau untuk membayar utang.
Bahkan hukumnya sunah jika sang anak tidak membutuhkannya.
Dan hukumnya wajib terhadap anak yang suka berbuat maksiat
jika diyakini hal itu dapat membantu mencegahnya dari melakukan
maksiat. Sementara menurut Al Bulqgini, dilarang menarik kembali
sedekah wajib seperti nadzar, atau zakat, atau kafarat Demikian
pula yang belaku terhadap daging binatang kurban.

Menurut pendapat yang masyhur, kebolehan menarik
kembali itu berlaku bagi seorang ayah, kakek, dan seterusnya
terhadap hibah yang diberikan kepada anak, cucu, dan seterusnya.
Kebolehan menarik kembali hibah ini hanya berlaku bagi orang
yang menghibahkan saja. Jadi, hal ini tidak diperbolehkan oleh
ayahnya yang jika dia sudah meninggal dunia, dimana anak, cucu,
dan seterusnya yang dihibahi tidak bisa mewarisinya, lantaran
adanya suatu penghalang. Yang mewarisi adalah kakeknya. Sebab,
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hak itu tidak bisa diwariskan sendirian, akan tetapi harus dengan
mengikutkan harta.

Seorang ayah tidak boleh menarik kembali hibah, kecuali
jika itu masih ada dalam kepemilikan sang anak. Jika sudah lepas
dari kepemilikannya, maka sang ayah tidak berhak menariknya
kembali, karena hal itu berarti akan membatalkan hak milik orang
lain. Jika hibah itu kembali kepada si anak lantaran adanya sebab
baru seperti dijual atau dihibahkan atau diwariskan atau
diwasiatkan, maka sang ayah juga tidak boleh menariknya kembali,
karena kepemilikannya terhadap hibah tersebut sudah lepas dari
pihak ayahnya. Tetapi jika hibah tersebut kembali lagi kepada sang
anak karena fasakh, maka sang ayah boleh menariknya kembali.

Cabang: Jika dua orang saling mengaku memiliki
hubungan nasab dengan seorang anak, lalu masing-masing mereka
memberikan harta sebagai hibah, maka masing-masing mereka
tidak boleh menarik lagi pemberiannya itu. Sebab, pertalian
nasabnya belum ditetapkan. Dan jika sudah ditetapkan, maka
dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Boleh, karena hubungan ayah anak
sudah ditetapkan.

Pendapat Kedua: Tidak boleh, karena ketika akad tidak
ditetapkan kebolehan untuk menariknya kembali. Wallahu A lam.

Asy-Syirazi &4 mengatakan: Pasal: Jika seseorang
menghibahkan sesuatu kepada orang yang levelnya
berada di bawahnya, maka orang yang diberi hibah itu
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masalah mengembalikan nilainya jika barang itu rusak
atau habis.

Jika disyaratkan imbalan yang tidak ditentukan,
maka itu tidak batal. Sebab, itu adalah syarat yang
sesuai dengan tuntutan akad, sebab berdasarkan
pendapat ini akadnya menuntut imbalan vang tidak
ditentukan. Jika imbalan ini tidak diberikan kepada
orang yang menghibahkan dan barang yang dihibahkan
rusak, maka menurut kesepakatan para ulama dia wajib
menanggung imbalan tersebut. Dan jika disyaratkan ada
imbalan tertentu, maka dalam masalah ini ada dua

pendapat Asy-Syafi’i:
Pendapat Pertama: Akadnya batal, karena

akadnya menuntut imbalan tanpa ditentukan. Sehingga
jika sampai ditentukan, maka hukumnya batal.

Pendapat Kedua: Sah. Sebab jika dengan adanya
imbalan yang tidak ditentukan saja hibah itu dianggap
sah, maka apalagi dengan ada imbalan yang ditentukan.

Pasal: Jika orang yang menghibahkan dan orang
yang diberi hibah berselisih, misalnya orang yang
menghibahkan mengatakan, “Aku memberimu hibah
dengan imbalan,” tetapi orang vyang diberi hibah
menyangkal, “Kamu memberiku hibah dengan tanpa
ada imbalan,” maka dalam masalah ini ada dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Yang dipercaya adalah
ucapan orang Yyang memberi hibah, karena dia
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menyatakan bahwa apa yang keluar dari miliknya pasti
ada imbalannya.

Pendapat Kedua: Yang dipercaya adalah ucapan
orang yang diberi hibah, karena orang yang memberi
hibah menyatakan memberikan hibah dan mengaku ada
imbalan yang pada dasarnya hal itu tidak ada.

Penjelasan:

Haditsnya Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan
Ibnu Hibban. Al Haitsami mengatakan, para periwayat Imam
Ahmad merupakan periwayat hadits-hadits shahih. Hadits senada
juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i yang bersumber
dari Abu Hurairah. At-Tirmidzi juga meriwayatkannya dengan
panjang lebar.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari jalur
sanad vang lain. Dia menjelaskan bahwa balasannya ada enam
jenis. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim yang menilainya
shahih dan sesuai dengan syarat Muslim.

Ahmad, Al Bukhari, Abu Daud, dan At-Tirmidzi
meriwayatkan sebuah hadits yang bersumber dari Aisyah &, dia
berkata,

" oty

“Rasulullah & biasa menerima hadiah dan membalasnya.”
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Dengan kata lain, beliau memberikan penggantinya kepada
orang yang memberi hadiah.

Yang dimaksud dengan imbalan adalah balasan. Minimal
sama dengan nilai hadiah. Redaksi yang digunakan dalam riwayat
Ibnu Abu Syaibah berbunyi, “Dan diberi balasan dengan yang lebih
baik darinya.” Dia menganggap hadits Aisyah ini mengandung i/at
berupa mursal

Al Bukhari berkata, dia tidak menyebut nama Waki’ dan
Mukhairiq dari Hisyam, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Aisyah.
Namun inilah hadits yang dijadikan dalil oleh ulama madzhab
Maliki atas kewajiban membalas pemberian hadiah jika orang yang
memberi hadiah itu memutlakkan dan dia termasuk orang yang
satu tingkat dengan orang yang diberinya hadiah dan memang
bermaksud meminta balasan. Contohnya seperti hadiah yang
diberikan oleh orang miskin kepada orang vang kaya. Berbeda
dengan hadiah yang diberikan oleh orang yang levelnya lebih tinggi
kepada orang yang berada dilevel bawahnya.

Letak dalilnya adalah kebiasaan Nabi &, dan juga
pengertian bahwa orang vang diberi hadiah itu lazimnya ingin
balas dengan memberi yang lebih banyak daripada yang diberikan
kepadanya. Paling tidak dia akan memberikan balasan yang
sebanding dengan hadiah yang diterimanya. Inilah pendapat Asy-
Svafii & vang dinyatakan dalam gauw/ gadim. Namun hal ini
disanggah, bahwa tindakan saja tidak berarti menunjukkan suatu
kewajiban, meskipun terjadi saling memberikan.

Para ulama madzhab Hanafi dan Asy-Svafi'i & gau/ jadid
nya mengatakan, bahwa hibah dengan mengharapkan balasan
atau imbalan itu hukumnya batal. Sebab hal itu sama dengan
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menjual sesuatu yang tidak ditentukan. Lagi pula bahwa hibah itu
harus berdasarkan suka rela. Dalam riwayat Al Fadhal disebutkan,
“kecuali dari seorang suku Quraisy....” Dalam riwayat Abu Daud
disebutkan, u;ﬁi of :ﬂ\ :G-f oy k¥ R ‘:\ZM :}3‘ Y o ’rﬁb

6.50

Lass Jf a3 )f g )Cnif )f W Jf G x4 “Demi Allah, sejak hari ini
aku tidak akan mau menerima hadiah dari siapa pun, kecuali dari
sahabat vang ikut hijrah atau dari seorang suku Quraisy atau dari
seorang sahabat Anshar atau dari seorang suku Daus atau seorang
dari suku Tsagif” Yang menyebabkan keinginan Nabi #& seperti

itu adalah apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadits Abu
Hurairah 4, dia berkata, a1 ko g J‘ 5y o ot 155 i
Pl ani e Wb iy il 1S S ah) o B Ly e
Y6 & 100k R B e £ B e i ) Eild IS

é 1.

4 L%LE “Seorang dari suku Bani Fazarah memberikan

hadiah kepada Nabi € seekor unta. Dan karena dia menginginkan
imbalannya, hal itu membuat Nabi g murka kepadanya. Aku
mendengar beliau bersabda di atas mimbar, ‘Sesungguhnya
beberapa orang Arab memberikan hadiah kepada salah seorang
mereka, lalu aku menyuruhnya untuk memberikan imbalan yang
diterimanya, lalu Nabi £ murka kepadaku....” Ibnu Ruslan
menyatakan bahwa beberapa ulama dan Al Fadhal melarang
seseorang menerima hadiah dari siapa pun, baik dari teman karib
atau dari keluarga dekat. Hal itu disebabkan sudah rusaknya niat
orang-orang yang memberikan hadiah pada zaman sekarang ini.
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Hukum: An-Nawawi dalam A/ Minhaj berkata, bahwa
selain seorang ayah, kakek, dan seterusnya dilarang menarik
kembali hibah yang dibatasi dengan menafikan balasan. Jika
seseorang memberikan hibah secara mutlak, maka dia tidak boleh
menerima balasannya jika yang diberi adalah orang yang levelnya
berada di bawahnya. Bahkan menurut pendapat madzhab,
larangan ini juga berlaku untuk orang yang levelnya berada di
atasnya.

Disebutkan dalam An-Nihayah, bahwa hal itu seperti
seandainya dia meminjamkan rumahnya kepada orang lain, karena
disamakan dengan mengambil manfaat pada barang. Alasan
lainnya, karena dalam masalah mu’‘awadhah atau tukar-menukar,
tradisi itu tidak memiliki kekuatan sebagai syarat.

Kedua, wajib diberi balasan, karena yang berlaku dalam
tradisi memang seperti itu. Demikian pula tidak ada balasan bagi
orang vang memberikan hibah kepada orang vang setingkat
dengannya. Sebab secara umum, tujuannya adalah menyambung
hubungan dan mengokohkan pertemanan. |

Cara kedua: Menolak kedua pendapat tadi. Dalam masalah
ini hadiah sama dengan hibah, sebagaimana yang dikatakan oleh
An-Nawawi yang dia kutip dari penegasan Al Bandaniji dalam A/
Kifayah. Yang sama seperti hibah serta hadiah adalah sedekah. Al
Adzra'i cenderung bahwa jika tradisi yang berlaku menuntut
adanya balasan, maka itulah yang harus dilaksanakan atau
menolak hadiah. Idealnya adalah seperti yang dibahas oleh An-
Nawawi bahwa jika masalahnya tidak jelas dan tidak ada indikasi
apapun, maka harus diartikan bahwa pemberian tersebut
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mengharapkan balasan. Jika tidak seperti itu, maka harus
dikembalikan.

Jika seseorang mengatakan, “Aku menghibahkanmu
dengan ada imbalan,” lalu orang yang diberi hibah menyangkal,
“Tidak dengan imbalan,” maka yang dibenarkan adalah sanggahan
orang yang menerima hibah dengan disertai sumpahnya. Karena
pada dasarnya itu tidak ada imbalan. Jika seseorang
menghadiahkan sesuatu kepada orang lain dengan imbalan orang
lain itu harus memenuhi keperluannya tetapi tidak dilakukannya,
maka dia wajib mengembalikan pemberian tersebut jilka memang
masih ada. Jika sudah tidak ada, maka dia harus mengembalikan
gantinya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Isthakhri. Jika hal
itu sudah dipenuhi, maka hukumnya halal.

Jika misalnya ada kewajiban membalas, sebagai bandingan
pembahasan yang telah dikemukakan tadi, karena hadiahnya rusak
atau orang yang menerima hadiah tidak ingin mengembalikannya,
maka dia harus menanggung nilai yang diberikan, yaitu nilai yang
berlaku pada saat penerimaan, dimana ini merupakan pendapat
vang paling shahih. Akan tetapi ini tidak boleh ditentukan harus
dari jenis harta tertentu, melainkan terserah pilihan orang yang
menerima pemberian.

Pendapat kedua, harus memberikan balasan yang sama
menurut tradisi yang berlaku. Ada yang mengatakan, harus sesuai
yang diinginkan oleh orang yang memberi, meskipun nilainya
berlipat ganda dari yang diberikan. Jika kita mengatakan, waijib
dibalas dan ternyata tidak dibalas oleh orang yang diberi maupun
orang lain, maka orang yang memberi berhak menarik kembali
hibahnya jika masih ada, atau menuntut nilainya jika hibahnya itu
sudah tidak ada. Jika seseorang memberikan hibah dengan syarat
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ada balasan yang ditentukan terhadap orang yang diberi, misalnya
dia mengatakan, “Aku hibahkan barang ini kepadamu dengan
svarat kamu harus membalasku sekian,” dan orang yang diberi
mau menerima syarat tersebut, maka menurut pendapat madzhab,
akad tersebut hukumnya sah dengan mempertimbangkan segi
maknanya. Sebab, hal itu adalah akad muawadhah dengan harta
yang ditentukan, jadi hukumnya sah. Sama seperti jika dia
mengatakan, “Aku jual kepadamu.” Namun ada ulama yang
mengatakan, bahwa hukumnya batal dengan mempertimbangkan
segi lafazh yang bertentangan. Sebab, lafazh hibah itu merupakan
pemberian secara suka rela. Menurut pendapat yang shahih, hal
itu menjadi akad jual beli, sehingga setelah akad berlakulah hukum-
hukumnya seperti khiyar dari kedua belah pihak sebagaimana yang §
telah dikemukakan sebelumnya, syufah, dan tidak boleh !

menggantungkan kepemilikan pada penerimaan.

Ada ulama yang mengatakan, bahwa itu adalah hibah
~ dengan mempertimbangkan segi lafazh. Jadi, tidak wajib sebelum &
diterimakan atau dengan syarat ada balasan yang tidak ditentukan. &
Menurut pendapat madzhab, hukumnya batal kerena sulit
menyebutnya jual beli disebabkan imbalannya tidak jelas. Menurut
pendapat yang paling shahih hal itu merupakan hibah.

Buku Ar-Risalah itu dimiliki oleh orang yang namanya
tertulis di dalam buku itu selama tidak ada indikasi yang
menunjukkan harus dikembalikan. Namun menurut Al Mutawali,
bahwa yang lebih kuat daripada pendapat lainnya adalah, bahwa
kitab tersebut tetap menjadi milik si penulis, dan orang yang
dikiimi hanya boleh memanfaatkannya saja. Jika menurut
kebiasaan vyang berlaku harus dikembalikan atau boleh

dikembalikan dan juga boleh tidak, seperti yang dikatakan oleh
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Tbnu Al Mugri, maka itu bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai
amanah, seperti barang titipan. Dia haram menggunakannya,
karena orang lain dilarang memanfaatkannya tanpa seizinnya,
kecuali dalam memakan hadiah darinya jika memang yang berlaku
menurut tradisi seperti itu. Pada saat itu statusnya berarti sebagai
pinjaman yang harus dikembalikan.

Al Adzra’i mengatakan, bahwa itu yang berlaku pada
makanan. Sedangkan untuk selain makanan, terjadi perbedaan
pendapat tentang masalah pengembalian sampulnya sesuai
dengan perbedaan tradisi yang berlaku di beberapa daerah. Jika
seseorang dikhitan lalu dibawakan untuknya beberapa hadiah,
maka itu menjadi milik sang ayah.

Persoalan adalah, bahwa ada tradisi yang berlaku pada
sebagian penduduk vaitu meletakkan baki di depan orang yang
punya hajat supaya orang-orang sama memasukkan uang dirham
ke dalamnya. Di Iskandariah kami melihat beberapa orang menulis
daftar nama orang-orang yang memberikan hibah dan jumlah yang
mereka berikan pada sebuah baki. Mereka begitu bersemangat
untuk mengembalikan apa yang mereka terima dalam acara-acara
kegembiraan daripada yang diberikan kepada mereka. Bahkan
terkadang mereka menambahi lebih dari yang diterima. Di Kairo
tradisi ini juga berlaku di mana-mana. Tetapi antusiasnya tidak
seperti yang terjadi di Iskandariah. '

Ar-Ramli mengatakan, bahwa kemudian hal itu dibagi-
bagikan kepada orang lain sebagainya. Jika hal itu diberikan secara
mutlak, maka itu menjadi milik orang yang punya hajat, dan dia
boleh memberikan kepada siapa saja yang dia mau. Dengan
demikian, kita tahu bahwa di sini tidak ada pertimbangan tradisi.
Jika dengan tujuan yang sebaliknya, maka itu jelas. Akan tetapi
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jika tujuannya itu mutlak, maka yang dibawanya itu adalah untuk
ayah, pelayan, dan si punya hajat yang disebutkan, karena
mempertimbangkan bahwa lazimnya masing-masing mereka
adalah yang dimaksud oleh tradisi syari’at. Jadi ini harus lebih
didahulukan daripada tradisi yang menyalahi syari’at. Berbeda
dengan vang tidak dikenal oleh syari'at, maka harus dihukumi
berdasarkan tradisi. ‘

Asy-Syafi'i # mengatakan, jika seseorang menghibahkan
sebagian rumah kepada orang lain, lalu setelah menerimanya
orang vang diberi hibah itu kemudian memberinya imbalan
sesuatu, lalu imbalan itu pun diterima oleh orang yang
memberikan hibah, jika dia mengatakan, “Aku memberikan rumah
tersebut karena ingin dibalas,” maka di dalam hibah tersebut ada
syufah. Jika dia mengatakan, “Aku memberikan sebagian rumah
tersebut bukan ingin dibalas," maka di dalamnya tidak ada unsur
syuf'ah, dimana itu merupakan balasan, sama seperti hibah dari
awal. Itu semua ada pada ulama yang mengatakan, bahwa orang
yvang menghibahkan boleh mendapatkan balasan ketika dia
mengatakan, “Aku menginginkannya.” Sementara bagi ulama
yang berpendapat tidak ada balasan sama sekali bagi orang yang
menghibahkan jika dia tidak mensyaratkannya dalam hibah, maka
dia tidak boleh menarik kembali sedikit pun dari hibahnya dan juga
tidak mendapat sedikit pun daripadanya.

Ar-Rabi’ menjelaskan, bahwa ada pendapat lain tentang
masalah ini. Jika seseorang memberikan hibah dan mensyaratkan #&
dia memperoleh balasan, maka hukum hibah itu batal, karena dia I

telah mensyaratkan imbalan yang tidak ditentukan. Namun jika §

kemudian dia memberikan balasan tersebut kepada orang lain
sebagai hibah lalu diterimanya, maka dia tidak berhak menarik
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kembali hibahnya itu. Inilah pendapat Asy-Syafi'i #& mengatakan.
Dan jika seseorang memberikan hibah kepada orang lain, namun
hibah ini belum diterima oleh orang lain tersebut hingga meninggal
dunia. Menurut Imam Abu Hanifah, hibah tersebut hukumnya
batal, jadi dia boleh mengambilnya kembali. Hal itu bukan wasiat,
kecuali jika dia menyebutnya sebagai wasiat. Ibnu Abi Laila
menyatakan, bahwa itu boleh dari jumlah sepertiga.

Cabang: Jika orang yang memberi hibah dan orang yang
diberi hibah berselisih, misalnya orang yang memberi hibah
mengatakan, “Dengan ada imbalan,” sementara orang yang diberi
hibah menyangkal, “Tidak dengan imbalan,” maka dalam masalah
ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Yang dibenarkan adalah keterangan
orang yang memberi hibah, karena dia menyangkal ada sesuatu
yang keluar dari hak miliknya tanpa ada imbalannya.

Pendapat Kedua: Yang dibenarkan adalah sanggahan orang
yang diberi hibah, karena dia mengaku telah diberi hibah, dan
pada dasarnya dalam masalah hibah tidak ada imbalan. Status
sang pemberi hibah adalah menuduh, dan status sang penerima
hibah adalah menyangkal. Maka yang dibenarkan adalah ucapan
orang yang menyangkal. Jika seseorang memberi hibah kepada
orang lain dan setelah diterima, maka sang pemberi hibah ini
meninggal dunia, kemudian para ahli warisnya mengklaim bahwa
hibah tersebut dikeluarkan pada saat sang mendiang sedang sakit,
dan si penerima hibah itu mengaku hibah tersebut dikeluarkan
pada saat mendiang dalam keadaan masih sehat, maka yang
dibenarkan adalah ucapan si penerima hibah dengan diambil
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sumpahnya. Jika kedua pihak sama-sama bisa mengajukan bukti,
maka vang diutamakan adalah bukti ahli waris karena dianggap
lebih kuat dan lebih lengkap. Wallahu A lam.

Bab: Pemberian Secara Umra (Seumur Hidup), dan
Pemberian Rugba (yang Digantung Suatu Syarat)

Asy-Syirazi & mengatakan: Pemberian secara
umra atau seumur hidup adalah seperti seseorang
mengatakan kepada orang lain, “Aku hibahkan secara
umra (seumur hidup) kepadamu rumah ini selama kamu
masih hidup,” atau dia mengatakan “Aku jadikan
untukmu rumah ini sepanjang usiamu,” maka dalam hal
ini ada tiga masalah:

Masalah Pertama: Bentuk Pertama, seperti
seseorang mengatakan, “Aku hibahkan secara umrah
rumah ini untukmu dan keturunanmu sepeninggalmu
nanti,” maka ini adalah pemberian yang sah. Sah
dengan ijab qabul atau serah terima. Dalilnya adalah
hadits yang diriwayatkan oleh Jabir #, bahwa

sesungguhnya Rasulullah & bersabda, <& J-”.-} Gl !
u)\fd\ 4d w} o u""‘ A.ﬁ.‘ Gt ;,;'J.U \.e.;\é 4...”.‘) 4 “Setiap  :
orang yang diberi suatu pemberian dengan cara umra
untuknya dan untuk keturunannya, maka pemberian itu
menjadi milik orang yang diberi, tidak bisa kembali
kepada orang yang memberi, karena dia telah
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memberikan suatu pemberian yang langsung terkait
dengan hukum warisan.”

Bentuk Kedua, seperti seseorang mengatakan,
“Aku hibahkan secara umrah kepadamu rumah ini
selama kamu masih hidup,” tanpa mensyaratkan
sesuatu pun, maka dalam masalah ini ada dua pendapat
Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Asy-Syafi'i & mengatakan
dalam qaul gadim, bahwa hukumnya batal, karena hal
jtu berarti melimpahkan kepemilikan barang yang
ditentukan dengan jangka waktu tertentu. Ini sama
dengan seandainya dia mengatakan, “Aku hibahkan
secara umrah kepadamu rumah ini selama setahun,”
atau “Aku hibahkan secara umrah kepadamu rumah ini
selama si Zaid masih hidup.”

Pendapat Kedua: Sementara dalam gqaul jadid,
'Asy-Syafi’i & mengatakan, “Itu adalah pemberian yang
sah. Rumah itu menjadi hak orang yang diberi selama
dia masih hidup, dan menjadi hak ahli warisnya
sepeninggalannya. Dan inilah pendapat yang shahih,
berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir &, dia
berkata, Rasulullah @ bersabda, & (¢ 4 3é Jabl
0460 o £ 1 @ 0 p 45y “Barangsiapa yang diberi
hibah secara umra selama hidupnya, maka pemberian
itu untuknya dan wuntuk anak keturunannya
sepeninggalannya. Pemberian itu diwarisi oleh orang
vang mewarisinya sepeninggalannya.” Dan juga
dikarenakan semua milik yang ada itu ditentukan
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hidupnya si pemilik, dan bisa berpindah kepada ahli
waris. dJadi, apa yang diberikan kepadanya selama
masih hidup itu menafikan hukum kepemilikan.

Bentuk Ketiga, seperti seseorang mengatakan,
“Aku hibahkan secara umrah kepadamu selama kamu
masih hidup. Dan jika nanti kamu sudah meninggal
dunia, maka rumah itu kembali lagi kepadaku jika aku
masih hidup, dan kepada ahli warisku jika aku sudah
meninggal dunia.” Ini seperti masalah yang kedua, yaitu
berdasarkan dua pendapat Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Hukumnya batal.

Pendapat Kedua: Hukumnya sah, karena itu
adalah syarat yang akan kembali kepadanya setelah hak
miliknya hilang, atau kembali kepada ahli warisnya.
Mensyaratkan seperti itu setelah hak miliknya hilang
tidak mempengaruhi hak orang yang menghuni. Jadi,
adanya syarat sama seperti tidak adanya.

Pasal: Tentang rugba atau pemberian yang
digantungkan adalah seperti seseorang mengatakan,
“Aku berikan kepadamu rumah ini secara digantung,”
atau “Rumah ini untukmu secara gantung.” Dengan
kata lain, “Aku berikan kepadamu rumah ini,” dan
masing-masing saling menggantung. Jika kamu
meninggal dunia lebih dahulu sebelum aku, maka rumah
itu kembali kepadaku, dan jika aku yang meninggal
dunia lebih dahulu sebelum kamu, maka rumah itu
untukmu.” Ini sama seperti masalah ketiga.
Sesungguhnya sudah kami jelaskan bahwa masalah
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kedua seperti masalah ketiga, sehingga ada dua
pendapat Asy-Svafi'i. Al Muzani mengatakan, bahwa
rugba itu adalah menjadikan untuk orang yang paling
akhir meninggal dunia, dimana pendapat ini salah,
berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin
Az-Zubair #, bahwa sesungguhnya Nabi @& bersabda,

Bin @ il (o ) LB 5f 8 bl s “Barangsiapa
yang memberi secara umra atau memberi secara rugba,

maka itu adalah untuk orang vang diberi dan bisa
diwaris oleh orang yang mewaris.”

Pasal: Barangsiapa yang mempunyai hak piutang
atas orang lain, maka dia boleh membebaskannya
tanpa persetujuan orang lain tersebut. Akan tetapi di
antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan,
bahwa itu tidak diperbolehkan, kecuali dengan
penerimaan orang yang menanggung utang. Sebab, ini
adalah perbuatan suka rela yang memerlukan
pernyataan orang yang bersangkutan, sehingga butuh
adanya bentuk penerimaan. Sama seperti yang berlaku
dalam wasiat dan hibah. Lagi pula ini menyangkut
kewajiban yang tidak mungkin diselesaikan begitu saja
tanpa penerimaannya, sama seperti hibah. Yang kuat
adalah pendapat yang pertama tadi. Sebab, ini adalah
menggugurkan hak vyang tidak terkait dengan
melimpahkan kepemilikan harta sehingga tidak perlu
memperhitungkan penerimaan, sama dengan vyang
berlaku dalam akad memerdekakan budak, talak,
syuf’ah, dan gishas. Tidak sah hukumnya membebaskan
utang yang tidak diketahui. Sebab membebaskan utang
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itu sama dengan menghilangkan hak milik yang tidak
boleh digantungkan kepada suatu syarat. Jadi, tidak
boleh terhadap utang yang tidak jelas, hal ini sama
seperti yang berlaku pada jual beli dan hibah.

Penjelasan:

Kedua hadits Jabir tersebut diriwayatkan oleh Ahmad, Al
Bukhari, dan Muslim dengan redaksi,

”

/o)o /‘// o’/ &u ‘/ :.. ,o}/ Y
)/ e s 0 »
dcwry

“Rasulullah € memutuskan pemberian hibah secara umrah

untuk orang yang diberi.” Dalam redaksi yang diriwayatkan oleh
Ahmad dan Muslim disebutkan,

ARy y, Sipf (S s

w,ﬁ‘;’j /”fLs.U\g.@.sgsﬁaﬁd

“Tahanlah  harta kallan dan janganlah  kalian
menghabiskannya, karena barangsiapa yang menghibahkan
sesuatu secara umra, maka sesuatu itu menjadi milik orang vang
diberi hibah, baik dia masih hidup maupun sesudah mati, dan
menjadi milik keturunannya.”

~ Dalam riwayat Ahmad, Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan
At-Tirmidzi disebutkan,
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TS T I /:éz .0 £ f/‘/ /0}0
Ldal 36 80 Glall 5351 (el
“Pemberian hibah secara umra itu terus berlangsung bagi

keluarganya, dan pemberian rugba itu berlangsung bagi
keluarganya.”

Dalam riwayat Ahmad, Muslim, An-Nasa i, dan Ibnu Majah
disebutkan,

2 - , o, P P - z
Ao . - w O L w s A s0 A 2 s rr0f 0 »
Uyckﬁw%jﬂdﬁﬁzjﬁ‘y
z @
AR rr rr0 %0 P -, . AL
ddey o) ol 2y b 4>
“Barangsiapa yang memberi hibah secara umra kepada
seseorang dan keturunannya, maka ucapannya itu telah
menghilangkan haknya atas barang vang diberikan tadi, dan

barang tersebut menjadi milik orang yang diberi dan
keturunannya.” T

Sernentara dalam riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, dan At-
Tirmidzi, -dimana At-Tirmidzi menilainya shahih- disebutkan
dengan redaksi,

.‘ -8 7 v e ,0 -0 f% - P 1
G b gy d s WE ) G

2 g ° ¢ - - ’
o o, /:/ z -’ o £ agf , °
Vgl b 22 slee ool GU Galleny

“Setiap orang yang diberi suatu pemberian dengan cara
umra untuknya dan untuk keturunannya, maka pemberian tadi
menjadi milik orang vang diberi, tidak bisa kembali kepada orang
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Yang memberi, karena dia telah memberikan suatu pemberian
Vvang langsung menyangkut dengan hukum waris.”

Dalam riwayat Ahmad dan Muslim disebutkan,

A ﬂ/ M ’o}/ oo - £ @ s0 2% -, G
106 13} G6 L aa Sl e 0w of Sl o

Ld
-5

’ < 2 o s . s o, o, e -,
“Sesungguhnya  pemberian secara umra  vang
diperbolehkan oleh Rasulullah @ adakh jika seseorang
mengatakan, “Pemberian ini untukmu dan keturunanmu.”
Sedangkan jika seseorang mengatakan, ‘Pemberian untukmu
selama kamu hidup,” maka pemberian ini kembali pada orang
vang memiliknya.”
Dalam riwayat An-Nasa"i disebutkan,
/’ /‘// 0’/ A,‘ ‘/ }y /o}/ “
:/ °‘ -’ 17 29 ,)5‘ s °.f ’°,°L,
L adaly Jr M ) O el _.
o 5’/}:/ “//,’ s s ‘. 0. - f/o s ,
Sl S e Shdny QU G S0 O ey B
: - g - CdE T /: ogo ”’ ,/“/ e
AR RN R |
“Sesungguhnya Rasulullah §# memutuskan pemberian | :
hibah secara umra adalah seseorang memberikan hibah kepada

orang lain dan keturunannya. Dan dia mengecualikan, “Jika terjadi 1 ]
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sesuatu padamu dan pada keturunanmu,” maka hibah itu kembali
kepadaku dan kepada keturunanku. Sesungguhnya itu untuk orang
yang aku beri dan keturunannya.”

Asy-Syafi'i @ meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu
Uyainah dari Amr bin Dinar dari Thawus dari Hajar Al Madari dari
Zaid bin Tsabit, &yl il Jar ok £l 3 o O O
“Sesungguhnya Nal;i # menjadikan pemberian secara umra
kepada ahli waris.”

Diriwayatkan pula oleh Asy-Syafi'i & dari Sufyan dari lonu
Juraij dari Atha" secara marfu’, Jf \:.,-b }'o.'ﬁf ‘,'«5 \,5,‘7 Y; g yoa Y
9‘;;,3‘ :j.'_,-:; }‘qj i3y “Janganlah kamu memberikan pemberian
secara umra dan secara rugba. Barangsiapa yang memberikan

sesuatu secara umra atau secara rugba, maka itu adalah jalan
untuk warisan.”

Sementara hadits Abdullah bin Az-Zubair kami melihat
bandingannya diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Zaid bin Tsabit
vang antara lain berisi larangan memberikan pemberian secara
rugba, SVl S 39 3 U s o953 ¥ “Janganlah kalian
memberikan pemberian secara rugba atau gantungan. Barangsiapa

yang memberikan sesuatu secara secara rugba, maka itu adalah
jalan untuk warisan.”

»s oy

Dalam versi riwayat lain disebutkan, 3 e ‘_.,333‘ “ Pemberian
secara rugbah itu terus berlangsung.” Ini adalah riwayat Ahmad,
Abu Daud, dan An-Nasa'i. Dalam hadits lain yang diriwayatkan

oleh Ahmad disebutkan, &3l 3 Ja> “Rasulullah @
menjadikan pemberian secara rugba untuk ahli waris.”
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Diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i dari Ibnu Abbas,
dia berkata, Rasulullah g bersabda,

\\

) f,T ) ,,.ptu,u sjfaj Yj | g g Y

Borrr Boosr

AJLAAJQL&A.‘).@.;

“Janganlah kamu memberikan pemberian secara umra dan
secara rugba. Barangsiapa yang diberi sesuatu secara umra atau
secara rugba, maka pemberian itu untuknya saat dia masih hidup
maupun sesudah meninggal dunia.”

Ar-Rabi’ mengatakan, aku bertanya kepada Asy-Syafi'i &
tentang orang yang diberi pemberian secara umra untuknya dan
keturunannya. Asy-Svafi'i #& menjawab, itu untuk orang vang
diberinya, tidak boleh dikembalikan kepada orang vyang
memberinya.” Aku bertanya, “Apa dasarnya?.” Dia menjawab,
“Sunah tersebut ditetapkan berdasarkan hadits banyak orang, dan
hadits Malik 4, kami mendapatkan riwayat dari Malik dari Ibnu
Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Jabir secara
marfu’, “Setiap orang vang diberi suatu pemberian dengan cara
umrah untuknya dan juga untuk keturunannya, maka pemberian
tadi menjadi milik orang yang diberi, tidak bisa kembali kepada
orang vang memberi, karena dia telah memberikan suatu
pemberian yang langsung menyangkut dengan hukum waris.”

Asy-Syafi'i & mengatakan, inilah yang dijadikan pedoman
oleh sebagian besar ulama di semua kota-kota besar selain
Madinah, dan juga oleh para ulama terkemuka Madinah. Selain
diriwayatkan dari Jabir, hadits ini juga diriwayatkan oleh Zaid bin
Tsabit dari Nabi @%. Kami katakan kepada Asy-Syafi'i &, “Kami
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menyalahi hal ini.” Asy-Syafii kemudian berkata, “Kalian
menyalahinya, padahal kalian tahu itu diriwayatkan dari Rasulullah
@.” Kami katakan, bahwa dalam masalah ini, argumen kami
adalah bahwa Imam Malik mengatakan, aku mendapatkan riwayat
dari Yahya bin Sa'id dari Abdurrahman bin Al Qasim bahwa dia
permnah mendengar Makhul Ad-Damsyiqi bertanya kepada Al
Qasim bin Muhammad tentang pemberian hibah secara umra dan
apa yang dikatakan mayoritas orang tentang pemberian tersebut.

Al Qasim mengatakan kepadanya, “Aku mendapati orang-
orang begitu setia pada syarat-syarat mereka terkait dengan harta
mereka.” Imam Malik juga memberitahukan kepada kami terkait
sabda Nabi g} tentang pemberian secara umra yang diriwayatkan
oleh dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Jabir dan lainnya dari
Nabi #¥. Kami tentu menerima khabar orang-orang yang jujur.
Tetapi orang yang meriwayatkan ini dari Nabi ¢ harus lebih
diunggulkan daripada yang dia riwayatkan dari Al Qasim. Setiap
orang tentu tahu bahwa hadits yang diriwayatkan dari Nabi £ itu
lebih utama daripada yang dikatakan oleh beberapa orang
sepeninggalan beliau yang mungkin saja di antara mereka ada
yang tidak permnah mendengar dari Nabi . Bukan semua dari
mereka merupakan orang yang dikenal. Apabila ada orang yang
menyatakan, bahwa Al Qasim tidak pernah mendengamya dari
nabi, maka akan ada segelintir orang yang berkata, yaitu terkecuali
sekelompok orang dari para shabat Rasulullah, atau dari
sekelompok pakar ilmu yang paham akan Sunnah beliau, dimana
mereka sejatinga tidak permah bertemu, baik itu dari segi-
pemikiran maupun dari segi Sunnah yang ada.
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Penjelasan Redaksional:

Redaksi, A/ Umra —yang dibaca dengan mendhammaltkan
huruf Ain, mensukurkan huruf Mim dan membaca dengan tagshir
pada akhir kata- Ibnu hajar mengatakan dalam Fathu/ Baari, Ada
yang meriwayatkan bahwa membacanya itu dengan men-
dhammahkan huruf Ain dan Mim. Dimana diriwayatkan di dalam
Fathul Baari, bahwa riwayat pertama -yang dibaca dengan
mansukunkan huruf Mim-, itu diambil dari asal A/ Umru vang
berarti seumur hidup, disebut demikian karena orang-orang Arab
pada masa Jahiliyah dahuiu, memberikan seseorang berupa suatu
rumah dengan mengatakan, “Aku berikan rumah ini kepadamu
secara umra’ yang maknanya adalah, aku perbolehkan rumah ini
bagimu selama engkau masih hidup.

Sementara Ar-Rugba itu diambil dari A/ Muragabah, hal itu
dikarenakan kedua belah pihak itu sama-sama memonitoring yang
lainnya tentang kapan pihak lainnya itu meninggal sehingga suatu
barang itu dapat kembali kepada dirinya, begitu pula ahli warisnya
yang menempati posisi orang itu sepeninggalannya. Dan ini
merupakan ulasan redaksional.

Ibnu Hajar mengatakan, menurut pendapat sebagian besar
ulama, jika pemberian secara umra terjadi, maka itu menjadi milik
orang lain, bukan kembali kepada orang yang pertama, kecuali
secara tegas disyaratkan seperti itu. Juga menurut mereka,
pemberian secara umra itu sah dan terus berlangsung. Sementara
menurut pendapat yang dikutip oleh Ath-Thabari dari Al Mawardi,
dari Daud, dan dari beberapa ulama ahli fikih lainnya, bahwa
pemberian seperti itu tidak dianjurkan.
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Kemudian para ulama yang mengatakan sah berselisih
pendapat tentang arah kepemilikannya. Menurut mayoritas
mereka, kepemilikannya mengarah pada status budak, sama
seperti ragam hibah yang lain. Bahkan seandainya yang diberikan
secara umra berupa seorang budak lalu dimerdekakan oleh orang
yang diberi hibah, maka itu harus dilaksanakan. Berbeda dengan
orang yang memberikan hibah. Atau mengarah pada penggunaan
manfaatnya saja, bukan kepemilikan. Ini adalah pendapat Imam
Malik dan Asy-Syafi'i dalam gau/ gadim.

Lantas apakah dengan begitu, bisa dipinjamkan atau
diwakafkan? Di sini ada dua pendapat dari ulama madzhab Maliki.
Menurut ulama madzhab Hanafi, kepemilikan pada hibah secara
umra mengarah pada hak milik, dan kepemilikan pada hibah
secara rugba mengarah pada penggunaan manfaat saja. Namun
pendapat lain yang dikutip dari mereka mengatakan, bahwa hal itu
hukumnya batal.

Dari beberapa pendapat tadi, dapat disimpulkan menjadi
tiga kondisi:

Kondisi Pertama: Seseorang secara lepas mengatakan,
“Aku berikan barang ini kepadamu secara umra.” Ini jelas
menunjukkan bahwa barang tersebut untuk orang yang diberi.
Status hukumnya berlaku untuk selamanya dan tidak boleh ditarik
kembali oleh orang yang menghibahkan. Inilah pendapat ulama
madzhab Hanafi, dan pendapat Imam Malik. Menurut mereka,
status hukum hibah yang dinyatakan secara mutlak adalah berlaku

untuk selamanva. Ini juga merupakan salah satu pendapat Asy-
Syafi’i @ dan juga mayoritas ulama.
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Asy-Syafi'i # memiliki pendapat lain, bahwa statusnya
adalah pinjaman yang bisa ditarik kembali oleh orang yang punya
setelah kematian orang yang diberi hibah. Sementara Rasulullah
# sudah memutuskan, bahwa hibah yang diberikan secara mutlak
itu untuk orang vang diberi dan untuk ahli warisnya
sepeninggalannya, sebagaimana yang dipesankan oleh beberapa
hadits yang telah dikemukakan sebelumnya.

Kondisi Kedua: Seseorang mengatakan kepada orang lain,
“Harta ini untukmu selagi kamu masih hidup. Jika kamu sudah
meninggal dunia, maka akan aku tarik kembali.” Status harta ini
adalah pinjaman berjangka yang akan dikembalikan kepada orang
yang memberi ketika orang yang diberi sudah meninggal dunia.
Inilah pendapat sebagian besar ulama, dan merupakan pendapat
vang diunggulkan oleh sebagaimana pandapat ulama madzhab
kami. Tetapi menurut pendapat yang paling shahih di antara
mereka, bahwa itu tidak bisa ditarik kembali oleh orang vyang
memberikan. Mereka berdalih bahwa itu adalah syarat fasid yang
harus diabaikan.

Mereka berpedoman pada hadits Jabir, karena Nabi &
memutuskan terhadap seorang sahabat Anshar yang memberi
ibunya sebuah kebun kecil sewaktu sang ibu masih hidup dengan
syarat dia tidak akan menarik kembali kebun tersebut, melainkan
akan menjadi milik ahli warisnya. Redaksinya ialah,
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Cabang: Kementerian sosial telah berupaya mendirikan
beberapa bangunan untuk dihuni oleh para manula yang sudah
tidak punya keluarga dengan diberi semua kebutuhan sehari-hari
dan berbagai fasilitas lainnya, sehingga menjadi tempat hunian
yang nyaman bagi mereka. Siapa di antara mereka yang kaya dan
mampu atau dia memiliki anak atau keluarga dekat yang kaya,
maka dia harus pergi meninggalkan tempat ini yang secara khusus
memang hanya diperuntukkan bagi orang-orang miskin yang
sangat membutuhkan bantuan. Jika orang seperti itu masih tetap
tinggal di tempat tersebut, maka apa yang dia makan adalah riba,
karena dia telah mengambil jatah yang bukan menjadi miliknya.
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Gl 2
KITAB WASIAT

Asy-Syirazi # mengatakan: Barangsiapa yang
sudah ditetapkan sebagai khalifah oleh umat, maka dia
boleh mewasiatkan jabatan khilafah itu kepada orang

yang memang patut memegangnya, karena Abu Bakar
# pernah mewasiatkannya kepada Umar, dan Umar

juga mewasiatkannya kepada Ahli Syura s, dimana
semua sahabat 2 menyetujuinya.

Pasal: Barangsiapa yang sudah ditetapkan sebagai
wali atau yang mengurus atas harta anaknya, dan
anak tidak punya seorang wali sama sekali selainnya,
maka dia boleh mewasiatkan kepada orang lain yang
akan mengawasi harta anaknya tersebut. Hal ini
berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Sufyan bin
Uvainah #& dari Hisyam bin Urwah, dia berkata,

“Mewasiatkan kepada Az-Zubair sembilan orang dari
sahabat Nabi @&. Mereka antara lain Utsman, Al
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Miqdad, Abdurrahman bin Auf, dan Ibnu Mas'ud .
Az-Zubair harus menjaga harta mereka, dan
memberikan nafkah untuk anak-anak mereka dari
hartanya.” Jika anak masih punya kakek, maka tidak
boleh diwasiatkan kepada orang lain, karena
berdasarkan ketentuan syari’at seorang kakek punya
hak. Jadi, tidak boleh mengalihkan hak ini dari kakek
dengan cara diwasiatkan.

Penjelasan Redaksional:

Al Washaaya merupakan kalimat plural dari Washiyyah, ini
seperti kalimat A/ Athaaya yang juga merupakan kalimat plural
dari Athiyyah. Ini berasal dari pernyataan, “ Washaitusy Syaia (Aku
mewasiatkan  sesuatu) vyang bermakna Ashivahu (Aku
mewasiatinya).” Washaitu lla Fulanin Taushiyyatan, wa Awshaitu
llaihi lishaa "a (Aku mewasiatkan sesuatu kepada si fulan dan aku
wasiatkan suatu wasiat).

s e

Dalam buku As-Sab ah, redaksi ayat, e _,f ) S Cyed itu

dibaca dengan dua wajah; yaitu dibaca dengan fakhfif dan tatsqiil
Kata A/ Wishaya —dengan membaca kasrah pada huruf Waw dan
fathah pada huruf Shaad.-ini merupakan suatu bahasa yang juga
digunakan.

Redaksi, “Aku mewasiatkan harta kepadanya” berarti aku
menjadikan harta untuknya. Redaksi, “Aku mewasiatkan anak
kepadanya” berarti aku minta dia mengurusnya, dan ini tidak perlu
ada jawaban. Redaksi, “Aku mewasiatkannya untuk shalat,” berarti
aku menyuruhnya untuk shalat.
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Allah £ berfirman,

1 %~ L ')
' 2 ‘&1‘3 ab _, rﬁ
“Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu
bertakwa. ” (Qs. Al An’aam [6]: 153).
Allah £ juga berfirman,

. Z .4zt 2
U e
“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka
untuk) anak-anakmu,” (Qs. An-Nisaa'[4]: 11). Maksudnya adalah,
bahwa Allah menyuruhmu.

Disebutkan dalam sebuah hadits,
/eﬂ /// o//'\y a/ }y }0}'////

LA (g a2y

“Rasulullah @ berkhutbah dan beliau mewasiatkan untuk

selalu bertakwa kepada Allah.” Maksudnya adalah, bahwa Allah &
memerintahkan untuk selalu bertakwa. Perintah itu bersifat umum
dan bisa dengan menggunakan kalimat apa pun. Dalam pengertian

syari'at, wasiat adalah pesan khusus yang dikaitkan dengan
sesudah kematian orang yang berwasiat.

Wasiat dalam khilafah adalah seseorang berpesan kepada
orang lain yang patut memegang tampuk kekhilafahan setelah dia
meninggal dunia nanti. Dasar wasiat adalah Al Qur‘an, As-
sunnah, dan jma’
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Az-Zubair merupakan putra bibi Rasulullah €% dan satu di
antara sepuluh orang vang dijanjikan masuk surga tanpa dihisab.
Dia juga merupakan satu di antara enam orang yang ketika wafat
Rasulullah @ meridhai mereka. Dia pernah bersama Nabi ¢ di
gua Hira. Ketika merasa tiba-tba gua Hira’ bergerak, dia
mengatakan, “Diamlah, wahai Hira". Yang berada padamu hanya
seorang nabi, atau seorang shiddigin, atau seorang syahid.” Benar.
Yang berada di gua Hira® adalah Abu Bakar, Umar, Utsman,
Thalhah, dan Az-Zubair.

Hadits Uyainah yang dikemukakan oleh penulis tadi kami
riwayatkan dalam Musnad Ahmad yang bersumber dari Sufyan bin
Uvyainah, dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dia berkata,
“Mewasiatkan kepada Az-Zubair sembilan orang dari sahabat Nabi
4} . Mereka antara lain Utsman, Ibnu Mas’ud, dan Abdurrahman.
Az-Zubair yang menafkahi ahli warisnya dari hartanya, dan
menjaga harta mereka.” Biografi Az-Zubair terlalu banyak sehingga
tidak bisa dihitung, dan sebagiannya dikemukakan oleh Adz-
Dzahabi dalam Sivar A Jam Al Nubalaa .

Allah £ berfirman,
Ge 55 o) 501 KXT sa2 g K o
r Tpre 47\ % ».7¢ - /:f’l/ oy Sy 2 22
@ Sl B G 200 3T 0l 22,5

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu
kedatangan (tanda-tanda) mati, jika dia meninggalkan harta yang
banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara
ma'ruf. (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang vang bertakwa.”
(Qs. Al Bagarah [2]: 180).

\?
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Mujahid berkata, semua kalimat A/ Khair dalam Al Qur an
berarti harta. Seperti firman Allah, @.’»_:\::3 ;i‘\g}.’;..l ,ﬁl’j “Dan
sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta,”
(@s. Al Aadiyaat [100): 8). &5 Lo oo A1 22 208 B JGE
“Maka dia berkata, "Sesungguhnya aku menyukai kesenangan
terhadap barang vang baik (kuda) sebihgga aku lalai mengingat
Tuhanku .” (Qs. Shaad [38): 32). U &b (536 &) (253KS
“Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu
mengetahui ada kebaikan pada mereka,” (Qs. An-Nuur [28]: 33).
;:/‘} r’:é—_a.bj QL “Syu'aib, berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya
aku melihat kamu dalam keadaan vang baik. ” (Qs. Huud [11]: 84).

Pendapat paling baik tentang redaksi A/ Khair dalam Al
Qur*an adalah seperti yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i &, vaitu
kalimat vyang dimaksudkan tergantung pada konteks
pembicaraannya.

t s P VS

s 73
Allah @ berfirman, $A1 % “» A3l “Mereka itu adalah
sebaik-baik makhluk.” (Qs. Al Bayyinah [98]: 7). Menurut kami,
sesungguhnya mereka adalah sebaik-baik makhluk lantaran iman

dan ragam amal shaleh, bukan lantaran harta benda yang mereka
miliki.

Allah $ juga berfirman, i;’_.,f_’,i'f e 47 o\ “Jika dia
meninggalkan harta yang banyak, berwasiat. ” (Qs. Al Bagarah [2]:
180). Menurut kami, jika dia meninggalkan harta, karena harta

adalah sesuatu yang pasti akan ditinggalkan. Tentang wasiat untuk
kaumn kerabat, maka di sini ada tiga penakwilan yang berlaku:
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Pentakwilan Pertama: Mereka adalah anak-anak yang tidak
gugur dalam ikut menerima warisan, bukan kaum kerabat lainnya
yang tidak ikut menerima bagian warisan.

Pentakwilan Kedua: Mereka adalah para ahli waris dari
semua kaum kerabat.

Pentakwilan Ketiga: Mereka adalah semua kaum kerabat,
vang termasuk ahli waris maupun yang bukan termasuk ahli waris.
Ini menunjukkan atas kewajiban berwasiat untuk kedua orang tua
dan kaum kerabat sebagai kewajiban dan bagian yang berhak
diterima. Ketika turun ayat tentang bagian harta warisan, wasiat
untuk kedua orang tua dan untuk setiap ahli waris di-nasakh, dan
vang masih tetap apa adanya adalah wasiat untuk selain para ahli
waris dari kaum kerabat. Inilah pendapat Thawus, Qatadah, Hasan
Al Bashri, dan Jabir bin Zaid.

Para ulama berselisih dalam beberapa pendapat tentang
berapa banyak jumlah yang boleh diwasiatkan:

Pendapat Pertama: Seribu dirham. Ini merupakan pendapat
Ali bin Abi Thalib &.

Pendapat Kedua: Lima ratus dirham. Ini merupakan
pendapat Ibrahim An-Nakhai.

Pendapat Ketiga: Wajib terhadap harta yang sedikit
maupun yang banyak. Ini merupakan pendapat Az-Zuhri, dan
inilah pendapat para ulama yang menyatakan bahwa hukum ayat
tadi masih ada dan tidak di-nasakh. Akan tetapi para ulama ahli
fikih dan sebagian besar ulama ahli tafsir mengatakan bahwa
hukum tersebut sudah di-nasakh dengan ayat tentang bagian harta
pusaka. Selanjutnya para ulama berbeda pendapat tentang dengan
ayat apa itu di-nasakh.
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Ibnu Abbas mengatakan, dengan ayat tentang wasiat

tersebut, berdasarkan firman Allah %, Q\ﬁ,{,ﬁ G Ls éﬁ_”,\i
b 125, B NG AT B 205 L35 5505
(v) Cosis “Bagi orang lakiiaki ada hak bagian dari harta
peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada
hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan
kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah
ditetapkan.” (Qs. An-Nisaa" [4]: 7). Para ulama lain mengatakan,
bahwa avat tersebut di-nasakh dengan firman Allah &, AN \;!;_;
o;‘;;.:', ﬁj ‘;.;':4: “Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat
itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanva (daripada yang
bukan kerabat).” (Qs. Al Anfaal [7]): 75). Sebagian ulama yang lain
yang memperbolehkan hal ini, me-nasakh ayat dengan As-Sunnah,
yaitu di-nasakh dengan hadits, < s f\;;p} Y “Tidak ada wasiat
sama sekali untuk seorang ahli waris.”

Wasiat itu dibagi menjadi tiga bagian; yaitu wasiat yang
tidak boleh, wasiat yang boleh tetapi tidak wajib, dan wasiat yang
waijibnya diperselisihkan.

Wasiat yang tidak boleh adalah wasiat untuk ahli waris, ini
berdasarkan hadits Syurahbil bin Muslim yang bersumber dari Abu
Umamah, dia berkata, Aku mendengar Nabi ¢ bersabda, K1 :J‘

-
«b -

Sy i)y Y i :}r 73) :}‘f “h.sf W (W “Sesungguhnya Allah
& memberikan kepada setiap yang berhak akan haknya. Maka,
tidak ada wasiat sama sekali untuk seorang ahli waris.”

Wasiat yang boleh tetapi tidak waijib adalah wasiat untuk
orang-orang lain, sebagaimana yang disepakati oleh para ulama.
Disebutkan dalam sebuah riwayat hadits, “Al Barra bin Ma'rur
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berwasiat untuk Nabi € dengan sepertiga dari hartanya. Setelah

menerimanya, beliau kemudian mengembalikannya kepada para
ahli warisnya Al Barra*.”

Sementara wasiat yang diperselisihkan adalah wasiat untuk
kaum kerabat. Menurut sebagian ulama yang telah menafsiri ayat
di atas, bahwa wasiat itu wajib untuk kaum kerabat, berdasarkan

lahiriahnya firman Allah &, o) 323 ‘..{.\..‘ a3 ‘:{.12 «._,..5

’@‘ i Je \.;;t}_,;:lh uu__;Y[, u-ul_,ﬂ w_,!\ Vs

“Dzwajlbkan alas kamu, apabila seorang di antara kamu
kedatangan (tanda-tanda) maut, jika dia meninggalkan harta vang
banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara
ma'ruf. (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang vang bertakwa.”
(Qs. Al Bagarah [2]: 180). Dan juga berdasarkan riwayat dari Nabi
&, bahwa sesungguhnya beliau bersabda, s &0 ,.; op S o

.f'/

AJA\r 44 “Barangsiapa meninggal dunia tanpa berwasiat berarti

dia meninggal dunia secara jahiliyah.” Dalil yang menunjukkan
bahwa wasiat tidak wajib untuk kaum kerabat dan orang lain.

Diriwayatkan juga oleh Tbnu Abbas, Aisyah, dan Ibnu Abu
Aufa 4, bahwa sesungguhnya Nabi g8 tidak pernah berwasiat. Ini
juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Sa’ad bin Abu

Waqgqash yang antara lain disebutkan, ‘.5 ;l:af—\ wisy) & of C‘Jf\

e O _,uS..; He Py of o* “Sesungguhnya kamu meninggalkan
ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu

meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dengan meminta-
minta kepada orang lain.”
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Nabi & menyatakan bahwa wasiat itu diperbolehkan,
namun bukan kewajiban. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa
lebih meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya daripada
meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang membutuhkan
sedekah. Apabila wasiat itu wajib, maka tentu akan dipaksakan
terhadap harta seseorang, dan jika dia menolak, maka akan
diambilkan dari hartanya setelah dia meninggal dunia, ini seperti
yang berlaku dalam utang dan zakat. Sesungguhnya wasiat adalah
pemberian, sehingga sama seperti hibah. Apabila dalam ayat tadi
dijelaskan larangan berwasiat untuk kedua orang tua; bapak ibu

padahal sebelumnya mereka disebut-sebut, maka ini menunjukkan
bahwa itu di-nasakh.

Tentang sabda Nabi ¢, E\:.}g\'r E\-:-é b i) ;,9 e Sl e
“Barangsiapa meninggal dunia tanpa berwasiat berarti dia
meninggal dunia secara jahilivah,” hadits ini bisa memiliki dua
pengertian. Mungkin wasiat itu wajib sebelum di-nasakh, dan
mungkin juga wasiat itu diwajibkan untuk orang yang mempunyai
tanggungan utang dan hak-hak yang tidak bisa sampai kepada
para pemiliknya kecuali dengan cara berwasiat. Jadi, karena
disebutkan dan dilaksanakan, maka wasiat menjadi wajib. Boleh
hukumnya wasiat dengan menentukan orang vyang akan
mengawasi harta sepeninggalnya. Jika dia punya ayah atau kakek,
maka tidak boleh berpesan kepada orang lain untuk mengawasi.
Sebab berdasarkan ketetapan syari’at, perwalian seorang kakek itu
diakui.

Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab || 91



Memutuskan Hukum Berdasarkan Hadits Mufawatir,
“Tidak Ada Wasiat Sama Sekali untuk Seorang Ahli
Waris.”

Hadits ini dihukumi mutawatir dalam A/ Azhaar Al
Mutanaatsirah, dimana hadits mufawatir adalah, hadits yang
jumlah periwayatnya dari kalangan sahabat mencapai sepuluh
orang. Sementara hadits ini diriwayatkan lebih dari sepuluh orang
sahabat. Jadi, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Umamah, dari
Anas, dari Amr bin Khaarijah, dari Ali, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu
Umar, dari Ma'qil bin Yassar, dari Kharijah bin Umar, dari Jabir
bin Abdillah, dari Zaid bin Arqam, dari Al Barra® bin Aazib, dari
Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari mursalnya
Mujahid, dari Amr bin Dinar, dan dari Abu Ja’far Al Baqir.

Asy-Svafi'i & mengatakan, mafan atau teks hadits ini
mutawatir. Kami mendapati para ulama ahli fatwa dan ulama lain
vang kami hapal namanya dari kaum Quraisy dan lainnya semua
sepakat bahwa Nabi @} pada peristiwa penaklukan kota Makkah
bersabda, ¢,s} Loy Y “Tidak ada wasiat sama sekali untuk

seorang ahli waris.” Mereka lebih mengutamakan hadits ini dari
orang-orang yang mereka hapal namanya daripada para ulama
vang pernah mereka temui. Mereka mengutip riwayat ini secara
kolektif, dan ini lebih kuat dari mengutip secara individu
perindividu.

Cabang: Pendapat para ulama tentang di-nasakhnya ayat
wasiat.
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Abu Muhammad bin Hazm mengatakan, -dia merupakan
salah seorang ulama madzhab Zhahiriyah- bahwa ada
sebagian ulama yang mengatakan bahwa  ayat-ayat
tentang pembagian harta warisan itu me-nasakh firman Allah &,
:,\:jfyfj 9}:\13;\! i;f_’,ﬁ e 47 o\ “Jika dia meninggalkan
harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib
kerabatnya.” (Qs. Al Bagarah [2]: 180). Ini kesalahan fatal.
Sebab, nasakh itu berarti menghilangkan hukum yang di-nasakh.
Sementara di dalam ayat tentang pembagian harta warisan
tidak ada yang melarang wasiat untuk kedua orang tua; bapak ibu
dan kaum kerabat. Sebab, mereka boleh mewaris dan diberi
wasiat.

Abu Muslim Al Ashfahani menukil pernyataan Fakruddin
Ar-Razi, bahwa ayat tersebut ditetapkan dan tidak di-nasakh. Dia
menguatkan pendapatnya dengan beberapa alasan:

Alasan Pertama: Avyat ini tidak bertentangan dengan ayat
pembagian harta warisan. Bahkan semuanya masih ditetapkan.
Dimana hak waris kedua orang tua dan kaum kerabat masih

ditetapkan dalam firman Allsh @, 2= 20F3 (5 05 “Albh
mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu.” (Qs. An-Nisaa' [4]: 11). Sebab, memang diwajibkan atas
orang yang hendak meninggal dunia supaya berwasiat untuk kedua

orang tua dan kaum kerabat dengan melaksanakan apa yang telah
diperintahkan oleh Allah £ terhadap mereka, dalam arti

melaksanakan pembagian harta pusaka. ‘

Alasan Kedua: Tidak ada pertentangan sama sekali antara
penetapan wasiat untuk kaum kerabat dengan penetapan
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pembagian harta warisan. Wasiat adalah pemberian dari orang
yang sudah kedatangan tanda-tanda kematian. Sedangkan warisan
adalah pemberian dari Allah. Jadi, seorang ahli waris menghimpun
antara wasiat dan warisan berdasarkan ketetapan dua ayat tadi.

Alasan Ketiga: Jika pun misalkan ada pertentangan antara
ayat warisan dan ayat wasiat, maka itu dapat diartikan bahwa
status ayat warisan itu men-fakhshis ayat wasiat. Sebab, secara
umum ayat ini dipahami bahwa berwasiat itu wajib untuk setiép
kerabat dekat. Sedangkan ayat warisan mengeluarkan kerabat
dekat yang sekaligus sebagai ahli waris. Sehingga vang
dimaksudkan oleh ayat warisan adalah seorang kerabat dekat yang
tidak bisa mewarisi lantaran ada penghalang soal waris-mewarisi
seperti kafir dan status budak, atau karena statusnya yang
terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat dengan mendiang, atau
dia termasuk golongan dzawi/ arham.

Ibnu Jarir Ath-Thabari berkata, Allah #£ mewajibkan
kepada kalian, wahai orang-orang yang berwasiat, bahwa jika
salah seorang kalian yang sudah ada tanda-tanda didatangi
kematian jika dia meningggalkan harta agar berwasiat untuk kedua
orang tua ibu bapak dan untuk kaum kerabat yang tidak bisa
mewarisi secara ma’ruf.

Yang dimaksud dengan yang ma ruf adalah sesuatu yang
diizinkan oleh Allah #, dimana dia diperbolehkan dalam wasiat,
dan juga orang yang mewasiatkan tidak bermaksud menzalimi para

Cate so
-4

ahli warisnya, @ E,g..!\ Je s “sebagai kewajiban atas orang-

orang vang bertakwa.” (Qs. Al Baqarah [2]: 180). Artinya, bahwa
Allah mewajibkan hal itu atas kalian, dan juga menjadikannya
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sebagai kewajiban atas orang yang bertakwa kepada-Nya, lalu dia
patuh kepada Allah dengan mengamalkannya.

Ath-Thabari melanjutkan, bahwa mungkin ada vang
bertanya, “Apakah seseorang vang memiliki harta diwajibkan
berwasiat untuk kedua orang tuanya dan untuk kaum kerabatnya
vang tidak bisa mewaris?.” Jawabannya, “Benar.” Memang hal
seperti itu dikutip dari sebagian ulama, antara lain adalah Adh-
Dhahhak, -seperti yang telah dikemukakan sebelumnya- Dan juga
Masruq yang pernah menjenguk orang vang sedang dalam
keadaan kritis dan mewasiatkan beberapa hal yang tidak layak.
Masruq berkata kepadanya, “Sesungguhnya Allah & telah
membagi di antara kalian dengan sangat baik. Siapa yang
pendapatnya berlawanan dengan pendapat Allah, maka Allah akan
menyesatkannya. Berwasiatlah kepada kaum kerabatmu yang tidak
bisa menerima warisanmu, kemudian biarkan harta itu Allah yang
membaginya.”

Profesor Abdul Muta’al Al Jabiri mengatakan,! bahwa bisa

jadi ada wasiat yang waijib bersamaan dengan bagian warisan yang
telah ditentukan; vaitu ketika harta orang yang sedang dalam

keadaan kritis cukup banyak, berdasarkan firman Allah &, 375 ol

~ -2

o _;{YT_; Rrin] if..,f_’,ﬁ V% “Jika dia meninggalkan harta yang
banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya.” (Qs. Al
Baqarah (2]): 180).

1 Dia adalah teman kami yang sama-sama mendekam dan mengalami siksaan di
penjara pada rezim pemerintahan Abdul Nashir, sampai akhimya Allah berkenan
membebaskan kami. Dia adalah alumi universitas Darul Uluum. Salah satu karyanya
ialah An-Naskhu Fisy-Syari'ah Al Islamivah Kama Afhamuhu. Kami mengutipnya dari
sana.
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Aisyah @ menolak jika uang sebesar empat ratus dinar di
zamannya adalah harta yang diwasiatkan, sebagaimana Ali bin
Abu Thalib @& juga menolak pendapat yang mewajibkan berwasiat
atas orang yang meninggalkan uang sebesar tujuh ratus atau enam
ratus dirham, karena jumlah tersebut sangat kecil dan tidak layak

untuk disebut sebagai harta yang banyak. Jadi hadits, PR

&\l “Tidak ada wasiat sama sekali untuk seorang ahli waris’

tidak berlaku mutlak. Ini berbeda dengan ulama yang mewajibkan
berwasiat terhadap harta yang banyak maupun yang sedikit untuk
kedua orang tua dan kaum kerabat. Ibrahim An-Nakha'i
mengatakan, “Yang disebut harta itu sebesar lima ratus sampai
seribu dirham.” Ini vang dikemukakannya dalam hal berwasiat
dengan harta, akan tetapi ayat tadi tidak membatasi hal tersebut.
Tetapi untuk wasiat selain harta, maka tidak ada seorang pun yang
dilarang.

Syams Al Aimmah Al Hanafi mengatakan, bahwa penafian
wasiat dengan ayat warisan adalah pada hal wasiat yang
diwajibkan, bukan wasiat yang diperbolehkan. Sementara wasiat
yang diperbolehkan itu sudah di-nasakh dengan hadits.

Syaikh Muhammad Abduh mengatakan, tidak ada dalil
sama sekali yang menunjukkan bahwa ayat tentang warisan setelah
ayat tentang wasiat di sini menafikan nasakh. Sebab, ketika Allah
mensyari'atkan suatu hukum, dan Dia tahu bahwa hukum itu
bersifat sementara, yang sewaktu-waktu akan di-nasakh dalam
waktu dekat, maka Dia tidak memperkuatnya dengan sesuatu,
yang Dia gunakan untuk memperkuat masalah wasiat di sini
adalah bahwa itu sebagai kewajiban atas orang-orang yang
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bertakwa dan sekaligus sebagai ancaman terhadap orang yang
menggantinya.

Sebagian ulama salaf memperbolehkan seorang ahli waris
berwasiat untuk diri sendiri, seperti misalnya dia mengkhususkan
wasiat untuk seorang ahli waris yang menurutnya lebih
membutuhkan, mungkin karena sebagian mereka ada yang kaya
dan ada yang miskin. Kami ingin katakan bahwa para ulama umat
dan para imam ulama salaf mengatakan, wasiat seperti yang
dikemukakan dalam ayat tersebut adalah wasiat yang dianjurkan.
Akan tetapi sebagian mereka ada yang mengatakan, bahwa hal itu
berlaku umum. Sebagian mereka juga ada yang mengatakan,
bahwa itu tidak di-fakhshis dengan yang bukan ahli waris. dJadi,
status hukumnya tidak batal. Lalu kenapa ada sebagian orang yang
tetap begitu bersemangat mengatakan wasiat tersebut di-nasakh,
padahal itu dikukuhkan oleh Allah #. Sesugguhnya ini adalah
akibat dari pengaruh fakfid. Lihat, A/ Manar jilid 2, halaman 136.

Amir Bah Syah dalam 7aisir A+-Tahrir mengatakan, Allah
£ pertama kali mewajibkan wasiat kepada hamba-hamba-Nya

berdasarkan firman-Nya, 45 of &,325 858 7221 v(.x; 25

@ - d)n ?,/ Le | ;.:“: oueY\_, 9:4;}“ -,“ ‘4,/
“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu
kedatangan (tanda-tanda) maut, jika dia meninggalkan harta yang
banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara

ma'ruf. (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang vang bertakwa.”
(Qs. Al Bagarah [2]: 180). Kemudian Allah £ meneruskan hal itu

dan berfirman, u(v\’ s NTEZ A 5«\“ -ij’(%ﬁ\'f}{:ﬁ;’.
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u\?ﬁ;\"f EMAAT AT FART AR (S (A

@ sz L'..gé “Allah mensvariatkan bagimu tentang

(pembagian pusaka untuk) anak-anakmu; yaitu bagian seorang
anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan
jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi
mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak
perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh separuh harta.
Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu
mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai
anak dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja) maka ibunya
mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa
saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat
atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang fuamu dan
anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang
lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari
Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana. " (Qs. An-Nisaa"[4]: 11).

Berwasiat harus berdasarkan pembatasan tertentu, seperti
separuh, atau seperempat, atau seperdelapan, atau dua pertiga,
atau sepertiga, atau seperenam. Ini sama seperti seseorang yang
mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan
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tetapi kemudian pekerjaan itu dia lakukan sendiri. Ini tidak ada
kaitannya dengan nasakh. Juga seperti yang disebutkan dalam
Shahih Al Bukhari sebuah riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas
bahwa yang me-nasakh ayat wasiat adalah ayat ra'vu. Jika ada
dalil yang pasti bahwa hal itu tidak patut yang me-nasakh, maka
wajib diamalkan tuntutannya. Sebab, ucapan seorang sahabat
terhadap sesuatu yang berlaku pendapat itu bukan hujjah atau
argumen untuk menyanggah seorang mujtahid.

Ibnu Al Jarud mengatakan, bahwa para ulama pengkritik

-
P

hadits mengomentari para periwayat hadits, <’y dwe );i “ Tidak
ada wasiat sama sekali untuk seorang ahli waris.” Isnad inilah yang
diisyaratkan oleh Asy-Syafi'i 4%, tentang ketidakjelasan identitas

sebagian periwayatnya dalam kitabnya Ar-Risalah halaman 141.
Demikian yang dikemukakan oleh Al Jabiri.

Asy-Syirazi & mengatakan: Pasal: Seseorang
vang sudah ditetapkan memiliki hak kewalian dalam
menikahkan puterinya, maka dia tidak boleh berwasiat
kepada orang yang akan dia nikahkan dengan puterinya
tersebut. Abu Tsaur mengatakan, bahwa itu boleh,
sebagaimana dia boleh berwasiat untuk orang yang
mengawasi hartanya. Tetapi pendapat ini salah,
berdasarkan hadits yang vang diriwayatkan oleh Ibnu
Umar, &0 B @als o 0w ol 51 ol o3 B8 255
o s b wie onf 6 s B TE TNID LB g A8 el
o ey My ‘Le"'fi P et of - ey e At Jo il Iy
@b Y A8 Y g @ ol 4 o OB ik o do e
“Qudamah bin Mazh’un menikah aku dengan puteri
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saudaranya Utsman bin Mazh’'un. Qudamah lalu
menemui Rasulullah €. Dia berkata, “Aku adalah

paman wanita itu dan yang diserahi mengurus wasiat
ayahnya. Aku telah menikahkannya dengan Abdullah

bin Umar.” Rasulullah @& bersabda, “Sesungguhnya dia
adalah wanita yatim yang tidak boleh dinikahi tanpa
seizinnya.”

Wali yang berhak menikahkannya itu berdasarkan
syari'at adalah orang yang berhak. Jadi, tidak boleh
memindahkan hal itu dengan wasiat. Sama seperti

wasiat untuk mengawasi harta padahal masih ada
kakek.

Pasal: Orang vang memiliki tanggungan
kewajiban yang bisa diwakilkan seperti utang kepada
sesama manusia atau haji atau zakat atau mengembali
kan barang titipan, maka dia boleh berwasiat untuk
orang yang akan membayarnya. Sebab jika dia boleh
berwasiat atas hak orang lain, maka tentu dia juga
boleh berwasiat untuk diri sendiri.

Penjelasan:

Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ad-
Daruquthni. Hadits ini juga dikemukakan oleh Al Hafizh Ibnu
Hajar dalam A¢#Talkhish, tanpa dikomentarinya. Al Haitsami
dalam Majma’ Al Zawaa'id menyatakan, bahwa periwayat sanad
Ahmad merupakan para periwayat yang fsigah. Yang dikutip dari
hadits yang kami kemukakan secara lengkap ialah, sesungguhnya
Nabi & membatalkan wasiat Utsman bin Mazh’un untuk adiknya
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Qudamah terhadap puterinya. Ibnu Umar berkata, Utsman bin
Mazh'un meninggal dunia dengan meninggalkan seciang anak
perempuan dari perkawinannya dengan Khaulah binti Hakim bin
Umayyah bin Haritsah bin Al Auqash. Dia berwasiat kepada
adiknya; Qudamah bin Mazh’un.

Abdullah berkata, Utsman bin Mazh’'un dan Qudamah bin
Mazh’'un adalah pamanku. Aku lalu meminang puteri Utsman
kepada Qudamah, dan aku pun dinikahkan dengannya. Al
Mughirah bin Syu’bah menemui ibu wanita itu dengan membawa
harta. Dia membujuk keduanya. Tetapi karena mereka menolak,
dia lalu melaporkan mereka kepada Rasulullah #%. Qudamah bin
Mazh'un segera menemui Rasulullah #&. Dia berkata kepada
beliau, “Wahai Rasulullah, keponakanku diwasiatkan kepadaku.
Aku menikahkannya dengan saudara sepupunya. Aku tahu
keduanya tidak selaras. Tetapi keponakanku itu adalah seorang
wanita yang penurut kepada ibunya. Rasulullah & bersabda, “Dia
itu anak yatim vang tidak boleh dinikahkan tanpa se izinnya.”
Abdullah berkata, “Demi Allah, dia lalu lepas dariku setelah aku
memilikinya. Selanjutnya mereka menikahkannya dengan Al
Mughirah bin Syu’bah.” '

Hadits ini menunjukkan bahwa seorang wali tidak boleh
berwasiat kepada saudaranya atau orang lain supaya menikahkan
puterinya. Ini berbeda dengan Abu Tsaur yang memperbolehkan
berwasiat kepada orang yang akan mengawasi pernikahan, sama
seperti berwasiat kepada orang yang akan mengawasi hartanya.
Hadits tersebut sudah jelas, dan pendapat Abu Tsaur salah.
Sesungguhnya penetapan hak perwalian dalam nikah itu tidak
boleh didasarkan pada wasiat. Tentang detail masalah ini, insya
Allah akan kami jelaskan nanti dalam bab pernikahan.
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Cabang: Jika seseorang punya tanggungan utang duniawi
yang menyangkut hak sesama manusia, atau utang yang terkait
dengan akhirat berupa hak-hak Allah, maka dia boleh berwasiat
kepada orang yang akan bersedia membayamya. Sebab, jika dia
berwasiat untuk memenuhi hak orang lain saja diperbolehkan,
maka apalagi berwasiat untuk memenuhi kewajiban yang terkait
dengan dirinya sendiri.

Menurut sebagian ulama madzhab kami, bahwa waijib
berwasiat bagi orang yang punya tanggungan utang atau
menyimpan barang titipan, karena Allah & mewajibkan seseorang
untuk menyampaikan amanah. Amanah seperti itu wajib
hukumnya. Menurut salah satu pendapat di kalangan mayoritas
ulama, bahwa mewasiatkan sebagian harta itu, hukumnya tidak
wajib. Demikian pula yang dikatakan oleh Asy-Sya’bi, Ibrahim An-
Nakha'i, Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Asy-Svafi’i, dan lainnya. Ibnu
Abdil Barr mengatakan, mereka sepakat bahwa wasiat itu tidak
waijib, kecuali atas orang yang menanggung kewajiban tanpa bukti,
dan membawa amanah tanpa dipersaksikan. Akan tetapi ada
sebagian ulama yang mewajibkan wasiat. Wallahu A Jam.

Asy-Syirazi & mengatakan: Pasal: Barangsiapa
yang memiliki hak pengelolaan terhadap hartanya
untuk dijual maupun dihibahkan, maka dia juga
memiliki hak mewasiatkan sepertiganya untuk sarana-
sarana kebaikan. Hal ini berdasarkan hadits yang
diriwayatkan oleh Amir bin Sa’ad, dari ayahnya, dia
berkata, J.p m\ Jay Q..U’f! it b & Ll o oo 2
Sl weE de g By M Og) 6 0B (g3 Ly LB A
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"6 eldd G 6 ¢RI Ll g6 s o
e 1575 of o e ol )y wip o iy o8 el L
(9 0485 “Aku menderita sakit. Dan ketika
keadaanku sudah cukup kritis, Rasulullah £ datang
menjengukku. Aku berkata, “Wahai Rasulullah, aku
punya harta yang banyak, dan yang mewarisi aku hanya
seorang puteriku. Bolehkah aku mensedekahkan
seluruh hartaku itu ?.” Beliau bersabda, “Tidak.” Aku
bertanya, “Bolehkah aku mensedekahkan dua pertiga-
nya?” Beliau bersabda, “Tidak.” Aku bertanya,
“Bolehkah aku mensedekahkan separuhnya ?.” Beliau
bersabda, “Tidak.” Aku bertanya, “Bolehkah aku men-
sedekahkan sepertiganya?” Beliau bersabda, “Sepertiga
itu sudah banyak. Kamu meninggalkan para ahli
warismu sebagai orang-orang vyang kaya itu lebih baik
daripada kamu meninggalkan mereka sebagai orang-

orang miskin yang meminta-minta kepada orang lain.”
Akan tetapi hal itu tidak wajib, berdasarkan firman

PR TP

-pTs L, L2 s . - 4 . P J .)/
Allah &, TedJi5mdl Ccie= G e O el LYY

4

@' 5;1:: “Dan orang-orang vang mempunyai hubungan
darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewatrisi) di dalam
Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-
orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada
saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian
itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).” (Qs. Al Ahzaab
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[33]): 70). Hal itu ditafsiri sebagai wasiat, dimana hal itu
diserahkan kepada mereka. Ini menujukkan bahwa
wasiat tidak wajib. Sebab, ini merupakan pemberian
yang tidak wajib ketika orang itu masih hidup, maka
juga tidak wajib pula diwasiatkannya. Sama dengan
tidak ada kewajiban untuk berwasiat lebih dari
sepertiga.

Pasal: Jika para ahli warisnya orang-orang vang
miskin, maka yang dianjurkan adalah tidak berwasxat
sampai sepertiga, berdasarkan sabda Nabi &, « J,S wdar y

O 0,485 B 55 O b siel wayy of &

“Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya kamu menmggal
kan para ahli warismu sebagai orang-orang yang kaya
itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka
sebagai orang-orang miskin yang meminta-minta
kepada orang lain.”

Nabi €& menganggap sepertiga itu sudah banyak.
Beliau tidak suka seseorang meninggalkan para ahli
warisnya dalam keadaan miskin. Ini menunjukkan
bahwa yang disunahkan adalah berwasiat kurang dari
sepertiga. Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib &,
sesungguhnya dia mengatakan, “Aku berwasiat seper
lima itu lebih aku sukai daripada aku berwasiat
sepertiga.” Dan jika para ahli warisnya orang-orang
kaya, maka sebaiknya berwasiat sepertiga. Sebab
apabila Nabi @ tidak ingin seseorang berwasiat
sepertiga disebabkan ahli warisnya orang-orang miskin,
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maka ini menunjukkan bahwa sebaiknya berwasiat
sepertiga apabila mereka itu orang-orang yang kaya.

Penjelasan:

Hadits Amir bin Sa’ad bin Abu Waqqash yang diriwayatkan
oleh imam enam dan Imam Ahmad dalam A/ Musnad dengan
redaksi,

° //‘// o//'\,, ﬂ/ ;; 4 s //
S oy dle &l Lo A ) sl

AR oe R Sy 170
&

z7 2 L

a o - s ; ‘/,’ oA %/ s e P
reds Y JB Gkl reds Y i JB G sy
- - ol - [

®Ror //0,5/ /./// //./o-i 1!0/ 4 22 2 4 .

g - Kéo P . s g
A 05a58E A (a5 Ol
“Rasulullah & menjengukku yang sedang menderita sakit
cukup parah. Aku berkata, “Wahai Rasulullah, seperti yang Anda
lihat sendiri penyakitku sudah kritis seperti ini. Aku punya banyak
harta, namun tidak ada yang mewarisi aku kecuali seorang
puteriku. Bolehkah aku mensedekahkan dua pertiga hartaku?.”
Beliau bersabda, “7idak.” Aku bertanya, “Kalau separuhnya,
wahai Rasulullah?.” Beliau bersabda, “7idak.” Aku bertanya,
“Kalau sepertiganya?.” Beliau bersabda, “Baik, sepertiganya.
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Sepertiga itu sudah banyak dan sudah besar. Sesungguhnya kamu
meninggalkan para ahli warismu sebagai orang-orang vang kaya
itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan
mengemis kepada orang lain.”

Dalam riwayat sebagian besar ulama ahli hadits disebutkan,
;F.:_’,Jt i b JS s";\; “Rasulullah #§ menjengukku ketika
sedang menunaikan ibadah haji wada’.” Dalam riwayat lainnya
disebutkan, (ol (0@ (2 oy £l I oo 00 36
Ay 5 G0 W o B4 G L 0K 08 o1 B
iy oof 06 B 08 04 O @By ool 06 el b 0
25 ol S ::jzh'; “Rasulullah @& menjengukku ketika aku sedang
menderita sakit. Beliau bertanya, “Apakah kamu akan berwasiat?.”
Aku menjawab, “Ya.” Beliau bertanya, “Berapa banyak?” Aku
menjawab, “Seluruh hartaku aku wasiatkan pada jalan Allah.”
Beliau bertanya, “Apa vang kamu tinggalkan untuk anak-
anakmu?” Aku menjawab, “Mereka semua orang kaya.” Beliau
bersabda, “Berwasiatlah seper sepulubnya saja.” Setelah melalui
tawar menawar yang cukup lama akhimya beliau bersabda,
“ Berwasiatlah sepertiga. Sepertiga itu banyak dan besar.”

Hadits senada diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ahmad
dengan tambahan redaksi, sVad @ U JU Sl X el
Jesdt iy SNy Sahabat itu mengatakan, “Baiklah. Aku lalu
menyumbangkan seluruh hartaku kepada orang-orang fakir, orang-
orang miskin, dan para ibnu sabil.” Hadits ini diriwayatkan oleh
Asy-Svafi'i &, yang bersumber dari Sufyan, dari Az-Zuhri, dari
Amr bin Sa'd, dari ayahnya, dengan redaksi, “Pada peristiwa
penaklukan kota Makkah aku menderita sakit ....”

106 || 41 Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab




2 /¢¢/

Tentang firman Allah £, 9\, ;-,naﬁ&\/)}:‘jﬁt, oY)

e z” - . ” s 024 By
eyl on il 2= \.JJ AN > (R K V':‘*"‘
cue=ll g A e “"rﬁu) A S & ) Gl

@ 5,1:.: “Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang

mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu
mereka. dan orang-orang vang mempunyai hubungan darah satu
sama lain lebih berhak (waris-smewarisi) di dalam Kitab Allah
daripada orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali
kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama).
adalah yang demikian itu Telah tertulis di dalam Kitab (Allah). " (Qs.
Al Ahzaab [33]:6). Dimana menurut sebagian pendapat, bahwa
yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman di sini adalah
kaum Anshar dan kaum Muhajirin dari suku Quraisy, dalam
masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Avat ini me-nasakh kebolehan saling
bisa mewarisi karena faktor atau alasan hijrah. Menurut pendapat
vang dikutip oleh Sa’id dari Qatadah, dia mengatakan, “Ketika

turun ayat dalam surah Al Anfaal, rf:.:)juiﬂ Ul (JJ ;.:\:/J“J

‘} s G- .«

il oo .‘;- o+ “Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi

belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu
melindungi mereka, sebelum mereka berhijirah, ” (Qs. Al Anfaal [8):
72). Kaum muslimin saling mewarisi karena faktor hijrah, bahkan
sampai ada seorang dusun muslim yang tidak bisa mewarisi
kerabat dekatnya yang sama-sama muslim dikarenakan dia belum

berhijrah. Hal itu kemudian dinasakh oleh ayat, 4% AN

»

R
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Terkait redaksi A/ Janafu, ada pula firman Allah &, 35

# s

2 _,A or BSE “Akan tetapi barangsiapa khawatir terhadap

orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah,” (Qs. Al Bagarah
(2]: 182). Ada pula sebuah syair yang menyatakan:

®o .7 o : ° ‘./ 7. 0{/ °./ .5 2
233 ¢ e WGle Vyi Ofy Jidl oa
Mereka itu adalah para pelayan sekalipun mereka memperlakukan
tidak adll kepada kita

dimana pertemuan kami dengan mereka dalam rangka suatu
kunjungan.

Labid pernah menyenandungkan:

o2 2 - o){o PP P ]
)

@w&ﬁw»‘,wfbuj WJJ.A‘LSJ‘

Sungguh aku ini merupakan orang yang dilarang dari pokok Amir
Dhimi, dimana musuhku telah berbuat tidak adil padaku.

Allah Ta'ala berfirman, Y Guledl 75 152 ¢ TRiT S

“Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja
berbuat dosa. ” (Qs. Al Maaidah [5): 3).

Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits yang bersumber
dari Abu Hurairah s, bahwa sesungguhnya Nabi g& bersabda,
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‘Sesungguhnya seorang lelaki atau seorang wanita beramal
untuk patuh kepada Allah selama enam puluh tahun, kemudian
ketika mereka hendak kedatangan kematian mereka saling
menyusahkan dalam soal wasiat, maka keduanya wajib masuk
neraka.”

Kami mendapatkan riwayat dari Ali bin Hajar, dari
Husyaim, dari Manshur alias Zadzan, dari Al Hasan bin Samurah,
dari Imran bin Hashin &, sesungguhnya seorang memerdekakan
enam orang budaknya ketika dia hendak meninggal dunia, dan
hanya mereka itulah satu-satunya hartanya. Mendengar hal itu
Rasulullah # murka seraya bersabda, “Aku tidak ingin
menshalatkan jenazahnya.” Beliau memanggil budak-budaknya
tersebut. Setelah membagi mereka menjadi tiga bagian beliau
mengundi di antara mereka. Beliau memerdekakan yang dua
orang dan tetap menjadikan budak yang empat orang.” Hadits
senada yang diriwayatkan oleh Muslim. Tetapi pada bagian akhir
hadits disebutkan, “...beliau mengucapkan kata-kata yang sangat
keras,” bukan, “Aku tidak ingin menshalatkan jenazahnya.”

Terkait dengan firman Allah &, () L “Beriaku berat

sebelah atau berbuat dosa, ” (Qs. Al Bagarah [2): 182). Al Mawardi
mentakwilkannya ke dalam tiga hal:
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Pertama: Yang dimaksud dengan “beriaku berat sebelah”
adalah condong atau cenderung. Sementara vang dimaksud
dengan “berbuat dosa” adalah berbuat dosa demi memprioritaskan

sebagian mereka atas sebagian yang lain. Inilah pendapat Atha’
dan Ibnu Zaid.

Kedua: Yang dimaksud dengan “beriaku berat sebelah’ itu
karena khilaf Sementara yang dimaksud dengan ‘berbuat dosa”
adalah berbuat dosa dengan sengaja.

Ketiga: Yang dimaksud dengan “berlaku berat sebelah’
adalah seseorang berwasiat untuk cucunya, dan vang dia
maksudkan adalah anaknya. Ini merupakan pendapat Thawus.
Yang dimaksud menyusahkan dalam wasiat adalah berwasiat lebih
dari sepertiga. Dan yang dimaksud menyusahkan dalam agama
adalah seseorang menjual lebih murah daripada harga standar, dan
membeli lebih mahal daripadanya.

lkrimah meriwayatkan sebuah hadits, dari Ibnu Abbas,
bahwa Nabi @ bersabda, JSI [ & 3 WY
“Menyusahkan dalam wasiat itu termasuk di antara dosa-dosa

< o

besar.” Allah @ berfirman, bl 3\,231;&;13_3 yod jz;_\:..L-\:;-’ (29
@ 5 ‘,‘L}.'.j ,.):j_; Y/’l z: _;f» 6 :;_'.;\ﬁ ';.,KJ’ ‘_\;L/-.;( “Dan Ibrahim telah
mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula
Yaqub. (lbrahim berkata), Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah
telah memilih agama ini bagimu. Maka janganiah kamu mati
kecuali dalam memeluk agama Islam’. ” (Qs. Al Baqarah [2]: 132).

Wasiat yang utama adalah wasiat yang dilakukan oleh
seseorang ketika dia masih hidup, ini berdasarkan hadits Abu
Hurairah # vyang telah dikemukakan oleh penulis tadi, dia
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berkata, of :J6 ?:}-:néf Bl fsi ’rt"J e a o‘t’ ‘:"" :J}:‘} ;J‘:‘
\:\ AR PR v R SR AW PR N R uf’ 4
|..\§ QUA Iy 138 9&4 A _,E.GJ\ ali“Rasululah ¢ ditanya
tentang sedekah yang paling utama. Beliau bersabda, ‘ Yaitu kamu
bersedekah ketika kamu dalam keadaan sehat dan segar bugar.
Kamu masih punya keinginan kaya dan takut miskin. Janganlah
kamu menunda sampai ketika nyawa sudah berada di tenggorokan
kamu baru mengatakan, “Untuk si fulan sekian, dan untuk si fulan
sekian’.”

Hadits ini yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, dan

para ulama penulis Sunan kecuali At-Tirmidzi. Hadits ini juga yang
diriwayatkan oleh Ahmad dalam A/ Musnad. dengan redaksi,

B3l (ol U 6 dE s e
of oled v, T} GF 06 ersd r’”‘ g J*”‘
Y SRS . ok 6. 8-
JAL’_’ ‘J"'"“LS““” C.o;.wc.oupub d

s 7 0

I A IO S WA PP
O 08 15y (IS oSy (1S oS 1B

“Seseorang datang menemui Rasulullah & , dan bertanya,
‘Wahai Rasulullah, sedekah yang bagaimana yang paling baik dan
yang sangat besar pahalanya?’. Beliau bersabda, ‘Sedangkan demi
avahmu, sebaiknya kamu usahakan untuk bersedekah ketika kamu
dalam keadaan sehat dan sangat kikir Kamu takut miskin dan
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Ingin masih tefap hidup terus. Janganlah kamu menunda sampai
ketika nyawa sudah berada di tenggorokan kamu baru
mengatakan, “Untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, dan
untuk si fulan sekiarn’.”

Penulis A/ Muntaha menyatakan, bahwa yang dimaksud
dengan kalimat kikir adalah kikir yang disertai dengan sifat tamak.
Al Khaththabi menjelaskan, bahwa penyakit itu cenderung
mempermudah seseorang untuk melepaskan harta yang ada di
tangannya. Seseorang yang dermawan melepaskan hartanya
ketika dia sedang sakit tidak bisa menghilangkan cap kekikirannya.
Itulah sebabnya dianjurkan untuk bersedekah ketika masih sehat,
segar bugar, masih ingin menjadi kaya, dan masih tidak ingin jatuh
miskin.

Ibnu Bathal dan lainnya mengemukakan, bahwa ketika
dalam keadaan sehat dan kikir saja seseorang dengan sadar mau
bersedekah, maka hal itu pasti dengan niat yang jujur dan akan
mendapatkan balasan pahala yang sangat besar. Berbeda dengan
jika dia bersedekah pada saat dia sudah putus asa bisa hidup lebih
lama lagi, dan merasa yakin kalau hartanya pasti akan berpindah
kepada orang lain.

Redaksi, “Sampai ketika nyawa sudah sampai di
tenggorokan,” vyaitu ketika nyawa sudah dekat dengan
tenggorokan. Sebab apabila nyawa sudah benar-benar sampai di
tenggorokan, maka dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi.

Tentang kalimat ‘“unfuk si fulan sekian, untuk si fulan
sekian, dan untuk si fulan sekian,” Tbonu Hajar menjelaskan, bahwa
yang jelas, apa yang disebutkan tadi hanya sebagai contoh. Al
Khaththabi turut menambahkan penjelasan, bahwa si fulan yang
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pertama dan si fulan yang kedua adalah orang yang diberi wasiat.
Sedangkan si fulan ketiga atau yang terakhir adalah seorang ahli
waris. Sebab, jika mau dia bisa membatalkannya dan jika mau, dia
bisa meneruskannya.

Hadits tadi menunjukkan bahwa membayar utang dan
bersedekah di kala sehat itu lebih utama daripada di kala sedang
menderita sakit. Sebab, di kala sehat orang cenderung sulit mau
mengeluarkan harta karena ditakut-takuti oleh syetan dan dihias-
hiasi harapan dalam kehidupan serta membutuhkan harta, dimana

Allah & berfirman, %f; L{.;:Jt {05 sadi (8% Qs AN

‘/ L L )9,// o/

Mady L850 28 .s.;, “Svetan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu

dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejabatan (kikir),
sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nva dan
karunia. ”(Qs. Al Bagarah [2]: 268).

Yang senada dengan pesan isi hadits tadi adalah firman
Allah &, 3§ o3 355 :,53\‘5 1QLJ K55 ol

@ wnl’fa.\” "; LQ 4_4;. Q‘J ;f:l; -;;ﬁ “Dan belanjakanlah
sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum
datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia
berkata, "Ya Rabb-ku, mengapa FEngkau tidak menanggubkan
(kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku

dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang vang saleh
2.1Qs. Al Munafiquun [63): 10).

Yang juga senada dengan pesan dalam hadits di atas adalah
hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan isnad vang
hasan, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban, yang bersumber dari
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riwayat Abu Ad-Dardaa" secara marfu’, % 3laiy G sl J-"»
c—» 13 g sl J-‘-ﬂ 4i'gs  “Perumpamaan orang yang
memerdekakan budak dan bersedekah ketika akan meninggal
dunia itu seperti perumpamaan orang vang memberikan sisa

makanan setelah dia kenyang.”

Sementara hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al
Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i, [bnu Majah,
dan Ahmad dalam A/ Musnad disebutkan dengan redaksi, f_,r "

g 4S5 ey Y b ool OF 1 (o A ol ot ot 15
g € $ -
4wy “Tidak pantas seorang muslim yang memiliki sesuatu yang

harus diwasiatkan lalu dia bermalam hingga dua malam, kecuali
Jjika wasiatnya sudah tertulis di sampingnya.” Hadits ini juga yang
diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i &, dengan redaksi, “Tidak ada hak

bagi seseorang yang dia percaya....” vaitu yang percaya bahwa
wasiat adalah kewajiban, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu
Abdil Barr dari Ibnu Uyainah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh
Ibnu Abdil Barr dan Ath-Thahawi dengan redai(si, “Tidak halal

bagi seorang muslim yang memiliki harta ....”

Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa makna hadits tadi adalah
keteguhan dan kehatian-hatian seorang muslim, vaitu apabila
wasiatnya itu ditulis di sisinya. Demikian yang dikatakan oleh Al
Khaththabi. Tbnu Hajar dalam Fathu/ Baari menyatakan, bahwa
kalimat seorang muslim ini memiliki makna tersendiri untuk
membangkitkan semangat serta gairah berwasiat.

Secara garis besar wasiat orang kafir itu diperbolehkan.
Bahkan menurut Ibnu Al Mundzir, ini berdasarkan kesepakatan
para ulama.
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Redaksi, “Selama dua malam,” dalam riwayat Al Baihagi
dan Abu Awanah disebutkan, “Selama semalam atau dua malam.”
Dalam riwayat Muslim disebutkan, “Selama ftiga malam.”
Perbedaan riwayat ini menunjukkan bahwa hal itu bersifat
perkiraan saja, bukan ketentuan yang pasti. Artinya, bahwa setiap
waktu yang berlalu meskipun hanya sebentar pasti wasiatnya
ditulis. Ini merupakan isyarat atas toleransi waktu yang hanya
sebentar. Jadi, seolah-olah waktu tiga malam adalah batas akhir
penundaan. ltulah sebabnya Ibnu Umar @& mengatakan, “Aku
tidak bisa tidur semalampun semenjak aku mendengar Rasulullah
# mengatakan itu, kecuali wasiatku ada di sisiku.” Tentang alasan
kenapa hanya kalimat dua malam dan kalimat tiga malam, ini
hanya sebagai contoh tentang batas toleransi. Jadi, tidak boleh
lebih dari itu.

Kalau demikian, maka wasiat itu mengandung empat
syarat; yaitu orang yang berwasiat, orang yang diwasiati, sesuatu
yang diwasiatkan, dan orang yang diberi wasiat.

Di antara syarat orang yang berwasiat harus sudah famyiz
atau pintar dan berstatus merdeka. Jika seseorang sudah memiliki
kedua syarat tersebut, maka wasiatnya terhadap hartanya sah, baik
dia orang muslim atau orang kafir. Wasiat orang gila tidak sah,
karena dia tidak famyiz. Demikian pula dengan wasiatnya anak
kecil yang belum famyiz. Sementara tentang kebolehan wasiatnya
seorang murahiq atau anak yang memasuki masa remaja, maka di
sini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak boleh. Inilah merupakan
pendapat Imam Abu Hanifah dan juga pendapat yang dipilih oleh
Al Muzani. Sebab, dia tidak terkena fakiif sama seperti orang yang
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gila. Sesungguhnya wasiat adalah akad, sehingga harus disamakan
dengan akad-akad lainnya.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Imam Malik,
bahwa wasiatnya boleh, ini berdasarkan riwayat Amr bin Sulaim
Az Zaraqi, dia berkata, “Umar bin Al Khaththab & ditanya
tentang budak Yafi’ dari Ghassan yang diwasiatkan untuk puteri
pamannya. Dimana Yafi' baru berusia sepuluh tahun, dan dia
memiliki seorang ahli waris yang tinggal di negeri lain. Umar
memperbolehkan wasiatnya.”

Sementara tentang wasiat orang yang dicekal karena
dungu, jika wasiat anak kecil diperbolehkan, maka wasiatnya tentu
lebih diperbolehkan. Dan jika akad wasiat anak kecil dianggap
batal, maka wasiatnya juga batal.

Tentang wasiat orang yang dicekal karena bangkrut jika
ditolak oleh orang-orang yang punya hak piutang terhadapnya,
maka hukumnya batal. Jika orang itu memperbolehkannya, maka
wasiatnya itu boleh. Namun jika kita mengatakan, status orang
vang dicekal karena bangkrut itu sama seperti orang yang dicekal
karena sakit, maka wasiatnya itu hukumnya sah. Dan jika kita
mengatakan, sama seperti orang yang dicekal karena dungu, maka
di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Wasiat seorang budak hukumnya batal. Demikian budak
mudabbar, budak ummul walad, dan budak mukatab. Sebab, sang
tuanlah yang memiliki apa yang ada di tangan mereka. Sementara
wasiatnya orang kafir itu hukumnya boleh, baik kafir dzimmi atau
kafir harbi kalau dia berwasiat seperti berwasiatnya seorang
muslim.
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Asy-Syirazi & mengatakan: Pasal: Jika seseorang
berwasiat lebih dari sepertiga, kalau dia memang tidak
memiliki seorang ahli waris, maka wasiatnya batal.
Sebab, hartanya adalah milik kaum muslimin. Tidak ada
alasan yang memperbolehkan harta tersebut diambil
dari mereka, maka hukumnya batal. Jika dia memiliki
seorang ahli waris, maka dalam masalah ini ada dua
pendapat Asy-Syafi’:

Pendapat Pertama: Wasiatnya batal, karena
diberikan melebihi sepertiga. Sebab, Nabi & melarang
Sa’ad berwasiat lebih dari sepertiga. Larangan itu
berarti fasid. Kelebihannya itu bukanlah harta milik ahli
waris, oleh karena itu wasiatnya tidak sah. Sama
seandainya seseorang mewasiatkan harta yang bukan
termasuk harta warisan kepada seorang ahli waris.

Pendapat Kedua: wasiatnya sah, dan bergantung
pada persetujuan ahli waris. Jika diperbolehkan, maka
wasiat terus berlanjut. Sebaliknya jika ditolak, maka
hukumnya batal. Alasannya, karena wasiat menepati
miliknya. Sebab, hak ahli waris digantungkan pada
vang kedua. Sama jika seandainya seseorang menjual
harta yang mengandung syuf’ah.

Jika kita mengatakan, wasiatnya itu batal, maka
persetujuan tersebut merupakan hibah awal yang harus
berdasarkan ijjab gabul dengan lafazh yang menjadikan
akad hibah itu menjadi sah. Jika wasiatnya berupa
memerdekakan budak, maka hukumnya tidak sah,
kecuali dengan menggunakan lafazh memerdekakan,
dimana wala-nya dalam masalah ini untuk ahli waris.
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Jika kita mengatakan, wasiatnya sah, maka
persetujuan bisa melanjutkan apa yang diwasiatkan oleh
si orang yang berwasiat, dan itu hukumnya sah dengan
menggunakan lafazh yang menunjukkan adanya
persetujuan. Sama seperti sah memaafkan syuf’ah
dengan menggunakan lafazh yang menunjukkan adanya
pemaafan.

Jika wasiatnya berupa memerdekakan budak,
maka hak wala-nya untuk orang yang berwasiat. Tidak
sah memperbolehkan kecuali setelah kematian, karena
dia tidak punya hak sama sekali sebelum kematian.

dJadi, tidak sah menggugurkannya, sama seperti
memaafkan syuf'ah sebelum dijual.

Pasal: Jika seorang ahli waris membolehkan
wasiat lebih dari sepertiga, kemudian dia mengatakan,
“Aku memperbolehkan karena aku mengira hartanya
sedikit dan sepertiganya itu sedikit, belakangan ternyata
hartanya banyak, maka berlaku pembolehan
berdasarkan yang dia ketahui. Jadi, yang dibenarkan
adalah keterangannya terhadap apa vang dia ketahui
dengan dimintakan sumpahnya. Jika dia sudah
bersumpah, maka hal itu tidak wajib, karena
pembolehan menurut salah satu pendapat adalah hibah
dan menurut pendapat vang kedua adalah
menggugurkan. Semuanya tidak sah apabila tidak
diketahui. Jika seseorang berwasiat seorang budak dan
diperbolehkan oleh ahli waris, namun belakangan dia
mengatakan, “Aku memperbolehkan karena aku
mengira hartanya banyak,” dan ternyata hartanya
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sedikit, maka dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-
Syafi’i:

Pendapat Pertama: Yang dipercaya adalah
ucapannya, sama seperti masalah yang sebelumnya.

Pendapat Kedua: Hal itu harus berlaku wasiat,
karena dia tahu bahwa hal itu diperbolehkan oleh ahli
waris. Ini berbeda dengan masalah sebelumnya, karena
di sana dia tidak tahu apa yang diperbolehkannya.

Penjelasan: Hukum: Berwasiat lebih dari sepertiga itu
dilarang, baik untuk harta yang sedikit maupun harta yang banyak.
Hal ini berdasarkan hadits Sa’'ad vang fakhrifnya telah
dikemukakan sebelumnya berikut penjelasan alasan yang melarang
Sa’ad berwasiat lebih dari sepertiga.

Jika seseorang berwasiat lebih dari sepertiga atau berwasiat
dengan seluruh hartanya, maka masalahnya harus ditinjau terlebih
dahulu. Jika dia punya ahli waris, maka wasiatnya itu tergantung
kepada pembolehan atau penolakannya. Jika dia menolak, maka
wasiat dikembalikan kepada sepertiga. Jika dia
memperbolehkannya, maka hukumnya sah. Kemudian dalam
masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pembolehan sang ahli waris merupakan
pemberian awal yang harus diserah terimakan, dan dia berhak
menariknya kembali jika tidak ada penerimaan. Jika itu terjadi
sebelum penerimaan, maka hukumnya batal, sama seperti hibah.
Jika sang mendiang tidak memiliki seorang ahli waris dan dia
mewasiatkan seluruh hartanya, maka wasiatnya itu harus
dikembalikan kepada sepertiga dalam hak kas negara. '
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Menurut Abu Hanifah, jika dia tidak punya ahli waris, maka
wasiatnya berlaku pada seluruh hartanya. Hal ini berpedoman
bahwa ketika Nabi @ melarang Sa’ad berwasiat lebih dari
sepertiga beliau bersabda, Wt oy of o s st aEgy &S of
;,oLfJ\ o ,.ng:.g “Sesungguhnya kamu meninggalkan para ahli

warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu
meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan mengemis
kepada orang lain.”

Nabi # menjadikan larangan berwasiat lebih dari sepertiga
sebagai hak para ahli waris. Jika dia tidak mempunyai ahli waris,
maka larangan itu tidak berlaku. Hal itu juga berdasarkan Afsar
dari Ibnu Mas’ud #, bahwa dia mengatakan, “Tidak ada ahli waris
sama sekali bagi orang yang menggunakan harta semaunya.”
Apabila dia boleh mensedekahkan seluruh hartanya, maka dia juga
boleh mewasiatkan seluruh hartanya.

Dalil kami adalah hadits yang diriwayatkan oleh dari Abu
Ad-Dardaa” #, dari Nabi &, beliau bersabda,

.A.&(,Qy$g_.l.u¢-<‘l$—dm&\u‘

z
.

S 55 a0l hSms B0 K6,

‘Sesungguhnya Allah & menyuruh kalian mensedekahkan
sepertiga harta kalian saat kalian hendak meninggal dunia untuk
menambah kebajikan-kebajikan kalian, supaya hal itu dapat
menambah amal-amal kalian.” Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-
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Daruquthni. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al Baihaqi, Al
Bazzar, dan Ibnu Majah yang bersumber dari Abu Hurairah
dengan redaksi, P.il 834) 'FSN') Qs (Sl Sy ".S.lﬁ: £ a5 o)
P.’Q\;;f Qé “Sesungguhnya Allah £ menyuruh kalian bersedekah

dengan sepertiga harta kalian saat kalian hendak meninggal dunia
untuk menambah amal-amal kalian.” Al Hafizh Ibnu Hajar menilai
isnad hadits ini dha’if Hadits ini juga yang diriwayatkan oleh Ad-
Daruquthni dan Al Baihagi yang bersumber dari Abu Umamah
dengan redaksi, (b 33U} Sy Le PS!\}J ey oSCIe 335 A o)
P‘S.\,st o 3@3 'F‘ﬁ Gl S J> “Sesungguhnya Allah £
menyuruh kalian mensedekahkan sepertiga harta kalian saat kalian
hendak meninggal dunia untuk menambah ragam kebajikan kalian,
supaya hal itu dapat membersihkan harta-harta kalian.” Di dalam

isnadhya terdapat nama Ismail bin lyasy dan gurunya Utbah bin
Humaid.

Alasan lain, sesungguhnya seorang sahabat memerdekakan
enam orang budak miliknya, padahal mereka adalah harta satu-
satunya yang dimilikinga. Nabi 4% lalu membagi mereka menjadi
tiga bagian seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya.
Alasan kenapa harta orang yang tidak punya ahli waris sama sekali
dikembalikan kepada kas negara adalah karena dua hal:

Alasan Pertama: Karena dia meninggalkan ahli waris dalam
menetapkan hak terhadap hartanya.

Alasan Kedua: Karena dia mewakilinya seperti ahli
warisnya. Jika wasiat dikembalikan pada sepertiga dengan adanya
ahli waris, maka juga harus dikembalikan kepada sepertiga dengan
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adanya kas negara, karena statusnya adalah ahli waris. Dari hal ini
dapat disimpulkan dua analogi:

Pertama: Setiap pihak dari ahli waris berhak mendapatkan
peninggalan harta pusaka secara penuh yang menghalangi
seseorang berwasiat dengan seluruhnya.

Kedua: Beragam wasiat yang menghalangi lantaran adanya
ahli waris, sama dengan ragam wasiat yang menghalangi karena
adanya kas negara.

Tentang sabda Nabi g8, «¢5% of e e sl Wi & of
de « Sesungguhnya kamu meninggalkan para ahli warismu sebagai

orang-orang yang kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan
mereka dalam keadaan miskin,” bahwa ini bukan sebagai alasan
untuk menolak berwasiat lebih dari sepertiga. Jika hal itu memang
merupakan alasan, maka berarti boleh berwasiat lebih dari
sepertiga jika para ahli warisnya kaya, karena mereka menjadi
orang-orang miskin yang mengemis kepada orang lain.

Tentang ucapan Ibnu Mas’ud, “Dia menggunakan hartanya
itu semaunya,” berlaku apabila hartanya hanya sepertiga, maka dia
boleh menggunakannya semaunya. Sementara sedekah itu seperti
wasiat yang apabila orang yang bersangkutan itu dalam keadaan
sehat, maka akan dilaksanakan, baik ada ahli waris atau tidak. Jika
dia sedang sakit, maka harus dikembalikan kepada sepertiga, baik
dengan adanya ahli waris atau tidak. Wallahu A lam.

Asy-Syirazi & mengatakan: Pasal: Ulama
madzhab kami berselisih pendapat tentang kapan
jumlah harta itu dihitung wuntuk dikeluarkan
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sepertiganya. Menurut sebagian mereka, jumlah harta
dihitung pada saat berwasiat. Sebab, wasiat adalah
akad yang menuntut penghitungan jumlah harta,
dimana penghitungannya adalah pada waktu akad.
Sama jika seandainya seseorang bernadzar akan
mensedekahkan sepertiga hartanya. Berdasarkan hal
ini, jlka seseorang berwasiat, dan sepertiga hartanya
sebesar seribu dirham misalnya, lalu ketika hendak
meninggal dunia jumlahnya menjadi dua ribu dirham,
maka wasiat tidak berlaku untuk tambahannya yang
seribu lagi tersebut.

Jika seseorang berwasiat seribu dirham, padahal
dia tidak punya harta sama sekali, dimana belakangan
baru memperoleh harta, maka wasiat tidak tergantung
padanya. Jika seseorang berwasiat ketika dia masih
punya harta namun belakangan harta itu habis, maka
wasiatnya itu batal. Menurut sebagian ulama, bahwa
penghitungan jumlah harta dilakukan saat hendak
meninggal dunia. Inilah pendapat madzhab, karena
inilah waktu diwajibkannya wasiat sekaligus penetapan
hak.

Jika seseorang berwasiat sepertiga hartanya, lalu
dia menjual semuanya, maka wasiat itu tergantung pada
jumlah uang hasil penjualan. Jika perhitungan jumlah
harta itu dilakukan pada saat berwasiat, maka itu tidak
bergantung pada jumlah uang hasil penjualan yang
belum ada saat berwasiat. Berdasarkan hal ini, jika
seseorang berwasiat sepertiga hartanya, lalu hartanya
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vang semula sebesar seribu berkembang menjadi dua
ribu, maka yang diwasiatkan harus dua ribu.

Jika seseorang berwasiat harta pada saat dia tidak
memiliki harta sama sekali dan belakangan baru
mendapatkannya, maka wasiat itu tergantung dengan
berapa harta vyang didapatkannya tersebut. Jika
seseorang berwasiat sepertiga hartanya, dan pada saat
itu dia punya harta tetapi belakangan hartanya habis,
‘maka wasiat itu tidak batal.

Penjelasan Hukum: Boleh seseorang berwasiat
sepertiga hartanya, meskipun dia belum tahu berapa jumlahnya.
Ulama madzhab kami berbeda dalam dua pendapat, apakah
sepertiga hartanya ditentukan saat berwasiat atau saat akan
meninggal dunia:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Imam Malik
dan sebagian besar ulama Baghdad, bahwa sepertiganya itu
ditentukan pada saat berwasiat. Jadi, ini tidak memasukkan harta
tambahan yang muncul sesudahnya. Sebab, wasiat adalah akad,
dan apa yang terjadi sesudahnya itu tidak diperhitungkan.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Imam Abu
Hanifah dan sebagian besar ulama Bashrah, bahwa sepertiganya
itu ditentukan pada saat orang yang berwasiat akan meninggal
dunia, sehingga memasukkan harta tambahan yang muncul
sebelumnya. Sebab, wasiat itu baru dimiliki setelah si pemberi
wasiat meninggal dunia. Berdasarkan kedua pendapat ini, maka
jika seseorang berwasiat sepertiga hartanya padahal saat itu dia
tidak memiliki harta sama sekali dan baru mendapatkan harta

Esd
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berstatus merdeka, karena hal itu bukanlah wasiat,
melainkan memerdekakan dengan suatu sifat. Oleh
karenanya, dia berstatus merdeka. Jika kita
mengatakan, bahwa itu wasiat, dan kita juga
mengatakan bahwa wasiat untuk orang vyang
membunuh itu tidak diperbolehkan, maka dia tidak
berstatus merdeka. Akan tetapi jika kita mengatakan
bahwa wasiat itu diperbolehkan untuk orang yang
membunuh, maka dia berstatus merdeka dan jumlahnya
dari sepertiga itu.

Jika seseorang memiliki tanggungan utang yang
boleh dibayar nanti, lalu dia dibunuh oleh orang vang
diutangi, maka utang tersebut menjadi halal, sehingga
dia terbebas dari tanggungan utangnya tersebut.

Penjelasan:

Hadits, o 3303 (IGT #7 2 (800l e o5l s 2 &y
'P-‘izl?-:m-; “Sesungguhnya Allah & menyuruh kalian untuk
memberikan sepertiga harta kalian pada akhir ajal kalian guna
menambah amal-amal kebajikan kalian.” Hadits ini diriwayatkan

oleh Ad-Daruquthni dari riwayat Abu Ad-Dardaa‘, dimana Al
Hafizh Ibnu Hajar tidak mengomentari apa-apa terkait hadits ini.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad. Juga diriwayatkan
oleh Al Baihaqi, Ibnu Majah, dan Al Bazzar yang bersumber dari
riwayat Abu Hurairah. Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, isnadnya
dha’if
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Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Al
Baihaqgi bersumber dari Abu Umamah. Dalam isnadnya terdapat
nama Ismail bin lyasy yang menurut ulama Syam, dia adalah
seorang periwayat yang fsigah. Akan tetapi menurut ulama yang
lain, dia adalah seorang periwayat yang dha if

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari
gurunya bernama Utbah bin Humaid Adh-Dhabi, seorang
periwayat yang jujur tetapi sering raguragu. Hadits ini Juga
diriwayatkan oleh Al Uqaili dalam kitabnya Ad-Dhua'afaa’ yang
bersumber dari riwayat Abu Bakar Ash-Shiddiq, dalam isnadnya
terdapat nama Hafash bin Amr bin Maimun, seorang periwayat
vang matruk (haditsnya ditinggalkan).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Ashim, Ibnu As-
Sakan, Ibnu Qani’, Abu Nu'aim, dan Ath-Thabrani yang
bersumber dari riwayat Khalid bin Abdullah As-Sullami, sosok yang
diperselisihkan apakah dia seorang sahabat atau bukan.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh puteranya Al Harits, yang
merupakan periwayat yang majhul

Hadits, “Sesungguhnya Shafiyah berwasiat untuk
saudaranya sepertiga atau tiga puluh ribu, dan saudaranya itu
adalah orang Yahudi.” Hadits ini yang diriwayatkan oleh Al
Baihaqi yang bersumber dari lkrimah, bahwa sesungguhnya
Shafiyah berkata kepada saudaranya, “Masuklah Islam, maka
kamu akan bisa mewarisi aku.” Dia lalu melaporkan hal itu kepada
kaumnya, dan mereka berkata, “Apakah kamu akan menjual
agamamu dengan dunia.” Akibatnya, dia tidak mau masuk Islam.
Tetapi Shafiyah akhimya berwasiat untuk saudaranya tersebut
sebesar sepertiga dari hartanya.
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Sedangkan riwayat yang berasal dari Ummu Algamah
disebutkan, bahwa Shafiyah mewasiatkan untuk saudaranya-
seorang Yahudi, dan dia juga mewasiatkan untuk Aisyah sebesar
seribu dinar, lalu Aisyah memberikan wasiat tersebut kepada
Abdullah bin Ja’far. Keponakannya lalu menuntut wasiat, tetapi dia
mendapati Abdullah sudah membatalkannya. Aisyah kemudian
berkata, “Berikan kepadanya seribu dinar yang telah diwasiatkan
oleh bibinya kepadaku.”

~ Hukum: Wasiat untuk kuil dan gereja itu hukumnya batal,
karena itu adalah tempat maksiat dan kemusyrikan. Demikian pula
dengan wasiat untuk kitab Taurat dan Injil karena keduanya sudah
dirubah, baik orang yang berwasiat itu muslim atau kafir. Akan
tetapi Abu Hanifah membolehkannya dari orang kafir, bukan dari
orang muslim. Abu Hanifah juga memperbolehkan wasiat dengan
khamer dan babi untuk didermakan kepada orang-orang Kkafir
dzimmi. Namun pendapat ini batal, berdasarkan firman Allah £,

~ ,‘I », A

Al L5350 I & 45 SCI 5 “Dan hendakiah kamu
memutuskan perkara di antara mereka menurut apa vang

diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
mereka.” (Qs. Al Maaidah [5]: 49).

Tentang wasiat untuk gereja, pendapat Abu Hanifah ini
ditentang oleh kedua orang sahabatnya. Akan tetapi mereka
sependapat dengannya tentang berwasiat untuk lainnya. Berwasiat
untuk orang kafir hukumnya diperbolehkan, baik itu kafir dzimmi
atau kafir harbi. Abu Hanifah menyatakan, bahwa berwasiat untuk
orang kafir harbi itu batal hukumnya, karena Allah &

memperbolehkan kaum muslimin mengambil harta orang-orang
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musyrik. Jadi, tidak boleh membiarkan orang-orang musyrik
mendapatkan harta kaum muslimin. Ini hukumnya batal ditinjau
dari dua sisi:

Sisi Pertama: Apabila wasiat dilarang untuk orang Kkafir
dzimmi, maka itu juga dilarang untuk orang kafir harbi, seperti
yang berlaku dalam pernikahan.

Sisi Kedua: Apabila orang kafir harbi saja boleh diberi
hibah, maka dia juga boleh diberi wasiat, baik orang yang memberi
itu orang muslim atau orang kafir.

Sedangkan berwasiat untuk orang murtad, maka di sini ada
tiga ulasan pembagian seperti yang telah kami kemukakan dalam
pembahasan wakaf:

Ulasan Pertama: Berwasiat untuk orang yang membenci
Islam itu batal, karena hal ini berarti akad untuk kemaksiatan.

Ulasan Kedua: Jika seseorang berwasiat untuk seorang
muslim lalu setelah itu dia murtad, maka wasiatnya itu boleh,
karena itu adalah wasiat yang terjadi saat dia masuk Islam.

Ulasan Ketiga: Berwasiat untuk orang murtad yang
ditentukan itu ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Hukumnya batal.
Pendapat Kedua: Hukumnya boleh.

Sedangkan terkait dengan muhabah ketika sakit, vaitu
seseorang menukar dengan hartanya dan memberikan kepada
orang yang menukarnya, maka ada tiga bagian:

Pertama: Muhabah dalam jual belii Hal ini tidak
menghalangi kebenaran pendapat mayoritas ulama ahli fikih yang
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Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang vang berlaku adil.”
(Qs. Al Mumtahanah [60}: 8).

Ini menunjukkan bahwa tidak boleh berbuat baik kepada
orang yang memerangi kita. Inilah pendapat Abul Abbas bin Al
Qaash dari kalangan ulama madzhab kami. Sebab, tujuan wasiat
adalah beribadah mendekatkan diri kepada Allah & dengan
memberikan manfaat yang kembali kepada orang vang diberi
wasiat. Sementara kita justru diperintah untuk membunuh orang
kafir harbi dan merampas hartanya. Jadi, tidak ada artinya sama
sekali wasiat dengan adanya semua hambatan itu.

Dalil kami adalah, bahwa jika melimpahkan kepemilikan
kepada orang kafir dzimmi itu sah, maka demikian pula
melimpahkan kepemilikan kepada orang kafir Aarbi Dan jika
hibahnya itu dianggap sah, maka wasiatnya pun juga dianggap
sah, sama seperti yang berlaku pada orang kafir dzimmi
Diriwayatkan dalam sebuah hadits, bahwa sesungguhnya Nabi &
- memberikan kepada Umar pakaian dari sutera. Dia berkata,
“Wahai Rasulullah, Anda memberiku pakaian yang mewah seperti
ini. Padahal aku sudah mengatakan tentang pakaian tersebut.”
Beliau bersabda, “Sesungguhnya aku memberikannya kepadamu
bukan untuk kamu pakai” Umar kemudian memberikan pakaian
itu kepada seorang saudaranya yang musyrik di Makkah.”

Diriwayatkan dari Asma" binti Abu Bakar, dia berkata,
“Tbuku datang kepadaku dalam keadaan masih membenci Islam.
Aku lalu bertanya kepada Rasulullah @, “Iouku datang kepadaku
dalam keadaan masih membenci Islam. Apakah aku boleh

menyambung tali silaturahmi dengannya?.” Beliau menjawab,
“Boleh.”
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Kedua hadits tadi mengandung pesan bahwa boleh
menyambung kekeluargaan dan berbuat baik kepada orang-orang
kafir harbi. Ayat tadi juga merupakan Aujiah kami tentang orang
vang tidak membunuh. Sementara yang dilarang terhadap orang
yvang membunuh adalah memberikan kekuasaan, bukan berbuat
baik dan berwasiat untuknya. Kita melihat bagaimana Shalahudin
Al Ayyubi tetap berbuat baik kepada para pasukan salib, sehingga
hal itu dibuat pribahasa tentang sifat keperwiraan dan cita-cita
vang tinggi. Bahkan Shalahuddin ikut berusaha membantu
penyembuhan mereka yang sakit dan mengobati mereka yang
luka-luka. Akan tetapi dia tidak mau mengampuni orang yang
berani berbuat zhalim, sombong, dan menghalangi orang yang
ingin menunaikan ibadah haji. Dia bersumpah, bahwa jika nanti
Allah £ memberinya kemenangan, maka dia akan membunuh
orang seperti itu dengan tangannya sendiri. Ketika dia dan
pasukan Eropa vang lain jatuh sebagai tawanan pasukan Islam, dia
mengampuni mereka semua kecuali orang tersebut yang harus dia
bunuh demi melaksanakan sumpahnya, meskipun dia ditawari oleh
penguasa Prancis tebusan harta yang jumlahnya sangat
menggiurkan.

Itulah ajaran syariat Islam. Argumentasi dengan
menggunakan pemahaman itu tidak bisa disebut sebagai argumen,
apalagi ada Kkesepakatan para ulama yang memperbolehkan
hibahnya orang kafir Aarbi. Demikian pula wasiatnya. Sedangkan
wasiat untuk orang murtad, menurut Abul Khaththab -salah
seorang sahabat Imam Ahmad-, hukumnya sah sama seperti
hibahnya. Tetapi menurut Ibnu Abu Musa, itu tidak sah, karena
kepemilikannya tidak diakui, dan dia juga tidak bisa mewaris
maupun diwarisi. Jadi, dia seperti mayyit. Menurut sebagian
ulama, kepemilikannya terhadap hartanya itu praktis hilang ketika
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dia murtad. Jadi, kepemilikannya untuk wasiat juga tidak bisa
ditetapkan, dimana pendapat kami tentang masalah ini sudah
dikemukakan dalam pembahasan wakaf sebelumnya.

Cabang: Berwasiat untuk orang yang membunuh, di sini
ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berlaku:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Imam Malik
&, bahwa wasiat seperti itu diperbolehkan meskipun dia tidak bisa
mewarisi, sebagaimana diperbolehkannya berwasiat untuk orang
kafir meskipun dia juga tidak bisa mewarisi. Lagi pula, wasiat
adalah pelimpahan kepemilikan yang harus memperhitungkan
penerimaan. Jadi, hal itu tidak terhalang oleh faktor pembunuhan,
sama seperti yang berlaku dalam jual beli. Ini merupakan satu di
antara tiga Apendapat ulama madzhab Hanbali seperti yang
dikatakan oleh fbnu Hamid, bahwa boleh berwasiat untuknya. Ini
juga merupakan pendapat Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu Hanifah
yang juga merupakan salah satu di antara tiga pendapat di
kalangan ulama madzhab Hanbali, bahwa tidak sah berwasiat
untuknya. Imam Ahmad & menyatakan bahwa jika seorang budak
mudabbar membunuh tuannya, maka akad fadbirnya itu batal.

Menurut kami, akad zadbirnya batal jika fadbir itu dianggap
sebagai wasiat. Akan tetapi jika fadbirnya dianggap sebagai sifat,
maka fadbir itu terus berlangsung dan si budak berstatus merdeka
begitu tuannya meninggal dunia, walaupun dengan cara dibunuh.
Ini juga merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan ulama yang
lainnya. Alasannya, karena membunuh itu dapat menghalangi
seseorang untuk mewarisi, dimana justru ini lebih kuat daripada
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wasiat. Wasiat dan waris-mewaris itu identik. Larangan dalam
waris mewaris juga berlaku dalam wasiat.

Apabila kedua pendapat ini sudah ditetapkan, maka tidak
ada bedanya antara berwasiat untuknya setelah terjadi tindakan
pidana berupa pencideraan atau pembunuhan tersebut maupun
sebelumnya. Jika seorang yang berwasiat itu mengatakan, “Aku
berwasiat dua pertiga hartaku untuk orang vyang akan
membunuhkuy,” lalu dia dibunuh oleh seseorang, maka wasiatnya
tidak sah berdasarkan dua alasan:

Alasan Pertama: Karena itu adalah wasiat yang diadakan
untuk maksiat.

Alasan Kedua: Karena itu adalah dorongan untuk
membunuhnya. Jika seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya
untuk orang yang membunuh si Zaid, dan jika wasiat itu
dinyatakan sebelum terjadi pembunuhan, maka hukumnya tidak
boleh, ini berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan tadi.
Dan jika itu terjadi sesudah pembunuhan, maka hukumnya boleh.
Demikian pula seandainya seseorang vyang ketika sakit
memberikan hibah kepada orang yang membunuhnya atau
muhabah dalam jual beli atau membebaskannya dari kewajiban,
maka terkait semua itu ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berlaku,
karena hal itu adalah wasiat untuknya yang termasuk dalam
sepertiga. Demikian pula seandainya seseorang yang ketika sakit
itu memerdekakan seorang budak lalu si budak membunuh
tuannya, maka tentang status kemerdekaannya, di sini ada dua
pendapat karena hal itu adalah wasiat untuknya.

Namun seandainya seseorang vang ketika sehat
memberikan hibah atau membebaskannya dari kewajiban atau
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muhabah dalam jual beli atau memerdekakan seorang budak,
sementara orang yang diberi hibah boleh membunuh orang yang
menghibahkan atau orang yang diberi kebebasan hak boleh
membunuh orang yang memberi kebebasan atau si budak boleh
membunuh tuannya, maka semua terus berlanjut, karena apa yang
dia lakukan ketika sedang sehat berlaku sebagai wasiat.

Jika seseorang melukai orang lain, lalu setelah orang yang
dilukainya itu mewasiatkan untuk orang yang melukai dirinya, lalu
pemberi wasiat dibunuh oleh orang lain, maka wasiat untuk orang
yang pertama melukai hukumnya boleh, karena yang disebut
pembunuh adalah orang yang menghabisi nyawanya tadi.

Jika orang vyang kedua tidak menghabisinya, tetapi hanya
melukai saja namun membuat orang yang berwasiat meninggal
dunia, maka kedua-duanya dianggap sebagai pihak vang
membunuh. Dalam masalah ini, menurut salah satu pendapat,
dinyatakan bahwa wasiatnya dikembalikan kepada orang yang
pertama. Inilah pendapat Imam Malik, Abu Tsaur, Ibnu Al
Mundzir, Ahmad, dan Asy-Syafi’i.

Alasannya, karena memberikan hibah untuk orang seperti
itu dianggap sah, maka berwasiat untuknya pun juga sah. Ini sama
seperti yang berlaku pada orang kafir dzimmi Menurut Al Qadhi
Abu Bakar, -salah seorang ulama madzhab Hanbali- hukumnya
tidak sah jika berwasiat untuknya. Ini adalah pendapat Sufyan Ats-
Tsauri dan juga Asy-Svafi’i.

Al Mawardi mengatakan dalam A/ Hawi bahwa jika
seorang budak mudabbar membunuh tuannya, dan kita
mengatakan bahwa fadbir itu merupakan memerdekakan dengan
suatu sifat, maka status merdekanya itu tidak batal. Akan tetapi
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jika kita mengatakan bahwa fadbir itu adalah wasiat, maka tentang
batalnya status merdeka ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Jika budak ummu/ walad membunuh tuannya setelah dia
merdeka, maka status merdekanya itu dianggap sah karena dua
alasan:

Alasan Pertama: Karena status merdekanya itu merupakan
kompensasi dari harta yang telah dipenuhi.

Alasan Kedua: karena dengan membiarkan budak ummu/
walad tetap dalam keadaannya, berarti itu menyusahkan para ahli
waris, karena mereka tidak bisa menjualnya. Ini berbeda jika itu
terjadi pada budak mudabar yang bisa dijual. Kemudian tentang
kasus budak ummul walad, ini perlu ditinjau lebih lanjut. Jika dia
membunuh secara sengaja dan anaknya sudah tidak ada, maka dia
harus dijatuhi hukuman gishas. Jika anaknya ada, maka tidak
berlaku hukuman gishas tersebut, karena anaknya bersekutu
dengan para ahli waris dalam hukuman gishas yang dijatuhkan
kepadanya. Sementara dia tidak berhak akan hukuman gishas
terhadap ibunya sehingga haknya gugur. Apabila hukuman gishas
dari si budak gugur pada hak sebagian ahli waris, maka gugur juga
pada semua hak tersebut.

Jika seseorang berwasiat untuk anak atau ayah atau isteri
orang vang membunuhnya, maka wasiatnya sah, karena yang
membunuh bukan orang yang diberi wasiat. Jika seseorang
berwasiat untuk budak orang yang membunuhnya, maka menurut
salah satu pendapat, hukumnya tidak boleh, karena hal itu berarti
berwasiat untuk pembunuh. Jika seseorang mengikrarkan utang
untuk orang yang membunuhnya, maka ikrarnya itu berlanjut,
karena utang itu menyangkut harta pokok, sehingga itu berbeda
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dengan wasiat. Jika orang yang membunuh itu memiliki hak
piutang yang harus dibayar dalam jangka waktu tertentu atas orang
vang dibunuh, maka utang tersebut praktis halal dengan kematian
orang yang dibunuh. Utang tersebut sudah dianggap lunas,
sehingga tidak bisa diwariskan, sebab ini berbeda dengan harta
warisan yang jika itu dilarang untuk diberikan kepada pembunuh,
maka harus dikembalikan kepada para ahli waris, baik
pembunuhan itu dilakukan secara sengaja atau karena khilaf

Jika para ahli waris memperbolehkan wasiat untuk
pembunuh, sementara menurut salah satu pendapat, bahwa hal ini
dilarang, maka tentang apakah hal itu boleh dilaksanakan, maka
ada dua pendapat di kalangan para ulama yang berbeda dengan
dua pendapat yang menurut mereka boleh melaksanakannya
untuk berwasiat kepada seorang ahli waris.

Jika kita mengatakan, bahwa wasiat itu ditolak dan
pembolehan mereka tidak bisa dilaksanakan, maka wasiat itu
dikembalikan kepada si pembunuh, dimana pembolehan mereka
tidak bisa dilaksanakan, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi
menurut pendapat yang paling shahih, wasiat untuk seorang ahli
waris itu dapat ditunaikan karena adanya pembolehan, dimana
wasiat untuk pembunuh itu ditolak meskipun ada pembolehan.
Sebab, hak mengembalikan wasiat kepada orang yang membunuh,
itu sangat merugikan orang yang dibunuh, sehingga tidak sah
wasiat untuknya meskipun diperbolehkan oleh para ahli waris.
Wallahu A lam.

| Asy-Syirazi & mengatakan: Pasal: Terjadi
perbedaan pendapat tentang wasiat untuk ahli waris.
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Menurut salah satu pendapat, hukumnya tidak sah, hal
ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir :.@a,,

bahwa sesungguhnya Nabi & bersabda, & B\ y A,,o g

“Tidak ada wasiat sama sekali untuk seorang ahli
waris.” Lagi pula itu adalah wasiat yang tidak waijib
untuk hak seorang ahli waris. Makanya tidak sah. Hal
jtu sama seandainya mewasiatkan harta mereka yang
tidak bisa diwaris.

Menurut pendapat kedua, hukumnya sah, ini
berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas

@, bahwa sesungguhnya Nabi @& bersabda, & )y 5 Y
35333\ G O 3 «f..a, “Tidak boleh berwasiat untuk seorang
ahli waris, kecuali atas kemauan para ahli waris
lainnya.” Hadits ini menunjukkan bahwa jika mereka
menginginkan, maka wasiat tersebut boleh. Wasiat
tidak ada pada kepemilikannya. Tetapi wasiat ini terkait
dengan hak para ahli waris pada yang kedua, sehingga
tidak menghalangi keabsahannya. Sama seperti yang
berlaku dalam jual beli vang di dalamnya ada syufah.
Berdasarkan hal ini, jika para ahli waris
memperbolehkan, maka wasiat bisa dilanjutkan.

Pasal: Tidak sah berwasiat untuk orang yang tidak
memiliki. Jika seseorang berwasiat untuk orang yang
sudah meninggal dunia, maka wasiat tersebut tidak sah.
Dikarenakan wasiat itu merupakan bentuk pelimpahan
hak milik, maka tidak sah untuk orang yang sudah
meninggal dunia, sama seperti yang berlaku dalam
hibah. Jika seseorang berwasiat untuk janin yang
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diyakini sudah ada ketika sedang berwasiat, seperti
janin yang sudah dikandung kurang dari enam bulan
semenjak wasiat, maka wasiat tersebut hukumnya sah,
sebab kalau si janin bisa memiliki dengan warisan,
maka dia juga bisa memiliki dengan wasiat. Jika sang
janin sudah dikandung enam bulan, maka wasiat
tersebut tidak sah, karena saat berwasiat hidupnya
belum diyakini. Sebab, mungkin saja setelah wasiat,
terjadi hal-hal lainnya. Oleh karena itu, dia belum
ditetapkan punya hak waris, sehingga dia juga belum
bisa ditetapkan punya hak milik dengan wasiat. Jika
seseorang berwasiat untuk janin yang dikandung oleh
wanita itu, maka wasiatnya tidak sah. Akan tetapi
menurut Abu Ishaq, itu sah. Yang kuat adalah pendapat
yang pertama, karena hal itu adalah pelimpahan
kepemilikan untuk orang yang tidak memiliki. Oleh
karenanya tidak sah.

Pasal: Jika seseorang mengatakan, “Aku
wasiatkan budakku ini untuk salah satu dari dua orang
ini, maka hukumnya tidak sah, karena ini berarti
melimpahkan hak milik kepada orang vang tidak
ditentukan. Jika dia mengatakan, “Berikan barang ini
untuk budak milik salah satu di antara dua orang ini,
maka hukumnya boleh. Sebab ini bukan melimpahkan
kepemilikan, melainkan berwasiat dengan kepemilikan.
Itulah sebabnya jika seseorang mengatakan, “Aku jual
budak ini kepada salah satu di antara dua orang ini,”
maka hukumnya tidak sah. Dan apabila seseorang
mengatakan kepada wakilnya, “Jual budak ini kepada
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salah satu dari dua orang ini,” maka itu hukumnya
boleh.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan budaknya,
maka wasiatnya ini untuk ahli warisnya, karena si budak
tidak boleh memiliki, sehingga wasiat tersebut untuk
ahli waris, sebagaimana yang telah kami jelaskan
sebelumnya.

Jika seseorang mewasiatkan untuk budaknya
vang berstatus mukatab, maka wasiatnya itu sah,
karena budak mukatab itu dapat memiliki harta dengan
adanya akad. Jadi, sah berwasiat untuknya. Jika
seseorang mewasiatkan untuk budaknya yang berstatus
ummul walad, maka wasiatnya itu sah, karena dia
berstatus merdeka ketika sudah ada penetapan hak.
Jika seseorang mewasiatkan untuk budaknya yang
berstatus mudabbar dan dia merdeka dari sepertiga,
maka wasiatnya itu sah, karena dia berstatus merdeka
dengan kematian tuannya. Jadi, statusnya sama seperti
budak ummul walad. Jika dia tidak merdeka, maka
wasiatnya itu untuk ahli waris sebagaimana yang telah
kami jelaskan sebelumnya. Jika seseorang mewasiatkan
untuk budak milik orang lain, maka wasiatnya untuk
tuannya. Tentang apakah sah dia menerimanya tanpa
seizin tuannya? Dalam masalah ini, ada dua pendapat
ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat yang
shahih, bahwa hal itu hukumnya sah dan dimiliki oleh
tuannya, seperti sang tuan yang juga memiliki hasil
berburunya yang tanpa seizinnya.
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Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu
Sa’id Al Isthakhri, bahwa hukumnya tidak sah, karena
hal itu merupakan pelimpahan hak milik sang tuan
dengan akad, sehingga tidak sah jika dia menerima
tanpa seizin tuannya. Tentang apakah sah penerimaan
sang tuan? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama

fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Tidak sah, karena ijjab adalah
hak si budak, sehingga tidak sah jika vyang
menerimanya adalah sang tuan. Sama seperti yang
berlaku pada ijab jual beli.

Pendapat Kedua: Sah, karena menerima wasiat
itu sah dilakukan oleh pihak yang tidak melakukan ijab,
vaitu ahli waris. Berbeda dengan jual beli.

Penjelasan:

Hadits Jabir di atas diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni,
dimana ke-mursatannya hadits ini dibenarkan. Tampak jelas
penulis mengemukakan hadits ini sebagai hujjah yang digunakan
oleh Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya. Hadits Amr bin
Kharijah diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, Ahmad, An-
Nasaa'i, At-Tirmidzi -yang menilainya shahih-, Ad-Daruquthni,

: N SR SICIN YR SRR
dan Al Baihaqi Cod Ul 4l e Chas ey ale At Lo g.ﬁ\ of
i i S 1 ot G By G o )
) )3 4-_-,0 3 g A G s JS k{4 “bahwa Nabi @ berpidato

di atas untanya, dimana saat itu aku berada di bawah dan air liur
unta beliau mengalir di antara sepasang pundakku. Aku
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mendengar  beliau bersabda, “SesungguAnva Allah telah
menentukan bagian waris bagi setiap orang menurut haknya. Oleh
karena itu tidak ada wasiat sama sekali untuk seorang ahli waris.”

Ahmad, Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmidzi
juga meriwayatkan sebuah hadits yang bersumber dari Abu
Umamah, dia berkata, aku permah mendengar Rasulullah #
bersabda, i\ ey Wi EET) :J.‘f ‘_Jn.rj Y :31
“Sesungguhnyva Allah memberikan kepada setiap yang berhak
akan haknya. Maka tidak ada wasiat sama sekali untuk seorang

ahli waris.” Ad-Daruquthni juga meriwayatkan sebuah hadits yang
bersumber dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, Rasulullah &

]

bersabda, #ypl s85 of W &y Loy 5d Y “Tidak boleh
berwasiat untuk seorang ahli waris, kecuali disetujui oleh para ahli
waris lainnya.”

Ada pula sebuah hadits yang bersumber dari Amr bin
Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa sesungguhnya Nabi
@ bersabda, &y3 Fad O V) &0y Loy ¥ “Tidak ada wasiat
sama sekali untuk seorang ahli waris, kecuali para ahli waris
lainnya memperbolehkan.” Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-
Daruquthni.

Hadits ini dikomentari oleh Asy-Svafii &, “Matannya
mutawatir. Kami mendapati semua ulama ahli fatwa dan juga para
ulama lain yang kami hapal namanya dari kaum Quraisy maupun
yang lain, sepakat bahwa sesungguhnya Nabi @ pada peristiwa
penaklukan kota Makkah bersabda, “Tidak ada wasiat sama sekali
untuk seorang ahli waris. ”
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Akan tetapi hadits ini dengan seluruh jalur sanadnya
dianggap dha’if oleh Al Hafizh Ibnu Hajar. Dia menjelaskan,
bahwa tidak ada satupun dari hadits-hadits tersebut yang terlepas
dari komentar, namun secara keseluruhan hadits-hadits tersebut
bisa dijadikan hujjah atau sebagai argumen.

As-Suyuthi memasukkan hadits ini ke dalam hadits-hadits
mutawatir dalam kitabnya A/ Azhaar Al Mutanaatsirat Hadits ini
diriwayatkan dari Abu Umamah, Amr bin Kharijah, Ali, Ibnu
Abbas, Amr bin Dinar, Abu Ja’far Al Bagiri, Jabir bin Abdullah,
Amr bin Syu'ab dari ayahnya dari kakeknya, Zaid bin Argam, dan
Al Barra® bin Azib.

Al Fakhrurrazi menyangkal hadits ini dianggap sebagai
hadits mutawatir. Dia menjelaskan, bahwa sekalipun misalnya
hadits itu bisa diterima, namun menurut pendapat yang masyhur
dari Asy-Syafi'i bahwa Al Quran tidak bisa di-nasakh dengan As-
Sunnah.

Al Hafizh Tbnu Hajar mengatakan, tetapi argumen dalam
masalah ini adalah kesepakatan para ulama, sebagaimana yang
ditegaskan oleh Asy-Syafi'i dan ulama lainnya. Lebih lanjut Ibnu
Hajar mengatakan, bahwa yang dimaksud tidak sah berwasiat
untuk seorang ahli waris adalah, vaitu tidak adanya suatu
kewajiban atau hal itu tidak lazim dilakukan, karena sebagian besar
ulama menggantungkan hal itu pada izin ahli waris lainnya.

Ash-Shan’ani dalam Subulus Salam menyatakan bahwa
yang paling mendekati kebenaran adalah kewajiban mengamalkan
hadits tersebut karena diriwayatkan dari beberapa jalur sanad,
meskipun Fakhruddin Ar-Razi menentang jika itu dianggap
mutawatir, dan itu tidak menjadi masalah terhadap penetapannya.
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Ada ulama vang mengatakan, bahwa tidak sah sama sekali
berwasiat untuk seorang ahli waris, hal ini sangat jelas, karena
penafiannya mungkin saja mengarah pada subtsansi. Yang
dimaksud dengan tidak ada wasiat sama sekali, yaitu secara
syariat. Akan tetapi jika yang diinginkan adalah hal yang
mengarah pada vyang paling dekat dengan substansi yang
dimaksud vaitu adalah hal itu dibenarkan. Namun di sini tidak
boleh mengarahkannya kepada kesempurnaan.

Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat tentang
penentuan yang me-nasakh ayat wasiat untuk kedua orang tua.
Ada ulama yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah ayat
tentang pembagian harta pusaka. Ada ulama lain yang
mengatakan, bahwa maksudnya adalah hadits-hadits yang telah
dikemukakan tadi. Ada ulama lainnya yang juga mengatakan,
bahwa jima’ulama lah yang menunjukkan hal itu, meskipun tidak
jelas dalilnya. Hal ini sudah dikemukakan dalam cabang pendapat
para ulama tentang ayat wasiat.

Hukum: Asy-Svafi'i & mengatakan, kami mendapatkan
riwayat dari Ibnu Uyainah, dari Sulaiman Al Ahwal, dari Mujahid,
bahwa Rasululloh @ bersabda, 13 %ry Y “Tidak ada wasiat
sama sekali untuk seorang ahli waris.” Kami tidak pernah
menerangkan bahwa wasiat untuk seorang ahli waris itu di-nasakh
dengan avat-ayat tentang pembagian harta pusaka, dan bahwa

wasiat untuk seorang ahli waris itu setahu kami tidak pernah
ditentang oleh seorang pun yang pernah aku jumpai.

Jika wasiat untuk orang yang diperintahkan oleh Allah
itu di-nasakh dengan ayat-ayat tentang pembagian harta pusaka,
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sementara As-Sunnah menunjukkan bahwa wasiat itu tidak
diperbolehkan untuk seorang ahli waris dan boleh untuk selain
keluarga dekat, maka hal itu menunjukkan adanya pe-nasakh-an
wasiat untuk para ahli waris.

Kemiripan hal itu menunjukkan pe-nasakh-an ragam wasiat
untuk selain mereka. Asy-Syafi'i mengatakan, “Ini menunjukkan
bahwa wasiat untuk kedua orang tua dan lainnya dalam keadaan
apapun bisa mewaris, maka berwasiat untuknya itu hukumnya
boleh. Ada ulama yang mengatakan, bahwa wasiatnya itu
dianggap batal jika status dirinya itu adalah seorang ahli waris.
Jadi, kalau dia bukan seorang waris, maka wasiatnya tidak batal.
Jika orang vyang berwasiat mencakup orang vang ingin
mewasiatkannya, maka berarti dia adalah ayahnya, bukan
kerabatnya jika mereka bukan para ahli waris dalam artian yang
tidak bisa mewarisi. Mereka memiliki hak kekerabatan dan
disambung kekeluargaannya.

Asy-Syafi’i & dalam bab berwasiat untuk ahli waris bagian
dari kitabnya A/ Umm mengatakan, “Dari ulama-ulama ahli sejarah
vang pernah kami temui, kami mendapati riwayat yang
menyatakan bahwa Rasulullah g bersabda dalam pidatonya pada
peristiwa penaklukkan kota Makkah, “7idak ada wasiat sama
sekali untuk seorang ahli waris.”

Status hukum berwasiat untuk seorang ahli waris itu sama
seperti hukum kalau dia tidak ada. Jika seseorang berwasiat untuk
seorang ahli waris, maka gantungkan wasiat ini. Jika orang yang
berwasiat itu meninggal dunia dan orang yang diwasiati itu adalah
ahli warisnya, maka dia tidak berhak berwasiat sama sekali. Jika
belakangan terjadi seorang yang berwasiat itu memiliki seorang
ahli waris yang menghalanginya atau orang yang diwasiati muncul
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sebagai ahli warisnya pada hari orang yang berwasiat meninggal
dunia, seperti misalnya dia berwasiat untuk orang yang sah bagi
istrinya, kemudian dia menceraikannya tiga kali, lalu dia meninggal
dunia, maka wasiatnya boleh karena dia bukan ahli waris sang
mendiang. Wasiat bisa ditolak atau bisa wajib atau juga bisa batal.

Jika seseorang berwasiat untuk orang lain, lalu dia
meninggal dunia sebelum orang yang berwasiat, maka orang yang
diwarisi adalah ahli warisnya, atau dia berwasiat untuk seorang
wanita kemudian setelah menikahi wanita itu dia meninggal dunia
dan dia adalah isterinya, maka wasiat sama-sama batal bagi
keduanya, karena hal itu merupakan wasiat untuk ahli waris.

Jika seseorang berwasiat seorang budak atau sebuah rumah
atau sepotong kain atau harta tertentu untuk seorang waris dan
orang lain, maka bagian untuk ahli waris hukumnya batal dan
bagian untuk orang lain itu hukumnya boleh, yaitu separuh dari
seluruh yang diwasiatkan untuk ahli waris dan orang lain. Akan
tetapi jika seseorang mengatakan, “Aku berwasiat untuk si fulan
dan si fulan,” jika dia menyebutkan untuk ahli waris dua pertiga
dan untuk orang lain sepertiga, maka hukumnya boleh bagi orang
lain atas apa yang telah disebutkan itu, dan apa yang untuk ahli
waris dikembalikan. Jika dia memiliki seorang anak yang
mewarisinya dan si anak itu memiliki seorang ibu yang melahirkan
serta mengasuhnya atau yang menyusuinya, atau seorang ayah
yang mempersusukannya atau seorang isteri atau seorang anak
yang tidak mewarisinya atau seorang pelayan atau seorang budak,
lalu dia berwasiat untuk mereka semua atau sebagian mereka,
maka hukumnya boleh berwasiat untuk mereka, karena masing-
masing mereka bukan ahli waris, dan mereka semua memiliki apa
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yang diwasiatkannya itu karena memiliki hartanya yang jika mau
dia bisa mencegah anaknya dan jika mau dia bisa memberikannya.

Ash-Shan’ani dalam Subulus Salam mengatakan, bahwa Al
Hadi dan beberapa orang ulama cenderung memperbolehkannya

rrr o s, A

dengan berpedoman pada firman Allah &, =13 ‘T&;}:— LY
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@ .-',\‘:...!:'T ‘Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara

kamu kedatangan (tanda-tanda) mati, jika dia meninggalkan harta
vang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya
secara ma'ruf (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang
bertakwa. ” (Qs. Al Bagarah [2):180). Mereka mengatakan, bahwa
me-nasakh kewajibannya itu tidak berarti menafikan tetapnya
kebolehan.

Menurut kami, itu memang benar. Jika misalnya hadits ini
tidak ditolak, hal itu tetap menafikan kebolehan wasiat seperti itu,
karena kewajibannya bisa diketahui karena di-nasakh oleh salah
satu di antara ayat-ayat tentang pembagian harta waris,
sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa hartanya
untuk si anak dan wasiat itu untuk kedua orang tua. Jadi, Allah
me-nasakh hal itu. Allah memberikan untuk lakilaki dua bagian,
untuk wanita satu bagian, untuk masing-masing dari kedua orang
tua seperenam, untuk isteri seperdelapan dan seperempat, dan
untuk suami separuh dan seperempat.

Redaksi, “Kecuali jika disetujui oleh para ahli waris.” dalam
hadits tersebut menunjukkan keabsahan wasiat dan itu

dilaksanakan untuk seorang ahli waris apabila hal itu
diperbolehkan atau disetujui oleh para ahli waris lainnya, karena
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mereka berarti telah menggugurkan haknya. Ini adalah pendapat
mayoritas ulama ahli fikih, kecuali Al Muzani, -salah seorang murid
Asy-Syafi'i - Daud bin Ali Azh-Zhahiri berikut murid-muridnya,
serta beberapa ulama madzhab Hanbali. Mereka mengatakan,
bahwa pembolehan para ahli waris yang lain itu tidak memiliki
pengaruh sama sekali. Yang jelas, pembolehan mereka itu
memiliki pengaruh dalam memperbolehhkan wasiat tersebut,
karena ketika berwasiat untuk seorang ahli waris itu dilarang, Nabi
& membatasinya dengan pemyataan, “Kecuali kalau disetujui oleh
para ahli waris lainnya.” Sementara ketika melarang berwasiat
lebih dari sepertiga beliau memutlakkan tanpa memberikan

batasan atau ketentuan. Kita tidak boleh memberi batasan apa
yang telah dimutlakkan oleh Nabi €.

Redaksi dalam hadits, “Sesungguhnyva jika kamu
meninggalkan ...." hal ini menunjukkan bahwa larangan berwasiat
lebih dari sepertiga itu demi menjaga hak para ahli waris. Apabila
mereka memperbolehkan, maka hak mereka pun gugur. Ini yang
berlaku dalam wasiat untuk ahli waris. Para ulama berbeda
pendapat jika seorang yang sedang sakit berikrar bahwa salah satu
hartanya itu untuk seorang ahli waris. Al Auza’i dan beberapa
ulama lainnya memperbolehkan hal ini secara mutlak.

Imam Ahmad menyatakan, bahwa tidak boleh orang yang
sakit berikrar untuk seorang ahli warisnya secara mutlak. Dia
beralasan bahwa setelah ada larangan berwasiat untuk ahli
warisnya, mungkin saja hal itu dia jadikan sebagai ikrar. Sementara
yang pertama tadi beralasan bahwa mencurigai orang yang sedang
dalam keadaan kritis itu mustahil. Lagi pula ada kesepakatan para
ulama yang menyatakan, bahwa jika dia berikrar untuk seorang
ahli waris yang lain, maka ikrarnya itu sah, padahal ini juga
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mengandung ikrar harta. lkramya tidak perlu dicurigai, karena
perkara ini dikembalikan kepada Allah .

Menurutku (Al Muthi’i): Pendapat inilah yang memiliki
dalil paling kuat. Imam Malik mengecualikan dalam masalah kalau
seseorang berikrar untuk puteringa dan dia bersekutu dengan
orang lain yang bukan anaknya, seperti keponakan misalnya.
Imam Malik melanjutkan, bahwa orang tersebut bisa dicurigai akan
memberikan tambahan untuk bagian puterinya, dan mengurangi
untuk bagian keponakannya. Imam Malik juga mengecualikan
dalam masalah apabila orang itu berikrar untuk isterinya yang dia
dicintai, sementara antara dia dengan anaknya yang dari isteri lain
ada kesenjangan, terlebih jika pada saat itu orang itu juga memiliki
anak dengan isterinya. Menurutku, yang terbaik adalah pendapat
vang dikutip dari beberapa ulama madzhab Hanbali dan yang
menjadi pendapat pilihan Ar-Ruyani -salah seorang ulama
madzhab kami dalam Bahrul Madzhab-, bahwa persoalannya
terletak pada ada dan tidak adanya kecurigaan. Jika tidak ada
kecurigaan, maka hukumnya boleh. Begitu pula sebaliknya. Hal ini
bisa diketahui dengan adanya indikasi-indikasi keadaan dan
lainnya.

Menurut pendapat sebagian ulama ahli fikih, ikramya tidak
sah, kecuali untuk isteri dengan maskawinnya. Penjelasan lebih
lanjut insya Allah akan dikemukakan nanti. Poin perbedaan
pendapat terletak pada bahwa jika wasiatnya sah, maka
persetujuan para ahli waris itu bisa dilaksanakan. Jadi, apabila hal
itu diperbolehkan oleh para ahli waris lainnya, maka wasiat itu
dapat dilakukan. Dan jika wasiat batal, maka itu menjadi hibah
awal yang membutuhkan persyaratan hibah yang berupa serah
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terima dengan menggunakan ucapan. Jika orang yang
memperbolehkan menarik kembali setelah wasiat itu diterimakan,
maka hal itu dianggap sah.

Pembahasan tentang wasiat untuk budak; budak mukatab,
budak ummul walad, dan budak milikk orang lain, sudah jelas
sehingga tidak membutuhkan keterangan tambahan. Wallahu
Alam.

Asy-Syirazi & mengatakan: Pasal: Diperbolehkan
berwasiat dengan harta secara umum dan juga dengan
harta yang bisa dibagi. Sebab, wasiat itu merupakan
bentuk pelimpahan kepemilikan sebagian dari harta,
maka boleh terhadap harta secara umum atau yang bisa
dibagi, hal ini sama seperti jual beli.

Diperbolehkan berwasiat dengan sesuatu yang
tidak diketahui seperti janin di dalam kandungan, susu
di dalam ambing, dan salah seorang budak di antara
budak-budak yang lain. Demikian pula boleh berwasiat
dengan sesuatu yang tidak bisa diserahkan seperti
burung vang sedang terbang atau seorang budak yang
sedang melarikan diri. Sebab, orang yang diwasiati itu
meninggalkan untuk sang mendiang dalam sepertiga
bagiannya, sebagaimana ahli waris yang meninggalinya
dalam sepertiga bagian hartanya.

Apabila ahli waris boleh meninggali sang
mendiang terhadap hal-hal tersebut, maka orang yang

diwasiati juga boleh meninggalinya. Jika seseorang
berwasiat dengan harta akad mukatab, maka hukumnya
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boleh, ini berdasarkan alasan vyang telah kami
kemukakan sebelumnya. Jika seseorang berwasiat untuk
status budaknya, maka tentang menjualnya ada dua

pendapat Asy-Syafi’i.

Pasal: Jika seseorang berwasiat dengan anak
vang sedang dikandung oleh seorang budak
perempuan, atau pohon, maka hukumnya sah. Sebab,
sesuatu yang tidak ada itu bisa dimiliki dengan akad
salam dan musaqah. Maka itu juga bisa dimiliki dengan
wasiat. Di antara ulama madzhab kami ada yang
mengatakan, bahwa jika kita memperhitungkan wasiat
pada saat pengucapannya, maka hukumnya itu tidak
sah, karena orang yang diwasiati itu belum memiliki
apa vang diwasiatkan kepadanya.

Pasal: Boleh berwasiat dengan manfaat atau jasa,
karena manfaat itu sama seperti barang dalam hal bisa
dimiliki dengan akad dan mewariskan. Jadi, dalam
wasiat manfaat sama dengan barang. Boleh berwasiat
dengan barang dan bukan manfaatnya. Atau berwasiat
dengan barang untuk seseorang dan dengan manfaat
untuk orang lain. Sebab manfaat dan barang itu sama
seperti barang. dJadi, boleh mewasiatkan keduanya
seperti mewasiatkan dua barang. Boleh mewasiatkan
manfaat yang ditentukan dengan jangka waktu tertentu,
dan mewasiatkan manfaat untuk selamanya, karena
‘manfaat yang ditentukan itu sama seperti barang yang
ditentukan, dimana manfaat yang tidak ditentukan itu
sama seperti barang yang tidak ditentukan. Jadi, sah
mewasiatkan semuanya.
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Pasal: Boleh berwasiat dengan sesuatu yang bisa
dimanfaatkan berupa beberapa barang yang najis
seperti samad, minyak yang najis, anjing, dan kulit
bangkai. Sebab halal mengambilnya untuk dimanfaat
kan, maka boleh memindah tangankannya dengan
wasiat. Akan tetapi tidak boleh berwasiat dengan
sesuatu yang tidak halal dimanfaatkan seperti khamer,
babi, dan anjing galak. Sebab, tidak halal memanfaat
kan semua itu dan juga tidak boleh memindah
tangankan. Makanya tidak boleh berwasiat dengannya.

Penjelasan: Jika seseorang mewasiatkan hartanya
tertentu untuk orang lain, dan sebagian daripadanya untuk orang
lain lagi seperti sepertiga atau seperempat hartanya lalu keduanya
diperbolehkan, maka si pemilik umum memiliki sendiri wasiatnya
tanpa yang ditentukan, kemudian dia bersekutu dengan orang
vang diberi wasiat berupa harta tertentu, sehingga mereka
membaginya di antara mereka berdua sesuai dengan hak masing-
masing. Dalam hal ditolaknya wasiat itu, jika wasiat keduanya itu
tidak melebihi sepertiga, seperti misalnya seseorang berwasiat
sepertiga hartanya untuk orang lain, dan berwasiat seperenamnya
untuk orang lainnya lagi, maka dalam keadaan dibolehkan
keduanya sama, karena tidak ada pengaruhnya sama sekali untuk
penolakan. Tetapi jika melebihi dari sepertiganya, maka kita
kembalikan wasiat mereka berdua kepada sepertiga, dan kita
membaginya di antara mereka sesuai kadar wasiat mereka. Hanya
saja orang yang diberi wasiat bagian tertentu mengambil bagiannya
yang telah ditentukan, dan yang lainnya menerima haknya dari
seluruh harta. Menurut Tbnu Qudamah, -salah seorang ulama
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madzhab Hanbali- keduanya berbagi sepertiga sesuai dengan harta

mereka yang diperbolehkan. Ini juga merupakan pendapat Ibnu
Abu Laila.

Abu Hanifah dan Imam Malik menyatakan, bahwa jika
wasiat itu ditolak, maka orang yang diberi wasiat dalam jumlah
tertentu itu bisa mengambil bagiannya, sementara yang lainnya itu
harus menggabungkan bagiannya ke bagian para ahli waris, lalu
mereka membagi sisanya menjadi lima seperti pendapat Al Khiraqi
karena dia mendapat seperenam, dan para ahli waris mendapat
empat dua seperenam. Ini seperti yang dikatakan oleh Al Khiraqi -
seorang ulama madzhab Hanbali-. Akan tetapi Al Khiraqi
memberinya seperenam dari seluruh harta. Para ulama sepakat
bahwa masing-masing dari orang vyang berwasiat itu berhak
menarik kembali separuh wasiatnya, karena masing-masing
mereka telah mewasiatkan sepertiga harta.

Asy-Svafii & mengatakan, bahwa jika seseorang
mewasiatkan sepertiga dari rumahnya atau dari tanahnya, lalu dua
pertiganya dilenyapkan oleh banjir sehingga yang tersisa hanya
sepertiga, maka sisanya yang sepertiga itu untuk orang yang diberi
wasiat. Asy-Syafi'i & menyamakan antara penetapan dua pertiga
secara bersama dan antara dalam kasus dua pertiga yang disapu
banjir, bahwa yang diwasiatkan itu adalah sisa sepertiga setelah
penetapan hak dan setelah diterjang banjir. Menurut kami, beda
antara dua masalah ini tidak lantas menghalangi berlangsungnya
wasiat dengan sepertiga sisanya.

Cabang: Jika seseorang mewasiatkan sebatang pohon
dalam jangka waktu tertentu atau mewasiatkan buahnya untuk
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selamanya, maka hukumnya sah, karena boleh memiliki sesuatu
vang tidak ada. Oleh karena itu, salah satu orang yang diberi
wasiat atau si ahli waris tidak berhak memaksa yang lain untuk
menyiraminya karena dia juga tidak dipaksa untuk menyirami
miliknya maupun menyirami milik orang lain. Jika salah seorang
mereka ingin menyirami pohon dengan cara yang tidak merugikan
temannya, maka yang lainnya juga tidak berhak melarangnya. Jika
pohonnya itu mengering, maka kayu bakarnya untuk si ahli waris,
karena orang yang diwasiati hanya berhak memiliki buahnya saja.
Jika dia diberi wasiat buahnya selama setahun, dan selama setahun
pohon tidak berbuah, maka orang vang diberi wasiat itu tidak
menerima apa-apa.

Jika seseorang mengatakan, “Buah pohon yang tumbuh
pada awal tahun untukmu,” hal ini hukumnya sah, sehingga dia
mendapatkan buahnya yang tumbuh pada awal tahun. Demikian
pula jika dia diwasiati berupa kandungan yang ada dalam perut
kambingnya. Jika seseorang berwasiat untuk orang lain sebatang
pohon, dan berwasiat kepada orang lain lagi buahnya, maka
hukumnya sah. Jika seseorang berwasiat susu seekor kambing
berikut bulunya, maka hukumnya sah, sama seperti sahnya
berwasiat buah pohon tersebut. Demikian pula jika seseorang
berwasiat susu kambing saja atau bulunya saja, maka hukumnya
juga sah.

Cabang: Boleh mewasiatkan manfaat atau jasa. Asy-
Svafi'i @ mengatakan, jika seseorang mewasiatkan pelayanan

budak atau hasil tanah pekarangannya berikut buah di kebunnya,
maka hal itu hukumnya boleh.
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Menurutku (Al Muthi’i): Mewasiatkan jasa atau manfaat
itu hukumnya boleh, sama seperti mewasiatkan barang. Sebab
kalau menyewakan manfaat saja boleh apalagi mewasiatkannya,
baik hal itu ditentukan dengan batas waktu tertentu atau untuk
selama-lamanya. Ionu Abi Laila menambahkan, bahwa jika
ditentukan dengan batas waktu tertentu, maka sah
menyewakannya dan jika tidak dibatasi dengan batas waktu
tertentu, maka batal menyewakannya.

Asy-Svafi’i, Abu Hanifah, dan jumhur ulama cenderung
memperbolehkan wasiat manfaat untuk selamanya. Berbeda
dengan jarah, karena wasiat boleh meskipun ada ketidak jelasan.
Jika boleh berwasiat manfaat untuk jangka waktu tertentu maupun
terbatas, maka Asy-Syafii @ menuturkan tentang mewasiatkan
pelayanan seorang budak atau hasil pekarangan rumah dan buah
di kebun. Tentang mewasiatkan pelayanan seorang budak, maka
boleh menyewakan sang budak atau memanfaatkannya. Perkara
ini sama seperti dia boleh mewasiatkan kudanya untuk si fulan dan
mewasiatkan mengendarainya untuk si fulan yang lainnya. Maka
yang satu berhak akan barangnya, dan yang satunya lagi berhak
akan jasa atau manfaatnya, seperti yang insya Allah akan kami
kemukakan nanti.

Cabang: Mewasiatkan bangkai itu hukumnya boleh,
karena bangkai bisa disamak kulitnya dan dimakan daging yang
menempel padanya. Demikian pula mewasiatkan kotoran ternak,
karena bisa dimanfaatkan untuk merabuk tanah supaya subur
untuk ditanami. Jelas bahwa sesungguhnya syari’at yang bijaksana
dengan toleransi yang tinggi dan penguasaannya terhadap
beragam kemaslahatan manusia tidak memperlakukan benda-
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benda vang najis dengan sikap anti pati secara mutlak. Jika
memang benda-benda yang najis itu memiliki kegunaan bagi
kehidupan manusia, maka kegunaan ini akan diperhitungkan. Kita
sekarang hidup pada zaman di mana ilmu kimia mengalami
kemajuan yang sedemikian rupa. Para ahli di bidang pertanian
sepakat bahwa jenis pupuk yang paling unggul, paling aman untuk
tanah, dan paling berpotensi menyuburkan tanah adalah pupuk
organik seperti kotoran binatang maupun kotoran manusia. Itulah
sebabnya boleh berwasiat dengan setiap benda yang berguna
meskipun najis. ‘ '

Mewasiatkan khamer, babi, dan anjing hukumnya batal,
karena memanfaatkannya itu hukumnya haram. Jika seseorang
mewasiatkan sebuah guci berisi khamer, maka menurut Asy-
Svafi’i, isinya dituangkan lalu gucinya diberikan kepada orang yang
diwasiati. Sebab gucinya itu boleh, dan yang haram adalah
khamernya.

Mewasiatkan ular, atau kalajengking, beragam serangga
vang melata, binatang buas, dan juga srigala hukumnya batal,
karena semua itu tidak ada manfaatnya. Mewasiatkan gajah, jika
memang bisa dimanfaatkan, maka hukumnya boleh disebabkan
boleh dijual dan diianggap sebagai harta peninggalan dan dianggap
termasuk sepertiga. Tetapi jika tidak bisa dimanfaatkan, maka
hukumnya batal.

Sementara mewasiatkan singa, harimau, dan burung elang,
hukumnya boleh karena binatang-binatang tersebut bisa digunakan
untuk keperluan berburu. Statusnya adalah sebagai harta
peninggalan karena bisa dijual dan dianggap dalam sepertiga.
Tentang mewasiatkan binatang yang berhasil diburu oleh anjing,
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maka hukumnya juga batal, karena hasil buruannya itu adalah milik
si pemburunya.

Asy-Syirazi # mengatakan: Pasal: Boleh
menggantungkan wasiat dengan suatu syarat dalam
kondisi orang itu masih hidup. Sebab, jika mewasiatkan
sesuatu yang tidak jelas saja boleh, maka boleh juga
menggantungkan wasiat dengan suatu syarat. Hal ini
sama seperti vang berlaku dalam thalak dan
memerdekakan budak.

Boleh juga menggantungkan wasiat dengan suatu
syarat setelah pewasiat meninggal dunia, karena wasiat
setelah kematian itu sama seperti ketika masih hidup.
Jika boleh menggantungkan wasiat dengan suatu syarat
dalam kondisi sang pewasiat masih hidup, maka boleh
juga setelah kematian.

Pasal: Jika wasiat untuk orang yang ditentukan
seperti untuk orang-orang fakir, maka itu berlaku
setelah kematian, karena tidak mungkin
menyerahkannya kecuali kematian sang pewasiat
terjadi. Jika wasiat untuk orang tertentu, maka harus
dengan ada penerimaan, karena hal itu adalah
pelimpahan hak milik untuk orang tertentu. Jadi harus
ada penerimaan. Sama seperti yang berlaku dalam jual
beli, dan penerimaan itu sah setelah kematian.
Disebabkan ijabnya setelah kematian, maka
penerimaannya juga setelah kematian. Jika sudah
diterima, maka dihukummi sebagai hak milik. Dan
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tentang kapan waktunya memiliki, maka ada dua
pendapat Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Waktu memiliki adalah
" dengan kematian dan penerimaan. Sebab, ini adalah
pelimpahan hak milik yang memerlukan penerimaan,

dimana itu tidak mungkin terjadi sebelumnya. Sama
seperti yang berlaku dalam hibah.

Pendapat Kedua: Wasiat itu digantungkan. dJika
sudah diterima, maka kita putuskan bahwa wasiat itu
dimiliki sejak kematian pewasiat. Tidak mungkin wasiat
milik orang yang berwasiat karena orang yang sudah
meninggal dunia tidak mungkin bisa memiliki. Tidak
mungkin wasiat itu milik ahli waris, karena ahli waris
baru bisa disebut bisa memiliki setelah pembagian
dilakukan. Juga tidak mungkin wasiat itu milik orang
yang diwasiati, karena jika sudah berpindah kepadanya,
maka dia tidak memiliki hak untuk mengembalikannya,
sama seperti yang berlaku pada pembagian harta
pusaka. Jadi, kalau begitu status wasiat ini
digantungkan. Ibnu Abdul Hakam mengutip pendapat
ketign bahwa wasiat dimiliki dengan kematian.
Alasannya, karena ini adalah harta yang ditetapkan
dengan kematian, sehingga dengan kematian inilah
harta itu berpindah. Sama seperti yang berlaku pada
harta pembagian pusaka.

Pasal: Jika wasiat itu ditarik kembali, masalahnya
perlu ditinjau terlebih dahulu. Jika itu terjadi ketika
orang vang berwasiat masih hidup, maka tidak sah
menarik kembali, karena dia tidak berhak melakukan itu
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saat dia masih hidup. Jadi, dia tidak memiliki hak untuk
menggugurkannya. Sama seperti seorang syafi’ (orang
vang memberikan syuf'ah) yang sudah memaafkan
syuf’ah sebelum terjadi jual beli. Jika itu terjadi setelah
dia meninggal dunia dan sebelum penyerahan, maka
hukumnya sah, karena haknya sudah ditetapkan
sehingga dia berhak untuk menggugurkannya. Sama
seperti seorang syafi’ yang sudah memaafkan syuf'ah
sesudah terjadinya jual beli. Jika itu terjadi sesudah
penerimaan dan sebelum penyerahan wasiat itu, maka
dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-
Syalfi’i: ,

Pendapat Pertama: Tidak sah ditarik kembali,
karena wasiat ini sudah dimiliki secara penuh. Jadi,
tidak sah ditarik kembali, sama seperti kalau hal itu
sudah diserahkan.

Pendapat Kedua: Sah ditarik kembali, dan inilah
pendapat madzhab. Alasannya, karena ini pelimpahan
hak milik dari seseorang tanpa adanya pengganti atau
kompensasi. Jadi sah hukumnya menarik kembali
wasiat tersebut sebelum diserahkan. Sama seperti yang
berlaku pada wakaf. Jika tidak diterima dan juga tidak
ditarik kembali, maka para ahli waris berhak menuntut
supaya diterima atau dikembalikan. Jika orang yang
diwasiati itu menolak untuk menerima dan
mengembalikan, maka diputuskan untuk dikembalikan,
karena status wasiat ini mengambang antara menjadi
'miliknya atau menjadi milik para ahli waris. Masalahnya
sama seperti apabila seseorang sudah mengelilingi
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tanah mati dengan batu tetapi dia tidak mau
menghidupkannya. Dia tidak mau mengelolanya dan
juga tidak mau meninggalkannya.

Pasal: Jika orang yang diwasiati meninggal dunia
sebelum orang yang memberi wasiat, maka wasiatnya
itu batal, dan kedudukannya tidak bisa ditempati oleh
ahli warisnya. Sebab, dia meninggal dunia sebelum
penetapan hak wasiat. Jika dia meninggal dunia
sesudah orang yang memberi wasiat dan sebelum
wasiat itu diterima, maka kedudukannya bisa ditempati
oleh ahli warisnya dalam hal menerima atau
mengembalikan. Sebab, ini adalah khivar vyang
ditetapkan pada kepemilikan harta. Jadi, ahli waris bisa
menggantikan kedudukan pewasiat. Sama seperti yang
berlaku dalam khivar syuf'ah.

Penjelasan:

Wasiat itu sah, baik secara mutlak maupun dengan
ketentuan. Wasiat secara mutlak adalah seperti seseorang
mengatakan, “Jika nanti aku sudah meninggal dunia, maka dua
pertiga hartaku untuk orang-orang miskin,” atau “Jika aku nanti
sudah meninggal dunia, maka dua pertiga hartaku untuk si fulan.”
begitu juga wasiat dengan suatu ketentuan, yaitu seperti seseorang
mengatakan, “Jika nanti aku sudah meninggal dunia karena sakit
yang aku derita ini, maka dua pertiga hartaku untuk orang-orang
miskin,” atau “Jika nanti aku sudah meninggal dunia di negeri ini,
maka dua pertiga hartaku untuk orang-orang miskin,” atau “Jika
nanti aku sudah meninggal dunia dalam perjalananku ini, maka
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dua pertiga hartaku untuk orang-orang miskin.” Jika kemudian dia
sembuh dari sakitnya, atau datang dari bepergiannya, atau keluar
dari negeri tersebut, lalu belakangan dia meninggal dunia, maka itu
bukan wasiat. Demikian yang dikatakan oleh Al Hasan, Sufyan
Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, dan ulama yang
lainnya.

Menurut Imam Malik, bahwa jika seseorang hanya
mengucapkan kata-kata, tetapi tidak menulisnya dalam tulisan,
maka hukumnya juga seperti itu. Jika setelah menuliskan dalam
tulisan lalu dia sembuh dari sakitnya, maka wasiatnya itu dianggap
sah.

Menurut kami itu adalah wasiat dengan syarat. Akan tetapi
karena syaratnya itu tidak terwujud, maka wasiat itu menjadi batal.
Sama seperti jika seseorang tidak menuliskan wasiatnya, atau
sama seperti seandainya seseorang berwasiat untuk suatu kaum
lalu mereka semua meninggal dunia sebelumnya. Lagi pula dia
menentukan wasiatnya dengan Kketentuan yang tidak boleh
dilanggar, sebagaimana yang telah kami kemukakan.

Jika seseorang mengatakan kepada salah satu di antara
kedua budaknya, “Kamu berstatus merdeka setelah kematianku,”
dan kepada budak yang satunya dia mengatakan, “Kamu berstatus
merdeka jika aku meninggal dunia karena sakitku ini,” lalu dia
meninggal karena sakitnya tersebut, maka kedua budak ini sama-
sama berstatus mudabbar. Dan jika dia sembuh dari sakitnya
tersebut, maka fadbir yang dengan ada ketentuannya hukumnya
batal dan fadbir yang bersifat mutlak itu hukumnya sah. Jika
seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya kepada orang lain
dengan mengatakan, “Jika kamu meninggal dunia sebelum aku,
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maka sepertiga hartaku itu untuk Amr,” maka hukumnya sah
berdasarkan syarat yang dia ucapkan.

Demikian pula yang berlaku pada syarat-syarat yang lain,
karena Nabi @ bersabda, wgb e Xs O gedowad! “Kaum muslimin

itu sesuai dengan persyaratan yang mereka tetapkan.” Hadits ini
yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Abu Daud.

At-Tirmidzi juga meriwayatkan dengan redaksi, o Mt
W 555 5 G Jof bl ) (g ss K “Kaum mustimin it
harus setia pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang
menghalalkan hal yang haram dan mengharamkan yang halal”

Menurut sebagian besar ulama, orang yang diwasiati baru
berhak menerima wasiat setelah ada penerimaan jika wasiatnya
untuk orang tertentu yang mungkin bisa menerima. Sebab, ini
merupakan bentuk pelimpahan hak milik untuk orang yang punya
kapasitas. Jadi harus ada penerimaannya, seperti yang berlaku
pada akad hibah dan akad jual beli. Jika wasiat itu diberikan bukan
untuk orang tertentu seperti untuk orang-orang miskin dan untuk
sejumlah orang yang tidak mungkin bisa dihitung berapa jumlah
mereka, seperti untuk Bani Hasyim atau Bani Tamim atau untuk
kemaslahatan umum seperti masjid, rumah sakit, dan madrasah,
atau untuk ibadah haji, maka itu tidak membutuhkan penerimaan.
Sehingga dengan adanya kematian saja, maka wasiat itu harus
dilaksanakan. Sebab, sulit untuk bisa menerimakan kepada mereka
semua. Sehingga hal itu tidak perlu dilakukan, sama seperti wakaf
terhadap mereka, dimana tidak perlu ditentukan salah seorang dari
mereka, sehingga cukup dengan penerimaannya saja. Oleh karena
itu, jika misalnya di antara mereka ada keluarga dari orang yang
berwasiat, seperti misalnya seseorang mewasiatkan seorang budak
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untuk orang-orang fakir dan ayahnya juga seorang vang fakir,
maka budak tersebut tidak berstatus merdeka. Lagipula
kepemilikan tidak ditetapkan oleh orang yang berwasiat untuk
mereka, pendapat ini berdasarkan masalah yang telah kami
kemukakan sebelumnya. Sebenarmya penerimaan wasiat harus
dilakukan oleh masing-masing dari mereka. Jadi, serah terima
yang dia lakukan itu mewakili penerimaannya.

Apabila wakafnya untuk orang tertentu, maka untuk
menetapkan hak miliknya, dia harus menerimanya. Akan tetapi
tidak harus dengan menggunakan kata-kata, melainkan cukup
dengan menerima secara fisik barang yang diwakafkan, karena hal
ini sudah menunjukkan kerelaan. Sama seperti pendapat kami
dalam akad jual beli dan hibah.

Jika demikian adanya, maka berarti waéiat itu mencakup
dua hal: Pertama, pemberian. Kedua, pemberian kuasa.

Pemberian adalah seseorang mewasiatkan sebagian dari
hartanya untuk orang vang dia sukai. Waktu penerimaan atau
pengembalian yang dianggap sah adalah setelah kematian orang
yang berwasiat. Jadi, apabila wasiat itu diterima atau ditolak
setelah dia meninggal dunia, maka hukumnya sah, dan berlakulah
hukum yang terkait dengan masing-masing. Sebaliknya, jika orang
yang berwasiat itu masih hidup, maka hukumnya menerima atau
mengembalikan wasiat itu tidak sah.

Sementara menurut Abu Hanifah, sah mengembalikan dan
tidak sah menerima, karena hukum vyang berlaku pada
mengembalikan itu lebih luas daripada yang berlaku pada
menerima wasiat. Namun pendapat ini salah dengan beberapa
alasan. Antara lain, karena menerima adalah bandingannya
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mengembalikan, yang kedua-duanya harus dikembalikan kepada
orang yang berwasiat. Keduanya harus seiring, dan tidak boleh
dipisahkan seperti itu.

Sementara wasiat dengan cara menguasakan harta anak
kecil atau membagi-bagi sepertiganya atau juga melaksanakan
wasiat, maka sah hukumnya menerima atau mengembalikannya
itu, baik ketika orang yang berwasiat masih hidup ataupun sudah
meninggal dunia. Berbeda dengan wasiat yang berupa pemberian.
Menerimanya ketika orang yang melakukan akad masih hidup
malah lebih sah. Hal itu adalah pemberian yang diterima pada saat
yang tepat.

Jika wasiat itu dikembalikan ketika orang yang memberi
wasiat itu masih hidup, maka tidak boleh diterima setelah dia
meninggal dunia maupun saat dia masih hidup. Jika itu diterima
ketika orang yang berwasiat masih hidup, maka hukumnya sah.
Jika mau, dia memiliki kedudukan yang sama atas wasiat itu, dan
jika mau dia boleh keluar darinya, baik ketika orang yang berwasiat
masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Abu Hanifah
menyatakan, bahwa dia boleh keluar dari wasiat setelah orang
yang berwasiat itu meninggal dunia, dimana dia juga boleh keluar
ketika dia masih hidup jikka memang dia ada. Akan tetapi jika
orang itu tidak ada, maka dia tidak boleh melepas wasiat itu.
Pendapat ini keliru, jika ditinjau dari dua alasan:

Alasan Pertama: Jika sebuah akad sudah ditetapkan, maka
hukumnya sama, baik orang yang bersangkutan itu masih hidup
ataupun sudah meninggal dunia.

Alasan Kedua: Jika kehadiran orang yang masih hidup
dianggap sebagai syarat dia dapat terlepas dari wasiat, maka
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persetujuannya itu juga harus demikian, padahal para ulama
sepakat bahwa untuk mengukur persetujuannya tidaklah seperti
itu.

Jika wasiat itu dikembalikan, maka itu tidak bisa lepas dari
lima hal sebagai berikut:

Hal Pertama: Wasiat itu dikembalikan sebelum kematian
orang yang berwasiat. Dalam masalah ini tidak sah, karena berarti
tidak terjadi wasiat. Hal ini sama seperti mengembalikan barang
vang dijual sebelum adanya jiab dalam akad jual beli, lagipula
karena belum ada penerimaan, maka tidak boleh juga terjadi
pengembalian. Sama seperti yang berlaku sebelum ada wasiat.

Hal Kedua: Wasiat itu dikembalikan setelah kematian orang
yang berwasiat dan sebelum wasiat itu diterima.- Dalam hal ini sah
mengembalikan dan wasiatnya itu menjadi batal. Setahu kami,
semua ulama sepakat atas hal ini. Sebab, ini berarti orang yang
menerima wasiat itu menggugurkan haknya pada saat dia berhak
untuk menerima dan mengambilnya. Ini sama seperti seorang
svafi’yang memaafkan syufah setelah berlangsungnya jual beli.

Hal Ketiga: Wasiat itu dikembalikan sesudah diserahkan
dan diterima. Bentuk pengembalian seperti ini tidak sah, karena
kepemilikannya sudah final. Ini sama seperti dia mengembalikan
miliknya yang lain tanpa persetujuan para ahli waris, sehingga ini
merupakan hibah mumi untuk mereka yang membutuhkan
persyaratan hibah.

Hal Keempat: Wasiat itu dikembalikan sesudah diserahkan
dan sebelum diterima. Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama
fikih Asy-Syalfi’i:
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Pendapat Pertama: Sah dikembalikan, karena apabila
mereka berhak mengembalikan tanpa diterima, maka mereka juga
berhak mengembalikan tanpa adanya penyerahan. Juga karena
kepemilikan orang yang berwasiat itu belum bisa ditetapkan
sebelum adanya penyerahan, maka wasiat itu sah untuk
dikembalikan, sama seperti jika wasiat itu belum diterima.

Pendapat Kedua: Tidak sah wasiat itu dikembalikan, karena
kepemilikan sudah dianggap final dengan adanya penyerahan
tanpa harus diterima.

- Hal Kelima: Orang yang diwasiati itu tidak mau menerima
dan juga tidak mau mengembalikan. Status hukum ini sama seperti
status hukum yang dikembalikan, karena status kepemilikannya
berada di tengah-tengah antara dia dan para ahli waris. Contohnya
seperti seseorang vang setelah mengelilingi lahan tak bertuan
dengan batu, akan tetapi dia tidak mau menghidupkannya atau dia
hanya berada di dekat mata air tanpa mau mengambil dan juga
tanpa mau pergi dari sana, sehingga air tidak bisa dimanfaatkan
untuk keperluan minum manusia atau binatang atau untuk
menyirami tanaman-tanaman. Namun ulama madzhab Hanbali
memiliki pendapat yang berbeda dalam masalah yang ketiga tadi,
karena mereka membedakan antara barang yang biasa ditakar
atau ditimbang dengan yang lainnya.

Ulama madzhab kami berbeda dalam dua pendapat tentang
mengembalikan wasiat yang belum diterima dan sesudah kematian
orang yang berwasiat ketika wasiat itu sudah menjadi milik orang

yang diwasiati, apakah wasiat itu masih tetap berada péda orang
vang berwasiat atau masuk dalam milik para ahli waris:
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atau cacat. Wasiat berbeda dengan hibah dalam pengertian bahwa
hibah sebelum diterima itu tidak wajib, maka boleh
membatalkannya karena kematian, sementara wasiat adalah
sebaliknya. Posisi para ahli warisnya ada tiga. Pertama, mereka
semua menerima wasiat. Kedua, mereka semua menolak wasiat.
Dan ketiga, sebagian mereka bisa menerima dan sebagian bisa
menolak. Jika mereka menerima semua, maka berdasarkan
pendapat yang menganggap penerimaan itu sebagai bukti tidak
bisa memiliki dengan adanya kematian, maka yang memiliki wasiat
dengan diterimanya para ahli waris adalah orang yang diberi
wasiat, bukan para ahli waris. Berdasarkan pendapat yang
menganggap, bahwa menerima itu berarti memiliki, maka ulama
madzhab kami berselisih pendapat, apakah wasiat masuk dalam
milik orang yang diberi wasiat dengan keterangan para ahli waris
atau tidak ? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-
Syafi’i: '

Pendapat Pertama: Ini pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah,
bahwa wasiat dimiliki oleh ahli waris, bukan oleh orang yang diberi
wasiat, karena timbulnya kepemilikan adalah karena penerimaan
mereka.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat madzhab yang
dijadikan pedoman oleh sebagian besar ulama-ulama Bashrah dan
yang dikutip oleh Abu Al Qasim bin Kaaj dari para guru mereka,
bahwa wasiat itu dimiliki oleh orang yang diberi wasiat dengan
penerimaan ahli warisnya. Sebab jika tidak masuk dalam miliknya,
maka wasiat itu batal, karena para ahli waris bukanlah orang yang
diberi wasiat. Jadi, wasiat itu tidak boleh dimiliki oleh orang yang
tidak diberinya. Jika semua ahli waris kompak menarik kembali,
maka wasiat juga batal. Wallahu A lam.
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Bab: Yang Dianggap Termasuk Sepertiga

Asy-Syirazi & mengatakan: Beragam pemberian
yang bersifat sosial dan sukarela seperti memerdekakan
nya budak, hibah, sedekah, dan muhabah dalam jual
beli diperhitungkan bagian dari sepertiga, baik ketika
orang yang mewasiatkan itu masih dalam keadaan
sehat maupun ketika sedang menderita sakit, atau
sebagian dalam keadaan sehat dan sebagian lagi sedang
menderita sakit, karena kewajiban yang berlaku untuk
semua adalah ketika meninggal dunia.

Sedangkan yang menyangkut beragam kewajiban
seperti utang antar sesama manusia, dan hak-hak Allah
seperti ibadah haji dan zakat jika tidak diwasiatkan,
maka harus dibayar dari pokok harta, bukan dari
sepertiga. Sebab, larangan berwasiat lebih dari
sepertiga itu menyangkut hak para ahli waris, dimana
mereka tidak punya hak jika orang yang berwasiat
masih memiliki tanggungan utang, sehingga tidak
diperhitungkan dari sepertiga.

Jika seseorang berwasiat membayar tanggungan
tersebut dari sepertiga, maka itu dimasukkan dalam
sepertiga, karena hal itu pada dasarnya berasal dari
pokok harta. Dan karena dia menjadikan hal itu dari
sepertiga, maka bisa disimpulkan bahwa dia sengaja
memenuhi hak para ahli waris, sehingga hal itu
dimasukkan dalam sepertiga. Jika dia berwasiat seperti
itu tanpa mengucapkan, “ltu dari sepertiga,” maka
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Penjelasan:

Hadits Imran bin Hashin diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim,
dan imam empat dengan redaksi seperti yang dikemukakan oleh
penulis. Dalam riwayat oleh Imam Ahmad disebutkan,
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“Sesungguhnya seseorang yang sedang dalam keadaan
kritis memerdekakan enam orang budaknya. Lalu beberapa orang
dusun vyang termasuk ahli warisnya datang. Mereka
memberitahukan apa yang dilakukan orang itu kepada Rasulullah
& Beliau bersabda, “Jadi dia melakukan itu. Seandainya tahu
sebelumnya, maka aku tidak mau menshalati jenazahnya.” Beliau
kemudian mengundi di antara mereka. Beliau hanya
memerdekakan vang dua, dan tetap membiarkan sebagai budak
yang empat.”

Ahmad dan Abu Daud juga meriwayatkan sebuah hadits
yang bersumber dari Abu Zaid Al Anshari,
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“Sesungguhnya seseorang memerdekakan enam orang
budaknya saat dia sedang dalam leadaan kritis, padahal dia tidak
punya harta selain keenam budak itu. Maka yang dimerdekakan

hanya dua orang saja, dan yang empat tetap dibiarkan sebagai
budak.”

Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, ‘..\ ;,M.f of JJ if.t.e...a J

u;,;‘.&.n ,uu < u“" “Seandainya aku memberikan kesaksian

sebelum dia dikebumikan, maka dia tidak akan dikebumikan di
pekuburan kaum muslimin.” Nash ini menafsiri kata-kata keras
vang tidak dijelaskan dalam riwayat Imran yang isinya antara lain
adalah peringatan dan kecaman yang sangat keras. Sebab, Allah
£ tidak mengizinkan orang yang sedang sakit berwasiat lebih dari
sepertiga. Jika dia berwasiat lebih dari sepertiga, berarti dia
melanggar ketetapan Allah dan menyerupai orang vang
memberikan hibah dari harta orang lain.

Hukum: Dua hadits tadi menunjukkan bahwa pengelolaan
harta yang dilakukan oleh orang yang sedang menderita sakit itu
dilaksanakan dari sepertiga hartanya. Sebelumnya sudah
dikemukakan kesepakatan para ulama yang melarang berwasiat
lebih dari sepertiga bagi orang yang memiliki ahli waris. Tetapi
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yang terlaksana ketika seseorang sedang menderita sakit parah,
maka hukumnya adalah hukum wasiat. Para ulama ahli fikih
berbeda pendapat, apakah sepertiga dari harta peninggalan itu
diperhitungkan pada saat wasiat atau pada saat kematian?
Menurut pendapat yang paling shahih di kalangan ulama madzhab
kami, yaitu pada saat kematian. Inilah yang merupakan pendapat
Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Ini juga pendapat Ali bin
Abi Thalib @ dan beberapa ulama dari generasi tabi’in.

Sementara yang berpendapat diperhitungkan pada saat
wasiat adalah Imam Malik, sebagian besar ulama Irak, Ibrahim An-
Nakha i, dan Umar bin Abdul Aziz. Mereka berdalih bahwa wasiat
adalah akad, dan yang diperhitungkan itu adalah bagian awalnya.
Alasan lain, misalkan seseorang bernadzar hendak mensedekahkan
sepertiga hartanya, maka berdasarkan kesepakatan para ulama,
hal itu diperhitungkan pada saat dirinya bernadzar. Tetapi alasan
ini disanggah bahwa wasiat bukanlah akad dari semua aspek.
Itulah sebabnya dalam masalah ini, tidak diperhitungkan unsur
spontanitas dan penerimaannya. Beda antara nadzar dan wasiat
adalah karena wasiat bisa ditarik kembali sementara nadzar itu
wajib ditunaikan.

Masalah yang kemudian muncul dari perbedaan ini adalah
jika belakangan dia mendapatkan harta sesudah wasiat. Mereka
juga berbeda pendapat, apakah sepertiga dihitung dari semua
harta ? Atau dibatasi dengan yang hanya diketahui oleh orang
yang berwasiat, bukan yang tidek diketahuinya? Atau yang
berkembang tanpa diketahuinya? Mayoritas ulama cenderung pada
pendapat yang pertama, dan Imam Malik cenderung pada yang
kedua. Argumen mereka adalah bahwa berdasarkan kesepakatan
para ulama, ketika berwasiat dia tidak harus hapal berapa jumlah
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hartanya. Jika disyaratkan bahwa dia harus mengetahui, maka hal
itu tidak boleh.

Terkait dengan masalah hukum, jika seseorang berwasiat
yang berupa amal-amal sosial secara suka rela, hibah, sedekah,
muhabah dalam jual beli, contohnya adalah jika barang yang dijual
itu seharga sepuluh dirham lalu yang diwasiatkan sebesar lima
dirham misalnya, setelah nanti dia meninggal dunia, maka yang
lima dirham sisanya, diperhitungkan dari sepertiga yang
diperbolehkan oleh Allah untuk dikelola dengan cara diwasiatkan,
baik wasiat ini terjadi dalam keadaan sehat atau dalam keadaan
sakit. Demikian pula jika dia membebaskan utang dari ahli
warisnya atau berwasiat dengan membayar tanggungan utangnya
atau seorang wanita yang membebaskan suaminya dari membayar
maskawin atau memaafkan denda pelanggaran, maka itu sama
seperti wasiat.

Jika yang dimaafkan adalah tanggungan hukuman gishas
yang berupa barang, maka hal itu gugur tanpa adanya imbalan.
Jika yang dimaafkan adalah sanksi hukuman menuduh, maka hal
itu gugur secara mutlak. Dan jika dia mewasiatkan untuk orang
yang punya piutang terhadap ahli warisnya, maka wasiatnya sah.
Demikian pula jika dia menghibahkannya. Demikian pendapat
Ahmad, Asy-Syafi’i, dan Abu Hanifah.

Namun menurut Abu Yusuf, itu adalah wasiat untuk ahli
waris, karena ahli warislah yang memanfaatkan wasiat tersebut
dan yang membayar utangnya dari wasiat tersebut. Menurut kami
juga sah kalau dia berwasiat untuk orang lain, atau untuk orang
yang biasa berbuat baik kepada ahli warisnya. Jika dia berwasiat
untuk ayah ahli warisnya, maka hukumnya juga sah. Akan tetapi
jika yang dia maksudkan dengan hal itu adalah memberi manfaat
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untuk ahli waris hukumnya tidak boleh terhadap sesuatu yang
terkait dengan hak Allah.

2 -,

Menafsiri firman Allah &, ) i TR SE 53
“Akan tetapi barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat
itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa” (Qs. Al Bagarah [2]:

182), Thawus mengatakan, yaitu seseorang berwasiat untuk anak
puterinya yang dimaksudkan untuk kepentingan puterinya.

Cabang: Asy-Syafi'i & mengatakan, boleh pernikahan
yang dilakukan oleh orang yang sedang sakit. Menurut kami, jika
dia menikahi seorang wanita hukumnya sah, dan si wanita berhak
mendapatkan harta warisan dan maskawin yang tidak boleh
melebihi dari maskawin standarnya. Jika lebih, maka harus
dikembalikan apabila dia memang memiliki ahli waris, dimana
wasiat terus berlangsung apabila dia tidak memiliki ahli waris. Hal
ini juga berlaku bagi seorang wanita.

Imam Malik menjelaskan, bahwa pernikahan orang yang
sakit seperti itu hukumnya batal, dan dia tidak berhak
mendapatkan harta warisan. Dia juga tidak wajib memberikan
maskawin kecuali atas kemauan dan kesadarannya sendiri. Maka
dia harus membayar maskawin standar yang diambilkan dari
sepertiga hartanya itu. Di samping pernikahannya batal, sang isteri
juga tidak berhak mendapatkan harta warisan.

Menurut Ibnu Abi Laila, pernikahannya diperbolehkan, dan
warisannya itu diambilkan dari sepertiga hartanya. Sementara
menurut Ibnu Abu Hurairah, pernikahannya diperbolehkan tetapi
tidak mendapatkan warisan. Hasan Al Bashri mengatakan, bahwa
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jika pernikahannya tersebut membawa mudharat maka tidak
diperbolehkan. Begitu pula sebaliknya. Dan jika hal itu diperlukan
untuk memberikan pelayanan dan lainnya, maka itu
diperbolehkan.

Dalil kami adalah pengertian umum firman Allah $, Gis$i6

TN 53 K Q8 “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu
il o2

senangi, ” }aitu tanpa dibedakan antara yang sehat dan yang sakit.
Mu’adz bin Jabal berkata dalam kondisi sakitnya, “Nikahkan aku
supaya nanti jangan sampai aku bertemu Allah dalam keadaan
membujang.” Abdullah bin Mas’ud berkata, “Seandainya batas ajal
kematianku hanya tinggal sepuluh hari saja, aku tetap ingin punya
seorang isteri.”

Diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwah, dari ayahnya,
“Sesungguhnya Az-Zubair @ menjenguk Qudamah. Dia
memberikan kabar gembira tentang seorang gadis. Mendengar itu
Qudamah berkata, “Nikahkan aku dengannya.” Az-Zubair
bertanya, “Apa yang akan bisa kamu lakukan dalam keadaan
seperti ini?2.” Qudamah menjawab, “Jika aku masih terus
dikaruniai usia panjang aku punya hubungan nasab dengan Az-
Zubair, dan jika aku nanti meninggal dunia mereka adalah orang
yang paling berhak mewarisi aku.”

Pernikahan itu layaknya tempat peristirahatan, dimana
orang vang sehat tidak dilarang, maka seharusnya orang yang sakit
juga tidak dilarang. Pernikahan juga adalah akad yang tidak
melarang orang vang sakit, sama seperti menjual dan membeli.
Pemnikahan yang dilakukan itu mungkin karena kebutuhan atau

3 Qs. An-Nisaa" [4]): 3.
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dan setahu kami tidak ada yang menentangnya. Jika hal itu
dilakukan ketika dia sedang sakit parah yang dapat merenggut
nyawa, maka menurut pendapat sebagian besar ulama harus
diambilkan dari sepertiga.

Sedangkan menurut pendapat yang dikutip dari ulama-
ulama madzhab Zhahiri tentang hibah yang diterimakan, hal itu
diambilkan dari pokok harta. Akan tetapi pendapat ini tidak benar,
berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah &, dia

berkata, Rasulullah @ bersabda, & oS08 X oSCle 34 d 0)

F.‘Q\L.Gf o VJSJ gSL}j ;.?J\}J “Sesungguhnya Allah mengizinkan
kalian untuk bersedekah menjelang kematian kalian sebesar

sepertiga harta kalian sebagai tambahan atas amal-amal kalian.”
Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya.

Ini menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh berwasiat
lebih dari sepertiga. Sebelumnya sudah kami kemukakan secara
detail dan panjang lebar tentang mana yang harus diambilkan dari
pokok harta, dan mana yang harus diambilkan dari sepertiga.
Coba simak lagi. Status hukum beragam pemberian ketika
seseorang sedang sakit yang cukup parah itu sama seperti wasiat
dalam lima hal sebagai berikut:

Hal Pertama: Sama-sama menghentikan pelaksanaan atas
keluarnya wasiat lebih dari sepertiga, atau ijin para ahli waris.

Hal Kedua: Tidak sah pemberian oleh ahli waris, kecuali
dengan persetujuan para ahli waris lainnya.

Hal Ketiga: Kelebihannya berkurang dari kelebihan sedekah
dalam keadaan sehat.

Hal Keempat: Berebut terhadap wasiat dari sepertiga.
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Hal Kelima: Pengeluaran dari sepertiga itu diperhitungkan
saat kematian, bukan sebelum maupun sesudahnya. Ini berbeda
dengan wasiat dalam enam hal sebagai berikut:

Hal Yang Pertama: Pemberian itu wajib terhadap orang
vang memberikan, dan dia tidak berhak menarik kembali
pemberiannya meskipun jumlahnya cukup banyak. Sementara
larangan melebihi dari sepertiga adalah hak para ahli waris, bukan
haknya. Jadi, dia tidak berhak untuk menyetujui atau menolaknya.
Seseorang  berhak menarik kembali wasiat, karena
menyalurkannya untuk derma disyaratkan harus dengan kematian
orang yang berwasiat. Jadi kalau dia belum meninggal dunia, maka
tidak ada istilah derma maupun pemberian. Berbeda dengan
pemberian saat sedang sakit yang memang ada, sama seperti
wasiat. '

Hal Yang Kedua: Menerimanya secara seketika pada saat
orang vang memberi masih hidup. Demikian pula mengembalikan
nya. Sementara status hukum menerima atau mengembalikan
wasiat baru ada setelah kematian. Jadi, syarat-syaratnya baru
diperhitungkan ketika orang yang memberi masih ada, sedangkan
wasiat adalah derma setelah kematian sehingga syarat-syaratnya
baru diperhitungkan sesudah kematian.

Hal Yang Ketiga: Pemberian itu membutuhkan syarat-
syarat yang ditetapkan untuknya saat orang yang memberikan
diketahui dalam keadaan masih sehat. Pemberian tidak sah jika
digantungkan dengan suatu syarat dan merupakan gharar pada
selain masalah memerdekakan budak. Sementara wasiat adalah
kebalikannya. |
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Hal Yang Keempat: Pemberian itu lebih didahulukan
daripada wasiat. Inilah pendapat Ahmad, Asy-Syafi'i, dan
mayoritas ulama. Ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah, Abu
Yusuf, dan Zufar. Kecuali memerdekakan budak yang menurut
mereka harus lebih didahulukan. Sebab, hal ini berkaitan dengan
hak Allah #:. Pemberhentian dan pelaksanaan masalah ini
menyangkut milik orang lain. Makanya ini harus lebih didahulukan.

Hal Yang Kelima: Jika seluruh pemberian tidak cukup
untuk membiayai pemerdekaan budak, maka dimulai dari yang
paling awal lalu yang awal, baik yang awal itu memerdekakan

budak atau lainnya. Inilah pendapat Imam Ahmad dan Imam
Svafi'i.

Abu Hanifah menyatakan, semuanya sama jika dari jenis
yang sama. Jika dari beberapa jenis, dan muhabah yang lebih
dahulu, maka itu yang harus lebih didahulukan, dan jika
belakangan, maka ini disamakan dengan memerdekakan budak.
Alasannya, karena muhabah itu menyangkut hak sesama manusia
lewat cara pertukaran. Jadi harus didahulukan jika itu yang
memang lebih dahulu. Sama seperti membayar utang. Jika
jenisnya sama, maka harus disamakan, karena ini adalah
pemberian dari jenis yang sama vyang diperhitungkan dari
sepertiga. Jadi harus disamakan, seperti wasiat. Menurut Abu
Yusuf dan Muhammad, bahwa memerdekakan budaklah yang
harus didahulukan.

Hal Yang Keenam: Jika orang yang memberikan hibah
meninggal dunia sebelum hibah diserahkan, maka para ahli waris
boleh memilih. Jika mau mereka boleh menerimanya, dan jika
mau, mereka juga boleh menolak. Wasiat tetap berlanjut dengan
adanya penerimaan sesudah kematian, meskipun tanpa
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persetujuan mereka. Kewajiban terhadap orang yang sedang sakit
tidak mungkin ditolak atau digugurkan, seperti misalnya denda
tindakan pelanggaran. Hal-hal lain yang muncul belakangan
sebagai konsekuensinya diambilkan dari harta pokok. Inilah
kesepakatan para ulama, dan setahu kami tidak ada yang
menentangnya. Dan ini pula pendapat Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin
Hanbal. Demikian pula boleh menikah dengan maskawin standar
vang diambilkan dari pokok harta, karena ini adalah bentuk
penggunaan harta karena ada kebutuhan untuk diri sendiri,
sehingga ini lebih didahulukan daripada para ahli waris.

Dalam masalah yang menyangkut orang yang sakit, maka
ada beberapa hukum yang terkait dengannya. —-Hukum vyang
Pertama- dimana disyaratkan bagi orang yang sakit itu dua syarat
berikut:

Syarat Pertama: Kematiannya terkait dengan sakit yang
diderita. Jadi kalau dia sembuh dari sakit di mana dia memberikan
pemberian, kemudian setelah itu dia meninggal dunia, maka status
hukum pemberiannya adalah pemberian yang sah, karena
penyebab kematiannya sudah lain.

Svarat Kedua: Sakitnya dikhawatirkan membawa kematian.
Pada dasarnya sakit itu ada tiga bagian; yaitu sakit yang tidak
dikhawatirkan berakibat kematian seperti sakit gigi, sakit mata,
pusing, demam, dan lain sebagainya. Menderita sakit-sakit seperti
itu sama saja dengan orang yang sehat, karena biasanya tidak
dikhawatirkan membawa kematian.

Hukum Yang Kedua: Beragam sakit yang parah seperti
kusta, stroke, asma, paru-paru, tbc, dan lain sebagainya. Jika
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penvakit ini membuat si penderitanya harus tergeletak di atas
tempat tidur, maka berarti penyakit yang dikhawatirkan berakibat
kematian.

Menurut Al Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik, Imam
Abu Hanifah berikut murid-muridnya, Abu Tsaur, dan Imam
Ahmad, bahwa wasiat orang yang menderita kusta dan struk itu
diambilkan dari sepertiga, karena bisa jadi mereka akan selalu
berada di atas tempat tidur. Asy-Syafi'i menyatakan, si penderita
penvakit ini tidak dikhawatirkan akan mengalami kematian yang
mendadak. Jika tidak sembuh-sembuh, maka dia seperti orang
pikun, terlebih bagi penderita struk yang cukup parah.

Hukum Yang Ketiga: Tentang orang yang diyakini akan
segera meninggal dunia, masalahnya harus dilihat terlebih dahulu.
Jika akalnya berubah seperti jaringan otaknya yang mengalami
radang, maka pemberian wasiatnya ini sah. Dan bagi orang yang
menderita penyakit sangat parah namun akalnya tetap normal,

maka dermanya itu sah. Demikian pula menurut pendapat Imam
Ahmad.

Kesimpulannya adalah, bahwa pemberian dalam keadaan
sakit itu lebih didahulukan daripada wasiat jika sepertiga tidak
mencukupinya. Sebab, pemberian harus dilaksanakan dan wasiat
boleh digantungkan dengan suatu syarat. Jika sepertiga tidak
mencukupi untuk memenuhi pemberian yang diberikan oleh orang
vang sakit, maka didahulukan mana yang paling dahulu lalu yang
lebih dahulu dan seterusnya. Jika sepertiga tidak cukup untuk
wasiat, maka yang paling dahulu itu tidak didahulukan. Sebab
pemberian orang yang sedang sakit itu dapat dimiliki dengan
adanya penyerahan. Sementara wasiat dimiliki dengan adanya
kematian. Jadi, status hukum vyang dahulu maupun vyang
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belakangan sama saja, asalkan di antara wasiat ini tidak ditengahi
oleh pemerdekaan budak. Jika ditengahi pemerdekaan budak yang
hukumnya wajib karena untuk membayar kafarat atau memenuhi
nadzar, maka ini harus lebih didahulukan daripada wasiat-wasiat
sunah. Tentang memerdekakan budak yang sunah, dalam masalah
ini ada dua pendapat Asy-Syali'i:

Pendapat Pertama: Memerdekakan budak lebih
didahulukan daripada semua wasiat. Demikian pendapat Ibnu
Umar dari kalangan sahabat, Syuraih serta Al Hasan dari kalangan
tabi'in, dan Imam Malik serta Ats-Tsauri dari kalangan para ahli

Pendapat Kedua: Memerdekakan budak dan semua wasiat
sama dalam memperebutkan sepertiga, karena semuanya sama-
sama sunah. Ini merupakan pendapat Ibnu Sirin dan Asy-Syu’bi
dari kalangan tabi’in, dan Abu Tsaur dari kalangan para ahli fikih.
Akan tetapi jika orang yang sakit itu meninggal dunia karena sakit
vang tidak jelas, maka masalahnya dikembalikan kepada dua orang
dokter yang muslim. Mereka lah yang akan menentukannya.
Sebab, di zaman kita sekarang ini penyakit kian banyak jenisnya
dan juga semakin banyak dokter spesialisnya. Masing-masing
dokter terkadang memiliki hasil diagnosa yang berbeda dengan
dokter vang lain. Jika kedua orang dokter ini bertemu dan
bermusyawarah mungkin mereka akan mensepakati suatu
keputusan vyang bisa digunakan untuk menetapkan wasiat.
Sungguh sangat baik seandainya para dokter Islam mendalami
hukum-hukum agama vang terkait dengan ilmu serta tugas
mereka, tentu di antara mereka akan muncul suatu umat yang
dapat memberikan petunjuk dengan tulus.

200 || Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab



Asy-Syirazi & mengatakan: Pasal: Jika seseorang
berada di dalam peperangan yang sedang berkecamuk
di antara dua pasukan yang berimbang, atau dia sedang
berada di laut yang sedang bergelombang besar, atau
sedang berada dalam tawanan orang-orang kafir yang
suka membunuh tawanannya, atau dia akan dihukum
mati karena dianggap sebagai penjahat perang atau
dihukum pancung karena berzina, maka dalam masalah
ini ada dua pendapat Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Statusnya sama seperti orang
sakit yang dikhawatirkan meninggal dunia, sehingga
dermanya diambilkan dari sepertiga. Karena dalam
keadaan genting seperti itu kemungkinan besar dia
akan meninggal dunia, seperti yang dialami oleh orang
yang sedang menderita sakit yang dikhawatirkan
berakibat pada kematian.

Pendapat Kedua: Statusnya seperti orang sehat,
karena pada tubuhnya tidak ada yang dikhawatirkan
bahwa dia akan meninggal dunia. Jika seseorang
diajukan untuk dihukum mati, maka pemberiannya itu
tidak diperhitungkan dari sepertiga, sepanjang dia tidak
menderita luka. Ulama madzhab kami berselisih dalam
dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i pada
masalah ini. Menurut Abu Ishaq, masalah ini ada dua
pendapat Asy-Syafi’i, karena ini disamakan dengan
kasus seorang tawanan yang jatuh ke tangan orang
kafir yang dikenal suka membunuh tawanan. Di antara

ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa
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pemberiannya itu tidak diperhitungkan dari sepertiga
karena ini tidak dalam keadaan yang menakutkan.

Penjelasan Hukum: Selain yang telah kami kemukakan
sebelumnya, keadaan yang mengkhawatirkan itu ada pada lima
keadaan yang kedudukannya sama dengan kedudukan orang yang

sakit:

Keadaan Pertama: Jika kedua belah pihak pasukan terlibat
pertempuran yang begitu sengit sehingga tidak bisa dibedakan,
dan kekuatan mereka seimbang. Namun jika pihak yang satu lebih
kuat dari yang lain, maka dia tidak bisa disebut dalam keadaan
vang mengkhawatirkan. Demikian pula jika kedua belah pihak
tidak terlibat dalam pertempuran secara fisik, melainkan hanya
sekedar ketegangan atau saling membidikkan panah, maka ini juga
tidak bisa disebut bahwa dia dalam keadaan vyang
mengkhawatirkan. Ini berlaku untuk dua pasukan yang se agama
atau berbeda agama. Ada dua pendapat yang dikutip dari Asy-
Svafi'i.

Pendapat Pertama: Ini keadaan yang mengkhawatirkan. Ini
juga merupakan pendapat Imam Malik, Al Auza’i, Sufyan Ats-
Tsauri, dan Imam Ahmad. Pendapat yang sama dikutip dari
Makhul.

Pendapat Kedua: Ini keadaan yang tidak mengkhawatirkan,
lantaran tidak berkaitan dengan kondisi sakit.

_ Kondisi Kedua: Jika seseorang diajukan untuk dijatuhi
hukuman gishas atau hukuman lainnya, atau dia seperti orang
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vang diajukan untuk dihukum pancung karena berbuat zina, maka
dalam masalah ini juga ada dua pendapat Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Ini dalam keadaan yang mengkhawatir
kan.

Pendapat Kedua: Ini dalam keadaan yang tidak mengkha
watirkan, karena secara fisik dia sehat, dan secara lahiriah dia
diampuni. Imam Ahmad cenderung pada pendapat yang pertama,
karena ancaman hukuman mati adalah pemaksaan vang
menghalangi jatuhnya talak serta keabsahan jual beli. Bahkan hal
ini dapat memperbolehkan hal-hal yang diharamkan. Jika itu
disebut keadaan yang mengkhawatirkan, maka tentu beragam
hukum tersebut tidak ditetapkan.

Kondisi Ketiga: Jika seseorang mengarungi lautan dengan
kapal dan perahu dengan tenang, maka hal itu tidak bisa disebut
keadaan yang mengkhawatirkan. Jika laut bergelombang besar
atau angin bertiup sangat kencang sehingga perahu vyang
ditumpangi itu terombang-ambing, maka itu dalam keadaan yang
mengkhawatirkan, karena Allah £ mensifati mereka dengan
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vang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, (berlayar) di
lautan, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan
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meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di
dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira
karenanya, datanglah angin badai. Apabila gelombang dari
segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka
telah terkepung (bahaya)) maka mereka berdoa kepada Allah
dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya semata-mata.
(Mereka berkata) ‘Sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan
kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang
vang bersyukur’.” (Qs. Yuunus [10]): 22).

Kondisi Keempat: Tentang orang yang ditawan dan
dipenjara, jika biasanya hal itu mengakibatkan kematian, maka
dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Dia adalah orang yang berada dalam
keadaan mengkhawatirkan. Jadi, pemberiannya itu diambilkan dari
sepertiga. Begitu pula sebaliknya. Ini merupakan pendapat Abu
Hanifah, Malik, Ahmad bin Hanbal, dan Ibnu Abi Laila.

Pendapat Kedua: Dia adalah orang yang tidak dalam
keadaan mengkhawatirkan. Jadi, pemberiannya itu diambilkan dari
harta pokok. Al Hasan menyatakan, ketika Al Hajjaj menawan
Iyas, maka dia tidak berhak atas hartanya kecuali sepertiga. Al
Qadhi Abu Bakar mengatakan, bahwa pemberian orang yang
ditawan itu diambilkan dari sepertiga hartanya. Ini juga merupakan
pendapat Az-Zuhri, Sufyan Ats-Tsauri, dan Ishaq. Pendapat yang
sama juga dikutip oleh Ibnu Al Mundzir dari Imam Ahmad.

Asy-Sya’bi dan Malik menyatakan, bahwa pemberian
seorang pasukan perang itu diambilkan dari sepertiga hartanya.
Masruq berkata, yaitu apabila si pasukan ini menginjakkan kakinya
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di medan perang, sementara Al-Auza’ berkata, yaitu orang yang
dikepung dalam perang di jalan Allah, orang yang ditawan sambil
menunggu hukuman mati, dan orang yang sepasang matanya
dicungkil, maka pemberiannya ini diambilkkan dari sepertiga
hartanya itu. Yang benar insya Allah seperti yang telah kami
kemukakan dengan detail tadi, karena hanya ditawan atau
dipenjara yang tidak dikhawatirkan akan dibunuh bukanlah sakit
dan juga bukan dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Jadi,
keduanya tidak bisa disamakan. Apabila orang sakit yang tidak
dikhawatirkan meninggal dunia saja pemberiannya diambilkan dari
harta pokoknya, maka apalagi yang lainnya.

Jika dia ditawan oleh sekelompok kaum muslimin, maka
menurut pendapat madzhab, dia bukan orang yang keadaannya
dikhawatirkan, karena untuk membunuh tawanan kafir saja kaum
muslimin harus memiliki persyaratan yang cukup. Apalagi
membunuh tawanan sesama muslim.

Kondisi Kelima: Terjangkitnya penyakit thaun di sebuah
negara menurut pendapat yang dikutip dari Imam Ahmad adalah
keadaan yang dikhawatirkan. Akan tetapi menurut pendapat
madzhab, dia tidak dianggap seperti orang yang sakit. Walahu
A'lam.

Asy-Syirazi & mengatakan: Pasal: Jika sepertiga
tidak mencukupi penggunaan berbagai derma, baik
derma yang dilaksanakan pada saat sedang sakit atau
dalam wasiat, dan jika derma yang dilaksanakan pada
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maka orang yang diwasiati mendapatkan sepertiga dari
harta yang ada di tempatnya. Sementara yang dua
pertiga digantungkan, karena orang yang diberi wasiat
adalah sekutu ahli waris terhadap harta.

Jika orang vang diberi wasiat ingin mengelola
sepertiga dari seratus dinar dari harta yang ada di
tempat, dalam masalah ini ada dua pendapat ulama
fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Boleh, karena wasiat
terhadap sepertiga dari harta yang ada di tempat itu
sudah ditetapkan sehingga bisa dikelola.

Pendapat Kedua: Tidak boleh. Karena kita
melarang para ahli waris mengelola yang dua pertiga,
maka kita juga harus melarang orang vyang diwasiati
mengelola yang sepertiga. Jika seseorang mengadakan
akad mudabbar dengan seorang budak yang nilai
harganya seratus dirham, sementara dia punya harta
dua ratus dirham yang tidak ada di tangan, maka dalam
masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Sepertiga budak itu berstatus
merdeka, karena ini adalah haknya.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat
madzhab, bahwa sang budak belum berstatus merdeka.
Sebab, jika kita memerdekakan sepertiga, maka orang
vang diberi wasiat mendapatkan sepertiga, dan para
ahli waris tidak mendapatkan dua pertiganya, dan ini
tidak boleh terjadi.
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Penjelasan:

Asy-Syafi'i 4 mengatakan,  jike--seseorang mewasiatkan
budak vang harganya lima rdtus dirham untuk seseorang,
mewasiatkan rumahnya yang harganya seribu dirham untuk orang
lain, dan mewasiatkan uang sebesar lima ratus dirham untuk orang
lain lagi, sementara sepertiga hartanya sebesar seribu dirham,
maka masing-masing mereka mendapatkan yang dibebankan pada
separuh dari sepertiga tersebut. Dengan demikian, orang pertama
mendapatkan separuh dari yang diwasiatkan kepadanya atau
sebesar dua ratus lima puluh dirham, orang kedua mendapatkan
separuh dari yang diwasiatkan kepadanya atau sebesar lima ratus
dirham, dimana orang ketiga mendapatkan separuh dari yang
diwasiatkan atau sebesar dua ratus lima puluh dirham.

Menurutku (Al Muthi’i): Jika sepertiga tidak mencukupi
untuk memenuhi wasiat yang ada, maka para ahli waris itu
memiliki dua pilihan. Mereka bisa memperbolehkan, dan mereka
juga bisa menolaknya. Jika mereka menolak, maka sepertiga itu
dibagi di antara orang-orang yang diberi wasiat menurut
bagiannya. Hal ini berlaku sama antara wasiat terhadap sesuatu
yang ditentukan dan wasiat terhadap yang diperkirakan.

Menurut pendapat yang dikutip dari Imam Abu Hanifah,
bahwa wasiat yang ditentukan itu harus lebih didahulukan daripada
wasiat terhadap sesuatu yang diperkirakan. Alasan mereka, karena
wasiat terhadap sesuatu yang diperkirakan itu terkait dengan
tanggungan, dan jika sepertiga sudah bisa mencukupi, maka
ketergantungan tersebut menjadi hilang. Ini tidak benar, karena
letak wasiat itu ada pada harta peninggalan, baik sepertiga itu
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mencukupi atau tidak mencukupi. Menyamakan antara kedua jenis
wasiat itu ketika jumlah sepertiga itu tidak mencukupi, sama
dengan menyamakan keduanya ketika jumlah sepertiga itu
mencukupi. Bahkan wasiat terhadap sesuatu yang diperkirakan itu
lebih kuat daripada wasiat terhadap sesuatu yang ditentukan.
Sebab, kalau sesuatu yang ditentukan itu rusak atau habis, maka
wasiatnya itu batal. Akan tetapi jika sebagian dari sesuatu yang
diperkirakan itu rusak atau habis, maka wasiatnya itu tidak batal.

Jika kedua jenis wasiat tersebut ditetapkan sama ketika
sepertiga tidak mencukupi, maka kekurangannya itu ditanggung
oleh orang-orang yang mendapatkan wasiat. Jadi, jika seseorang
mewasiatkan mobil yang harganya lima ratus dirham kepada orang
lain, lalu dia mewasiatkan rumah yang harganya seribu lima ratus
dirham kepada orang lain lagi, dan juga mewasiatkan uang sebesar
lima ratus dirham kepada orang lainnya lagi, sehingga total bagian
yang diterima oleh ketiga orang yang diberi wasiat tersebut sebesar
dua ribu dirham, lalu jika sepertiganya sebesar dua ribu ke atas,
maka ini tidak menjadi masalah, sehingga wasiat itu bisa
dilaksanakan. Akan tetapi jika sepertiganya itu hanya sebesar
seribu, maka jumlah ini tidak mencukupi untuk memenuhi
separuhnya saja, maka kekurangannya itu harus menjadi beban
bersama. Artinya, bahwa setiap orang yang diberi wasiat itu
mendapatkan separuh dari nilai yang diwasiatkan untuknya. Yang
diberi wasiat berupa mobil mendapatkan separuh harganya yang
berarti sebesar dua ratus lima puluh dirham, yang diberi wasiat
berupa rumah mendapatkan separuh harganya yang berarti
sebesar lima puluh dirham, dan yang diberi wasiat berupa uang
mendapat separuhnya yang berarti sebesar dua ratus lima puluh
dirham.
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Berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah, maka
hukumnya wasiat terhadap sesuatu yang diperkirakan menjadi
gugur, lalu sepertiga dibagi untuk orang yang diberi wasiat berupa
mobil dan orang yang diberi wasiat berupa rumah. Dengan
demikian, masing-masing mereka menerima dua pertiga
wasiatnya. Jika sepertiga dalam wasiat ini sebesar lima ratus, maka
itu adalah seperempatnya ketiga wasiat sehingga masing-masing
menerima seperempat yang diberikan kepadanya. Jika sepertiga
dalam wasiat ini sebesar seribu lima ratus, maka masing-masing
mereka menerima tiga perempat wasiatnya. Begitu seterusnya.

Jika para ahli waris menyetujui semua wasiat, padahal itu
melebihi dari sepertiga, maka tentang persetujuan mereka ini ada
dua pendapat Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Persetujuan mereka adalah pemberian
awal dari mereka. Alasannya ada dua; Pertama, wasiat yang
melebihi sepertiga itu dilarang, dan larangan itu menuntut batalnya
hal yang dilarang. Kedua, kalau dengan dilarang saja mereka tetap
memiliki, maka seharusnya mereka juga memberi apa yang
mereka setujui. Dengan demikian, orang-orang yang diberi wasiat
itu memiliki separuh sebagai wasiat karena bisa jadi sepertiga itu
untuk wasiat, dimana kepemilikan mereka ini tidak membutuhkan
penyerahan, dan memiliki separuh lagi sebagai pemberian karena
melebihi sepertiga, dimana untuk kesempurnaan kepemilikan
mereka yang ini harus dengan penyerahan.

Pendapat Kedua: Ini pendapat yang paling shahih, yang
juga merupakan pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa persetujuan
ahli waris adalah untuk meneruskan dan melaksanakan keinginan
sang mendiang. Hal itu dimiliki karena wasiat, bukan karena
pemberian, dimana ini karena dua hal:
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Hal Pertama: Hak khivar yang mereka miliki pada
pelaksanaan akad-akad sang mendiang ini tidak berarti mereka
vang melakukannya. Ini sama seperti seseorang yang membeli
barang yang ketika ahli warisnya mendapati ada aib pada barang
tersebut, lalu dia tetap melanjutkannya bukan membatalkannya,
maka itu merupakan kelanjutan, bukan akad. Demikian pula
khivarnya dalam menyetujui wasiat

Hal Kedua: Mereka berhak mengembalikan kelebihan
sepertiga dalam hak-hak pembagian. Jika mereka memperboleh
kan atau menyetujuinya, maka hak mereka gugur darinya,
sehingga sepertiga dan kelebihannya sama-sama menjadi hak
mereka. Jika hukum yang berlaku untuk semuanya itu sama,
dimana hal itu menuntutnya untuk menjadikan hal itu sebagai
wasiat bukan pemberian, maka berdasarkan hal ini mereka
mendapatkan separuh wasiat tanpa perlu ada persetujuan, karena

bisa jadi sepertiga itu untuk wasiat, dan separuh lagi karena ada

persetujuan selain wasiat tanpa pedu ada penyerahan, dan juga
tidak ada alasan untuk menarik kembali.

Cabang: Sebelumnya telah kami kemukakan tentang
beragam pemberian yang diberikan sewaktu sakit, juga tentang
bagaimana hal ini lebih didahulukan daripada wasiat manakala
sepertiga tidak cukup untuk memenuhinya, demikian juga tentang
urutan-urutannya selama tidak ditengah-tengahi oleh derma berupa
memerdekakan budak beserta pendapat para pakar ahli fikih di
dalamnya.

Seandainya dia berwasiat supaya ditunaikan haji fardhu atas
namanya yang biayanya diambilkan dari sepertiga, atau supaya
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mendahulukan wasiat ibadah ada dua pendapat ulama fikih Asy-
Svafi’i yang berlaku, sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Ishaq
Al Marwazi.

Pendapat Pertama: Ibadah haji itu lebih didahulukan
daripada semua wasiat terhadap sepertiga, karena hal itu
digunakan untuk melakukan kewajiban, dan sisanya diberikan
kepada orang-orang yang diwasiati.

Pendapat Kedua: Sepertiga itu digunakan untuk
menunaikan kewajiban ibadah haji dan beragam wasiat secara
proporsional. Jadi, selain untuk ibadah haji, sepertiga juga dibagi
sama di antara orang-orang yang memperoleh wasiat, dan juga
upah standamya dipenuhi dari harta pokok. Berdasarkan dua
pendapat inilah, jika dia memiliki tanggungan utang vang dia
wasiatkan untuk dibayar dari sepertiga, maka di sini ada dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Hak orang-orang yang punya piutang
terhadapnya harus lebih didahulukan daripada orang-orang yang
mendapatkan wasiat.

Pendapat Kedua: Bagian orang-orang yang mendapatkan
wasiat itu diberikan, kemudian tanggungan utangnya diambilkan
dari pokok harta.

. Bagian ketiga: Dia berwasiat secara mutlak tanpa menyebut
diambilkan dari sepertiga atau diambilkan dari harta pokok.
Menurut gau/ jadid yang ditetapkan oleh Asy-Syafi’i dalam manasik
haji, maka ibadah haji itu ditunaikan dengan biaya diambilkan dari
harta pokok. Akan tetapi dalam pendapatnya yang lain, yang
disebutkan dalam beragam wasiat ibadah haji ditunaikan dengan
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biaya diambilkan dari sepertiganya. Ulama madzhab kami berbeda
dengan pendapat tersebut. Menurut Abu Ath-Thayyib bin Salamah
dan Abu Hafazh bin Al Wakil, hal ini berdasarkan dua pendapat
Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Diambilkan dari pokok harta, sama
seandainya dia tidak mewasiatkan untuk memenuhi kewajiban
utang misalnya.

Pendapat Kedua: Diambilkan dari sepertiga. Abu Ali bin
Khairan tidak setuju dengan pendapat tersebut. Menurutnya, ini
adalah membagi hukum dengan dua hal. Yang diambilkkan dari
sepertiga adalah upah standar yang digunakan untuk membiayai
perjalanan dari negerinya ke migat, sementara yang diambilkan
dari harta pokok adalah upah standar yang digunakan untuk
membiayai perjalanan dari migat Akan tetapi menurut Abi Ishaq
Al Marwazi dan Abu Ali bin Abu Hurairah, hal itu diambilkan dari
harta pokok saja.

Jika seseorang berwasiat supaya ditunaikan ibadah haji
sunah atas namanya dengan menggunakan hartanya, maka dalam
masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Wasiatnya batal.

Pendapat Kedua: Wasiatnya boleh. An-Nawawi mengulas
secara detail masalah ini dalam pembahasan haji.

Cabang: Malik bin Anas 4, jika seseorang berwasiat uang
seratus dinar di tangan untuk seseorang, dan dia masih
meninggalkan lainnya sebesar seribu dinar dalam bentuk
tanggungan utang pada orang lain, maka para ahli waris itu boleh
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memilih untuk melanjutkan wasiat dengan seratus dinar secara
penuh spontan, baik nanti utangnya itu dibayar atau tidak, atau
menyerahkan sepertiganya seratus yang ada di tangan dan
sepertiga utang yang belum ada di tangan. Dengan demikian,
orang vang diberi wasiat seratus dinar adalah sekutu terhadap
sepertiga pada semua harta peninggalan berapapun banyaknya.
Inilah yang disebut dengan istilah khuls’ sepertiga. Ini demi
kepentingan mereka, maka jangan sampai dirugikan. Ismail bin
Ishaq berasalan, bahwa seratus dinar di tangan yang ditentukan
oleh orang yang berwasiat itu sebagai bagian dari jumlah harta
peninggalan yang tidak ada di tangan, adalah sama seperti seorang
budak yang melakukan tindak pidana lalu dia menggantungkan
tindakannya tersebut dengan status budaknya, maka dalam
masalah ini, tuannya boleh memilih untuk menebusnya dengan
membayar denda pelanggaran atau penyerahan budak tersebut. Ini
adalah pendapat Imam Malik. '

Menurut pendapat Asy-Syafi’i 4, bahwa orang yang diberi
wasiat itu berhak mendapatkan sepertiga dari seratus dinar yang
ada di tangan, dan dua pertiga sisanya tergantung pada apakah
harta yang ada dalam tanggungan utang itu akan dibayar
semuanya atau hanya sebagiannya saja. Jika utang itu dibayar
semua, maka wasiat dilaksanakan sebesar seratus dinar secara
penuh. Dan jika dibayar sebagian, maka itu disesuaikan dengan
jumlah utangnya itu. Jika utang dibebaskan, maka wasiat tetap
berlaku pada seratus dinar yang ada di tangan, dan dua pertiganya
diberikan kepada para ahli waris, karena semuanya menjadi bagian
dari seluruh harta peninggalan.

Ulama madzhab kami berselisih dalam dua pendapat jika
menunggu pembayaran utang, lantas apakah orang vang diberi
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wasiat itu boleh menggunakan sepertiga dari seratus dinar
tersebut?. :

Pendapat Pertama: Boleh menggunakannya, karena itu
adalah sepertiga dari wasiat yang sudah ditetapkan.

Pendapat Kedua: Dilarang menggunakannya, karena dia
juga dilarang menggunakan dua pertiganya yang juga dilarang
digunakan oleh ahli waris. Karena mereka memang dilarang untuk
menggunakan dua pertiga dari seratus dinar yang masih
digantungkan, maka dia juga dilarang menggunakan sepertiga
vang sudah ditetapkan. Bukti yang menunjukkan kesalahan
pendapat Imam Malik tersebut adalah, bahwa hal itu dikembalikan
kepada satu di antara dua hal yang dilarang mewasiatkannya.
Sebab jika para ahli waris dipaksa untuk memilih antara
mewajibkan wasiat pada sepertiganya seluruh harta peninggalan,
atau melangsungkan wasiat pada seratus dinar secara penuh,
berarti keduanya keluar dari ketetapan wasiat, karena mereka
memilih untuk melarangnya dari seratus dinar secara penuh. Hal
ini berarti mewajibkan mereka pada sepertiga bagian dari semua
harta warisan, dan itu bukan termasuk yang diwasiatkannya.

Jika mereka memilh untuk tidak diberi sepertiga harta
peninggalan saja, maka itu berarti mewajibkan mereka untuk
melaksanakan wasiat dengan seratus dinar secara penuh.
Kesalahan pendapat tersebut juga tampak jika hal itu dikaitkan
dengan salah satu di antara dua pilihan.

Jika kita menganggap penentuan wasiat dengan seratus
dinar yang ada di tangan itu berarti menimpakan mudharat atau
merupakan tindak pelanggaran, maka mudharat tersebut sudah
hilang dengan digantungkannya dua pertiga bagian harta yang
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dibayarnya pada utang. Dengan demikian mudharat tersebut sudah
tidak ada. Jika mudharat sudah tidak ada, berarti tidak ada pula
pelanggaran terhadapnya, maka Ahivar itu batal.

Jika utang sudah dibayarkan dan harta yang tidak ada di
tangan sudah ada, maka semuanya dikeluarkan. Kemudian apakah
dalam dua pertiga itu digantungkan pada syarat dibayarnya utang
dan sampainya harta yang tidak di tangan para ahli waris, yaitu
dengan bisa memanfaatkan kuda -jika yang diwasiatkan itu berupa
kuda atau memanfaatkan mobil- jika wasiatnya berupa mobil atau
vang lain sehingga dia bisa menaiki dan menggunakannya atau
tidak? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-
Svafi’i: '

Pendapat Pertama: Bisa, supaya mereka tidak harus
melanjutkan sesuatu yang mereka tidak bisa manfaatkan dua
pertiganya. Inilah yang menjadi dasar bahwa jika orang yang diberi
wasiat seratus dinar menggantungkan sepertiganya, maka dia
dilarang mengelola dua pertiganya. Berdasarkan hal ini, jika utang
itu dibayar dan harta yang tidak ada di tangan sudah habis, maka
milik mereka masih tetap ada pada dua pertiga yang masih
digantungkan. Jadi, mereka berhak menggunakan dua pertiga
tersebut atau menjual dua pertiga kuda atau mobil -jika barang
vang diwasiatkan berupa kuda atau mobil-.

dJika utangnya dibayar atau harta yang tidak ada di tangan
itu didatangkan, maka orang yang diberi wasiat itu boleh menarik
kuda atau mobil yang ada pada mereka karena mereka telah
mengambil itu dari penghasilannya atau upah miliknya. Bagi ahli
waris tidak boleh menarik kembali biaya yang telah mereka
keluarkan untuk operasional dan perawatan kuda atau mobil.
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Karena mereka telah menyetujui wasiat itu, maka mereka adalah
orang-orang yang suka rela mengeluarkan biaya tersebut.

Pendapat Kedua: Para ahli waris dilarang dari hal itu,
sebagaimana mereka dilarang menggunakannya untuk jual beli,
karena vyang jelas wasiat itu terlaksana karena ada unsur
memerdekakan budak. Berdasarkan hal ini, maka diperbolehkan
bagi orang yang diberi wasiat menggunakan sepertiganya dari
seratus dinar, sekalipun para ahli waris dilarang menggunakan
vang dua pertiganya. Jadi, seandainya utang sudah dibayar atau
harta yang tidak ada di tangan sudah kembali, sementara para ahli
waris tidak menggunakan harta yang diwasiatkan, maka orang
vang diberi wasiat itu harus membayar penghasilan dari harta yang
diwasiatkan atau upah standarnya kepada para ahli waris, karena
dia hanya berhak atas sepertiga wasiat saja, sementara sisanya
vang dua pertiga adalah untuk ahli waris yang tidak bisa mereka
nikmati. Wallahu A lam.

Asy-Syirazi & mengatakan: Pasal: Jika seseorang
mewasiatkan sepertiga budaknya sehingga dia masih
berhak memiliki dua pertiganya dan sepertiga hartanya
yang mencakup sepertiga sisanya berupa budak, maka
menurut pendapat yang telah di-nash, wasiat seperti itu
boleh dilaksanakan. Akan tetapi menurut Abu Tsaur
dan Abul Abbas, wasiat seperti itu tidak boleh
dilaksanakan.

Pendapat madzhab adalah pendapat vang
pertama tadi, karena sepertiga budak adalah miliknya,
dan sepertiga hartanya terkandung di dalamnya. Jadi,
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wasiat seperti itu boleh dilaksanakan. Sama jika
seandainya seseorang mewasiatkan seorang budak yang
masuk dalam sepertiga. Ini berbeda seandainya dia
mewasiatkan sepertiga hartanya kemudian dia berhak
akan yang dua pertiganya, karena dalam masalah ini
vang diwasiatkan adalah sepertiga hartanya, dimana
setelah penetapan hak sisanya, maka itu adalah
hartanya. Tidak demikian dengan masalah tadi, karena
vang dia miliki adalah sisanya dan dia juga memiliki
harta lainnya yang sisanya keluar dari sepertiganya.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan jasa seorang
budak selama setahun, maka apakah jasa ini
diperhitungkan dari sepertiga itu? Disini ada dua
pendapat Ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Kapasitas budak mencakup
semua jasanya, dan juga jasa yang akan digunakan
selama setahun. Jadi, keduanya diperhitungkan dari
sepertiga.

Pendapat Kedua: Yang jadi fokus adalah jasa
selama setahun, sehingga nilainya saja vang
diperhitungkan dari sepertiga. Jadi, bukan kapasitas
‘budaknya, karena yang diwasiatkan adalah jasanya saja,
sehingga tidak mencakup yang lain.

Jika seseorang mewasiatkan jasa seorang budak
untuk selamanya, maka tentang apakah jasanya ini
diperhitungkan dari sepertiga, maka di sini ada tiga
pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:
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Pendapat Pertama: Jasanya milik orang yang
diberi wasiat, dimana nilai jasanya sang budak sudah
tidak ada dan menjadi hak para ahli waris, karena
orang vang diberi wasiat itu berhak memiliki jasa sang
budak tersebut, dimana ahli waris berhak akan status
kebudakannya. Masalahnya adalah, tinggal ditunggu
berapa nilai jumlah harta peninggalan yang nilai
jasanya yang kurang, lalu diperhitungkan dari sepertiga.

Pendapat Kedua: Jasanya milik orang yang diberi
wasiat, karena hal itu dia miliki jasa itu berdasarkan
wasiat. Apabila status budaknya bukanlah haknya
lantaran tidak menjadi miliknya, dan juga bukan hak
ahli waris karena jasanya sudah diambil sehingga sang
budak sudah tidak ada gunanya sama sekali.
Masalahnya adalah, tinggal ditunggu berapa nilai jumlah
harta peninggalan dan berapa nilai jasanya, lalu
diperhitungkan dari sepertiga.

Pendapat Ketiga: Ini pendapat yang di-nash,
status budak -berikut jasanya masuk dalam hak orang
vang diwasiati, karena memiliki seorang budak berarti
menggunakan jasanya. Jadi, hal itu sama seperti
mewasiatkan budak, sehingga sang budak masuk dalam
haknya. Masalahnya adalah, tinggal ditunggu berapa
nilai jumlah harta peninggalan lalu nilai status budaknya
diperhitungkan dari duapertiga.

Jika seseorang mewasiatkan seorang budak
kepada orang lain, dan mewasiatkan jasanya kepada
orang lain lagi, maka masing-masing mendapatkan hak
sesuai dengan isi wasiatnya tersebut, karena memang
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itulah yang dimiliki oleh masing-masing, lalu nilainya
diperhitungkan dari sepertiga.

Penjelasan:

Asy-Svafi'i & mengatakan, jika seseorang mewasiatkan
suatu barang kepada orang lain lalu dia berhak atas sepertiganya,
maka dia juga berhak atas sepertiga sisanya jika itu masuk dalam
sepertiga. Jika dia mewasiatkan kepada orang lain sepertiga
rumah, menurut pendapat madzhab, dia memiliki rumah itu
seutuhnya. Jadi, dia memiliki dua pertiga rumah, sementara
sepertiga sisanya milik orang yang mewasiatkan. Sepertiga
semuanya milik orang yang diwasiati jika itu terkandung dalam
sepertiga. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Namun menurut Abu Tsaur, dia hanya memiliki
sepertiganya dari sepertiga, sama seandainya dia mewasiatkan
sepertiganya. Menurut pendapat madzhab, dia memiliki semuanya,
karena wasiat itu mencakup sepertiga miliknya. Jika belakangan
diketahui, bahwa miliknya hanya sepertiga, maka wasiatnya harus
sepertiganya sepertiga, karena memang itulah yang dimilikinya.
Sama seperti orang yang mewasiatkan sepertiga hartanya yang
senilai tiga ribu dirham, lalu dia berhak atas yang dua ribunya,
maka vang diwasiatkan adalah sepertiga dari seribu sisanya.
Demikian pendapat Abu Tsaur dan Abul Abbas bin Suraij dari
ulama madzhab kami. Pendapat ini salah ditinjau dari dua segi:

Pertama: Dua pertiga yang harus menjadi hak milik orang
lain yang terjadi belakangan itu ketika wasiat belum ada. Padahal
sudah ditetapkan jika seseorang mewasiatkan sepertiga rumah
vang dimiliki, maka dia berhak memiliki sepertiga secara penuh
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jika itu memang masuk dalam sepertiga. Demikian pula jika dia
mewasiatkan sepertiganya, maka dia juga berhak atas kelebihan
daripadanya.

Kedua: Terlepasnya tangan terhadap suatu barang yang
sudah menjadi hak orang lain itu sama seperti hilangnya hak milik
terhadap suatu barang lantaran dijual. Kita tahu bahwa jika suatu
barang yang sepertiganya sudah diwasiatkan lalu sepertiga sisanya
dijual, maka sah mewasiatkan sisanya yang sepertiga lagi setelah
terjadi jual beli. Demikian pula sah mewasiatkan sisanya yang
sepertiga tadi. Argumen tersebut tidak berlaku, karena wasiat itu
diperhitungkan pada sepertiga vang dimiliki, dan apa vang
dimilikinya tadi adalah sisa dari sepertiga itu. Jika yang diwasiatkan
itu berupa sebuah rumah, sehingga seseorang mengatakan, “Aku
wasiatkan kepadamu sepertiga yang aku miliki dari rumah ini,” lalu
yang dua pertiga belakangan menjadi milik orang lain, maka dia
berhak mendapatkan sepertiganya sepertiga sisanya. ‘

Masalah: Jika seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya
vang berjumlah tiga ratus dirham kepada orang lain, kemudian dia
mewasiatkan yang seratus dirham kepada orang lainnya lagi untuk
digunakan menunaikan ibadah haji atas namanya, lalu sisanya
yang sepertiga lagi sebesar seratus dirham yang terakhir dia
wasiatkan kepada orang lain lagi, maka ulama madzhab kami
berselisih dalam dua pendapat tentang orang yang diberi wasiat
sisanya yang terakhir tadi,

Salah satunya: Ini merupakan pendapat Abu Ishaq Al
Marwazi, wasiatnya batal karena wasiat sepertiga yang dahulu
sudah menghalangi ada sisa sedikit pun dari sepertiga. Jadi, jika
para ahli waris setuju atas wasiat yang kedua dan vyang ketiga,

Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab || 227



maka tidak ada masalah. Akan tetapi jika mereka tidak setuju,
maka keduanya dikembalikan kepada sepertiga.

Cabang: Sebagaimana vyang telah kami kemukakan
sebelumnya, mewasiatkan manfaat atau jasa itu sama seperti
mewasiatkan barang atau harta. Jika orang yang diberi wasiat
berupa status budak boleh menukarkannya karena dia telah
memilikinya berdasarkan wasiat, maka orang yang diberi wasiat
berupa jasa pelayanan sang budak juga boleh menukarkannya
karena dia telah memilikinya berdasarkan wasiat. Kalau begitu
wasiat terhadap jasa itu ada dua macam, vaitu yang ditentukan
dengan jangka waktu dan yang untuk selamanya. Jika wasiat
ditentukan dengan jangka waktu, seperti misalnya seseorang
mengatakan, “Aku wasiatkan kepada si Zaid jasa pelayanan
budakkku ini selama setahun,” maka wasiat seperti itu hukumnya
boleh. Yang diperhitungkan dalam sepertiga adalah jasa pelayanan
selama setahun, bukan status budaknya.

Jika dalam harta peninggalan hanya berupa harta yang
diwasiatkan manfaat atau jasanya, dan yang ditinggalkan oleh
orang yang mewasiatkan hanya itu, maka tentang tata cara
bagaimana orang yang diberi wasiat itu memanfaatkannya selama
setahun, maka ada tiga cara seperti yang dikemukakan oleh Tonu
Suraih.

Cara Pertama: Dia memanfaatkan sang budak selama
setahun berturut-turut. Sementara para ahli waris dilarang
memanfaatkan pelayanannya dan menggunakannya sampai orang

vang diberi wasiat menyempumakan haknya. Setelah selesai baru
diberikan kepada para ahli waris.
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ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i sebagaimana yang
dikemukakan oleh Abu Ali Ath-Thabari dalam A/ Ffshah:

Pendapat Pertama: Manfaat berpindah kepada para ahli
warisnya.

Pendapat Kedua: Wasiat terputus disebabkan kematian
orang yang diberi wasiat. Soalnya dia diberi wasiat pada jasa
pelayanan budak yang diwakafkan, bukan lainnya. Berdasarkan hal
ini, maka manfaat ini ditentukan dengan hidupnya orang yang
diberi wasiat, dimana setelah dia meninggal dunia, maka manfaat
ini kembali kepada para ahli waris orang yang berwasiat.

Tentang yang dilakukan oleh orang yang berwasiat dengan
menjual manfaatnya, jika orang yang diberi wasiat berupa manfaat
ingin menjualnya, maka hal itu tidak diperbolehkan, baik dia
memiliki semuanya atau hanya sebagiannya saja, dan baik ada
yang mengatakan dia bisa memiliki atau tidak bisa memiliki. Dan
jika para ahli waris orang yang berwasiat yang ingin menjualnya,
maka dalam masalah ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Boleh, karena kepemilikannya sudah
ditetapkan.

Pendapat Kedua: Tidak boleh, karena tidak adanya
manfaat.

Pendapat Ketiga: Boleh menjualnya kepada orang yang
diberi wasiat berupa manfaat, bukan lainnya. Karena dialah yang
memanfaatkannya, bukan orang lain. Walahu A /am.

Asy-Syirazi & mengatakan: Pasal: Jika seseorang
mewasiatkan buah yang ada di kebunnya, apabila ada
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buahnya, maka nilainya diperhitungkan dari sepertiga.
Akan tetapi jika belum ada, dan wasiat itu berlaku
untuk selamanya, maka untuk menaksirnya ada dua
cara:

Cara Pertama: Ditaksir semua buah yang ada di
kebun.

Cara Kedua: Ditaksir manfaatnya secara penuh,
lalu ditaksir manfaat yang sudah digunakan, lalu yang
ada di antara keduanya diperhitungkan dari sepertiga.
Jika itu terkandung dalam sepertiga, maka wasiat itu
boleh dilaksanakan terhadap buah yang masih tersisa di
kebun, dan jika yang terkandung hanya sebagian, maka
orang vang diberi wasiat mendapatkan sejumlah yang
dikandung oleh sepertiga dan dalam hal ini dia
bersekutu dengan para ahli waris. Jika yang terkandung
hanya separuh, maka orang yang diberi wasiat
mendapatkan buah setiap tahunnya sebanyak separuh,
dan para ahli waris juga mendapatkan separuh.

Penjelasan: Hukum: Jika seseorang mewasiatkan buah
kepada orang lain, maka hal itu ada dua contoh:

Contoh pertama, mewasiatkan buah yang sudah ada, dan
wasiat seperti itu boleh. Nilainya dari sepertiga dihitung ketika
orang yang berwasiat meninggal dunia, bukan ketika dia berwasiat.
Yang lebih dari sepertiga adalah untuk orang yang diberi wasiat.
Jika sebagiannya keluar dari sepertiga, maka dia mendapatkan
sejumlah yang terkandung dalam sepertiga itu, dimana dalam hal
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ini para ahli waris adalah sekutunya terhadap vang tidak
terkandung dalam sepertiga.

Contoh kedua, mewasiatkan buah yang belum ada. Ini ada
dua macam:

Contoh Pertama: seseorang mewasiatkan buahnya untuk
selamanya, maka wasiat seperti itu hukumnya boleh. Tentang
menaksir sepertiga, maka caranya ada dua:

Cara Pertama: Ditaksir semua buah yang ada di kebun.

Cara Kedua: Ditaksir semua manfaatnya, lalu ditaksir
manfaat yang sudah digunakan, kemudian yang ada di antara
keduanya itu diperhitungkan dari sepertiga. Jika itu terkandung
dalam sepertiga, maka wasiat boleh dilaksanakan terhadap semua
buah yang ada untuk selamanya, yaitu selama itu masih ada di
kebun. Jika yang terkandung hanya sebagian, maka orang yang
diberi wasiat itu mendapatkan sejumlah yang dikandung oleh
sepertiga, dimana dalam hal ini dia bersekutu dengan para ahli
waris. Contohnya, seandainya yang terkandung hanya separuh,
maka orang yang diberi wasiat juga mendapatkan separuh dari
buah untuk setiap tahunnya, sementara separuh lain sisanya untuk
para ahli waris.

Jika sepertiga mencakup semua nilai dan semua buah
menjadi milik orang yang diberi wasiat, lalu hal itu membutuhkan
biaya penyiraman, maka para ahli waris tidak wajib menyirami.
Berbeda dengan orang yang menjual buah, dia berkewaijiban
menyiraminya untuk si pembeli jikka memang dibutuhkan
penyiraman. Sebab sang penjual berkewajiban menyerahkan hal-
hal yang terkandung dalam akad secara penuh, dan di antaranya
adalah menyirami. Ini tidak berlaku dalam wasiat, karena buah
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yang tumbuh adalah milik orang yang diberi wasiat, akan tetapi dia
tidak berkewajiban menyiraminya. Ini berbeda dengan temak yang
jasa pelayanannya diwasiatkan untuk membajak dan mengairi,
karena menafkahi ternak hukumnya wajib di samping kewajiban
menjaganya serta mengurusnya, berbeda dengan buah. Begitu
pula seandainya pohon kurma yang diwasiatkan itu butuh untuk
disirami, maka kedua belah pihak tidak wajib. Siapa di antara
keduanya yang melakukan itu, maka itu dilakukan dengan suka
rela, sehingga dia tidak boleh menuntut temannya. Jika pohon
kurma itu mati, maka batang pohonnya ditebang untuk para ahli
waris, bukan untuk orang yang diberi wasiat. Orang yang diberi
wasiat juga tidak boleh menanami tanaman di tempat itu. Namun
jika ahli waris tidak menanam pohon kurma di tempat itu, maka
dia memiliki hak di tempat itu, karena haknya ada pada pohon
kurma yang diwasiatkan, bukan yang lain.

Contoh Kedua (dari mewasiatkan buah yang belum ada):
Mewasiatkan buah dalam jangka waktu tertentu, seperti misalnya
dia mewasiatkan buah di kebunnya selama sepuluh tahun. Di
antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, wasiat dengan
dibatasi waktunya seperti itu hukumnya batal. Berbeda dengan
wasiat manfaat karena menaksir manfaat yang ditentukan itu
mungkin. Yang tidak mungkin adalah menaksir buah-buahan yang
ditentukan jangka waktunya. Namun sebagian ulama madzhab
kami ada yang memperbolehkan hal itu, sama seperti yang berlaku
pada manfaat. Tentang sesuatu yang diajukan pada sepertiga,
maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:
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Pendapat Pertama: Semua manfaat yang ada dikebun
ditaksir. Setelah manfaat yang dikurang ditaksir kemudian yang di
antara dua nilai diperhitungkan dalam sepertiga.

Pendapat Kedua: Ditunggu buah kurma yang akan tumbuh
pada pertengahan tahun, kemudian nilainya diperhitungkan pada
awal tahun. Dengan demikian, tambahan atau pengurangan yang
terjadi sesudahnya tidak diperhitungkan. Jika semuanya keluar dari
sepertiga, maka dia berhak atas semua buah pada batas waktu
tersebut. Dan jika yang keluar hanya separuh, maka dia
mendapatkan separuh setiap tahun sampai berakhimya jangka
waktu itu. Dia tidak boleh meminta tambahan setiap tahun, karena
jumlah dan harga buah setiap tahun bisa terjadi selisih. Ini berbeda
dengan manfaat budak, ternak, dan rumah yang sama seperti
mewasiatkan buah di kebun adalah mewasiatkan susu dan
keturunan ternak. Dan seperti yang telah kami kemukakan, harus
ada biaya untuk temak. Wallahu A Jam.

Bab: Serba-Serbi Wasiat

Asy-Syirazi & mengatakan: Jika seseorang
berwasiat untuk para tetangganya, maka hal ini berlaku
untuk empat puluh rumah dari setiap arah. Hal ini
berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu

Hurairah #,, bahwa sesungguhnya Nabi @ bersabda, ‘

Gy Gy Yoy Gaf 1Kay 108 10Ka 15 D e Hak

2
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tetangga itu empat puluh rumah begini, begini, dan
begini, yaitu kanan kiri, depan belakang.”

Pasal: Jika seseorang berwasiat untuk para
penghapal Al Qur‘an, maka hal itu berlaku untuk orang
vang hapal Al Qur’an secara penuh. Lantas apakah
orang vang tidak hapal Al Qur'an secara penuh masuk
dalam wasiat tersebut? Dalam masalah ini ada dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Masuk di dalam wasiat
berdasarkan aspek umum redaksinya.

Pendapat Kedua: Tidak masuk ke dalam wasiat,
karena menurut tradisi yang berlaku, bahwa sebutan
tersebut hanya untuk orang yang hapal Al Qur'an. Jika
seseorang berwasiat untuk para ulama, maka hal itu
berlaku untuk para ulama agama, karena di kalangan
orang-orang Arab sebutan itu hanya untuk mereka.
Jadi, orang yang hanya mendengar hadits dan orang
vang tidak mengetahui jalur-jalur sanadnya juga tidak
termasuk di dalamnya, karena mendengar hadits tanpa
mengetahui beragam jalur sanadnya, maka dia tidaklah
mengetahui ilmu hadits tersebut.

Penjelasan:

Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan secara marfu’
disebutkan dengan berbunyi,

J3Ea 1Ry 135 1V O el G55

Uil 78 Y2
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“Hak tetangga itu empat puluh rumah begini, begini, dan
begini, yaitu kanan kiri, depan belakang.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari gurunya
Muhammad bin Jami’ Al Aththar, seorang periwayat yang dha
sebagaimana yang dikemukakan oleh Al Haitsami dalam Majma’
Az-Zawa id. Tetapi pendapat yang membatasi seperti itu
menjadikan hadits ini tidak layak dijadikan sebagai argumen. Bisa
jadi ini berasal dari orang yang lebih mendahulukan hadits dhaif
daripada ijtihad. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan para
ulama ahli fikih lainnya. Namun yang dikenal dari madzhab Asy-
Svafi’i @ dan berdasarkan pernyataan Asy-Syafi’i, “Jika ada hadits
vang shahih, maka itu adalah pendapatku,” adalah bahwa hadits
vang tidak shahih sanadnya itu tidak diperhitungkan, baik dalam
permasalahan ushu/ (pokok) dan permasalahan Aru’ (cabang).
Yang dianggap dalam masalah ini adalah berdasarkan tradisi yang
berlaku. Kedudukan tradisi sama dengan nash di saat nash tidak
ada.

Al Mawardi dalam A/ Haawi Al Kabiir mengatakan tentang
orang-orang yang menanggung utang, “Sebaiknya mereka diberi.”

Jika dia menanggungkan pada dua orang, maka dia
menanggungkan bagian orang yang ketiga. Dan dalam hal ini ada
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i: |

Pendapat Pertama: Dia menanggung sepertiganya
sepertiga.

Pendapat Kedua: Dia menanggung yang cukup diberikan
kepada orang ketiga, dimana siapa di antara mereka yang memiliki
kaum kerabat itu lebih utama, karena menyambung tali
persaudaraan itu menjanjikan tambahan balasan pahala. Dan jika
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mereka (kaum kerabat) tidak ada, maka tetangga yang jauh pun
dianggap, hal ini berdasarkan firman Allah &, é}:ﬁf $3 gfi[;

\;_f.;J& %L@\’S g;f.i,jf JL’J}S “Tetangga yang dekat dan
tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ”(Qs. An-Nisaa’ [4): 36).
Juga berdasarkan sabda Rasulullah @&, e s s J5 G
&g P e @3- ¢ )G.JL: “Jibril selalu berpesan kepadaku tentang
tetangga, sampai-sampai aku mengira dia akan mewarisinya."
Tetangga vang paling jauh di antara mereka adalah empat puluh
rumah dari semua arah. Demikianlah jika seseorang berwasiat

untuk tetangganya, maka yang disebut tetangganya adalah sampai -
batas empat puluh rumah dari semua arah.

Qatadah berkata, tetangga adalah satu komplek dan dua
komplek. Sa’id bin Jubair mengatakan, yaitu orang-orang yang
mendengar seruan igamah. Sementara Abu Yusuf menyatakan,
yaitu orang-orang yang biasa ke masjid.

Dalil kami adalah riwayat, J} O o3 o 336 06 355 of
Sidf oy i i o L ead by AP I e L3
of 31 atfidy el 0 ) 1 206 e 0 (5 G )
A3 Ol }\}ej‘ “Sesungguhnya seseorang sedang singgah pada
suatu kaum. Dia menemui Nabi @& mengadukan mereka. Nabi &
lalu mengutus Abu Bakar, Umar, dan Ali # seraya bersabda,
“ Pergilah ke pintu masjid dan katakan, ‘Sesungguhnya tetangga itu
empat puluh rumah’” '
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Menurutku (Al Muthi’i): Jika riwayat yang dijadikan dalil
oleh Al Mawardi tentang tiga orang sahabat yang diutus oleh Nabi
& untuk menyampaikan pesan dari beliau itu shahih, ini
merupakan dalil yang bisa dijadikan pedoman. Jika tidak shahih,
maka berarti pembatasan empat puluh rumah tersebut adalah hasil
iithad dan tradisi yang juga bisa dijadikan sebagai hujjah.
Sayangnya ada sebagian orang-orang bodoh dari kalangan
periwayat hadits maudhu’ yang mengaburkan anjuran Al Qur'an
serta hadits untuk berbuat baik kepada tetangga. Mereka
memasukkan hadits-hadits yang tidak mulia tersebut. Antara lain
hadits marfu’ Jabir &, “Tetangga itu ada tiga; Pertama, tetangga
yang punya satu hak, yaitu tetangga yang paling rendah. Kedua,
tetangga yang punya dua hak. Dan ketiga, tetangga yang punya
tiga hak. Tetangga yang punya satu hak adalah tetangga seorang
musyrik yang tidak punya hubungan keluarga. Dia punya hak
sebagai tetangga. Tetangga yang punya dua hak adalah tetangga
seorang muslim yang punya hak Islam dan hak tetangga. Dan
tetangga yang punya tiga hak adalah tetangga seorang muslim dan
vang punya hubungan keluarga. Dia punya hak Islam, punya hak
keluarga, dan punya hak tetangga.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzari dari gurunya -Muhammad
Al Haritsi-, seorang periwayat yang biasa meriwayatkan hadits-
hadits maudhu’. Hadits-hadits yang shahih tidaklah seperti itu.
Tetapi hadits yang dikemukakan oleh Al Mawardi tadi juga
diriwayatkan oleh Ath-Thabrani bersumber dari Ka’'ab bin Malik,

dan redaksinya, «it Jy) G (B () ooy 4l Bt Joo (o3
Cad e J el 3 g atel by o3 g a2 B0y
seiedl 6 O Gy a8y K o G e e o d O
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we Bl B0 Y O s Ll o) Y 0ead at B Uil
A8y 83> O\ “Seseorang menemui Nabi ¢& dan berkata,

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku singgah di tempat Bani
fulan. Celakanya di antara mereka yang paling keras menyakiti aku
justru yang paling dekat rumahnya denganku di antara mereka.”
Rasulullah @& lalu mengutus Abu Bakar, Umar, dan Ali untuk pergi
ke pintu masjid. Mereka berdiri di depan pintu masjid dan
berteriak, “Sungguh, empat puluh rumah adalah tetangga.
Tidaklah masuk surga orang yang kejahatannya ditakuti oleh
tetangganya.”

Di dalam isnad hadits ini terdapat nama Yusuf bin Safar
alias Abu Al Faidh Ad-Damsyiqi -sekretaris Al Auza’i. An-Nasa’i
berkata, dia bukan seorang periwayat yang fsigah. Ad-Daruquthni
mengatakan, dia adalah seorang periwayat yang haditsnya
ditinggalkan dan suka berbohong. Ibnu Ady menyatakan, dia
sering meriwayatkan hadits-hadits bathil. Al Baihaqi pernah
mengatakan, dia termasuk periwayat yang bisa meriwayatkan
hadits-hadits maudhu’. Sementara Abu Zur'ah dan ulama lainnya
menyatakan, dia seorang periwayat yang matruk (haditsnya
ditinggalkan).

Jika seseorang berwasiat untuk pembacaan Al Qur an,
maka ada dua pendapat. Ada ulama yang mengatakan, bahwa ini
hanya memasukkan orang yang hapal Al Qur an secara penuh
sehingga tidak mencakup orang yang tidak hapal secara penuh.
Ada ulama lainnya yang mengatakan, bahwa ini termasuk orang
vang tidak hapal Al Qur‘an secara penuh. Namun jika dia
berwasiat untuk para pembaca Al Qur'an, maka ini mencakup
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orang yang hapal Al Qur an secara penuh dan orang yang hapal
hanya satu ayat saja. '

Jika seseorang berwasiat untuk para ulama, maka ini
diarahkan kepada para ulama ahli hukum fikih yang biasa
mengkaji beragam permasalahan furu’ atau cabang, karena
berdasarkan tradisi yang berlaku, bahwa yang dimaksud hanya
mereka. Hal ini tidak memasukkan orang-orang yang baru
mempelajari hadits, karena mereka tidak mendengarnya, tidak
menguasai beragam sanadnya, tidak hapal nama-nama periwayat,
tidak mengetahui periwayat yang #sigah, periwayat vang adil,
periwayat yang cermat, periwayat vang buruk hapalannya,
periwayat yang kontroversial, dan tidak mengetahui tentang seluk
beluk hadits. Sebab, hadits adalah ilmu agama yang sangat mulia,
sangat besar, dan sangat sakral, sebagaimana yang dikemukakan
oleh Abu Humaid Al Qurthubi dalam sebuah sya’ir :

Cahaya hadits nampak jelas, mendekatlah # seorang penunggang
(kuda) mengambil cahaya itu antara keridhaan akan lekas paham.

Carilah dia di China wahai anak Andalus, dia itu adalah ilmu, jika
engkau tinggikan benderanya.

Janganlah taruh umurmu pada tempat yang sia-sia yang membuat
tiap detik dan helaan nafasmu terluputkan.

Saudaraku, hapus pendengaranmu dari suatu musibah,

perdebatan merupakan pekerjaannya orang yang cerdik, juga
merupakan pertanda dari ketajaman panca indra.

Engkau tidak pernah mendengar sesuatu dari Abu Bakar, tidak pula
dari umar
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Engkau juga tidak pernah mendengar dari Abu Hurairah dan juga
Anas.

Maka jangan engkau tertipu dengan celotehan orang-orang
tentang mereka anggap itu layaknya bel vang sedang berdering
Berpura seperti orang tuli, juga seperti orang bisu saat dia
berbicara saat engkau ditanya, maka jadilah kau seolah-olah orang
vang gagu.

Suatu pengetahuan itu hanya ada di Kitabullah, atau Atsar yang
dengan cahaya hidayahnya mampu menyibak orang-orang yang
memiliki maksud terselubung.

Cahava orang yang mengambil lebih baik daripada cahaya orang
‘ yang mencari cahaya itu,
akan merasakan rasa panas, dan betapa nikmatnya orang yang
mendapatkannya

Berdiamlah di pintu keduanya( Kitabullah dan Atsar) saat
mencarinya

Dia akan dapat menghapus ketulian dari orang yang memiliki
maksud terselubung

Tolaklah itu dengan penolakan yang datangnya dari hatimu
dimana air hidayah itu mampu membersihkan segala macam
kotoran

Jadilah engkau orang yang berdiri bersama Nabi, pengikut nabi
dekati selalu hidayah hingga engkau berhasil meraihnya.

Selalu ikuti dan jaga perkumpulan mereka ini dan selalu sunahkan
dirimu untuk dapat mengikuti empat pelajaran
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Berjalanlah di jalan mereka dan ikuti kelompoknya kelak engkau
akan mengiringi mereka di Hadrah yang suci.

ltulah kebahagiaan jika engkau dapat berada di tepiannya, tarulah
kakimu di sana, maka engkau telah terhindar dari apa yang
membahayakanmu.

Asy-Syirazi & mengatakan: Pasal: Jika seseorang
berwasiat untuk anak-anak yatim, maka tidak masuk di
dalamnya anak yang masih punya ayah, karena anak
yatim adalah anak yang telah kehilangan ayah. Dan
juga tidak masuk di dalamnya anak yang sudah berusia
akil baligh. Hal ini berdasarkan sabda Nabi g, &% ¥

rlf‘j‘ “Tidaklah disebut yatim setelah méngalami mimpi

basah.” Tentang apakah anak yang kaya masuk di

dalamnya, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih

Asy-Syafi’i: '
Pendapat Pertama: Termasuk di dalamnya,

karena vang disebut yatim adalah anak yang sudah
kehilangan ayah.

Pendapat Kedua: Tidak termasuk di dalamnya,
karena menurut tradisi yang berlaku secara mutlak,
bahwa sebutan yatim tidak diarahkan kepada anak yang
kaya. Jika seseorang berwasiat untuk para janda, maka
ini memasukkan wanita yang tidak memiliki suami.
Lantas apakah ini juga memasukkan kaum laki-laki yang
berstatus duda? Dalam masalah ini ada dua pendapat
ulama fikih Asy-Syafi’i:
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Pendapat Pertama: Tidak memasukkannya,
karena menurut tradisi yang berlaku secara mutlak,
bahwa sebutan janda tidak diarahkan kepada kaum laki-
laki.

Pendapat Kedua: Memasukkan kaum duda di
dalamnya, karena status duda bagi laki-laki itu mirip
dengan status janda bagi kaum wanita.

Kemudian apakah ini juga memasukkan seorang
wanita yang memiliki harta? Dalam masalah ini ada dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i seperti yang telah
kami kemukakan tentang anak-anak yatim.

Pasal: Jika seseorang berwasiat untuk orang-
orang tua, maka wasiat harus diberikan kepada orang-
orang vang telah berusia lebih dari empat puluh tahun.
Jika seseorang berwasiat untuk kaum muda, maka
wasiat harus diberikan kepada anak-anak yang sudah
melewati usia baligh hingga usia tiga puluh tahun. Dan
jika seseorang berwasiat untuk anak-anak kecil dan
kaum remaja, maka wasiat harus diberikan kepada
anak-anak yang belum baligh, karena dalam tradisi
secara mutlak nama ini hanya untuk seperti yang telah
kami kemukakan tadi.

Penjelasan:

Hadits, r.‘f'j‘ KT ;.::E Y “Tidaklah disebut yatim setelah

mengalami mimpi basah” diriwayatkan oleh Abu Daud bersumber
dari Ali bin Abu Thalib Karramallahu wajhah. Dia berkata, “Aku
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hapal dari Rasulullah g bahwa tidak disebut yatim setelah mimpi
basah.” Di dalam isnadinya terdapat nama Yahya bin Muhammad
Al Madani Al Jari. Nama Al Jari ini dikaitkan dengan nama sebuah
kota di tepi pantai yang terletak dekat dengan Madinah Al
Munawarah. Al Bukhari mengatakan, dia adalah seorang
periwayat yang dibicarakan oleh banyak ulama ahli hadits. Ibnu
Hibban berkata, bahwa beragam riwayat yang diriwayatkannya
secara gharib harus dicermati. Al Ugqaili juga menyatakan, bahwa
hadits Yahya bin Muhammad ini tidak wajib diikuti. Akan tetapi Al
Ajli dan Ibnu Ady menilainya sebagai seorang periwayat yang
tsigah, seperti yang disebutkan dalam A/ Khulashah.

Al Mundziri mengatakan, dia meriwayatkan hadits ini dari
riwayat Jabir bin Abdullah dan Anas bin Malik. Abdul Haq, Ionu Al
Qaththan, dan ulama lainnya menilai hadits ini mengandung it
Namun An-Nawawi menilai hadits ini Aasan, karena Abu Daud
tidak mengomentarinya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan
sanad lain dari Ali. Juga diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi
dalam Musnadnya. Hadits senada juga diriwayatkan oleh Ibnu Ady
dari Jabir. Riwayat-riwayat tersebut sebagian saling menguatkan
sebagian yang lain, sehingga status hadits ini meningkat menjadi
hadits Aasan.

Hadits inilah yang dijadikan dalil bahwa mimpi basah itu
merupakan salah satu tanda baligh. Ada yang mengatakan hadits
ini menerangkan batas akhir masa yatim. Hilangnya status yatim
tidak berarti memasuki usia baligh yang terkait erat dengan takiif

Pendapat pertama tadi diperkuat oleh riwayat Imam Ahmad, Abu
Daud, dan Al Hakim dari hadits Ali # yang antara lain disebutkan,
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o e :E:a-‘\ ':";3 “... dan dari anak kecil hingga dia bermimpi
basah.” Sebelumnya dalam bab pencekalan, kami sudah
mengemukakan tentang definisi yatim yang bagus. Silahkan baca
di sana. Jika seseorang berwasiat untuk anak-anak vyatim,
sementara dia mendapati anak-anak yatim yang miskin dan
wasiatnya hanya cukup untuk mereka, maka mereka inilah yang
harus lebih diutamakan dari anak-anak vyatim yang kaya, yang
secara redaksi juga tercakup dalam wasiat.

Jika seseorang berwasiat untuk para janda, maka ini adalah
untuk para wanita yang berpisah dengan suaminya karena
ditinggal mati atau karena alasan lainnya. Wanita janda adalah
wanita yang tidak punya suami, dan dia sangat membutuhkan
nafkah.

Al Azhari mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah
wanita janda yang miskin, bukan yang kaya. Ketika ditanya
tentang seseorang vang berwasiat untuk janda-janda keluarga
besar Bani fulan, Imam Ahmad mengatakan, “Para ulama berbeda
pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan, ini berlaku
untuk lelaki dan perempuan. Tetapi menurut ucapan banyak orang
vang banyak berlaku, bahwa sebutan janda itu hanya untuk kaum
wanita.

Ibnu As-Sakit mengatakan, bahwa A/ Araamil adalah istilah
untuk orang-orang miskin baik itu laki-laki mapun perempuan.

~ Ahmad bin Hanbal berkata dalam riwayat yang sedang
diulas di atas, dimana dia pemah ditanya tentang seseorang yang
mewasiatkan kepada anak keturunan fulan, dia berkata, bahwa
para ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini. Sekelompok
nulama mengatakan, itu diperuntukkan bagi kaum laki-laki dan
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perempuan, dimana memang vang terkenal adalah, bahwa
penggunaan kata A/ Araamil adalah untuk perempuan. Asy-Sya’bi
dan Ishag menyatakan, definisi itu untuk laki-laki dan perempuan.
Salah satu dari mereka mensenandungkan

J.-)SI\ LLAA:-U-UA.Q# VER O ::k\;g(\.&l;a
"<
Para Janda ini telah usai aku tunaikan hajatnya,

dimana yang memenuhi kebutuhan para janda adalah laki-laki

Yang lain ada yang menyenandungkan,
- Pl i’ - P ] 7 ,’O ; °z & i
Wil Sy &) Ko Cs 3tk of L

.

Aku sangat suka menangkap biawak,
dimana musim semi bercinta dan musim panas menjanda.

Berdasarkan pendapat banyak ulama, maka kaum laki-laki
tidak termasuk dalam wasiat, karena merujuk pada ucapan banyak
orang bahwa yang dimaksud adalah wanita. Hal ini juga diperkuat
dengan pengertian dari segi bahasa. Namun Ibnu Al Anbari
mengatakan, bahwa ini juga berarti memasukkan yang laki-laki.
Yang jelas terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam tentang
masalah ini. Yang mengatakan ini untuk wanita saja memiliki
argumen vang kuat, dan demikian pula dengan yang mengatakan
ini untuk perempuan dan juga untuk laki-laki.

Jika seseorang berwasiat untuk para janda, apakah ini
memasukkan para janda yang berharta atau yang kaya? Terjadi
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silang pendapat seperti tentang masalah wasiat untuk anak yatim.
Jika seseorang berwasiat untuk orang-orang tua, maka itu
diberikan kepada orang-orang yang usianya telah lewat dari empat
puluh tahun. Sebelum empat puluh tahun dia masih disebut kaum
muda, di bawah kaum muda adalah kaum remaja, di bawah kaum
remaja adalah kaum anak-anak. Yang berusia tujuh tahun disebut
anak-anak, yang berusia sepuluh hingga lima belas tahun disebut
remaja, yang berusia sampai tiga puluh tahun disebut kaum muda,
vang berusia sampai empat puluh tahun disebut orang dewasa,
yang berusia lewat empat puluh tahun disebut kaum tua, dan yang
berusia lewat enam puluh tahun disebut orang tua yang sudah
renta.

Asy-Svyirazi @ mengatakan, “Pasal: Jika
seseorang berwasiat untuk orang-orang fakir, maka
boleh diberikan kepada orang-orang fakir dan juga
orang-orang miskin.

Sebaliknya jika seseorang berwasiat untuk orang-
orang miskin, maka juga boleh diberikan kepada orang-
orang miskin dan juga orang-orang fakir. Sebab,
masing-masing dari kedua nama tersebut secara mutlak
dimaksudkan untuk kedua golongan ini.

Jika seseorang berwasiat untuk orang-orang fakir
dan orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin,
maka pemberiannya menghimpun kedua golongan
tersebut, karena menghimpun keduanya itu menuntut
menghimpun pemberiannya, sebagaimana yang telah
kami katakan tentang ayat zakat. '
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Jika seseorang berwasiat untuk jalan Allah &,
maka itu diberikan kepada para pasukan dari golongan
penerima zakat, karena dalam pengertian syari’at nama
ini ditetapkan untuk mereka.

Jika seseorang berwasiat untuk para budak, maka
diberikan kepada budak mukatab, karena dalam
pengertian syari’at nama ini ditetapkan untuk mereka.
Jika seseorang berwasiat untuk salah satu di antara
golongan tersebut, maka diberikan kepada tiga orang
dari mereka. Karena dalam pengertian syari’at, lafzah
tersebut ditetapkan untuk tiga orang. Ini yang berlaku
dalam zakat, dan ini juga tercakup oleh wasiat.
Contohnya seperti jika seseorang berwasiat untuk Zaid
dan orang-orang fakir, menurut Asy-Syafi'i =&, itu
seperti untuk salah seorang mereka. Di antara ulama
madzhab kami ada yang mengatakan, secara lahiriah itu
seperti untuk salah seorang mereka. Jadi, yang
diberikan kepada Zaid sama seperti yang diberikan
kepada salah seorang mereka, karena wasiatnya
disandarkan kepada si Zaid dan juga kepada mereka. Di
antara ulama madzhab kami vang lain ada yang
mengatakan, separuh dari sepertiga diberikan kepada si
Zaid, dan yang separuhnya lagi diberikan kepada orang-
orang fakir, karena wasiatnya disandarkan kepada si
Zaid dan juga kepada mereka. Jadi harus diberikan
kepada mereka secara sama.

Di antara ulama madzhab kami yang lain ada
vang mengatakan, seperempat diberikan kepada si
Zaid, dan tiga perempatnya diberikan kepada orang-
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orang fakir, karena minimal orang-orang fakir itu tiga.
Jadi, seolah-olah wasiat diberikan kepada empat orang
yang masing-masing mendapatkan bagian seperempat.
Jika seseorang berwasiat dua dinar untuk si Zaid dan
sepertiganya untuk orang-orang fakir, dan si Zaid juga
orang fakir, maka si Zaid hanya diberi satu dinar. Sebab
ijtihad menetapkan bahwa pemberian itu berdasarkan
ketentuan haknya terhadap satu dinar.

Pasal: Jika seseorang berwasiat untuk suatu
kabilah atau suku sangat besar seperti kabilah Al Alawi
atau kabilah Hasyim atau kabilah Thayyi’ atau kabilah
Tamim, maka dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-
Syafi’i:

Pendapat Pertama: Wasiat itu sah, dan itu
diberikan kepada tiga orang di antara mereka,

sebagaimana yang telah kami kemukakan tentang
wasiat untuk orang-orang fakir.

Pendapat Kedua: Wasiat batal, karena tidak
mungkin memberikannya kepada mereka semua, dan
kalimat seperti itu tidak boleh diartikan untuk sebagian
mereka saja. Jadi, hukumnya batal. Berbeda dengan
orang-orang fakir, karena dalam masalah zakat kalimat
tersebut ditetapkan untuk tiga orang.

Penjelasan:

Asy-Syafi’i B mengatakan, jika seseorang berwasiat dengan
mengatakan, “Sepertiga hartaku untuk orang-orang miskin, maka
setiap orang yang tidak punya harta dan juga tidak punya
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penghasilan pekerjaan yang mencukupi masuk di dalamnya. Akan
tetapi ini untuk yang berstatus merdeka, dan bukan untuk orang-
orang yang akalnya belum sempurna. Asy-Syafii melanjutkan
ucapannya, tetapi harus dilihat terlebih dahulu, berapa jumlah
hartanya? Dia harus mengeluarkan sepertiganya untuk orang-
orang miskin penduduk negeri setempat, bukan selain mereka.
Jika hartanya banyak dan mencukupi, maka dialihkan kepada
penduduk negeri vang paling dekat. Begitu seterusnya jika
memang hartanya mencukupi. Demikian seandainya dia
mengatakan, “Sepertiga hartaku untuk orang-orang fakir, maka
sama jika dia mengatakan untuk orang-orang miskin. Jadi,
memasukkan keduanya, sebab orang miskin itu fakir dan orang
fakir juga miskin kalau orang yang berwasiat mengucapkan kalimat
secara tersendiri seperti itu.

Jika dia mengatakan, “Sepertiga hartaku untuk orang-
orang fakir dan juga untuk orang-orang miskin, maka kita tahu
bahwa dia ingin membedakan antara orang fakir dengan orang
miskin. Orang fakir adalah orang vang tidak punya harta sama
sekali dan juga tidak punya pekerjaan tetap. Sementara orang
miskin adalah orang yang punya harta atau punya pekerjaan tetap
tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sepertiga dibagi dua
untuk mereka. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang miskin
penduduk setempat di mana hartanya berada di tengah-tengah
mereka. Orang yang memberi untuk orang-orang fakir atau orang-
orang miskin, sebenarnya dia memberikan untuk makna
kefakirannya.

Tentang orang-orang miskin harus dilihat terlebih dahulu.
Jika di tengah-tengah mereka ada orang yang memberi kepada
seorang miskin sebesar seratus dirham, dan yang lain memberinya
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lima puluh dirham, maka yang memberi seratus mendapat dua
bagian, dan yang memberi hanya lima puluh mendapat satu
bagian. Itulah yang harus dilakukan terhadap orang-orang fakir.
Yang ada hubungan kerabat dengannya, tidak boleh dilebihkan
atas vang lain, kecuali karena faktor kefakiran dan kemiskinan,
karena pemberian itu memiliki nilai sedekah dan juga
menyambung hubungan kekerabatan. Jadi, yang dapat
menghimpun dua balasan pahala sekaligus itu lebih utama
daripada menyendirikan salah satunya.

Jika sepertiga diberikan untuk kurang dari tiga orang-orang
fakir dan orang-orang miskin, maka dia harus menanggungnya.
Jika hanya diberikan untuk dua orang saja, maka tentang berapa
yang harus ditanggung itu ada dua pendapat ulama fikih Asy-
Svafi’i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat yang telah
ditetapkan oleh Asy-Syafi'i dalam A/ Umm, bahwa dia harus
menanggung sepertiganya sepertiga, karena bagian yang paling
sedikit itu tiga, dan dalam masalah ini seharusnya mereka sama.

Pendapat Kedua: Dia menanggung dari sepertiga sejumlah
vang kalau dia berikan kepada tiga bagian. Dan ini tidak terbatas
pada sepertiga, karena di antara mereka ada yang harus
disamakan dan ada yang harus dibedakan. Jika hanya diberikan
kepada satu orang saja, maka dia harus menanggung dua
pertiganya sepertiga. Kedua, dia menanggung yang cukup
diberikan kepada mereka berdua saja. Jika seseorang mewasiatkan
sepertiga hartanya untuk orang-orang fakir atau untuk orang-orang
miskin, maka sepertiga ini diberikan kepada dua golongan secara
sama. Jadi, seperenamnya diberikan kepada orang-orang fakir
minimal tiga orang, dan seperenamnya lagi diberikan kepada
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orang-orang miskin minimal juga tiga orang. Jika dia hanya
memberikannya kepada satu golongan saja, maka dia harus
menanggung vyang seperenam untuk golongan vyang lain.
Kemudian dia wajib memberikan sepertiga untuk orang-orang fakir
penduduk negeri setempat di mana hartanya, bukan pemiliknya,
berada di tengah-tengah mereka. Sama seperti yang berlaku dalam
zakat. Jika hartanya terpencar, maka harus dikeluarkan
sepertiganya di masing-masing tempat. Jika di situ tidak ada
orang-orang fakir, maka dialihkan ke negeri yang paling dekat,
sebagaimana pendapat yang telah kami kemukakan tentang zakat
harta.

Tentang zakat fitrah, dalam masalah ini ada dua pendapat
ulama fikih Asy-Svafi'i:

Pendapat Pertama: Dikeluarkan di negeri di mana harta itu
berada, sekalipun pemiliknya tidak ada. Jadi sama seperti yang
berlaku pada zakat harta.

Pendapat Kedua: Dikeluarkan di negeri di mana si
pemiliknya ada, sekalipun keberadaan hartanya tidak di situ.
Sebab, zakat fitrah adalah untuk membersihkan badan dan
mensucikan puasanya. Jika zakat dipindahkan dari negeri di mana
harta itu ada ke negeri yang lainnya, maka dalam masalah tentang
bagian-bagiannya ada dua pendapat.

Jika wasiat itu dipindahkan, ulama madzhab kami berbeda
dalam dua pendapat tentang pengeluarannya, sama seperti yang
berlaku dalam zakat. Di antara mereka ada yang mengatakan,
boleh, meskipun ini tidak baik. Sebab, wasiat itu adalah pemberian
dari manusia yang boleh dia berikan di mana saja dia inginkan.
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Jika seseorang berwasiat untuk jalan Allah, maka itu
diberikan kepada para pasukan, berdasarkan yang telah kami
kemukakan tentang zakat. Wasiat ini diberikan minimal kepada
tiga orang pasukan yang tinggal di negeri setempat, yaitu negeri di
mana hartanya itu ada di tengah-tengah mereka. Atau boleh
kepada kuda-kuda mereka. Jika di negeri setempat keduanya tidak
ada, maka dialihkan ke negeri yang paling dekat.

Cabang: Jika seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya
untuk kaum budak, maka itu diberikan untuk para budak mukatab,
demikian menurut Imam Abu Hanifah. Imam Malik mengatakan,
bahwa harta itu digunakan untuk membeli budak yang kemudian
dimerdekakan. Ini adalah perselisihan pendapat mereka tentang
bagian budak dalam zakat, apakah digunakan untuk

memerdekakan atau untuk melunasi angsuran mukatab. Dalilnya
adalah firman Allah £.

rd

515 & Jo 335 ,_.3\, g,\s; 35 o G
e g w{
O L= L LA a i o

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang
fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf
vang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang
vang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang
dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan vang diwajibkan Allah,
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dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijjaksana.” (Qs. At-Taubah
[9]: 60).

Itulah yang ditetapkan untuk kaum budak. Seorang budak
itu tidak bisa memiliki, maka wasiat diberikan kepadanya.
Sementara budak mukatab itu bisa memiliki, maka harus diberikan
kepadanya. Sesungguhnya harta wasiat itu diberikan untuk orang-
orang vang punya suatu kebutuhan, sedangkan harta zakat
diberikan untuk selain kegunaan yang kembali kepada Tuhannya.
Jika harta itu digunakan untuk memerdekakan budak, maka wala ™
nya akan kembali kepada orang yang memerdekakannya. Apabila
bagian kaum budak terhadap zakat sudah ditetapkan digunakan
untuk budak-budak mukatab, maka bagian budak dalam wasiat
juga harus digunakan untuk budak-budak mukatab, karena
penggunaan nama bersama seperti itu juga dikenal dalam tradisi
syari'at.

Cabang: Jika seseorang mewasiatkan sesuatu untuk Zaid
dan orang-orang miskin, Asy-Syafi'i & mengatakan, maka status
Zaid sama seperti salah seorang mereka. Jadi, dia mendapatkan
bagian seperti masing-masing mereka. Di antara ulama madzhab
kami ada yang mengatakan, Zaid diberi seperempat wasiat, dan
tiga perempatnya diberikan kepada orang-orang fakir.

Di antara ulama madzhab kami juga ada yang mengatakan,
bahwa separuhnya diberikan kepada Zaid, dan separuhnya lagi
diberikan kepada orang-orang fakir. Sebab, orang yang berwasiat
memberikan wasiatnya untuk dua pihak, jadi harus dibagi dua.
Inilah pendapat Imam Ahmad dan ulama madzhabnya, Imam Abu
Hanifah, dan Muhammad.

256 ” Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab




Menurut pendapat lain dari Muhammad, bahwa Zaid
mendapatkan sepertiganya dan orang-orang miskin mendapatkan
dua pertiganya. Sebab, minimal dari jumlah banyak itu adalah dua.
Jika dia mewasiatkan untuk Zaid satu dinar dan untuk orang-orang
fakir dua pertiganya, sementara si Zaid juga orang fakir, maka dia
tidak diberi sama sekali dari bagian orang-orang fakir tersebut.
Jadi, dia hanya tetap mendapatkan satu dinar. Demikian pendapat
Al Hasan Al Bashri dan Ishaq bin Rahawaih.

Cabang: Kabilah atau suku Alawi adalah anak cucu
keturunan Ali Karramallahu wajhah. Secara mutlak, mereka
diartikan berasal dari keturunan Muhammad bin Al Hanafiyah.
Itulah sebabnya sebagian orang yang menginginkan kesempurnaan
kemuliaan memutlakkan gelar Fathimiyah atas diri mereka,
sehingga mereka menafikan dari anak cucu keturunan Ibnu Al
Hanafiyah. Jadi, setiap orang Fathimiyah adalah Alawiyah, akan
tetapi tidak sebaliknya.

Kabilah Hasyim adalah Bani Hasyim bin Abdu Manaf.
Nama aslinya adalah Amr, dan Hasyim adalah gelarmnya. Anaknya
Hasyim bemmama Abdul Muthalib bin Hasyim. Abdul Muthalib
memiliki dua belas orang anak. Mereka adalah Abdullah ayah Nabi
@, Abu Thalib, Az-Zubair, Abdul Ka'bah, Al Abbas, Dhirar,
Hamzah, Hajal, Abu Lahab, Qitsam, Al Ghaidaq yang diberi gelar
Al Mugawim, dan Al Harits. Mereka itu adalah paman-paman Nabi

&.

Yang menurunkan keturunan ada enam. Mereka adaleh
Hamzah, Al Abbas, Abu Lahab, Al Harits, Abu Thalib, dan
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Abdullah. Ibnu Hazm dan ulama lainnya menyebutkan bahwa
Hamzah tidak memiliki keturunan.

Sedangkan suku Thay'i, mereka adalah keluarga besar
Bani Thay'i bin Zaid bin Yasyjab bin Uraib bin Zaid bin Kahlan.
Nama Hatim Ath-Tha"i seorang yang terkenal dermawan memiliki
nasab vyang dihubungkan kepada mereka. Demikian pula dengan
Tamam Ath-Tha'i seorang penyair Arab yang juga cukup
terkenal. Mereka berasal dari bangsa Arab Ariyah dari suku
Humair. Semula tempat tinggal mereka di Yaman, lalu setelah
perang Al Aram mereka berpencar. Mereka kemudian tinggal di
Najd dan Hijaz. Setelah berhasil mengalahkan Bani Asad di
pegunungan Aja dan pegunungan Salma, mereka lalu tinggal di
wilayah dua pegunungan tersebut, sehingga tempat tinggal mereka
kemudian dikenal dengan gunung Thayyi’. Di awal kelahiran Islam
pada zaman penaklukan, mereka berpencar ke berbagai penjuru.
Di antara mereka adalah Bani Tsa’al dan Zaid Al Khail.

Bani Tamim adalah dari keturunan bangsa Arab. Tempét
tinggal mereka berada wilayah Najd. Di antara keturunan mereka
adalah Thabikhah dan di antara keturunan Thabikhah adalah
Mazinah, vaitu Bani Utsman dan Bani Aus. Utsman dan Aus
adalah putera dari pasangan Umar bin Ad dan Mazinah. Mereka
mengenal Mazinah sebagai puteri Wabrah. Di antara mereka
adalah Ka’ab bin Zuhair Al Muzani, penulis syair berjudul Banat
Suad vang pemah disenandungkan di depan Nabi &,
sebagaimana vang akan kami kemukakan nanti dalam

pembahasan kesaksian. Di antara mereka adalah Imam Ismail bin
Ibrahim Al Muzani, teman Asy-Svafi’i .
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Hukum: Jika seseorang berwasiat untuk Bani fulan yang
merupakan kabilah atau suku, maka yang masuk di antara mereka
adalah yang laki-laki, yang perempuan, dan yang banci. Tentang
kebolehan mewasiatkan untuk mereka, di sini ada dua pendapat
Asy-Syalfi'i:

Pendapat Pertama: Sah, dan wasiatnya diberikan minimal
kepada tiga orang dari mereka, sebagaimana yang kami
kemukakan tentang berwasiat untuk orang-orang fakir. Tentang
keabsahannya menurut Ahmad bin Hanbal, anak dari anak-anak
perempuannya tidak masuk di antara mereka, karena nasab
keturunan mereka tidak terhubung kepada kabilah.

Pendapat Kedua: Wasiat seperti itu tidak sah, karena tidak
mungkin memberikan wasiat kepada mereka semua. Dan juga
tidak bisa diberikan kepada sebagian mereka saja. Jadi kalau
misalnya seseorang berwasiat untuk Bani Thay i, maka tidak bisa
khusus diberikan kepada Bani Mazinah saja. Demikian pula kalau
misalnya seseorang berwasiat untuk Bani Hasyim, maka tidak bisa
khusus diberikan kepada Bani Abu Thalib saja. Jadi, wasiat seperti
itu hukumnya batal. Berbeda dengan wasiat yang diberikan kepada
orang-orang fakir yang berdasarkan tradisi boleh diberikan kepada
tiga orang dari mereka. Wallahu A’lam.

Asy-Syirazi # mengatakan: Pasal: Jika seseorang
berwasiat kepada orang lain untuk memberikan
hartanya yang sepertiga kepada siapa saja yang dia
pilih, maka dia tidak boleh memberikan kepada dirinya
sendiri. Sebab, wasiat adalah melimpahkan hak milik
dengan izin. Jadi, dia tidak boleh memiliki dari dirinya
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sendiri. Sama jika seseorang menunjuknya sebagai
wakil untuk jual beli. Sebaiknya dia memberikannya
kepada kaum kerabat orang yang berwasiat yang tidak
bisa menerima warisan. Jika dia tidak memiliki kaum
kerabat, maka diberikan kaum kerabat yang ada
hubungan saudara sepersusuan. Jika mereka tidak ada,
maka diberikan kepada tetangga-tetangganya, karena
kedudukannya mewakili orang vyang berwasiat.
Sebaiknya dia memberikan kepada orang-orang seperti
vang kami kemukakan tadi. Begitu pula washi (pemberi
wasiat).

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan sepertiga
hartanya untuk Zaid dan untuk malaikat Jibril, maka
Zaid memperoleh separuh dari sepertiga tadi dan
sisanya batal. dan jika seseorang mewasiatkan sepertiga
hartanya untuk Zaid dan untuk angin, maka dalam
masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Semuanya untuk Zaid, karena
menyebut untuk angin hanya main-main saja.

Pendapat Kedua: Untuk Zaid separuhnya, dan
selebihnya batal. Sama seperti masalah vang
sebelumnya tadi. Dan jika dia mengatakan, “Dua
pertiganya untuk Allah dan Zaid,” maka dalam masalah
ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Semuanya untuk Zaid.
Menyebut Allah adalah untuk mendapatkan berkah,

SYAY)

sebagaimana firman Allah &, 3,55 ‘::;.; GiEs &
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A4 5  “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang

dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka
sesungguhnya seperlima untuk Allah.” (Qs. Al Anfaal
[8]: 41).

Pendapat Kedua: Yang separuh diberikan kepada
Zaid, dan sisanya diberikan kepada orang-orang fakir,
karena semua vyang diperuntukkan bagi Allah & itu
diberikan kepada orang-orang fakir.

Pasal: Jika seseorang berwasiat untuk anak yang
dikandung oleh seorang wanita, lalu dia melahirkan
anak kembar laki-laki dan perempuan, maka wasiat
diberikan kepada mereka berdua secara sama. Karena
ini merupakan pemberian, maka harus diberikan secara
sama antara vang laki-laki dan yang perempuan. Jika
seseorang berwasiat, “Jika wanita ini melahirkan anak
laki-laki, maka kalau lahir laki-laki dia akan
mendapatkan seribu dinar dan kalau lahir perempuan
dia akan mendapatkan seribu dinar,” lalu ternyata
wanita itu melahirkan anak laki-laki dan anak
perempuan, maka si anak laki-laki berhak mendapatkan
seribu dinar dan anak perempuan berhak mendapatkan
seratus dinar. Jika wanita itu melahirkan anak yang
berkelamin ganda, maka yang diberikan kepadanya
adalah seratus dinar, karena seratus inilah yang
diyakini, dan sisanya menunggu sampai jelas. Jika
wanita itu melahirkan dua anak laki-laki atau dua anak
perempuan, maka dalam masalah ini ada tiga pendapat
ulama fikih Asy-Syafi’i: \
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Pendapat Pertama: Ahli waris memberikan seribu
dinar kepada yang dia kehendaki dari dua anak laki-laki
tadi, dan memberikan seratus dinar kepada yang dia
kehendaki dari dua anak perempuan tadi. Sebab,
wasiatnya hanya untuk salah satu mereka saja. Jadi,
tidak bisa diberikan kepada keduanya. Ketetapan ijtihad
dalam masalah ini dibebankan kepada ahli waris. Sama
jika seandainya seseorang mewasiatkan salah satu
budaknya kepada orang lain.

Pendapat Kedua: Dua anak yang laki-laki harus
diberi seribu dinar dan dua anak yang perempuan
diberikan seratus dinar. Sebab, salah satunya tidak ada
vang lebih istimewa daripada yang lain. Jadi keduanya
harus diperlakukan sama. Ini berbeda dengan masalah
budak vang memang diberikan untuk ahli waris.
Sementara masalah di sini tidak demikian.

Pendapat Ketiga: Seribu dinar digantungkan di
antara dua anak laki-laki, dan seratus dinar lagi
digantungkan di antara anak perempuan, sampai
keduanya berusia baligh lalu berdamai. Sebab,
wasiatnya hanya untuk salah satu dari mereka. Jadi,
tidak boleh hanya diberikan kepada yang satu saja, dan
ahli waris tidak perlu disuruh memilih. Makanya harus
digantungkan. Jika dia mengatakan kepada seorang
perempuan, “Kalau bayi dalam perutmu itu laki-laki dia
akan mendapatkan seribu dinar, dan kalau perempuan
dia akan mendapatkan seratus dinar,” lalu perempuan
tersebut melahirkan bayi laki-laki dan bayi perempuan,
maka salah seorang dari mereka tidak mendapatkan
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apa-apa. Sebab, syarat ini berlaku kalau yang di dalam
perut semua laki-laki atau semua perempuan.
Sementara salah satu di antara keduanya tidak
ditemukan.

Penjelasan Hukum:

Jika seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya kepada
orang lain, “Terserah mau dia berikan kepada siapa yang dia
inginkan,” maka dia tidak boleh mengambilnya untuk dirinya
sendiri, meskipun dia sangat membutuhkannya. Sebab, dia disuruh
untuk memberikan wasiat tersebut, bukan untuk mengambilnya.
Dia juga tidak boleh memberikannya kepada ahli waris orang yang
berwasiat meskipun dia sangat membutuhkannya, karena ahli
waris dilarang menerima wasiat. Dia juga tidak boleh
menitipkannya kepada dirinya sendiri, atau menitipkannya kepada
orang lain. Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa menurut kami dia boleh
memberikannya kepada keluarga mendiang yang sangat
membutuhkan sampai mereka kaya, bukan kepada selain mereka,
atau juga kepada saudara sepersusuan karena hakikatnya mereka
bukan kaum kerabat.

Jika sang mendiang tidak memiliki kerabat dari jalur ayah
dan ibu, akan tetapi dia memiliki kerabat dari jalur sepersusuan,
maka menurut kami harus diberikan kepada mereka. Dan jika
mendiang juga tidak punya kerabat dari jalur sepersusuan, maka
wasiat itu diberikan kepada para tetangganya yang paling dekat,
lalu yang lebih dekat, dan seterusnya. Tetapi batas terjauh tetangga
adalah empat puluh rumah dari semua arah, terutama tetangga
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oleh Ibnu Suraih ini, maka wasiat tidak boleh dikembalikan kepada
penjelasan ahli waris dalam hal memberikan seribu dinar kepada
salah seorang anak laki-laki tersebut, dan ini merupakan pendapat
pertama dari [bnu Suraih.

Kedua, kedua anak laki-laki itu bersekutu di dalamnya.

Ketiga, seribu dinar digantungkan di antara kedua anak laki-
laki, sampai mereka berdamai.

Masalah: Jika seseorang mengatakan, “Aku berwasiat
untuk bayi yang dikandung wanita ini dari suaminya,” lalu dia
melahirkan seorang anak yang dinafikan oleh sang suami dengan

sumpah /'an, maka tentang wasiatnya ada dua pendapat ulama
fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Ibnu Suraij,
bahwa wasiatnya batal, karena /annya telah menafikan si anak
darinya.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu Ishag Al
Marwazi, bahwa wasiatnya boleh, karena /Jan sang suami itu
hanya khusus menafikan nasab saja, bukan hukum-hukum lainnya
vang menyangkut anak. Kita tahu, bukankah wanita itu harus
menjalani masa iddah? Jika dia dituduh berzina oleh orang lain,
maka dia juga harus menjalani masa iddah untuk itu. Jika sang
suami kembali dan mengakui anak tersebut, maka nasabnya akan
disambungkan. Namun jika dia melahirkan setelah dithalak tiga
oleh sang suami tersebut, dan lebih dari empat tahun sejak ditalak
serta kurang dari enam bulan sejak pengucapan wasiat, maka tidak
ada wasiat sama sekali, karena kita tahu itu bukan darinya.

Masalah lain: Jika budak perempuan. yang diwasiatkan itu
melahirkan seorang anak dalam keadaan meninggal dunia, maka
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tidak ada wasiat sama sekali, sebagaimana juga tidak ada
pembagian harta pusaka sama sekali. Jika dia melahirkan sang
anak dalam keadaan meninggal dunia, maka wasiatnya sah, dan
itu bagi ahli waris si bayi, sama seperti warisan. Jika seseorang
memukul perut wanita itu sehingga janin yang dikandungnya itu
mengalami keguguran dalam keadaan mati, maka orang yang
memukulnya itu harus dihukum gishas, dan tidak ada wasiat sama
sekali sebagaimana tidak ada pembagian harta pusaka sama sekali.

Asy-Svirazi & mengatakan: Pasal: Jika seseorang
mewasiatkan kepada orang lain sebagian dari hartanya,
maka hak khivar diberikan kepada ahli waris tentang
banyak dan sedikitnya. Karena kalimat “sebagian” ini
digunakan untuk sedikit dan banyaknya.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan kepada orang
lain seperti bagian salah seorang dari ahli warisnya,
maka dia diberi bagian yang paling sedikit di antara
mereka, karena itu adalah bagian salah seorang
mereka.

Jika dia mewasiatkan kepada orang lain seperti
bagian seorang anak lelakingya dan dia memang
memiliki seorang anak lelaki, maka orang vyang
diwasiati memperoleh wasiat separuh hartanya. Sebab,
bisa jadi orang ini memperoleh bagian seperti bagian
seorang anak lelaki secara penuh, atau dia bersekutu
dengan sang anak lelaki tersebut. Sesungguhnya dia
ingin menyamakan bagian orang tersebut dengan
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bagian anak lelakinya. Padahal itu hanya berlaku pada
masalah yang telah kami kemukakan.

Jika dia memiliki dua orang anak lelaki lalu dia
berwasiat untuk seseorang seperti bagian salah satu
anaknya, maka orang vang diberi wasiat itu
memperoleh sepertiga.

Jika dia mewasiatkan untuknya bagian puteranya,
maka wasiatnya batal, karena bagian anaknya itu untuk
anaknya. Jadi tidak sah mewasiatkannya, sama seperti
seandainya dia mewasiatkan untuk orang itu berupa
harta anaknya yang bukan harta warisan.

Di antara ulama madzhab kami ada vyang
mengatakan, bahwa hukumnya sah, dimana harta
dibagi berdua. Sama seandainya dia mewasiatkan
untuknya seperti bagian anaknya. Jika dia mewasiatkan
untuknya seperti bagian anaknya dan dia memiliki anak
yang kafir atau yang membunuh, maka wasiatnya batal,
karena dia mewasiatkan seperti bagian orang vyang
tidak punya bagian sama sekali. Jadi, dia sama
seandainya dia mewasiatkan seperti bagian saudaranya
dan dia juga memiliki seorang anak.

Penjelasan:
Asy-Svafi'i 4 mengatakan, jika seseorang mengatakan

kepada si fulan, “Aku wasiatkan untukmu sebagian hartaku,” kami
tidak tahu berapa ukuran banyak dan sedikit itu. '
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Yang jelas jika seseorang mewasiatkan sebagian hartanya,
baik sedikit maupun banyak, tanpa menyebutkan berapa
nominalnya, maka wasiat seperti itu hukumnya boleh.
Penjelasannya dikembalikan kepada ahli waris. Apa yang mereka
jelaskan tentang masalah ini harus diterima, kendatipun mungkin
orang yang diberi wasiat itu menuntut yang lebih banyak. Sebab,
kalimat “sebagian ”itu dalam segi bahasa atau syari'at atau tradisi
tidak disebutkan secara khusus dengan jumlah tertentu, karena
kalimat ini bisa digunakan untuk jumlah yang banyak maupun
jumlah yang sedikit disebabkan banyak atau sedikit itu tidak ada
batasannya yang pasti. Sesuatu bisa disebut sedikit jika
dibandingkan dengan sesuatu yang lebih banyak darinya, dan
sebaliknya sesuatu bisa disebut banyak jika dibandingkan dengan
sesuatu yang lebih sedikit darinya.

Menurut pendapat yang dikutip dari Atha® dan lkrimah,
bahwa mewasiatkan sebagian harta yang tidak diketahui dengan
jelas berapa jumlahnya hukumnya adalah batal. Tetapi pendapat
ini salah, karena wasiat yang tidak diketahui itu tidak menghalangi
kebolehannya. Kita tahu, jika seseorang mewasiatkan sepertiga
hartanya tanpa tahu berapa jumlahnya bukankah itu hukumnya
boleh? Anas bin Malik pernah mewasiatkan untuk Tsabit Al
Bannani seperti bagian salah seorang anaknya.

Tentang seseorang yang mewasiatkan hartanya sebesar
bagian warisan, ulama madzhab kami berselish pendapat.
Menurut pendapat yang dikutip dari Abdullah bin Mas’ud, Hasan
Al Bashri, lyas bin Mu’awiyah, Sufyan Ats-Tsauri, dan Ahmad bin
Hanbal, bahwa orang yang diberi wasiat mendapatkan seperenam.
Menurut Tbnu Suraih, dia diberi satu dari dua bagian yang telah
ditentukan dengan pasti. Menurut Imam Abu Hanifah, dia diberi
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bagian seperti bagian ahli waris yang paling sedikit bagiannya,
asalkan tidak melebihi sepertiga. Jika melebihi, maka maksimal dia
hanya diberi bagian sepertiga. Menurut Abu Tsaur, dia diberi
bagian dari dua puluh empat bagian bagian warisan. Sementara
menurut Abu Yusuf serta Muhammad, dia diberi bagian seperti
bagian ahli waris yang paling sedikit bagiannya, asalkan tidak
melebihi sepertiga.

Asy-Syafi'i & mengatakan, saham adalah sebutan umum
vang tidak dikhususkan dengan kadar atau jumlah tertentu, karena
itu bisa mencakup sedikit dan banyak. Sama seperti kalimat
bagian. Jadi, masalah ini harus dikembalikan kepada penjelasan
para ahli wars. Ibnu Mas'ud #@ meriwayatkan, bahwa
sesungguhnya Nabi @& memberi bagian seperenam kepada
seseorang yang diberi wasiat satu saham. Ada yang mengatakan,
bahwa ini berlaku untuk suatu barang yang mungkin ada buktinya,
sehingga Nabi @ menyuruh untuk memberikan seperenam
kepada orang itu, atau para ahli waris mengakuinya. Jika seperti
itu keadaannya, maka harus dikembalikan kepada para ahli waris.
Apa vang mereka jelaskan, baik sedikit atau banyak, harus
diterima, dimana ketika akan membagi mereka disumpah terlebih
dahulu. Akan tetapi jika mereka tidak mau menjelaskan, mungkin
karena mereka tidak mau atau mereka tidak memiliki penjelasan.

Jika mereka tidak punya penjelasan, maka dikembalikan
kepada penjelasan orang yang diberi wasiat, dimana ketika akan
membagi dia diminta bersumpah terlebih dahulu. Jika orang yang
diberi wasiat juga tidak memiliki penjelasan sehingga mereka tidak
mau menjelaskan, maka dalam masalah ini ada dua pendapat yang
juga berlaku dalam masalah tentang seseorang yang berikrar
secara global tetapi dia tidak mau menjelaskan.
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seorang saudara perempuan lain yang tidak bisa mewarisi, karena
masing-masing dari keduanya apabila sendirian dia mendapatkan
separuh, dan sisanya diserahkan ke kas negara. Jadi, apabila
seseorang mewasiatkan seperti bagian seorang saudara laki-laki
seibu, maka menurut salah satu pendapat dia memperoleh
separuhnya seperenam, dan menurut pendapat lainnya dia
memperoleh bagian seperenam.

Secara keseluruhan, dalam masalah ini yang menjadi dasar
patokan adalah bagian ahli waris, tidak boleh melebihi dari itu. Jika
para ahli waris mendapatkan bagian warisan yang sama, seperti
semuanya adalah anak laki-laki, maka orang yang diberi wasiat
mendapatkan bagian seperti bagian salah seorang mereka jika
memang vang diwasiatkan seperti bagian salah seorang ahli
warisnya. u |

Jika bagian para ahli waris berbeda-beda, maka dia
mendapatkan bagian seperti yang didapat oleh yang paling sedikit
bagian warisannya. Jika dia mewasiatkan seperti bagian ahli waris
tertentu, maka orang yang diberi wasiat menerima jumlah yang
sama seperti bagiannya ditambah dengan bagian yang telah
ditentukan. Demikian pendapat mayoritas ulama, yang juga
merupakan pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad.

Sementara menurut Malik, Ibnu Abi Laila, Zufar, dan Daud,
“Dia diberi seperti bagian ahli waris yang ditentukan tadi, atau
seperti bagian salah seorang para ahli waris jika mereka
mendapatkan bagian yang sama dari pokok harta tanpa ada
tambahan, dimana sisanya dibagi di antara para ahli waris lainnya,
karena bagian seorang ahli waris sebelum wasiat, itu berasal dari
‘harta pokok. Jika dia mewasiatkan seperti bagian puteranya,
dimana dia hanya punya satu orang putera, maka wasiatnya
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adalah seluruh harta. Jika dia memiliki dua orang putera, maka
wasiatnya adalah separuhnya, dan jika punya tiga orang putera,
maka wasiatnya adalah sepertiga.

Imam Malik menyatakan, jika bagian ahli waris berbeda-
beda, maka harus dilihat berapa jumlah mereka, lalu dia diberi satu
bagian dari jumlah mereka, karena tidak mungkin menghitung
semua bagian mereka yang tidak sama. Oleh karena itu, dihitung
secara per kepala. Sebelumnya sudah kami kemukakan, bahwa
vang dijadikan patokan dalam masalah ini adalah ahli waris. Ini
menunjukkan batalnya yang menyalahi hal itu.

Cabang: Asy-Syafi'i & mengatakan, jika seseorang
berwasiat seperti bagian puteranya, padahal dia hanya memiliki
satu orang putera, maka orang yang diberi wasiat itu mendapatkan
separuh. Dan jika si putera tidak mengizinkan, maka dia
memperoleh sepertiga.

Itu tadi adalah pendapat Abu Hanifah dan para ulama
madzhabnya. Jika puteranya tidak mengizinkan, maka wasiat
dikembalikan kepada sepertiga. Imam Malik, Zufar bin Al Hudzail,
dan Daud bin Ali mengatakan, bahwa dalam hal itu adalah dengan
mewasiatkan seluruh harta. Buktinya, bahwa bagian puteranya -
jika dia tidak punya putera selainnya~ adalah semuanya. Akan
tetapi ini salah ditinjau dari tiga alasan:

Alasan Pertama: Bagian seorang anak laki-laki itu pokok,
sedangkan berwasiat seperti bagiannya itu merupakan cabang.
dadi, hukum yang menyangkut cabang tidak bisa menghilangkan
hukum yang menyangkut hal pokoknya.
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Alasan Kedua: Jika yang diwasiatkan itu semua harta, maka
berarti sang anak laki-laki tidak mendapatkan bagian sama sekali.
Dan jika sang anak laki-laki itu tidak mendapatkan bagian sama
sekali, maka mewasiatkan seperti itu hukumnya batal.

Alasan Ketiga: Mewasiatkan seperti bagian anak laki-laki itu
berarti menyamakan bagian orang yang diberi wasiat dengan
bagian si anak laki-laki. Artinya, bahwa masing-masing mendapat
separuh. Namun jika semua harta itu diberikan kepada orang yang
diberi wasiat, maka itu berarti membatalkan pembagian yang sama
di antara keduanya. Menjawab pendapat yang menyatakan bahwa
bagian anak laki-laki adalah semuanya, dimana dia memang
mendapatkan semua harta jika tidak ada wasiat. Juga karena ada
wasiat, maka dia tidak berhak mendapatkan semua.

Mengomentari ucapan seseorang yang berwasiat kepada
orang lain, “Aku beri kamu bagian seperti bagian puteraku,” beda
antara keduanya adalah dia tidak memberi bagian kepada
puteranya karena adanya wasiat. Jadi, itu adalah mewasiatkan
semua harta. Berdasarkan hal ini seandainya dia mengatakan,
“Aku beri kamu bagian seperti bagian puteraku,” maka menurut
sebagian besar ulama madzhab kami, wasiat seperti itu batal. Ini
juga pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, karena
mewasiat seperti itu adalah mewasiatkan sesuatu yang tidak bisa
dimiliki. Sebab, bagian sang anak laki-laki adalah miliknya, bukan
milik ayahnya. Namun menurut sebagian ulama madzhab kami
lainnya, wasiat seperti itu boleh. Ini juga merupakan pendapat
Imam Malik.

Jika seseorang mewasiatkan seperti bagian anak laki-
lakinya, padahal dia tidak mempunyai anak laki-laki sama sekali,
maka wasiat seperti itu hukumnya batal. Sama seperti misalnya dia
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memiliki seorang anak laki-laki tetapi kafir atau pembunuh yang
ditetapkan tidak berhak mendapatkan bagian sama sekali.

Cabang: Asy-Svafii # mengatakan, jika seseorang
mengatakan, “Aku mewasiatkan seperti bagian salah satu
puteraku, dimana dia mempunyai dua orang putera, maka orang
vang diberi wasiat itu mendapat bagian sepertiga. Jika dia
mempunyai tiga orang putera, maka orang yang diberi wasiat itu
mendapatkan bagian seperempat, sehingga bagiannya sama
seperti bagian salah seorang dari mereka.

Menurutku (Al Muthi’i): Inilah pendapat Imam Ahmad
dan para ulama madzhabnya. '

Menurut Imam Malik, bersama dua orang putera, dia
mendapatkan bagian separuh; bersama tiga orang putera, dia
mendapatkan bagian sepertiga; dan bersama empat orang putera,
dia mendapatkan bagian seperempat. Kami sudah kemukakan
alasan atas kesalahan pendapat ini, sebab hal ini berarti lebih
mengutamakan orang yang diberi wasiat daripada putera orang
yang berwasiat.

Menurutku (Al Muthi’i): Jika seseorang mengatakan
kepada orang yang diberi wasiat, “Aku memberimu bagian seperti
bagian seorang anak laki-laki,” dan dia mempunyai dua orang
anak laki-laki, maka wasiat seperti itu hukumnya batal. Sebab, itu
sama dengan mewasiatkan seperti bagian anak laki-laki yang
menjadi miliknya, sehingga sang ayah tidak boleh
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mewasiatkannya. Hal ini sama seandainya dia mewasiatkan
sesuatu yang dimiliki oleh anaknya dari hasil kerjanya atau dari
warisan. Tetapi di antara ulama madzhab kami ada yang
menganggap sah wasiat seperti itu. Mereka menyamakannya
dengan ucapan seseorang, “Aku mewasiatkan seperti bagian salah
satu puteraku.” Wallahu A ’lam.

Asy-Syirazi & mengatakan: Pasal: Jika seseorang
mewasiatkan dua kali lipat seperti bagian salah seorang
anaknya, maka orang yang diberi wasiat diberi dua
bagian salah seorang mereka. Hal ini berdasarkan
riwayat bawa Umar & melipatkan pungutan sedekah
atas orang-orang Nashrani Bani Taghlib. Dengan kata
lain, dia memungut dua kali lipat dari yang dia pungut
pada kaum muslimin. Jika dia mewasiatkan dua kali
lipat seperti bagian salah seorang anaknya, maka orang
vang diberi wasiat itu diberi tiga bagian salah seorang
dari mereka. Abu Tsaur berkata, dia diberi empat kali
lipat. Akan tetapi ini salah, karena melipat gandakan
dua kali itu berarti dua dan ditambah yang seperti
keduanya.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan untuk orang
lain sepertiga hartanya, dan juga mewasiatkan untuk
orang lain lagi separuhnya, dimana para ahli waris
memperbolehkan harta dibagi lima di antara mereka
berdua sehingga orang yang diberi wasiat sepertiga
mendapatkan dua bagian, dan orang yang diberi wasiat
separuh mendapat tiga bagian.
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Jika para ahli waris tidak mengizinkan, maka
harta dibagi lima di antara mereka berdua dengan cara
seperti yang kami kemukakan sebelumnya. Sebab,
membagi yang selisih terhadap harta yang cukup itu
sama seperti membagi yang selisih terhadap harta yang
tidak cukup. Perkara ini sama seperti harta pada
pembagian warisan, dan harta yang ada pada kreditur.

Jika seseorang mewasiatkan semua hartanya
kepada orang lain, dan mewasiatkan sepetiganya
kepada orang lain lagi, dan hal itu diperbolehkan oleh
para ahli waris, maka harta dibagi empat antara mereka
berdua, sehingga orang yang diberi wasiat semua harta
mendapat tiga bagian, dan orang yang diberi wasiat
sepertiga mendapat satu bagian. Sebab, bagian dalam
wasiat itu sama seperti bagian yang berlaku dalam
pembagian warisan. Jika jumlahnya melebihi dari harta
vang ada, maka diambilkan dari bagian yang telah
ditentukan dengan pasti. Begitu pula yang berlaku
dalam wasiat. Jika para ahli waris tidak
memperbolehkan, maka sepertiganya itu dibagi seperti
pembagian semuanya.

Penjelasan:

Asy-Syafii #& mengatakan, jika seseorang mengatakan,
“Aku wasiatkan untuknya dua kali lipat dari bagian yang diterima
oleh puteraku,” maka dia harus diberi dua kali lipat dari bagian
puteranya. Jika dia mengatakan, “Aku wasiatkan untuknya dua
kali lipat dari bagian yang diterima oleh puteraku,” maka jika
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bagian puteranya seratus dinar berarti dia mendapatkan tiga ratus
dinar. Demikian yang berlaku untuk kelipatannya.

Jika seseorang mewasiatkan untuk orang lain seperti bagian
salah seorang anak-anaknya secara dua kali lipat, maka dia
mendapatkan dua bagian. Jadi, jika bagian sang putera seratus,
maka dia mendapatkan bagian dua ratus. Demikian yang
dikatakan oleh sebagian besar ulama pakar fikih.

Abu Ubaidah Al Qasim bin Salam mengatakan, bahwa satu
kali lipat adalah satu yang sepertinya. Dia berpedoman pada

firman Allah &, caise SIS G5, “Niscava akan di lipat
gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat ” (Qs. Al Ahzaab
33]:30). Dan juga berdasarkan firman Allah @, \{l&=t Zi

L L)

ine “Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali

lipat. {Qs. Al Baqgarah [2]: 265). Jika dua kali lipat itu adalah dua
yang sepertinya, maka satu kali lipat adalah satu.

Menurut kami, satu kali lipat adalah dua yang sepertinya,

z
7 . -, Pt

berdasarkan firman Allah &, Cax.o) ;};;ST Crap LAY \:L

9\.::“ “Kalau terjadi demikian, benar-benarlah Kami akan

rasakan kepadamu (siksaan) berlipat ganda di dunia ini dan begitu
(pula siksaan) berlipat ganda sesudah mati.” (Qs. Al Israa" [17]:

e - 2 h
75). Juga berdasarkan pada firman Allah £, L/.:\.}Z,:A\’._\,-»‘;‘ldgljt

‘}/

\W\e  “Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat

ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan.” (Qs. Saba’
[34): 37).
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Diriwayatkan dari Umar, bahwa Umar & pernah
melipatkan sedekah atas orang-orang Nashrani Bani Taghlib. Dia
memungut sepuluh dari dua ratus. Dia bertanya kepada Hudzaifah
dan Utsman bin Hanif, “Mungkin kalian telah membebani bumi
dengan beban yang tidak dia sanggupi?.” Utsman menjawab,
“Sekalipun Anda melipatkan gandakan beban atas bumi dia tetap
kuat membawanya.” Az-Zuhri berkata, satu kali lipat adalah satu
yang sepertinya ke atas.

Al Mawardi dalam A/ Haawi memaparkan, bukti bahwa
satu kali lipat itu dua yang sepertinya adalah, bahwa perbedaan

nama itu menuntut perbedaan yang diberi nama, kecuali yang
dikhususkan karena ada dalil.

Tentang masalah ayat tersebut ada dua jawaban sebagai
berikut:

Jawaban Pertama: Seperti yang dikutip oleh Abul Abbas
dari Al Atsram dari seorang ulama ahli tafsir, bahwa Allah & akan
merasakan siksaan terhadap mereka tiga kali lipat dari orang lain
jika mereka sampai melakukan perbuatan yang keji. Jadi, ayat ini
bukan dalil untuk itu.

Jawaban Kedua: Redaksi, “melipat gandakan” mungkin
digunakan sebagai majas atau kiasan. Sementara hukum itu tidak
boleh dikaitkan dengan majas, melainkan dengan suatu yang

hakiki.

Hukum: Jika seseorang mewasiatkan untuk orang lain dua
kali lipat bagian puteranya, para ulama berbeda dalam tiga
pendapat tentang masalah ini:

281 || A1 Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab



Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Imam Malik,
bahwa orang vang diberi wasiat itu mendapat dua kali lipat
bagiannya. Jika satu kali lipat itu satu sepertinya, maka dua kali
lipat adalah dua kali sepertinya.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu Tsaur,
bahwa orang vang diberi wasiat mendapat empat kali lipat
bagiannya. dJika satu kali lipat itu dua sepertinya, maka dua kali
lipat adalah empat kali sepertinya.

Pendapat Ketiga: Ini merupakan pendapat Asy-Svafi'i &
dan sebagian besar ulama ahli fikih, bahwa orang yang diberi
wasiat mendapat tiga kali lipat bagiannya. Jadi, jika bagian anak
laki-laki itu seratus, maka jika itu ditambah dua kali lipatnya lagi,
berarti menjadi tiga ratus. Artinya kalau seseorang mewasiatkan
untuk orang lain tiga kali lipat bagian anak laki-lakinya, maka dia
berhak mendapatkan sebanyak empat bagian yang sama. Begitu
seterusnya.

Cabang: Asy-Syafii # mengatakan, jika seseorang
mewasiatkan untuk orang lain sepertiga hartanya, mewasiatkan
untuk orang lain lagi separuhnya, dan mewasiatkan untuk orang
lain lagi seprempatnya, sehingga jumlah wasiat-wasiat ini lebih
tinggi daripada total hartanya, maka ada tiga kemungkinan pada
sikap para ahli warisnya. Mungkin mereka semua
memperbolehkannya, mungkin mereka semua menolaknya, dan
mungkin sebagian mereka memperbolehkan dan sebagian lagi
menolaknya.

Jika mereka semua memperbolehkannya, maka harta
dibagi di antara mereka sesuai dengan bagian-bagian mereka, yaitu
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tiga belas bagian. Untuk orang vang diberi wasiat separuh
mendapat enam bagian, untuk orang yang diberi wasiat sepertiga
mendapat empat bagian, dan untuk orang yang diberi wasiat
seperempat mendapat tiga bagian. Inilah yang disepakati oleh
semua ulama. Imam Abu Hanifah dan lainnya juga tidak
menentang hal ini.

Asy-Syirazi & mengatakan: Pasal: Jika seseorang
mengatakan, “Beri dia seorang budakku,” padahal dia
tidak memiliki budak sama sekali, atau dia mengatakan,
“Beri dia seorang budakku berkebangsaan Ethiopia,”
padahal yang dia punya adalah budak Sand, atau dia
mengatakan, “Beri dia seorang budakku berkebangsaan
Ethiopia” dengan menyebutkan nama serta ciri-cirinya
vang berkulit hitam atau putih, dan dia punya seorang
budak berkebangsaan Ethiopia yang namanya sama
tetapi ciri-cirinya lain, maka wasiat seperti itu batal.
Alasannya, karena dia mewasiatkan apa yang tidak
dimilikinya.

Jika dia punya beberapa orang budak, maka dia
diberi satu budak yang sehat maupun yang cacat,
karena dalam masalah memberikan budak tidak ada
ketentuan yang mengikat. Jika budak miliknya itu
meninggal dunia, maka wasiatnya batal, karena yang
terkait dengan wasiat sudah tidak ada tanpa ada
kelalaian. Jika budak-budak itu meninggal dunia
sebelum kematian orang yang memberi wasiat, maka
wasiat seperti itu batal. Alasannya, karena ketika tiba
waktunya harus menunaikan kewajiban, dia tidak
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memiliki budak sama sekali. Jika budak-budak itu
meninggal dunia setelah kematian orang yang memberi
wasiat, maka dia berhak akan nilai salah seorang di
antara mereka, karena itu merupakan imbalan atau
kompensasi yang harus diberikan.

Pasal: Jika seseorang berwasiat untuk
memerdekakan seorang budak, maka dimerdekakan
atas namanya seorang budak apa saja. Namun di antara
ulama madzhab kami ada yang mengatakan, tidak
cukup hanya sembarang budak, melainkan budak yang
sah untuk membayar kafarat. Sebab, memerdekakan
vang dikenal dalam tradisi syari’at adalah
memerdekakan budak yang sah untuk membayar
kafarat. Jadi, harus diartikan seperti itu.

Jika dia berwasiat memerdekakan beberapa
orang budak yang melebihi dari sepertiga, sementara
para ahli waris juga tidak memperbolehkannya, maka
yang dimerdekakan adalah budak yang senilai dengan
sepertiga, karena wasiatnya terkait dengan semua
budak yang diwasiatkan tadi dan ternyata itu sulit
dipenuhi, maka yang diwasiatkan harus yang senilai
dengan sepertiga.

Jika dia berwasiat memerdekakan beberapa orang
budak, maka vang dimerdekakan adalah tiga orang
budak saja, karena minimal dari kata yang menunjukkan
banyak itu adalah tiga. Jika nilai ketiga orang budak
tersebut melebihi dari sepertiga harta, maka yang
dimerdekakan adalah vyang nilainya tidak sampai
melebihi dari sepertiga. Jika sepertiga masih tersisa
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untuk dua orang budak, tetapi tidak cukup untuk
sebagian saja budak yang ketiga, maka sisanya itu
ditambahkan pada nilai harga dua budak. Dan jika
cukup untuk membeli sebagian budak yang ketiga,
maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih
Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Ditambahkan pada nilai harga

kedua budak yang sudah ada. Hal ini berdasarkan
riwayat yang menyatakan bahwa sesungguhnya Nabi &

ditanya tentang budak vyang paling baik. Beliau
bersabda, el die aly & \3}:.57 “Yang paling mahal
harganya dan paling bernilai bagi pemiliknya.”
Pendapat Kedua: Sisanya dibelikan untuk
membeli sebagian budak vyang ketiga. Hal ini
berdasarkan sabda Nabi @, s b I dn gl 1) el s
S8 s & Vyué “Barangsiapa memerdekakan seorang
}Judak niscaya Allah akan membebaskan dari api neraka

setiap anggota tubuhnya yang ada pada tubuh sang
budak itu.”

Pasal: Jika seseorang mengatakan, “Merdekakan
beberapa orang budakku dari budak-budak milikku,”
dan yang dia punya adalah budak waria yang dihukumi
budak laki-laki, maka dalam masalah ini ada dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Boleh, karena budak waria itu
dihukumi sebagai budak.
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Pendapat Kedua: Tidak boleh, karena budaknya
ini tetap disebut budak waria. Jika dia mengatakan,
“Merdekakan salah seorang di antara budak-budakku,”
dan di antara mereka ada budak yang waria dan tidak
diketahui jenis kelaminnya, maka menurut pendapat
vang diriwayatkan oleh Ar-Rabi’ tentang orang vang
mewasiatkan untuk me-mukatabkan salah seorang
budaknya, bahwa tidak boleh untuk budak yang waria
itu.

Menurut pendapat yang dikutip dari Al Muzani,
hal itu boleh. Di antara ulama madzhab kami ada yang
mengatakan boleh, seperti yang dikutip oleh Al Muzani,
dengan alasan karena dia juga termasuk budak. Di
antara ulama madzhab kami juga ada yang mengatakan,
bahwa itu tidak boleh, seperti yang dikutip oleh Ar-
Rabi’ berdasarkan alasan yang telah dikemukakan
sebelumnya.

Pasal: Jika seseorang mengatakan, “Beri dia
seekor kambing,” maka boleh memberinya kambing
yang sudah besar maupun kambing yang masih kecil,
kambing domba atau kambing kacang, karena semua
itu secara mutlak disebut kambing. Namun menurut
pendapat yang telah di-nash, tidak boleh memberinya
kambing hutan atau kambing kibas.

Di antara ulama madzhab kami juga ada yang
mengatakan, boleh kambing jantan atau kambing
betina. Sebab sebutan kambing itu meliputi yang jantan
dan juga yang betina, sama seperti sebutan seseorang
itu meliputi laki-laki dan juga perempuan.
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Jika seseorang mengatakan, “Beri dia seekor
kambing dari kambing-kambing betinaku,” maka dia
tidak boleh memberinya kambing vyang jantan.
Sebaliknya jika dia mengatakan, “Beri dia seekor
kambing dari kambing-kambing jantanku,” maka tidak
boleh memberinya kambing yang betina. Jika dia
mengatakan, “Beri dia seekor sapi betina,” maka dia
tidak boleh memberinya sapi yang jantan. Jika dia

mengatakan, “Beri dia seekor unta betina,” maka tidak

boleh memberinya unta yang jantan, begitu pula
sebaliknya.

Di antara ulama madzhab kami ada vyang
mengatakan, boleh memberinya unta jantan, begitu
pula sebaliknya. Sebab, sebutan unta sama seperti
manusia yang bisa laki-laki dan juga bisa perempuan.

Jika seseorang mengatakan, “Beri dia seekor unta
atau seekor sapi atau seekor kambing,” maka boleh
memberinya vang jantan atau yang betina, karena itu
adalah nama untuk jenis.

Pasal: Jika seseorang mengatakan, “Beri dia
seekor ternak tunggangan, menurut pendapat yang
dinash, boleh memberinya seekor kuda atau seekor
bighal atau seeckor keledai. Ulama madzhab kami
berbeda pendapat tentang masalah ini. Abul Abbas,
jtulah yang diucapkan menurut kebiasaan penduduk
Mesir. Dalam tradisi mereka, ternak tunggangan itu
meliputi kuda, bighal, dan keledai.

290 || Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab



Jika orang vang berwasiat itu penduduk Mesir,
maka dia boleh memberi salah satu di antara ketiga
jenis ternak tadi. Dan jika dia tinggal di selain negeri
Mesir, maka dia harus memberikan seekor kuda, karena
di negeri-negeri lain yang dimaksud dengan ternak
tunggangan adalah kuda.

Menurut Abu Ishaq dan Abu Ali bin Abu
Hurairah, bahwa boleh memberikan salah satu di antara
ketiga jenis ternak tersebut di semua negeri, karena
sebutan ternak tunggangan itu berlaku untuk semua.
Jika dia mengatakan, “Beri dia seekor ternak
tunggangan di antara ternak-ternak tungganganku,”
sementara dia hanya punya seekor dari ketiga jenis
ternak tersebut, maka dia boleh memberikan ternaknya
itu, karena hal itu terkait dengan hartanya, sedangkan
dia tidak memiliki harta yang lain. Jika dia mengatakan,
“Beri dia seekor ternak yang digunakan berperang
untuk menghadapi musuh,” maka dia hanya boleh
memberi seekor kuda. Jika dia mengatakan, “Beri dia
seekor ternak yang digunakan untuk mengangkut,”
maka dia hanya boleh memberi seekor keledai atau
bighal. Dan jika dia mengatakan, “Beri dia seekor
ternak yang dimanfaatkan keturunannya,” maka dia
hanya boleh memberi seekor kuda atau keledai.
Alasannya, karena indikasi yang ada menunjukkan
seperti yang kami kemukakan.
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Penjelasan:

Hadits, “Nabi & ditanya tentang budak yang terbaik”

diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari dan Muslim yang bersumber
dari Abu Dzar ;.

£

-
s

so0 X o c“‘ ).‘.- PR PR
Sedangkan hadits, Veaé (e pab JSO & Gl 43 Gl e
)\3‘ o & “Barangsiapa memerdekakan seorang budak niscaya

Allah akan membebaskan dari api neraka setiap anggota ftubuhnya
vang ada pada tubuh sang budak itu.” diriwayatkan oleh Ahmad,
Al Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah.

Redaksi, “Beri dia seekor kambing di antara kambing-
kambingku,” ini seperti yang dikatakan oleh Asy-Syafi’i &, bahwa
jika seseorang mewasiatkan seekor kambing dari hartanya, seperti
dikatakan kepada para ahli waris, “Beri dia seekor kambing,” atau
“Belikan untuknya seekor kambing,” baik yang kecil atau yang
besar, dari jenis kambing domba atau kambing kacang.

Menurutku (Al Muthi’i): Ini artinga bahwa wasiat
tersebut hukumnya diperbolehkan, baik dia meninggalkan kambing
atau tidak, karena dia menjadikan hal itu dalam hartanya. Pihak
ahli waris boleh memberikan kambing domba atau kambing
kacang, yang sudah besar atau yang masih kecil, yang gemuk atau
yang kurus. Apakah boleh memberikan yang betina, dalam
masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat vyang
ditetapkan dari Asy-Syafi'i @, bahwa dia hanya boleh diberi

kambing yang betina.
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Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu Ali bin Abu
Hurairah, bahwa pihak ahli waris boleh memilih untuk
memberinya kambing yang betina atau yang jantan, karena ditinjau
dari segi bahasa keduanya dianggap sama saja. Namun jika dia
mengatakan, “Beri dia seekor kambing di antara kambing-
kambingku” dan semua kambing adalah betina, maka dia harus
diberi yang betina. Demikian pula apabila semua kambingnya
adalah jantan, maka dia harus diberi yang jantan. Demikian pula
dengan indikasi kalimat yang digunakannya. Jadi, jikalau dia
mengatakan, “Beri dia seekor kambing yang akan dimanfaatkan
susu dan keturunannya,” maka harus diberikan seekor kambing
betina yang besar supaya menghasilkan susu yang deras dan
beranak banyak, baik dari jenis kambing domba atau kambing
kacang.

Jika dia mengatakan, “Beri dia seekor kambing yang akan
dimanfaatkan woolnya,” maka harus diberikan seekor kambing
domba. Dan jika dia mengatakan, “Beri dia seekor kambing yang
akan dimanfaatkan bulunya,” maka harus diberikan seekor
kambing kacang. Jika dia mewasiatkan seekor kambing dari
hartanya, maka dia tidak boleh memberi seekor kijang atau seekor
kambing biri-biri, meskipun secara majas keduanya termasuk
sebutan untuk kambing.

Namun jika dia mengatakan, “Beri dia seekor kambing di
antara kambing-kambingku,” dimana harta yang dimilikinya hanya
seekor kambing biri-biri, maka dalam masalah ini ada dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Wasiat seperti itu batal, karena kambing
biri-biri tidak tercakup dalam pengertiannya. Juga karena kambing
jenis ini bukan termasuk peninggalannya, maka wasiatnya batal.
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Pendapat Kedua: Wasiat seperti itu sah, karena apabila dia
menyandarkan pada hartanya, dimana hanya kambing jenis itu
vang dia miliki, maka itulah yang dimaksud. Atau wasiatnya
dialihkan kepada kambing biri-biri yang ada dalam harta
peninggalannya, supaya wasiatnya tidak batal.

Cabang: Asy-Syafi'i #& mengatakan, jika seseorang
mengatakan kepada para ahli warisnya, “Beri dia seekor unta atau
seekor sapi,” maka mereka tidak boleh memberinya seekor unta
betina atau sapi betina. Jika dia mengatakan kepada para ahli
warisnya, “Beri dia sepuluh ekor unta betina dan sepuluh ekor sapi
betina,” maka mereka tidak boleh memberinya unta yang jantan
atau sapi yang jantan. Jika dia mengatakan kepada para ahli
warisnya, “Beri dia sepuluh ekor unta jantan dan sepuluh ekor sapi
jantan,” maka mereka tidak boleh memberinya unta yang betina
atau sapi vang betina. Dan jika dia mengatakan kepada ahli
warisnya, “Beri dia sepuluh ekor dari unta-untaku,” maka mereka
boleh memberinya menurut kemauan mereka.

Menurutku (Al Muthi’i): Dengan demikian, jika
seseorang mewasiatkan seekor unta jantan, maka harus diberikan
unta yang jantan. Dan jika dia mengatakan, “Beri dia seekor sapi
betina,” maka harus diberikan sapi yang betina. Namun menurut
sebagian ulama madzhab kami, dia boleh memberikan sapi yang
jantan atau yang betina. '

Tidak boleh mengganti wasiat berupa sapi jantan atau sapi
betina dengan kerbau. Berbeda dengan kambing yang mencakup
kambing domba dan kambing kacang. Kecuali jika dalam

204 || 4l Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab



ucapannya ada indikasi yang menunjukkan hal itu, atau dia
mengatakan, “Beri dia seekor sapi dari sapi-sapiku,” dan dia hanya
punya kerbau, maka boleh diarahkan ke kerbau dengan
menggunakan majaz. Tidak boleh mengganti wasiat sapi dengan
sapi liar. Akan tetapi jika dalam wasiatnya dia menyebut sapi,
sementara dia hanya memiliki sapi liar, maka ada yang
mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh.

Jika seseorang mewasiatkan seekor unta, menurut
pendapat Asy-Syafi'i 4, maka yang diberikan harus unta jantan,
karena itu sebutan khusus untuk yang jantan. Sebagian ulama
madzhab kami menyatakan, sesungguhnya itu adalah nama jenis.
Jadi, ahli waris boleh memberikan yang jantan atau yang betina.
Jika seseorang mengatakan kepada ahli warisnya, “untuk
memberikannya binatang pengangkut, maka dia tidak diberi
kecuali yang jantan, karena hewan jantan memang khusus utnuk
melakukan hal ini. Jika dia mewasiatkan sepuluh ekor dari
untanya, maka ahli waris boleh memberi yang jantan atau yang
betina.

Sebagian ulama madzhab kami ada yang mengatakan,
bahwa jika kita tetapkan huruf “H2" dalam suatu redaksi jumlah,
seperti Asyrah Min Ibili “Sepuluh untaku,” maka dia tidak diberi
kecuali jenis hewan jantan, sebab kata ini cocok dengan jenis
jantan, juga redaksi jumlah dengan tambahan Ta marbuthah,
sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ilmu nahwu. Apabila
“Ha’ ini dihilangkan, seperti Asyrun min /bili ‘Sepuluh untaku,”
maka dia tidak diberi kecuali dari jenis hewan betina. Hal tersebut

seperti firman Allah , 4,25 4\_;1 4:..::3 JU /C’:' “Selama tujuh
malam dan delapan bari terus-menerus;” (Qs. Al Haagqah [69):
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., s e
7).Juga firman Allah &, 6L oii ¢~ “Tuuh langit berlapis-
lapis.” (Qs. Al Mulk [67): 3). Juga firman Allah £, uL...» '7’-;':8“/"

’C'_:- f_,’(i%:»ﬁ “Tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk

dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus,” (Qs.
Yuusuf [12): 43). Juga seperti halnya yang biasa kita nyatakan,
Asyru Nisaa * wa Asyratu Rijaal. Sementara terkait dengan “unta,”
jika dia mengandung arti untuk unta jantan dan betina, maka
dalam penyebutan “jumlahnya” bergantung pada kadarnya bukan
pada jenisnya.

Jika seseorang mengatakan kepada para ahli warisnya,
“Beri dia binatang tunggangan,” maka ini mencakup binatang
tunggangan yang jantan dan yang betina. Jadi, ahli waris boleh
memberi yang dia sukai.

Akan tetapi jika dia mengatakan kepada para ahli warisnya,
“Beri dia seekor ternak tunggangan,” maka menurut Asy-Syafi'i,
boleh diberikan berupa kuda, atau bighal, atau keledai; baik jantan
atau betina, sehat atau sakit, besar atau kecil, gemuk atau kurus.
Menurutku (Al Muthi'i): Sebab kata “hewan tunggangan” itu
diperuntukkan bagi setiap hewan berjalan di darat, dia diambil dari
kata Dabiibah, dimana dalam adat, istilah ini digunakan untuk
sebagiannya saja.

Jika dia mengatakan kepada para ahli warisnya, “Beri dia
seekor termak tunggangan,” ulama madzhab kami berselisih
pendapat berbeda pendapat tentang pendapat Asy-Syafi'i @ yang
membolehkan diberi kuda, atau bighal, atau keledai. Abu Al Abbas
bin Suraih menyatakan, bahwa hal itu dikembalikan kepada tradisi
masyarakat di Mesir yang mengartikannya seperti itu. Sementara
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di Irak atau di Hijaz, yang dimaksud dengan ternak tunggangan
hanya kuda saja, bukan lainnya. Kecuali jika menggunakan majas
yang diketahui dengan adanya indikasi yang mengarah kepadanya.
Jika orang vang berwasiat berada di Mesir, maka ahli warisnya
boleh memilih di antara ketiga jenis ternak tersebut, di Irak sama
seperti di Mesir, yaitu kuda.

Abu Ishaq Al Marwazi dan Ali bin Abu Hurairah
mengatakan, bahwa secara lahiriah jawabannya dikaitkan dengan
tradisi yang berlaku di semua negara, yaitu bahwa sebutan ternak
tunggangan itu diartikan dengan ketiga jenis ternak tersebut. Jika
di negeri tertentu ada yang mengartikannya secara khusus, maka
berdasarkan tradisi umum hal ini tidak dianggap. Jika ada indikasi
vang menunjukkan makna khusus, maka harus diartikan
berdasarkan indikasi tersebut. Jadi jika seseorang mengatakan
kepada ahli warisnya, “Beri dia ternak tunggangan yang digunakan
untuk berperang,” maka yang dimaksud adalah kuda, baik kuda
vang bagus atau kuda yang biasa, yang jantan atau yang betina.
Namun, vang jelas tidak boleh diberi kuda yang kecil dan tidak
kuat ditunggangi.

Jika dia mengatakan kepada mereka, “Beri dia ternak
tunggangan vang digunakan untuk mengangkut beban,” maka
yang dimaksud adalah bighal atau keledai, bukan kuda. Dan jika
dia mengatakan kepada mereka, “Beri dia ternak tunggangan yang
dapat dimanfaatkan hasilnya,” maka yang dimaksud tentu adalah
kuda dan keledai, bukan bighal Wallahu A’lam. '

Asy-Syirazi s mengatakan: Pasal: Jika seseorang
mewasiatkan seekor anjing, padahal dia tidak memiliki
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anjing sama sekali, maka wasiat seperti itu hukumnya
batal. Sebab, dia tidak memiliki anjing, dimana tidak
boleh juga membelinya. Jadi, wasiat itu batal.

Jika dia mengatakan kepada ahli warisnya, “Beri
dia seekor anjing dari anjing-anjingku,” dimana dia
memiliki beberapa ekor anjing yang tidak boleh
dimanfaatkan, maka wasiatnya itu batal. Sebab anjing-
anjing yang tidak boleh dimanfaatkan itu tidak boleh
dimiliki. Dan jika dia boleh memanfaatkannya, maka
diberikan seekor dari anjing-anjing tersebut, kecuali ada
keterangan anjing yang untuk berburu atau yang untuk
menjaga tanaman. Maka anjing seperti itulah yang
diberikan. Jika dia memiliki tiga ekor anjing dan tidak
memiliki harta lainnya sama sekali, lalu dia
mewasiatkan semua anjingnya tersebut, dan para ahli
waris tidak memperbolehkannya, maka wasiat ini
dikembalikan kepada sepertiga. Tentang tata cara
pengembaliannya itu ada dua pendapat ulama madzhab
Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Orang yang menerima wasiat
diberi sepertiga dari setiap anjing, sama seperti yang
berlaku pada harta-harta yang lainnya.

Pendapat Kedua: Salah satu anjing diberikan
kepadanya. Ini berbeda dengan harta-harta lain yang
bisa ditaksir dan berbeda-beda harganya. Sedangkan
anjing tidak bisa ditaksir, karena semua sama saja.
Sementara tentang masalah mengambilnya, maka di
sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:
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Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu
Ishaq Al Marwazi, bahwa dia boleh mengambil satu di
antara keduanya dengan cara diundi.

Pendapat Kedua: Ahli waris yang memberikan
sesuai dengan keinginannya. Jika seseorang hanya
punya seekor anjing lalu diwasiatkan, dan para ahli
waris tidak memperbolehkannya, dan dia juga tidak
punya harta sama sekali, maka yang diberikan adalah
sepertiganya. Dan jika dia punya harta, maka dalam
masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu
Ali bin Abu Hurairah, bahwa semua harta tersebut
diserahkan kepada orang vang diberi wasiat. Sebab,
menyerahkan harta yang sedikit itu lebih baik daripada
menyerahkan anjing. Jadi, dalam masalah ini wasiatnya
‘berlangsung. Sama seandainya seseorang itu
mewasiatkan seekor kambing, dan dia memiliki harta,
maka kambing dikeluarkan dari sepertiga hartanya.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu
Sa’id Al Istakhri, dia diberi sepetiganya anjing, karena
sesuatu yang didapat olehnya, maka dua pertiganya
harus didapat oleh pihak ahli waris. Tidak mungkin
memperhitungkan anjing dari sepertiga harta, karena
anjing tidak punya nilai harga sama sekali, sehingga
harus diperhitungkan dengan anjing itu sendiri.
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Penjelasan:

Asy-Syafi'i # mengatakan, jika seseorang mengatakan
kepada para ahli warisnya, “Beri dia seekor anjing di antara anjing-
anjingku,” maka ahli waris boleh memberikan anjing mana saja
yvang mereka inginkan, karena mewasiatkan anjing yang bisa
mendatangkan manfaat itu boleh. Sebab, sesuatu yang boleh
diakui di tangan pemiliknya dan haram direbut dari tangannya,
maka itu boleh menjadi wasiat dan harta warisan.

Jika seseorang mewasiatkan seekor anjing, padahal dia
sama sekali tidak memiliki anjing, maka wasiat seperti itu
hukumnya batal, karena dia tidak sah membeli anjing dan tidak
wajib pula menghibahkannya. Namun jika dia memiliki beberapa
ekor anjing, maka ada dua contoh, baik anjingnya itu
mendatangkan manfaat atau tidak mendatangkan manfaat.

Jika semua anjingnya tidak mendatangkan manfaat, maka
wasiatnya batal, karena ada larangan memiliki anjing seperti itu
dan haram menahannya. Akan tetapi jika semua anjingnya
mendatangkan manfaat, seperti ada anjing yang bisa digunakan
untuk menjaga tanaman di ladang, ada yang bisa digunakan untuk
menjaga ternak, dan ada yang bisa digunakan untuk berburu,
maka masalahnya dilihat terlebih dahulu. Jika yang diberi wasiat itu
adalah seorang yang memiliki tanaman atau memiliki ternak atau
biasa berburu, maka ahli waris itu boleh memilih untuk
memberinya anjing yang digunakan untuk menjaga tanaman atau
yang digunakan untuk menjaga ternak atau yang digunakan untuk
keperluan berburu.
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Jika orang yang diberi wasiat bukan seorang yang memiliki
tanaman atau memiliki temak atau biasa berburu, maka dalam
masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Wasiat seperti itu batal karena
mempertimbangkan kepentingan orang yang diberi wasiat yang
tidak membutuhkan anjing.

Pendapat Kedua: Jika orang yang diberi wasiat termasuk
orang yang bisa memanfaatkan anjing setelah diterimanya, seperti
misalnya dia seorang yang memiliki ladang bukan yang lain, atau
seorang pemburu bukan yang lain, maka wasiat seperti itu boleh,
dan dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Ahli waris harus memberinya anjing
yang khusus bisa dimanfaatkan bukan vang lainnya, demi
mempertimbangkan kepentingan orang yang diberi wasiat.

Pendapat Kedua: Ahli waris bebas memilih untuk
memberinya anjing apa saja yang dia mau demi mempertimbang
kan kepentingan anjing yang diberikan sebagai wasiat.

Tentang  kebolehan mewasiatkan anjing kecil yang
dimaksudkan untuk diajari dan dididik, maka ada dua pendapat
seperti yang berlaku pada anjing yang dapat dimiliki.

Jika seseorang memiliki tiga ekor anjing, dan tidak
meninggalkan apa-apa selain itu, lalu dia mewasiatkan semuanya
kepada orang lain, maka dalam hal ini tergantung kepada para ahli
waris. Jika mereka memperbolehkannya, maka boleh. Dan jika
mereka melarangnya, maka harus dikembalikan kepada sepertiga.
Kemudian tentang tata cara mengembalikannya kepada sepertiga,
di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:
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Pendapat Pertama: Dari setiap anjing dia mendapatkan
sepertiganya, sehingga dia mendapat sepertiganya sepertiga. Dia
tidak boleh mendapat seekor anjing secara utuh, karena atas
persetujuan para ahli waris.

Pendapat Kedua: Dengan wasiat, dia memperoleh salah
satu anjing. Ini berbeda dengan harta-harta lain yang bisa ditaksir
dan harganya berbeda-beda. Dimana anjing tidak seperti harta-
harta yang lain, sehingga hukumnya bisa disamakan. Kalau begitu
dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu Ishag Al
Marwazi, bahwa dia boleh mengambilnya dengan cara diundi.

Pendapat Kedua: Para ahli waris yang berwenang untuk
memberikan kepadanya anjing mana yang mereka inginkan.

Jika dia hanya punya seekor anjing dan tidak punya harta
sama sekali selainnya, lalu dia mewasiatkannya untuk orang lain,
maka dia seperti orang yang mewasiatkan seluruh hartanya. Jika
para ahli warisnya memperbolehkan, maka itu tidak ada masalah.
Dan jika mereka tidak memperbolehkan, maka orang yang diberi
wasiat menerima sepertiganya, dan para ahli waris menerima dua
pertiganya. Jika dia memmiliki harta yang lain, lalu dia
mewasiatkan anjing satu-satunya tersebut, maka tentang wasiat
seperti itu ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu Ali bin
Abu Hurairah, bahwa wasiat seperti itu boleh, karena harta yang
sedikit itu lebih baik daripada anjing yang bukan bagian dari harta.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu Sa'id Al
Istakhri, bahwa orang yang diberi wasiat itu mendapatkan
sepertiga anjing jika para ahli waris melarang memberikan
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semuanya, meskipun harta peninggalannya cukup banyak. Sebab,
anjing termasuk hewan yang tidak mungkin dibeli, sehingga para
ahli waris menyamakannya terhadap harta yang akan kembali
kepada mereka. Anjing memiliki hukum khusus, sehingga seolah-
olah dia adalah seluruh harta peninggalan.

Jika seseorang meninggalkan tiga ekor anjing dan sejumlah
harta, lalu dia mewasiatkan semua anjingnya tersebut, menurut
pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah, wasiat seperti itu dapat
berlangsung, meskipun harta peninggalannya hanya sedikit.
Sementara menurut pendapat Abu Sa’id Al Istakhri, wasiatnya sah
terhadap salah satu anjing jika memang para ahli waris melarang
mewasiatkan semuanya.

Asy-Svirazi & mengatakan, “Pasal: Jika sese
orang mewasiatkan salah satu genderang, sementara
dia hanya memiliki genderang-genderang perang, maka
diberikan satu genderang tersebut untuk orang yang
diwasiati. Tetapi jika dia hanya memiliki genderang-
genderang hiburan atau kesenangan, maka masalahnya
harus ditinjau terlebih dahulu. Jika genderang tersebut
digunakan untuk alat kesenangan, maka wasiat seperti
jtu hukumnya batal, karena itu berarti mewasiatkan
sesuatu vang diharamkan. Jika genderang tersebut
digunakan untuk suatu kemanfaatan yang baik dan
namanya tetap kondang, maka boleh mewasiatkannya,
karena bisa digunakan untuk sesuatu hal yang mubah.

Jika yang dia memiliki genderang perang dan
genderang hiburan, maka yang diberikan adalah
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genderang perang, karena genderang hiburan tidak
patut diwasiatkan. Jika genderang tersebut patut
diberikan lantaran kemanfaatan yang diperbolehkan,
maka ahli waris boleh memberikan genderang yang dia
inginkan.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan salah satu
kecapi di antara dua kecapinya, sementara yang dia
miliki adalah kecapi untuk alat hiburan, kecapi untuk
busur, dan kecapi untuk mengiringi acara
pemboyongan pengantin, maka wasiat itu dikembalikan
kepada kecapi yang untuk alat hiburan. Karena secara
mutlak, yang disebut kecapi adalah alat musik seperti
itu. Jika kecapi untuk alat hiburan patut digunakan
untuk sesuatu yang mubah, maka itulah yang diberikan
kepada orang yang menerima wasiat tanpa senar dan
tanpa alat pemukul, karena secara mutlak yang disebut
kecapi adalah tanpa senar dan tanpa alat pemukul.

Jika kecapi tersebut hanya untuk alat hiburan dan
kesenangan, maka wasiat itu batal, karena ini sama
dengan mewasiatkan sesuatu yang diharamkan. Di
antara ulama madzhab kami mengatakan, boleh
diberikan kecapi yang biasa digunakan untuk busur dan
kecapi yang biasa digunakan untuk acara boyongan
pengantin, karena vyang diharamkan itu dianggap
seperti tidak ada. Itu juga sama seperti yang kita
katakan tentang orang yang mewasiatkan salah satu
genderangnya, sementara dia memiliki genderang
perang dan genderang untuk alat hiburan atau
kesenangan, maka genderang yang diperuntukkan
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perang diberikan untuk wasiat dan genderang alat
kesenangan dianggap seperti tidak ada. Menurut
pendapat madzhab, tidak ada yang boleh diberikan,
karena yang disebut kecapi adalah kecapi untuk alat
hiburan. Sedangkan genderang secara mutlak diartikan
sebagai genderang untuk alat hiburan dan genderang
untuk perang.

Jika dia mewasiatkan genderang untuk alat
hiburan, maka dihukumi batal, maka yang berlaku
adalah mewasiatkan genderang perang. Jika seseorang
mengatakan kepada para ahli warisnya, “Beri dia satu
kecapi di antara kecapi-kecapiku,” dan dia hanya
memiliki kecapi untuk busur atau kecapi untuk acara
boyongan pengantin, maka itulah yang diberikan,
karena benda itulah yang disebutkan, bukan yang

lainnya.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan busurnya,
maka vyang diwasiatkan adalah busur yang biasa
digunakan untuk membidikkan anak panah, bukan
busur untuk menembakkan peluru. Sebab, secara
mutlak sebutan itu adalah untuk busur yang biasa
digunakan memanah. Dan tidak harus sekalian
diberikan senarnya. Tetapi di antara ulama madzhab
kami ada yang mengatakan, bahwa sekalian diberikan
senarnya, karena untuk menggunakan busur harus ada
senarmnya. Menurut pendapat yang shahih, yaitu tidak
harus dengan senamya.

Jika seseorang mengatakan kepada para ahli
warisnya, “Beri dia salah satu busur di antara busur-
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busurku,” sementara dia hanya memiliki busur peluru
atau busur senapan, maka busur yang dia punya itulah
vang dia berikan, karena hanya busur seperti itulah
vang dia miliki. Jika dia memiliki busur senapan dan
busur kecapi, maka yang diberikan adalah busur kecapi,
karena jenis busur ini yang lebih dahulu disebutkan.

Penjelasan:

Asy-Syafi'i & mengatakan dalam A/ Umm, jika seseorang
mengatakan kepada para ahli warisnya, “Beri dia satu genderang
di antara genderang- genderangku, dan dia memiliki satu
genderang perang dan satu genderang hiburan, maka mereka
boleh memberinya genderang mana yang disukai. Jika genderang
hiburan hanya patut untuk mengiringi nyanyian, maka mereka
harus memberikan genderang yang untuk perang.

Dasar permasalahan ini adalah bahwa mewasiatkan sesuatu
vang tidak ada manfaatnya itu batal. Selanjutnya adalah
mewasiatkan sesuatu yang mengandung manfaat yang
diperbolehkan, manfaat yang dilarang, dan manfaat yang dilarang
sekaligus diperbolehkan. Jika manfaatnya diperbolehkan, maka
boleh menjual dan mewasiatkannya. Sebaliknya jika manfaatnya
dilarang, maka tidak boleh menjual dan mewasiatkannya. Dan jika
manfaatnya ada yang diperbolehkan dan dilarang, maka juga boleh
menjual dan mewasiatkannya.

Jadi, jika seseorang mewasiatkan salah satu genderang di
antara genderang- genderangnya, sementara yang dia miliki hanya
genderang-genderang perang, maka wasiat seperti itu boleh,
karena genderang perang diperbolehkan. Selanjutnya dilihat, jika
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secara mutlak sebutan untuk genderang itu tanpa kulit, maka
diberikan genderang yang tanpa kulit. Begitu pula sebaliknya. Dan
jika genderang vang dia punya itu genderang hiburan, dan
memang hanya patut digunakan untuk alat kesenangan, maka
wasiat itu batal, karena genderang seperti itu dilarang. Dan jika
patut untuk selain alat kesenangan di luar manfaat-manfaat yang
diperbolehkan, maka boleh mewasiatkannya.

Jika genderangnya ada dua jenis, yaitu genderang perang
dan genderang hiburan, dimana genderang hiburan memang
hanya patut untuk alat kesenangan, maka yang diberikan adalah
genderang perang. Dan jika genderang hiburan patut untuk hal-hal
yang mubah lainnya, maka ahli waris boleh memilih untuk
memberikan yang dia inginkan, genderang hiburan atau genderang
perang. Kecuali jika ucapannya itu menunjukkan salah satunya,
maka genderang itu yang diberikan. Sama seandainya dia
mengatakan kepada para ahli warisnya, “Beri dia genderang yang
untuk berjihad atau yang untuk menggetarkan perasaan pasukan
musuh,” maka yang diberikan adalah genderang perang. Atau jika
dia mengatakan kepada mereka, “Beri dia genderang yang untuk
alat kes'enangan,"’ maka yang diberikan adalah genderang hiburan.

Sementara mewasiatkan rebana Arab hukumnya boleh,
karena berlaku dalam syari'at yang diperbolehkan menabuhnya
dalam acara-acara penikahan.

Cabang: Asy-Syafi'i 4 mengatakan, jika seseorang
mengatakan kepada para ahli warisnya, “Beri dia salah satu kecapi
di antara kecapi-kecapiku,” sementara yang dia memiliki adalah
dua kecapi yang biasa digunakan untuk mengiringi boyongan
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Abu Ishaq menyatakan, pendapat Ar-Rabi’ benar
berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan tadi.
Dan pendapat Al Muzani juga benar, karena apa yang
katakan itu menuntut ada yang tersisa dari semuanya.
Sebab jika orang yang berwasiat itu menginginkan yang
dibebaskan semuanya, maka dia mengatakan,
“Bebaskan darinya tanggungan kitabah.” Jadi, jika dia
menggantungkan dengan kalimat “sesukanya,” ini
berarti menunjukkan bahwa dia tidak ingin
membebaskan semuanya.

Jika seseorang mengatakan, “Bebaskan darinya
sedikit atau banyak,” maka ahli waris boleh
membebaskan sesuai kemauannya, sedikit atau banyak.
Sebab sesuatu bisa disebut sedikit jika dibandingkan
dengan yang lebih banyak darinya, dan juga sebaliknya
sesuatu bisa disebut banyak jika dibandingkan dengan
sesuatu yang lebih sedikit darinya.

Pasal: Jika seseorang melakukan akad kifab yang
fasid dengan budaknya, kemudian dia mewasiat untuk
seseorang sesuatu yang ada dalam tanggungan sang
budak, maka wasiat seperti itu hukumnya tidak sah,
karena sang budak tidak memiliki tanggungan apa pun
terhadapnya. Sehingga masalah itu sama seperti jika
dia mewasiatkan hartanya dalam jaminan orang yang
berstatus merdeka yang tidak memiliki tanggungan
sama sekali terhadapnya.

Jika dia mewasiatkan sesuatu vyang telah
diterimanya dari si budak, maka hukumnya sah. Ini
sama seperti jika dia mewasiatkan seorang budak
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mukatab yang tidak mampu melunasi tanggungannya.
Jika seseorang mewasiatkan status budaknya yang akad
kitabah-nya batal, maka harus ditinjau terlebih dahulu.
Apabila dia tidak tahu akad kitabahnya batal, maka
dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Wasiatnya boleh, karena itu
memang miliknya.

Pendapat Kedua: Wasiatnya batal, karena dia
berwasiat dan dia yakin jika dia memiliki wasiat. Jadi,
kalau dia mewasiatkannya dan dia tahu jika akad
kitabahnya fasid, maka wasiatnya sah. Sama
seandainya seseorang menjual sesuatu kepada orang
lain dalam jual beli yang fasid, kemudian dia menjual
sesuatu itu kepada orang lain lagi yang mengetahui jika
jual beli yang pertama itu fasid.

Di antara ulama madzhab kami ada yang
berpendapat dengan dua pendapat tentang semua
masalah tadi, bahwa perkara ini berbeda dengan
masalah jual beli, karena kerusakannya itu tidak berlaku
secara sah dalam kepemilikan. Sementara dalam akad
kitabah yang sah berlaku dalam memerdekakan. Yang
benar adalah pendapat kedua tadi.

Penjelasan:

Semua pembahasan dalam pasal ini terdapat dalam hukum-
hukum mukatab. Ini merupakan bagian dari fikih yang tidak
aplikatif. Kami justru memberikan ruang yang luas untuk
pembahasan fikih yang aplikatif. Inilah langkah yang ditempuh
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oleh pendahulu kita Imam An-Nawawi &. Dalam bagian
mukadimah dia menuturkan bahwa dia tidak akan mengulas
panjang lebar tentang hukum-hukum vyang tidak aplikatif. Dia
membuat contoh masalah 4%2n misalnya. Itu yang berlaku pada
zamannya. Sedangkan pada zaman kita, hal itu terkait dengan
masalah memerdekakan budak, akad kitabah, akad tadbir, dan
budak-budak ummul walad. Wallahu A llam.

Pasal: Jika seseorang berwasiat supaya ditunaikan
ibadah haji atas namanya yang biayanya diambilkan
dari harta pokok, maka ibadah haji atas namanya itu
ditunaikan cukup dari migat, karena pada hakikatnya
haji itu dari migat. Dan jika biayanya diambilkan dari
sepertiga, dalam masalah ini ada dua pendapat ulama
fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu
Ishaq, bahwa ibadah haji atas namanya itu dilaksanakan
dari negerinya. Dan jika sepertiga tidak mencukupi
untuk itu, maka disempurnakan dari harta pokok,
karena dia berkewajiban menunaikan ibadah haji dari
negerinya.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat
mayaritas ulama madzhab kami, bahwa ibadah hajinya
itu ditunaikan dari migat, karena berdasarkan ketentuan
syari’at ibadah haji yaitu dilaksanakan dari miqat.

Jika dia berwasiat supaya sepertiga itu
sepenuhnya digunakan untuk menunaikan ibadah haji
fardhu, maka harus ditunaikan ibadah haji atas
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namanya dari negerinya. Dan jika sepertiga tidak
mencukupi, maka ibadah haji atas namanya itu
ditunaikan dari tempat mana pun yang memungkinkan.

Jika sepertiga juga tidak cukup untuk menunaikan
ibadah haji dari migat, maka disempurnakan dari harta
pokok, karena ibadah haji dari migat itu diambilkan dari
harta pokok. Sementara mengambil dari sepertiga
adalah demi menghormati para ahli waris. Jadi, yang
tidak bisa terpenuhi oleh sepertiga itu harus terpenuhi
dari harta pokok.

Pasal: Jika seseorang berwasiat haji sunah, dan
kita mengatakan bahwa itu bisa diwakilkan, maka
masalahnya harus ditinjau terlebih dahulu. Jika dia
mengatakan kepada seseorang, “Tunaikan ibadah haji
dengan menggunakan sepertiga hartaku,” maka dia
harus ditunaikan ibadah haji atas namanya itu dari
mana pun yang memungkinkan.

Jika tidak ditemukan orang vyang sanggup
menunaikan haji dengan biaya sebesar itu, maka
wasiatnya batal, dan hartanya dikembalikan kepada
para ahli waris, lantaran dirinya mengalami kesulitan
untuk menunaikan ibadah haji itu, maka wasiat menjadi
batal. Sama halnya jika dia mewasiatkan sejumlah harta
untuk seseorang tetapi ditolaknya.

Jika dia mengatakan, “Tunaikan ibadah haji atas
namaku dengan menggunakan sepertiga hartaku,”
maka sedapat mungkin sepertiga itu digunakan untuk
menunaikan beberapa kali ibadah haji. Jika setelah
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digunakan untuk dua kali ibadah haji masih ada sisa,
namun tidak cukup untuk menunaikan ibadah haji sekali
lagi dari negerinya, maka harus digunakan untuk
menunaikan ibadah haji dari negerinya ke miqgat.

Jika sisanya tadi tidak mencukupi untuk
digunakan menunaikan ibadah haji dari migat, maka
harus dikembalikan kepada para ahli warisnya. Dan jika
sisa tersebut digunakan untuk menunaikan ibadah
umrah, maka hal itu tidak boleh. Sebab vyang
diwasiatkan adalah menunaikan ibadah haji, bukan
menunaikan ibadah umrah.

Jika dia mengatakan, “Tunaikan ibadah haji atas
namaku,” maka ibadah haji atas namanya itu ditunaikan
dengan upah vang layak dari tempat mana pun di
negerinya ke miqat. Jika sepertiganya. tidak mencukupi
untuk membiayai ibadah hajinya dari migat, maka
wasiat itu batal berdasarkan alasan yang telah kami
kemukakan tadi.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan uang seratus
dinar kepada orang lain supaya dia menunaikan ibadah
haji atas namanya, lalu sisanya yang sepertiga dia
berikan kepada orang lain, dan sepertiga yang ketiga
dia wasiatkan kepada orang lain lagi, berarti dia telah
mewasiatkan dua pertiga hartanya.

Jika sepertiga itu besarnya hanya seratus, maka
gugurlah wasiat yang diberikan kepada orang diberi

sisanya, karena uang seratus tadi setelah diberikan
orang vang pertama tidak ada sisanya. Jika para ahli

316 || Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab



waris setuju, maka sepertiganya diberikan kepada orang
vang diberi wasiat sepertiga alias seratus, dan orang
yang diberi wasiat seratus itu tetap mendapatkan
seratus. Jika mereka tidak setuju, maka sepertiga itu
dibagi berdua, karena mereka sama-sama memiliki hak
terhadap seratus. Jika jumlahnya sepertiga lebih dari
seratus dan para ahli waris setuju, maka sepertiganya
itu diberikan kepada orang yang diberi wasiat sepertiga,
dimana orang vyang diberikan wasiat seratus tetap
diberikan seratus, dan sisanya diberikan kepada orang
vang diberikan wasiat sisanya. Akan tetapi jika para ahli
waris tidak setuju dengan jumlah yang lebih dari
sepertiga, maka wasiat itu dikembalikan kepada
separuhnya, vaitu sepertiga. Jadi, orang yang diberi
wasiat sepertiga itu mendapatkan bagian separuhnya
sepertiga. Sementara untuk separuh lainnya ada dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Orang vang diberi wasiat
seratus itu didahulukan, dan orang yang diberi wasiat
sisanya itu tidak mendapatkan apa-apa sama sekali,
sampai orang yang diberi wasiat seratus itu mengambil
haknya. Sebab, haknya adalah sisanya seratus. Jadi, dia
tidak mendapatkan bagian sama sekali sebelum hak
orang vang diberi wasiat seratus itu terpenuhi. Jika
besaran sepertiga seratus atau kurang, maka hal itu
diambil oleh orang yang diberi wasiat seratus. Dan jika
lebih, maka orang yang diberi wasiat itu menerima
seratus, dimana sisanya diterima oleh orang yang diberi
wasiat sisanya.
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Pendapat Kedua: Orang vang diberi wasiat
seratus dan orang yang diberi wasiat sisanya itu berbagi
atas separuh secara proporsional dari jumlah sepertiga.
Jadi, kalau besaran sepertiga itu dua ratus, maka
mereka berbagi terhadap separuhnya seratus, sehingga
masing-masing mendapat bagian lima puluh.

Kalau besaran sepertiga itu seratus lima puluh,
maka mereka berbagi terhadap separuhnya seratus lima
puluh, sehingga orang vyang diberi wasiat seratus itu
mendapatkan bagian lima puluh, dan orang vang diberi
wasiat sisanya mendapatkan bagian dua puluh lima.
Begitu seterusnya. Sebab, seratus yang diwasiatkan
adalah dari sepertiga penuh, bukan sebagiannya. Jadi,
orang vang bersangkutan tidak boleh mengambil dari
separuhnya sepertiga seperti dia mengambil dari
seluruhnya. Masalahnya sama seperti para ahli waris
ketika mereka bersama dan berebut dengan orang yang
punya bagian warisan yang telah ditentukan atau
wasiat.

Pasal: Jika seperti itu, lalu dia mewasiatkan
sepertiga hartanya kepada orang lain, kemudian dia
juga mewasiatkan seratus kepada orang lain lagi untuk
menunaikan ibadah haji atas namanya, dan dia juga
mewasiatkan sisa dari sepertiga itu untuk orang ketiga,
maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih
Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu
Ishaq, bahwa mewasiatkan sisanya setelah seratus itu
batal, karena mewasiatkan sepertiga itu menghalangi

318 || 41 Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab




adanya sisa sekalipun sedikit dari jumlah sepertiga.
Jadi, jika para ahli waris itu memperbolehkan, maka
kedua wasiat tadi berlanjut. Dan jika mereka tidak
memperbolehkan, maka wasiat itu dikembalikan kepada
sepertiga.

Jika sepertiganya itu seratus, maka wasiat mereka
berdua sama, lalu yang sepertiga dibagi di antara
mereka berdua vang masing-masing mendapatkan
separuh. Jika sepertiganya itu adalah lima ratus, maka
sepertiga dibagi di antara mereka berdua menjadi enam
bagian. Untuk orang yang diberi wasiat sepertiga
mendapat lima bagian, dan untuk orang yang diberi
wasiat seratus itu mendapat satu bagian.

Jika sepertiganya itu seribu, maka dibagi menjadi
sebelas bagian. Untuk orang yang diberi wasiat
sepertiga mendapat sepuluh bagian, dan untuk orang
yang diberi wasiat seratus mendapat satu bagian.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu
Ali bin Abu Hurairah, bahwa hukum dalam masalah ini
seperti hukum dalam masalah yang sebelumnya. Sebab
jika dia mewasiatkan seratus selain sepertiga, maka kita
tahu bahwa hal itu tidak dikembalikan kepada
sepertiga, karena wasiat yang pertama sudah tidak ada
masalah. Yang dimaksudkan adalah wasiat kedua. Jika
selain sepertiga, dan dia mewasiatkan sepertiga sisanya,
maka hal ini menunjukkan bahwa yang dia maksudkan
adalah sepertiga yang kedua. Sehingga orang yang
mewasiatkan sepertiga hartanya itu sama seperti yang
telah dipaparkan dalam masalah sebelumnya.
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Penjelasan:

Jika seseorang berwasiat supaya ditunaikan ibadah haji atas
namanya dengan menggunakan sejumlah hartanya, maka semua
vang diwasiatkan untuk menunaikan ibadah haji harus digunakan.

Jika sepertiga habis untuk menunaikan ibadah haji karena
wasiatnya di sebuah desa, maka wasiat itu wajib dilaksanakan.
Walinya tidak boleh menunaikan ibadah haji atas namanya dengan
menggunakan biaya yang lebih banyak dari biaya yang layak. Jadi,
statusnya sama seperti seorang wakil dalam jual beli. Ibadah haji
atas namanya dilaksanakan dari migat Ini adalah pendapat
mayoritas ulama madzhab kami, karena berdasarkan syariat ibadah
haji itu ditunaikan dari migat Jika belum tercukupi, maka
diambilkan dari harta pokok. Imam Ahmad dan para ulama
madzhabnya menyatakan, ibadah haji atas namanya itu ditunaikan
sesuai dengan biaya yang ada oleh seorang penduduk setempat.

Al Qadhi Abu Bakar -salah seorang ulama madzhab
Hanbali- mengatakan, yaitu sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu
Qudamah, bahwa harus ada bantuan untuk menunaikan ibadah
haji. Inilah pendapat Suwar Al Qadhi, seperti yang dikutip oleh Al
Anbari. Menurut pendapat yang dikutip dari Imam Ahmad, dalam
masalah ini dia disuruh memilih. Disebutkan dalam salah satu
pendapat Abu Daud tentang seorang wanita yang berwasiat untuk
ditunaikan ibadah haji atas namanya, maka itu tidak waijib.
Menurut kami, sepertiga hartanya itu diambil lalu diperbantukan
untuk menunaikan ibadah haji, atau ibadah haji itu ditunaikan
hingga selesai.
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Cabang: Jika seseorang berwasiat sejumlah harta untuk
ditunaikan ibadah haji atas namanya, jika masih ada sisa dari harta
itu, maka harta itu digunakan untuk menunaikan haji yang kedua
atas namanya. Dan jika masih ada sisannya, maka digunakan
untuk menunaikan ibadah haji yang ketiga atas namanya. Begitu
seterusnya sampai harta itu habis. Atau jika masih ada sisanya
tetapi tidak cukup untuk menunaikan ibadah haji yang keempat
atas namanya, maka tetap digunakan untuk menunaikan ibadah
haiji berikut juga atas namanya sesampai-sampainya, dimana dalam
hal ini ada perbedaan pendapat dalam masalah ini seperti yang
telah kami kemukakan.

Sedapat mungkin orang yang diberi wasiat tidak boleh
mewakilkan kepada orang lain jika dia sendiri mampu, karena dia
sendiri kapasitasnya sebagai wakil orang yang memberi wasiat
yang telah meninggal dunia dan juga menggantikan kedudukannya.
Dia harus menunaikan ibadah haji dari tempat di mana jika orang
yang diwakili itu menunaikannya sendiri, maka dia akan
menunaikan dari tempat tersebut. Jika orang yang berwasiat tidak
menyebut supaya biayanya diambilkan dari sepertiga, maka harus
jelas dahulu apakah ini merupakan haji fardhu atau haji sunah.

Jika ini merupakan haji fardhu, maka biayanya itu
diambilkan dari sepertiga atau sejumlah yang cukup untuk
menunaikan ibadah haji fardhu. Jika sepertiga terlalu banyak,
maka hanya digunakan yang secukupnya saja, dan sisanya untuk
menunaikan ibadah haji sunah sampai habis, seperti yang telah
kami kemukakan sebelumnya.

Jika sepertiga itu kurang, maka kekurangannya itu
diambilkan dari harta pokok. Inilah pendapat ulama madzhab
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kami. Dengan ini pula Atha', Thawus, Al Hasan, Sa’id bin Al
Musayyab, Az Zuhri, Ahmad, dan Ishaq berpendapat.

Namun menurut Sa’id bin Al Musayyab, semua biaya yang
digunakan untuk haji fardhu itu diambilkan dari harta pokok. Ibnu
Sirin, Ibrahim An-Nakha'i, Asy-Sya’bi, Hammad bin Abu
Sulaiman, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan Daud bin Abu
Hindun berpendapat, bahwa jika seseorang berwasiat ibadah haji,
maka harus diambilkan dari sepertiga, sehingga tidak membebani
para ahli waris. Jika ada kekurangan, maka untuk menambahi dari
harta pokok haruslah seizin mereka. Sebab, haji adalah ibadah
vang tidak ada kaitannya dengan ahli waris, sama seperti shalat.

s 0. r!f T ey ok, £

Dalil kami adalah sabda Nabi g, 23 &l J& 0 ' <oty
;\:A,Ejb fg;-i A"N Lé.:.\; ;’é "P';J u/é ?Z;,aii ’C.Kf “ Bagaimana
menurutmu jika ibumu punya tanggungan utang, bukankah kamu
akan membayarnya?.” Dia menjawab, “Ya.” Beliau bersabda,
“Ulang kepada Allah itu lebih wajib untuk dibayar.” Tanggungan
utang yang merupakan kewajiban yang paling mendesak itu waijib
dibayar dan diambilkan dari pokok harta. Sama seperti kewajiban
menanggung utang kepada sesama manusia.

Cabang: Jika seseorang mengatakan, “Tunaikan ibadah
haji atas namaku dengan uang sebesar lima ratus dinar,” maka
sisanya untuk orang yang menunaikan ibadah haji atas namanya.
Dan itu harus digunakan sesuai yang diwasiatkan oleh si pemberi
wasiat. Kemudian jika dia menentukan orang yang akan
menunaikan ibadah haji atas namanya dengan mengatakan, “Yang
akan menunaikan ibadah haji atas namaku dengan lima ratus dinar
adalah si fulan,” maka harus digunakan untuk itu. Dan jika dia
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tidak menentukan, maka orang vyang berwasiat boleh
menyerahkan kepada siapa saja yang dia kehendaki, karena dia
menyerahkannya berdasarkan ijtihad.

Jika ada sisanya dari sepertiga, maka dia tidak boleh
menyerahkannya kepada seorang ahli waris, tanpa persetujuan
anggota ahli waris lainnya. Dan jika tidak ada sisanya, maka itu
boleh, karena tidak ada unsur pilih kasih. Selanjutnya harus dilihat
lebih lanjut, jika haji yang diwasiatkan itu berupa haji sunah, maka
semua biayanya itu diambilkan dari sepertiga. Dan jika itu
merupakan haji fardhu, maka kekurangannya itu harus
diperhitungkan dari sepertiga. Apabila itu tidak mencukupi, maka
diambilkan dari harta pokok. Akan tetapi jika itu haji sunah, maka
akan digunakan sesampai-sampainya sesuai dengan jumlah harta
itu, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

Cabang: Jika seseorang berwasiat supaya Zaid
menunaikan ibadah haji atas namanya dengan uang seratus dinar,
dimana untuk genapnya sepertiga dia juga mewasiatkan untuk
Amr dan Sa’ad, dan para ahli waris memperbolehkannya, maka
wasiat itu dilaksanakan berdasarkan apa yang dikatakan oleh
pemberi wasiat. Jika tidak ada sisa dari seratus dinar, maka Amr
tidak mendapatkan bagian sama sekali. Sebab, yang dia wasiatkan
untuk Amr adalah sisanya, dan ternyata tidak ada sisanya.

Jika para ahli waris tidak menyetujui, maka sepertiga dibagi
di antara mereka di mana masing-masing mendapatkan bagian
separuh. Sa’ad mendapat bagian seperenam, Zaid mendapat
seratus, dan sisanya dari sepertiga untuk Amr. Jika ternyata tidak
ada sisanya, maka Amr tidak mendapat bagian sama sekali, karena
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wasiat yang diberikan kepadanya adalah berupa sisanya, dan
ternyata memang tidak ada sisanya. Perkara yang sebanding
dengan masalah ini sudah kami kemukakan sebelumnya.

Akan tetapi jika Zaid tidak mau menunaikan ibadah haji,
dan itu haji fardhu, maka dia harus digantikan orang lain yang bisa
dipercaya untuk menunaikannya. Lalu kesempurnaan seratus itu
untuk para ahli waris, dan sisanya untuk Amr. Namun jika itu
merupakan haji sunah, maka tentang kebatalan wasiatnya itu ada
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu Ishaq Al
Marwazi, bahwa mewasiatkan sisa dari seratus tadi itu hukumnya
batal. Sebab, wasiat dengan sepertiga itu melarang ada sisanya
sedikit pun. Jika para ahli waris memperbolehkan, maka dua
wasiat tersebut berlangsung. Sedangkan apabila mereka tidak
memperbolehkannya, maka wasiat itu dikembalikan kepada
sepertiga.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu Ali bin Abu
Hurairah, bahwa jika jumlah seratus itu sudah menghabiskan
sepertiga yang pertama, dimana sisa dari seratus tidak mencukupi
sepertiga, maka diambilkan dari sepertiga yang kedua.

Asy-Syirazi @ mengatakan: Pasal: Jika seseorang
mewasiatkan kepada orang lain seorang budak, dan dia
juga mewasiatkan kepada orang lain lagi sisa dari
sepertiga, maka setelah kematian orang yang berwasiat
budak ditaksir bersama harta peninggalan. Jika keluar
dari sepertiga, maka diberikan kepada orang yang
diberi wasiat, dan jika masih ada sisanya dari sepertiga,
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maka diberikan kepada vang lain. Sedangkan apabila
tidak ada sisanya, maka wasiat itu batal, karena yang
diwasiatkan adalah sisanya. Jika sang budak mengalami
cidera sehingga menimbulkan cacat setelah orang yang
berwasiat meninggal dunia, maka dia ditaksir sebagai
budak yang normal dan sisanya diberikan kepada orang
yang diwasiati. Jika sang budak meninggal dunia
sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia, maka
wasiatnya itu batal. Sang budak ditaksir pada waktu
kematian sang pemberi wasiat bersama dengan harta
peninggalan lainnya, dimana sisanya dari sepertiga itu
diberikan kepada orang vang diwasiati. Sebab kedua-
duanya adalah wasiat, yang salah satunya tidak bisa
batal lantaran yang lainnya batal. Masalahnya sama
seperti jika seseorang berwasiat untuk dua orang lalu
yang satu menolak.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan jasa budaknya,
maka orang vang diwasiati itu memiliki jasa-jasa sang
budak berikut penghasilannya. dJika itu merupakan
budak perempuan, maka dia berhak mendapatkan
maskawinnya, karena ini adalah pengganti dari jasanya.
Sang pemilik tidak boleh menggaulinya karena yang dia
miliki hanya status budaknya, bukan termasuk jasanya.
Dimana orang vang diberi wasiat juga tidak boleh
menggaulinya, karena dia hanya memiliki jasanya,
bukan status budaknya. Hak menggauli hanya
diperbolehkan bagi pemilik yang penuh. Orang yang
diberi wasiat boleh menikahkan sang budak untuk
mendapatkan maskawinnya.
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Tentang siapa yang memiliki akadnya, maka di
sini ada tiga pendapat ulama madzhab Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Yang memilikinya adalah
orang yang diberi wasiat jasanya, karena maskawin itu
menjadi miliknya.

Pendapat Kedua: Yang memilikinya adalah sang
pemiliknya atau orang yang berwasiat, karena dia yang
tetap memiliki status kebudakannya.

Pendapat Ketiga: Akad tidak sah tanpa
kesepakatan mereka berdua, sebab masing-masing
mereka memiliki hak. Jadi, salah seorang mereka tidak
boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa melibatkan yang
lain.

Jika sang budak melahirkan anak, maka dalam
masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Anak itu milik orang yang
diberi wasiat, karena termasuk bagian dari jasanya.
Jadi, statusnya sama seperti penghasilannya.

Pendapat Kedua: Anak itu seperti ibunya yang
status budaknya masih menjadi sang pemilik (pemberi
wasiat). Orang vang diberi wasiat hanya memiliki
jasanya. Karena anak itu merupakan bagian dari
ibunya, maka status hukumnya sama seperti status
hukum ibunya.

Jika dia dibunuh, maka tentang nilai harganya
ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:
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Pendapat Pertama: Nilai harganya itu untuk sang
pemilik karena itu merupakan pengganti dari
kematiannya.

Pendapat Kedua: Dimana ini merupakan
pendapat yang shahih, itu digunakan untuk membeli
budak vang sama yang status budaknya menjadi milik
orang vang berwasiat dan jasanya menjadi milik orang
vang diberi wasiat. Jadi, ini dikembalikan kepada status
hukum asal. Jika itu dilanggar sehingga ada salah satu
anggota tubuhnya yang patah, maka tentang siapa yang
berhak mendapatkan dendanya juga ada dua pendapat
ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat yang
shahih, yaitu dibagi menjadi dua untuk sang pemberi
wasiat dan yang diberi wasiat sebagai kompensasi yang
memang layak mereka dapatkan. Jika sang budak
membutuhkan biaya, maka dalam masalah ini ada tiga
pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu
Sa’id Al Isthtakhri, bahwa biayanya itu atas tanggungan
orang vang diberi wasiat berupa jasa sang budak,
karena penghasilannya itu juga menjadi miliknya.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu
Ali bin Abu Hurairah, bahwa biayanya itu atas status
kebudakannya, dan itu menjadi tanggungan sang

Pendapat Ketiga: Diambilkan dari penghasilan
nya. Jika tidak mencukupi, maka dibebankan kepada
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kas negara. Sebab, tidak mungkin membebankannya
kepada sang pemilik atau orang yang berwasiat karena
dia tidak memiliki manfaat atau jasanya, dan juga tidak
mungkin membebankannya kepada orang yang diberi
wasiat karena dia tidak memiliki status kebudakannya.
dadi, solusinya adalah seperti yang kami kemukakan
tadi. Jika kebun vyang buahnya itu diwasiatkan
membutuhkan pengairan atau penyiraman, atau rumah
vang diwasiatkan manfaatnya membutuhkan perawatan,
maka ini tidak menjadi kewajiban salah satu dari kedua
belah pihak. Sebab, apabila masing-masing mereka
secara sendiri memiliki semua itu, maka dia tidak bisa
dipaksa untuk membiayainya, dan jika mereka
bersekutu, maka hal itu tidak wajib bagi mereka.

Pasal: Jika sang pemilik ingin menjual status
perbudakannya, maka dalam masalah ini ada tiga
pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Itu diperbolehkan, karena dia
memiliki status kebudakannya secara penuh.

Pendapat Kedua: Tidak boleh melakukan itu,
karena sang budak adalah barang yang manfaatnya
sudah diambil. Jadi, tidak boleh dijual, dia sama seperti
barang-barang lain yang sudah tidak ada manfaatnya
sama sekali.

Pendapat Ketiga: Boleh menjualnya kepada orang
vang diberi wasiat, karena dia vyang akan bisa
menggunakan jasa atau manfaatnya. Tidak boleh
menjualnya kepada orang lain, karena dia tidak
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mungkin bisa menggunakan manfaat sang budak itu.
Jika sang pemilik ingin memerdekakan budak itu, maka
hukumnya boleh, karena dia memilikinya secara penuh.
Dimana setelah berstatus merdeka, orang yang diberi
wasiat itu tetap boleh menggunakan jasanya. Sebab apa
vang dilakukan oleh sang pemilik adalah berupa
tindakan yang menyangkut status perbudakannya,
sehingga hal itu tidak bisa membatalkan manfaat yang
menjadi milik orang yang diberi wasiat. Dimana budak
itu juga tidak boleh menuntut sang pemilik supaya
memberikan upah, seperti vang boleh dilakukan
seorang budak yang disewakan oleh tuannya setelah dia
berstatus merdeka, menurut salah satu pendapat yang
memperbolehkannya. Karena dalam masalah ini, si
tuan mendapatkan kompensasi sewa, sedangkan dalam
masalah ini sang pemilik tidak mendapat kompensasi
apapun.

Penjelasan:

Jika seseorang mewasiatkan seorang budak kepada Zaid,
dan juga mewasiatkan sisa sepertiga kepada Amr, maka pada saat
orang vang berwasiat itu meninggal dunia sang budak ini ditaksir,
karena dia merupakan harta dalam pelaksanaan wasiat, lalu
diberikan kepada Zaid, dan sisa sepertiga diberikan kepada Amr.
dika tidak, maka sisanya dari sepertiga, sehingga wasiat untuk si
Amr batal. Jika sang budak meninggal dunia setelah kematian
orang yang berwasiat, atau Zaid mengembalikan wasiatnya, maka
wasiatnya itu batal, dimana wasiat Amr tidak batal. Demikian pula
seandainya Zaid meninggal dunia sebelum atau sesudah kematian
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orang yang memberi wasiat. Sedangkan apabila sang budak
meninggal dunia sebelum kematian orang yang memberi wasiat,
maka kita taksir harta peninggalan itu pada saat kematian orang
yang memberi wasiat, tanpa budak itu. Dimana budak itu -saat dia
masih hidup pun juga ditaksir.- Jika masih ada sisanya, maka itu
untuk Amr. Namun jika tidak ada sisanya, maka wasiat Amr itu
batal. Wallahu A ’lam.

Bab: Menarik Kembali Suatu Wasiat

Asy-Syirazi & mengatakan: Menarik kembali
wasiat itu hukumnya diperbolehkan. Karena wasiat itu
merupakan pemberian yang status kepemilikannya tidak
hilang, maka dapat ditarik kembali. Sama seperti hibah
vang belum diserahkan. Boleh menarik kembali wasiat
dengan menggunakan ucapan dan juga dengan
tindakan. Sebab, ini merupakan bentuk men-fasakh
akad sebelum akad itu sempurna. Jadi, boleh
menggunakan ucapan maupun tindakan. Sama seperti
fasakh-nya jual beli dalam masa khiyar, juga fasakhnya
hibah sebelum adanya penyerahan.

Jika seseorang mengatakan, “Dia haram atas
harta itu,” maka ini sudah bisa disebut menarik kembali
wasiat itu, karena dia tidak boleh mewasiatkan sesuatu
kepada seseorang yang diharamkan untuknya. Jika dia
mengatakan, “ltu untuk ahli warisku,” maka ini juga
bisa disebut bentuk menarik wasiat, karena tidak boleh
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sesuatu itu menjadi milik ahli waris dan sekaligus
menjadi milik orang yang diberi wasiat.

Jika dia mengatakan, “ltu adalah harta
peninggalanku,” maka dalam masalah ini ada dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Itu merupakan bentuk
menarik wasiat, karena harta peninggalan adalah milik
para ahli waris.

Pendapat Kedua: Itu bukanlah bentuk menarik
wasiat, karena termasuk dari harta peninggalan sang
mayyit.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan seorang budak
kepada orang lain, lalu dia juga mewasiatkan budak
tersebut kepada orang lain lagi, maka itu bukan
merupakan bentuk menarik kembali wasiat, karena
mungkin dia lupa pada wasiat yang pertama, atau dia
sengaja menghimpun antara keduanya. dJika dia
mengatakan, “Budak yang aku wasiatkan untuk si fulan
juga vang aku wasiatkan untuk si fulan lain,” maka ini
disebut menarik kembali wasiat.

Di antara ulama madzhab kami ada yang
mengatakan, bahwa itu bukanlah bentuk menarik
wasiat, ini sama seperti masalah sebelumnya. Pendapat
madzhab adalah pendapat yang pertama, karena ini
secara tegas merupakan bentuk penarikan wasiat.

Pasal: Jika seseorang menjual budak atau
menghibahkan atau menerimakan atau memerdekakan
atau juga mewasiatkan supaya dijual atau dihibahkan
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atau diterimakan atau dimerdekakan atau juga diadakan
akad mukatab padanya, maka itu semua merupakan
bentuk penarikan wasiat. Sebab penawarannya itu
adalah untuk menghilangkan hak milik yang diarahkan

dari orang yang diberi wasiat.

Menurut sebagian ulama madzhab kami, itu
bukanlah bentuk penarikan suatu wasiat, karena
kepemilikannya masih ada, sehingga tidak masalah.
Jika dia mewasiatkan sepertiga harta, kemudian dia
menjual hartanya, maka itu bukanlah bentuk penarikan
wasiat. Sebab mewasiatkan sepertiga harta saat
kematian itu bukanlah sepertiga yang dijualnya. Jika
setelah mewasiatkan seorang budak, lalu seseorang
mengadakan akad mudabar dengan budak itu, dimana
kita mengatakan bahwa fadbir itu merupakan bentuk
memerdekakan seorang budak dengan suatu sifat, maka
hal itu adalah bentuk penarikan wasiat. Sebab, apa
vang dia lakukan itu adalah untuk menghilangkan
kepemilikan.

Jika kita mengatakan bahwa itu adalah wasiat,
dan kita bepegang pada salah satu pendapat yang
mengatakan memerdekakan budak itu harus lebih
didahulukan daripada semua wasiat yang ada, maka itu
merupakan bentuk penarikan wasiat. Sebab, ini lebih
kuat daripada wasiat, sehingga memerdekakan budak

itu dapat membatalkan wasiat.

Apabila kita mengatakan bahwa sesungguhnya
memerdekakan itu sama seperti semua wasiat yang ada,
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maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih
Asy-Syalfi’i:

Pendapat Pertama: Itu bukanlah bentuk
penarikan wasiat. Jadi, status separuhnya sang budak
adalah mudabar, dan separuhnya lagi diwasiatkan.
Sama seandainya dia mewasiatkan sang budak untuk
seseorang, kemudian dia juga mewasiatkannya untuk
orang lain.

Pendapat Kedua: Itu merupakan bentuk
penarikan wasiat. Sebab, fadbir itu lebih kuat karena
bisa dilangsungkan tanpa ada serah terima. Sementara
wasiat itu harus dengan serah terima. Oleh karena itu,
tadbir lebih didahulukan, sama seperti derma-derma lain
yang terjadi saat dia masih hidup daripada wasiat.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan budak
kemudian dia menikahkannya atau menyewakannya
atau mengajari suatu keterampilan atau
mengkhitankannya, maka itu bukanlah bentuk
penarikan wasiat. Sebab, semuanya itu tidak
bertentangan dengan wasiat. Jika yang diwasiatkan
tersebut budak perempuan lalu digaulinga, maka itu
juga bukan bentuk penarikan wasiat, karena sang budak
masih tetap bisa dimanfaatkan, sehingga tidak bisa
disebut sebagai penarikan wasiat. Sama seperti
menggunakan pelayanannya.

Abu Bakar bin Al Haddad Al Mishri menyatakan,
jlka dengan cara az/ (mengeluarkan sperma di luar
vagina), maka itu tidak disebut sebagai penarikan
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wasiat. Sebaliknya jika tidak dengan cara azl, maka itu
disebut penarikan wasiat, karena dia bermaksud
mencari keturunan.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan makanan
tententu, lalu dia mencampurnya dengan makanan yang
lain, maka itu disebut sebagai penarikan wasiat, karena
dia telah menjadikannya pada suatu sifat yang tidak
mungkin bisa diserahkan. Jika dia mewasiatkan satu
bakul kurma kemudian dia mencampurnya dengan
kurma yang sama, maka itu tidak bisa disebut sebagai
penarikan wasiat. Karena yang diwasiatkan bercampur
dengan yang sama. Jadi, itu tidak bisa disebut sebagai
bentuk penarikan wasiat. Jika dia mencampurnya
dengan kurma vang lebih bagus, maka itu baru disebut
sebagai bentuk penarikan wasiat, karena pada yang
dicampurkannya itu ada tambahan yang mengesankan
bahwa dia tidak ingin itu dimiliki orang lain. Dan jika
dia mencampurnya dengan kurma yang lebih jelek,
maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih
Asy-Syalfi’i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu
Ali bin Abu Hurairah, bahwa itu tidak disebut sebagai
bentuk penarikan wasiat. Sebab, yang dicampurkannya
itu lebih jelek, sehingga tidak bisa disebut sebagai
bentuk penarikan wasiat. Sama halnya jika dia
menghabiskan sebagiannya.

Pendapat Kedua: ltu adalah penarikan kembali
wasiat, karena dia merubah dengan yang lebih jelek.
Hukumnya sama seandainya dia merubah dengan yang
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mewasiatkan sepertiganya untuk orang vang lain, atau dia
mewasiatkannya seluruh hartanya untuk seseorang kemudian dia
mewasiatkan pula kepada orang yang lain, maka wasiat itu adalah
untuk kedua orang yang diwasiatkan. Ini bukan berarti menarik
kembali wasiat yang pertama. Inilah pendapat Rabi’ah, Imam
Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi’i, Ishaq, Ahmad bin Hanbal,
Ibnu Al Mundzir, dan ulama lainnya.

Sementara Jabir bin Zaid, Al Hasan, Atha®, Thawus, dan
Daud bin Ali menyatakan, itu adalah wasiat untuk orang yang
kedua, karena yang diwasiatkan untuk orang yang kedua sama
seperti yang diwasiatkan untuk orang yang pertama. Jadi, ini
adalah bentuk penarikan kembali wasiat. Sama seandainya dia
mengatakan, “Apa yang aku wasiatkan untuk Basyar itu adalah
untuk Bakar,” karena yang kedua itu menafikan yang pertama.
sehingga wasiat seperti itu sama dengan penarikan kembali wasiat
vang ada, sebagaimana jika dia mengatakan, “Itu adalah milik para
ahli warisku.”

Menurut kami, jika dia mewasiatkan untuk mereka berdua
secara sama, misalnya seperti dia mengatakan kepada mereka
berdua, “Aku wasiatkan mobilku ini untuk kalian,” maka ini adalah
penarikan kembali wasiat. Tetapi boleh diartikan bahwa dia
memang mempunyai maksud bagi persekutuan mereka berdua.
Jadi, apabila ada keragu-raguan seperti itu, maka wasiat salah
satunya tidak boleh dianggap batal.

Jika dia mengatakan, “Apa yang aku wasiatkan untuk
Basyar, itu adalah untuk Bakar,” maka ini adalah bentuk penarikan
kembali wasiat untuk Basyar. Inilah pendapat Asy-Syafi'i, Abu
Tsaur, dan ulama lainnya. Ini juga pendapat Al Hasan, Atha", dan
Thawus. Setahu kami, tidak ada yang menentang pendapat ini.

338 ” Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab




Sebab dengan tegas, pernyataan itu menarik kembali wasiat yang
pertama, yang berarti wasiat itu dikembalikan kepada wasiat yang
kedua. Jadi, ini sama seperti seandaianya dia mengatakan, “Aku
menarik kembali wasiatku yang untuk si Basyar, dan aku wasiatkan
itu untuk si Bakar.” Berbeda jika dia mewasiatkan satu harta untuk
dua orang yang disebut secara berurutan.

Jika dia mengatakan, “Aku mewasiatkan barang ini, untuk
si fulan separuhnya, dan untuk si fulan sepertiganya,” maka inilah
yang merupakan bentuk penarikan kembali wasiat pada jumlah
yang diwasiatkan untuk si fulan kedua dan sisanya untuk si fulan
yang pertama.

Para ulama sepakat, bahwa orang yang memberi wasiat
boleh menarik kembali semua yang telah diwasiatkannya itu atau
sebagiannya saja, kecuali wasiat memerdekakan budak. Namun
ada sebagian ulama yang juga memperbolehkan menarik kembali
wasiat yang satu ini. Diriwayatkan dari Umar &, bahwa dia
pemnah berkata, “Seseorang boleh merubah wasiatnya itu sesuka
dirinya.” Inilah pendapat Atha", Jabir bin Zaid, Az-Zuhri. Qatadah,
Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur.

Sementara menurut Asy Sya’bi, Ibnu Sirin, Syubramah, dan
Iorahim An-Nakha'i, boleh merubah wasiat sesukanya selain
wasiat untuk memerdekakan budak. Alasan mereka, karena
memerdekakan budak setelah kematian pemberi wasiat,
membuatnya tidak bisa berada dirumah. Sama seperti akad fadbir.

Menurut ulama madzhab kami, itu adalah wasiat yang boleh
ditarik kembali oleh pemiliknya. Sama seperti wasiat-wasiat
lainnya. Lagi pula pada dasarnya ini merupakan pemberian yang
terlaksana setelah kematian orang yang memberi wasiat, sehingga
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boleh menariknya kembali sebelum terlaksana. Hal ini sama
seperti hibah yang membutuhkan penerima sebelum diserahkan.
Ini berbeda dengan akad fadbir yang terkait dengan syarat
sehingga tidak bisa dirubah.

Menarik kembali wasiat cukup dengan mengatakan, “Aku
menarik kembali wasiatku,” atau “Aku membatalkan wasiatku,”
atau “Aku merubah wasiatku,” atau “Apa yang aku wasiatkan
untuk si fulan itu sebenarnya untuk si fulan ini,” atau “Itu untuk
para ahli warisku,” atau “ Itu adalah harta warisanku,” dan lain
sebagainya.

Jika dia memakan apa yang telah diwasiatkannya, atau
menghibahkannya, atau memberikan kepada orang lain untuk
dimakan, atau menghabiskannya, atau mendermakannya, atau
menjualnya, atau juga berupa pakaian yang berbentuk terusan
kemudian dia memotongnya, atau berupa budak perempuan
kemudian dia membuatnya menjadi hamil oleh orang lain, dan lain
sebagainya, maka itu adalah ragam bentuk penarikan wasiat. Akan
tetapi yang bukan termasuk bentuk penarikan kembali wasiat
adalah menggauli sang budak wanita. Berbeda dengan jika
membuat dia hamil.

Ibnu Al Mundzir menyatakan, bahwa semua ulama yang
aku hapal namanamanya sepakat bahwa jika seseorang
mewasiatkan makanan untuk orang lain, lalu dia memakannya
sendiri, atau berupa sesuatu lalu dia merusaknya atau
mendermakannya atau menghibahkannya, atau juga berupa budak
perempuan lalu membuatnya hamil dengan orang lain atau
membuatnya melahirkan, maka semua itu adalah bentuk penarikan
wasiat.
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Menurut sebagian ulama, menjual sang budak bukanlah
bentuk penarikan kembali suatu wasiat, karena ada imbalan atau
kompensasinya. Berbeda dengan hibah. Tetapi menurut kami itu
tetap bentuk penarikan wasiat, karena itu menghilangkan
kepemilikan dari orang yang diberi wasiat, sehingga sama saja
statusnya seperti dihibahkan.

Jika seseorang menawarkannya untuk dijual, atau berpesan
supaya budak itu dijual atau mengharuskan untuk dihibahkan dan
belum diterima oleh orang yang diberi hibah, atau dia mengadakan
akad kitabah, atau berpesan agar dimerdekakan, atau dia
mengadakan akad fadbir, maka itu juga merupakan bentuk
penarikan wasiat. Alasannya, karena semua itu bertentangan
dengan wasiat yang pertama.

Jika wasiat itu digadaikan, maka itu juga merupakan bentuk
penarikan wasiat, karena ini terkait dengan hak yang boleh dijual.
Jadi ini lebih serius daripada hanya sekedar ditawarkan untuk
dijual. Ada ulama yang mengatakan, bahwa itu bukan penarikan
wasiat, dimana ini merupakan pendapat murid-murid Imam
Ahmad. Alasannya, karena hal itu tidak menghilangkan hak milik.
Jadi, sama seperti menyewakannya.

Cabang: Jika seseorang mewasiatkan gandum kemudian
memasaknya, atau mewasiatkan tepung kemudian dia
membuatnya adonan, atau mewasiat adonan lalu dia membuatnya
menjadi roti kering, atau mewasiatkan roti kering lalu dia
membuatnya menjadi roti remukan, maka itu adalah penarikan
kembali wasiat, karena namanya menjadi hilang. Jadi itu
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menunjukkan penarikan kembali wasiat. Inilah pendapat Imam
Ahmad dan para ulama madzhabnya.

Tentang merubah roti kering menjadi remukan rofi,
menurut ulama madzhab Hanbali, itu juga dianggap sebagian
bentuk penarikan kembali wasiat itu. Namun menurut ulama

madzhab kami, dalam hal ini ada dua pendapat, sebagaimana yang
dikemukakan oleh penulis.

Jika seseorang mewasiatkan sesuatu tertentu kemudian dia
mencampurmnya dengan vang lain sehingga tidak bisa dibedakan
antara campurannya dengan vang dicampuri, maka ini adalah
bentuk penarikan wasiat. Sebab, dengan begitu dia akan sulit
menyerahkannya.

Jika seseorang mewasiatkan sebakul gandum kemudian dia
mencampurnya dengan lainnya, maka masalahnya harus ditinjau
terlebih dahulu. Jika dicampur dengan yang lebih bagus, maka itu
berarti bentuk penarikan wasiat, karena itu berarti mengadakan
tambahan yang tidak termasuk dalam wasiat. Dan jika dicampur
dengan vang lebih jelek, maka dalam masalah ini ada dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu Ali bin
Abu Hurairah, bahwa itu bukanlah bentuk menarik kembali wasiat
vang ada, ini disamakan dengan kondisi seandainya dia
menghabiskan sebagiannya, maka sisanya itu tetap pada wasiat.

Pendapat Kedua: Ini merupakan bentuk penarikan wasiat.
Imam Ahmad dan ulama madzhabnya mengatakan, bahwa
mencampur dengan yang lebih bagus atau dengan yang lebih jelek
atau dengan yang sama, maka semua itu tidak termasuk bentuk
penarikan wasiat. Menurut mereka, pendapat yang mengatakan
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bahwa mencampur dengan vang lebih bagus itu merupakan
bentuk penarikan kembali wasiat, itu adalah pendapat yang lemah.
Sebab, tidak mungkin menyerahkan yang diwasiatkan kecuali
dengan menyerahkan yang lebih bagus. Dimana ahli waris tidak
wajib menyerahkan yang lebih bagus. Berbeda jika dicampur
dengan yang sama atau yang lebih jelek. Wallahu A lam.

Asy-Syirazi s mengatakan: Pasal: Jika seseorang
mewasiatkan kapas lalu dia memintalnya, atau dia
mewasiatkan kapas vang sudah dipintal lalu dia
menenunnya, maka itu merupakan bentuk penarikan
wasiat. Sebab, pekerjaan itu menghilangkan namanya.
Jika dia mewasiatkan kapas lalu dia menggunakannya
untuk isi alas tidur atau alas duduk, maka dalam
masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Péndapat Pertama: Itu merupakan bentuk

penarikan wasiat, karena dia menjadikannya untuk
dihabiskan.

Pendapat Kedua: Itu bukanlah bentuk penarikan
wasiat, karena namanya masih tetap ada.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan pakaian lalu
dia memotongnya, atau mewasiatkan seekor kambing
lalu menyembelihnya, maka itu adalah bentuk
penarikan wasiat, karena hal itu sudah menghilangkan
namanya, dan juga karena dia bermaksud untuk
menghabiskannya. '

Jika dia mewasiatkan daging lalu memasaknya
atau memanggangnya, maka itu merupakan bentuk
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penarikan wasiat, karena dia memperuntukkannya
untuk dimakan. Jika dia membuatnya untuk dendeng,
maka dalam masalah ini ada dua pendapat, seperti
yvang berlaku tentang masalah ruthab atau kurma basah
vang dibuat menjadi famr atau kurma kering.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan baju lalu dia
memotongnya menjadi kemeja, atau dia mewasiatkan
pagar lalu dia jadikan sebagai pintu, maka dalam
masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Itu adalah bentuk penarikan
wasiat, karena menghilangkan nama baju dan pagar.

Pendapat Kedua: Itu bukanlah bentuk penarikan
wasiat, karena nama baju dan pagar masih tetap ada.

Pasal: Jika dia mewasiatkan sebuah rumah lalu
dirobohkannya, maka itulah bentuk penarikan wasiat.
Sebab, hal itu adalah tindakan yang menghilangkan
namanya, sehingga disebut penarikan wasiat. Sama
seandainya dia mewasiatkan gandum lalu dimasak. Jika
rumah itu roboh sendiri, maka perlu ditinjau terlebih
dahulu. Jika nama atau sebutan rumah masih tetap ada,
maka wasiatnya tetap berlangsung terhadap yang masih
ada. Sedangkan jka namanya sudah terpisah, maka
menurut pendapat yang telah ditetapkan, itu adalah di
luar wasiat karena sudah terpisah dari harta yang
diwasiatkan saat orang yang berwasiat itu masih hidup.

Menurut pendapat yang dikutip dari Al Qadhi
Abul Qasim Ibnu Kaaj &, itu adalah untuk orang vang

diberi wasiat, karena tercakup dalam wasiat, sehingga
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tidak dianggap bagian yang terpisah. Akan tetapi jika
sebutan rumah itu sudah hilang, maka tentang halaman
rumah yang masih ada, dalam masalah ini ada dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Wasiat terhadapnya batal,
karena sebutan rumah itu sudah hilang.

Pendapat Kedua: Wasiat itu tidak batal, karena
dari sisi ini tidak ada vang menunjukkan bentuk
penarikan wasiat.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan sebidang
tanah lalu dia menanaminya, maka itu bukanlah bentuk
penarikan kembali wasiat. Sebab, hal itu tidak
dimaksudkan untuk selamanya. Jika dia mendirikan
bangunan di atas tanah tersebut, maka dalam masalah
ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Itu merupakan bentuk
penarikan kembali wasiat, karena memperuntukkannya
demi kemanfaatan selamanya. Jadi, hal itu
menunjukkan penarikan wasiat.

Pendapat Kedua: Itu bukanlah bentuk penarikan
wasiat, karena itu hanya menggunakan manfaatnya
saja. Jadi masakannya itu seperti menanami. Tentang
membuat pondasi, maka dalam masalah ini ada dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Tidak membatalkan wasiat.
Sebab ketika bangunannya hilang, maka akan kembali
kepada orang yang diberi wasiat.
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Pendapat Kedua: Itu membatalkan wasiat, karena
menjadikan pondasi itu ikut pada bangunannya.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan kepada orang
lain untuk menghuni rumah selama setahun, lalu dia
menyewakannya kepada orang lain lagi selama kurang
dari setahun, maka hal itu tidak disebut sebagai
penarikan wasiat. Sebab, sangat mungkin jika masa
sewa itu berakhir sebelum orang yang berwasiat itu
meninggal dunia. Namun jika dia meninggal dunia
sesudah pemberi wasiat meninggal dunia, maka dalam
masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Rumah itu dihuni selama
jangka waktu wasiat setelah berakhirnya sewa.

Pendapat Kedua: Wasiat itu batal pada sisa
jangka waktu sewa, dan masih berlaku pada jangka
waktu sisanya.

Penjelasan:

Jika seseorang mewasiatkan kapas atau caffon lalu dia
memintalnya, atau dia mewasiatkan pintalan kapas lalu
ditenunnya, atau mewasiatkan pakaian lalu memotongnya, atau
mewasiatkan lalu membentuknya, atau mewasiatkan seekor
kambing lalu menyembelihnya, maka itu adalah bentuk penarikan
wasiat. Ini merupakan pendapat Asy-Syafii juga merupakan
pendapat madzhab, yang dikutip dari Imam Ahmad. Sementara
menurut pendapat Abu Al Khaththab dari madzhab Hanbali dan
Abu Tsaur, bahwa itu bukanlah bentuk penarikan wasiat. Sebab,
ini tidak menghilangkan namanya.
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Argumen kami, karena ini berpotensi bahwa seseorang itu
kelak akan dapat menggunakannya, sehingga disebut sebagai
penarikan wasiat, sama seperti masalah-masalah sebelumnya.
Tidak benar alasan vang menyatakan bahwa hal itu tidak
menghilangkan namanya, karena namanya sudah jelas berbeda-

beda.

Cabang: Asy-Syafii & mengatakan, jika seseorang
mewasiatkan sebuah rumah, maka apa yang ada di dalamnya,
berupa pintu-pintu dan lainnya termasuk di dalamnya.

Menurutku (Al Muthi’i): Jika mewasiatkan sebuah
rumah, maka ini termasuk memasukkan semua yang terdapat di
dalamnya dan memang untuknya. Begitu pula sebaliknya. Jadi,
yang masuk di dalam rumah adalah pagar, atap, pintu-pintu, dan
lain sebagainya. Termasuk juga kamar dan tangganya. Sedangkan
yang terpisah dari rumah tidaklah termasuk darinya.

Secara keseluruhan, semua yang kita anggap masuk di
dalam benda yang jual bersama rumah, maka dia juga termasuk
dalam wasiat. Begitu juga sebaliknya. Jika seseorang mewasiatkan
sebidang tanah, maka masuk di dalamnya adalah pohon
kurmanya, dan tidak masuk di dalamnya tanamannya. Jika ketika
berwasiat pohon kurma sudah berbuah, maka buahnya tidak
masuk dalam wasiat jika masih berwujud tunas. Dan apakah
masuk di dalamnya jika belum bertunas, dalam masalah ini ada
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Masuk.
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Pendapat Kedua: Tidak masuk, karena sudah terlepas dari
namanya.

Berdasarkan hal ini, Asy-Syafi’i #& mengatakan, bahwa jika
rumah tersebut roboh ketika orang yang berwasiat itu masih
hidup, maka itu milknya kecuali yang roboh darinya.
Gambarannya adalah tentang seseorang yang mewasiatkan sebuah
rumah kepada orang lain lalu rumah itu roboh, maka robohnya ini
ada tiga kondisi:

Kondisi Pertama: Rumah roboh ketika orang yang
berwasiat itu masih hidup.

Kondisi Kedua: Rumah roboh setelah orang yang berwasiat
itu meninggal dunia, dan setelah diterima oleh orang yang diberi
wasiat.

Kondisi Ketiga: Rumah roboh setelah orang yang berwasiat
itu meninggal dunia, dan sebelum diserah terimakan oleh orang
yang berwasiat.

Jika rumah roboh ketika orang yang berwasiat itu masih
hidup, maka ada dua macam:

Pertama: Nama rumah hilang karena roboh.

Kedua: Sebutannya tidak akan hilang. Jika sebutan rumah
hilang darinya karena masih adanya bangunan di dalamnya, maka
tetap disebut rumah. Dalam masalah ini wasiatnya boleh, dan dia
memiliki bangunan yang berdiri di atasnya. Sementara yang
terpisah dari rumah karena roboh, menurut Asy-Syafi'i &, itu di
luar wasiat. Sebagian besar dari ulama madzhab kami qua
cenderung pada pendapat ini. Sebab, yang terpisah darinya
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tidaklah disebut rumah. Dimana orang yang diberi wasiat itu tidak
memiliki hak terhadap apa yang ada di sana.

Menurut Abul Qasim bin Kaaj yang mengutip dari sebagian
ulama madzhab kami, bahwa pendapat Asy-Svafi'i & tersebut
mungkin dimaksudkan bahwa pemberi wasiat lah yang
merobohkan sendiri rumahnya itu, sehingga hal itu bisa diartikan
sebagai penarikan wasiat. Apabila rumah itu roboh karena ada
sebab dari langit yang tidak bisa dikaitkan pada perbuatan pemberi
wasiat, maka orang yang diberi wasiat itu berhak mendapatkan
sisa-sisa rumah karena itu merupakan bagian darinya. Jika setelah
roboh rumah itu tidak bisa lagi disebut sebagai rumah karena
sudah menjadi sebuah halaman yang tidak ada bangunannya sama
sekali, maka tentang batalnya wasiat ada dua pendapat ulama fikih
Asy-Svafi’i:

Pendapat Pertama: Wasiat itu tidak batal. Ini adalah
pendapat para ulama yang menganggap alat-alat setelah terpisah
dari rumah sebagai milik orang yang diberi wasiat.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat yang paling
shahih, bahwa wasiat itu batal, karena jika sudah berupa halaman,
maka jelas tidak bisa disebut sebagai rumah. Kita tahu jika
s